Rancangan Rencana Rerja Dinas Resetatan Takhun 2024

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan acuan
perencanaan SKPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD.
Rencana Kerja Tahun 2024 disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan
tahunan.

Penyusunan  Rencana Kerja (RENJA) merupakan faktor mendasar guna lebih
mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang
berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan. Diharapkan penyusunan
Rencana ini dapat memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak kegiatan Dinas
Ketahanan Kabupaten Merangin Tahun 2024. Namun demikian, disadari bahwa hasil
yang dicapai masih jauh dari sempurna.

Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok RENJA
tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang
berkelanjutan. Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renja ini
kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan

rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Bangko, 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MERANGIN

drg. H. SONY PROPESMA, M.Ph
NIP. 19711012 200212 1 004
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1.1.

BAB 1

PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG

Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan
perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, pelindungan, penghormatan terhadap
hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma
agama. Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pembangunan
kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan
meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang
agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk
mencapai tujuan tersebut dilaksanakan program pembangunan kesehatan yang
berkesinambungan. Agar pelaksanaan pembangunan kesehatan dapat terlaksana
secara berkesinambungan, perlu dilakukan perencanaan dan penganggaran yang
terpadu dan terarah.

Perencanaan kesehatan adalah sebuah proses untuk merumuskan masalah-
masalah kesehatan yang berkembang di masyarakat, menentukan kebutuhan dan
sumber daya yang tersedia, menetapkan tujuan program yang paling pokok dan

menyusun langkah-langkah praktis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

1.1.1. Pengertian Rencana Kerja (Renja)

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin
adalah dokumen perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin
untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun untuk mewujudkan visi misi
Dinas Kesehatan. Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin
merupakan dokumen resmi yang dipergunakan untuk mengarahkan
program dan kegiatan pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin
khususnya. Renja tersebut berfungsi untuk menterjemahkan
perencanaan strategi lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana
Strategi OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih

operasional Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin memiliki fungsi

1



Rancangan Rencana Rerja Dinas Resetiatan Tahun 2024

yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena

merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah daerah

terkecil.

1.1.2. Proses Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja yang dilakukan

adalah sebagai berikut :

a.

Persiapan Penyusunan Renja melalui pembentukan tim penyusun,
pelaksanaan orientasi, dan penyusunan agenda kerja Tim Renja
Penyusunan rancangan awal renja berdasarkan Analisis gambaran
pelayanan OPD, Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD Tahun
lalu berdasarkan Renstra OPD, Rekapitulasi RUK Puskesmas, Usulan
UPTD Labkesda, UPTD Logistik dan Farmasi, Rumah Sakit dan
jejaringannya, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD,
Perumusan tujuan dan sasaran Kepala OPD.

Perumusan rancangan renja opd; Telaah usulan program dari
masyarakat, Perumusan Kegiatan Prioritas dilaksanakan pada saat
Musrenbang desa dan Musrenbang Kecamatan dengan mereview
usulan dari Kecamatan sehingga didapat usulan prioritas yang
selanjutnya akan dibahas di Forum OPD.

Pembahasan usulan Prioritas Masyarakat Forum OPD yang diikuti
oleh Kepala Puskesmas, Camat se Kabupaten Merangin, Perwakilan
Bidan desa setiap Kecamatan, Kepala OPD terkait Kesehatan, Kepala
Dinas Kesehatan Provinsi, Lembaga Masyarakat terkait seperti IDI,
IBI.

Penyesuaian dokumen r ancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas
dan sasaran rencana pembangunan perangkat daerah dengan
mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan Daerah.
Penyusunan Rancangan Akhir renja perangkat daerah

Verifikasi dan Penyempurnaan rancangan Renja yang mengacu pada
rancangan akhir RKPD

Penetapan Renja
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Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017
1.1.3.

Keterkaitan antara Rencana Kerja (Renja OPD dengan
Dokumen Perencanaan Lainnya

Dalam rangka perencanaan yang sistematis sesuai dengan Undang-
undang Nomor 25 tahun 2014 tentang sistem perencanaan
pembangunan nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah mewajibkan setiap OPD
membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Renja Dinas Kesehatan tahun 2024 disusun dengan berpedoman
kepada Renstra Dinas Kesehatan tahun 2019 - 2024 yang berpedoman
kepada RPJM Daerah dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD
dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RAPBD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS). Adapun alur Perencanaan dan
Penganggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin tertuang dalam

gambar berikut :
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Gambar 1.2 Sinkronisasi Perencanaan Pusat dan Daerah
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Sumber: Undang-undang No.25 Tahun 2004 dan undang-undang No. 17 Tahun 2003

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten

Merangin adalah :

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 25),sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun
Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2755);

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Sarolangun Bangko, Bungo Tebo, Batanghari, Tanjung Jabung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2755).

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);
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10.
11.

12.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan
Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomo 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4410);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahanan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244), Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah
beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemmerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Repnublik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063)
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4594);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerntah Daerah kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggung Jawaban Pemerintah Daerah kepada DPRD dan
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi,
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara,
Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah.

Peraturan Pemerintah No 18 tahun 2017 tentang Perangkat Daerah
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22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem
Kesehatan Nasional

Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaiamana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 971 Tahun 2009 tentang Standar
Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara
Evaluasi Rancangan peraturan daerah tentang pembangunan jangka panjang
daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara
perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana
pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis
Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang

Kesehatan.
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42,

43.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi,
Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pemangunan Dan Keuangan Daerah

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasim, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Surat Edaran Nomor 906 Tahun 2022 Tentang hasil inventarisasi dan
pemetaan Kklasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan
dan keuangan daerah terkait dak tahun anggaran 2022.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021
Tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Jasa
Pelayanan Kesehatan dan dukungan Biaya operasional Pelayanan Kesehatan
dalam pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan nasional Pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Daerah.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020
tentang Rencana Strategis Kementrian Kesehatan Tahun 2020-2024.

Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman
Penyusunan RKPD Tahun 2023

Peraturan Daerah Kabupaten Merangin No. 3 Tahun 2023 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi;

Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2008 tentang
pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin
(Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 19);

Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 2014 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2034
(Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 04);
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1.3

44,

45.

46.

47.

48.

49,
50.

Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun
2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 10);
Peraturan daerah Kabupaten Merangin No 10 Tahun 2017 Tentang
pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Merangin Tahun 2017 Nomor 10)

Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Kedudukan
Susunan Organsasi Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Daerah
Peraturan Bupati Kabupaten Merangin Nomor 39 Tahun 2017 tentang
ketentuan , Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata
Kerja Inspektorat dan Badan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin
Tahun 2017 Nomor 39)

Peraturan Bupati Kabupaten Merangin No. 33 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Renstra DINKES Kab. Merangin 2019-2023

RKPD Kabupaten Merangin

MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten
Merangin Tahun 2024 adalah memberikan arah sekaligus pedoman bagi
Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin dalam penyelenggaraan program
kerja Dinas Kesehatan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan
visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Renstra
secara berkesinambungan.

b.  Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan;

1) Untuk menjadi pedoman dan acuan bagi Dinas Kesehatan dan
jajaran dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-
masing,

2) Sebagai pedoman dalam penyusunan penyelenggaraan program
dan kegiatan di Dinas Kesehatan untuk mendukung pencapaian
target tujuan, sasaran program dan indikator kinerja kegiatan,

3) Sebagai alat evaluasi capaian dan kinerja Dinas Kesehatan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi yang di embankan.
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1.4

SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin Tahun 2024, disusun

dengan sistematika sebagai berikut:

BABI

BABII

PENDAHULUAN
Bagian ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan
rancangan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin
Tahun 2024, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat
dipahami dengan baik.
1.1 Latar Belakang
Memuat tentang Renja Dinas Kesehatan, Proses Penyusunan
Renja Dinas Kesehatan, Keterkaitan antar Renja Dinas
Kesehatan dengan Dokumen RKPD, Renstra Dinas Kesehatan
dengan Renja.
1.2 Landasan Hukum
Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam
Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin.
1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari
Penyusunan Renja Dinas Kesehatan kabupaten Merangin.
1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas
Kesehatan kabupaten Merangin., serta susunan garis besar isi

dokumen.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN
2022
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun Lalu

dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan
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2.2

2.3

Menjelaskan tentang pemuatan kajian (review) terhadap hasil
evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten
Merangin tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun
berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang
seharusnya pada waktu penyusunan Renja Dinas Kesehatan
sudah disahkan. selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian
target Renstra Dinas Kesehatan  berdasarkan realisasi
program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan

tahun-tahun sebelumnya.

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kab.

Merangin

Berisikan tentang struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi

Dinas kesehatan Kabupaten Merangin yang merupakan salah

satu organisasi yang ada di Pemerintahan Kabupaten

Merangin, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun

2008, serta kajian terhadap kondisi umum perencanaan saat

ini yang berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan

kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah
berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas

Kesehatan Kab. Merangin

Berisikan uraian mengenaihal-hal sebagai berikut:

e Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Kehatan dan
hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Kesehatan .

e Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.

e Dampaknya terhadap capaian Visi dan Misi Kepala Daerah,
terhadap capaian program nasional, tantangan dan peluang
serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan
catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam

perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang
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direncanakan

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5

Berisikan Mengenai uraian :

e Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara
rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

e Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

e Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan

catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan

awal RKPD

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap
program/kegiatan  yang  diusulkan para pemangku
kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung
dengan Pelayanan Provinsi, LSM, Asosiasi-Asosiasi, Perguruan
Tinggi maupun dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang
langsung ditujukan kepada Dinas Kesehatan maupun
berdasarkan hasil pengumpulan informasi Dinas Kesehatan
dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan

Musrenbang Kecamatan.

BABIII TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1

3.2

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana
dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan
dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan

tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan.

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-
isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan
yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas

Kesehatan.
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BAB IV

BABYV

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai hal-hal sebagai berikut:

e Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap
rumusan program dan kegiatan.

e Rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika
rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan
rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu
indikatif, maupun kombinasi keduanya.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Berisikan tentang Program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di
Dinas Kesehatan Kabupaten merangin di sertai dengan Sumber
pendanaan dan Rencana Kerja Tahun berikutnya

PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat
perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan rencana kerja ataupun

ketersediaan penganggaran, serta rencana tindak lanjut.
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2.1

BAB 11
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
DINAS KESEHATAN

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA

DINAS KESEHATAN

K/

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin adalah
penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan. Tercapai
tidaknya pelaksanaan kegiatan - kegiatan atau program yang telah disusun dapat
dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas
merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban
yang dilaksanakan secara periodik.

Setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya.
Evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin meliputi 3
(tiga) hal, yaitu realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan; realisasi program/kegiatan yang memenuhi
target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dan realisasi program/kegiatan
yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Selain itu juga
dibahas mengenai implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra
PD dan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil
untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Dalam melihat realisasi kegiatan
yang memenuhi target kinerja dan yang tidak memenuhi target kinerja diukur dari

indikator program/kegiatan. Dapat dilihat sebagai berikut :

»  Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/

keluaran yang direncanakan

1. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya

2. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

3. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
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5. Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin

6. Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir

7. Pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri,
dan tradisional

8. Pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan napza

9. Pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat puskesmas Tabir Lintas

10. Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten/kota

11. Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi kemitraan, dan

pemberdayaan masyarakat

X/

*  Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja

hasil/ keluaran yang direncanakan
Dari 132 Sub Kegiatan yang ada di Dinas Kesehatan terdapat 121 Sub
Kegiatan dengan kategori telah memenuhi target atau memenuhi tingkat

realisasi 100% (Tabel 2.1)

e

%  Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi

target kinerja program/ kegiatan

A. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau
kegiatan

1) Pengadaan bahan dinas beserta atribut kelengkapannya
Penyediaan Pakaian Olahraga yang diperuntukan untuk kegiatan Pawai
tidak terlaksana karena Pawai tidak dilaksanakan.

2) Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
Anggaran terpakai hanya sebagian disebabkan karena semua akomodasi
dan uang pendaftaran ditanggung dari panitia diklat di BKPSDM.

3) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Sistem pencairan Anggaran yang menggunakan sisten GU (Ganti Uang)
tidak sesuai dengan jadwal kegiatan, sehingga terlambat dalam

pencairan.
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4) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Belanja Modal penyediaan laptop tidak dapat diproses oleh pejabat
pengadaan dikarenakan waktu yang tidak cukup untuk proses
pengadaan.
5) Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin
Biaya yang ditanggung hanya rujukan sedangkan biaya persalinan tidak
ditanggung. Dan masyarakat lebih memilih menggunakan BP]S untuk
persalinan.
6) Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- Akses layanan kesehatan yang sulit ditempuh seperti Puskesmas
Muara Madras, Rantau Suli dan Muara Kibul
- Terbatasnya Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Pemberdayaan
Sumber Daya yang belum merata
- Belum terpenuhinya sarana dan prasarana untuk pemeriksaan
kesehatan bayi baru ahir.
7) Pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan

mandiri, dan tradisional

8) Pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan napza

9) Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten/kota

10)Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi kemitraan, dan
pemberdayaan masyarakat

Adanya kesalahan regulasi terkait penyaluran dana hibah PMI

1) Pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan,
mandiri, dan tradisional lainnya
- SDM yang belum terlatih untuk pelayanan tradisional

- Pembinaan pelayanan kesehatan tradisional yg belum optimal

11) Faktor-faktor penyebab terpenuhi nya kinerja program atau

kegiatan
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1. Adanya perencanaan yang jelas dan operasional terkait program
atau kegiatan yang akan dilaksanakan

2. Tersedianya dana sesuai kebutuhan dan alokasinya

3. Terpenuhinya persyaratan administrasi terkait kinerja progran
atau kegiatan yang akan dilaksanakan

4. Tersedianya SDM yang memadai untuk pelaksanaan program atau
kegiatan yang telah direncanakan

5. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai

6. Adanya regulasi yang jelas terkait program atau kegiatan yang
dilaksanakan

7. Adanya Kkerjasama lintas program dan lintas sektor dalam
melaksanakan program atau kegiatan

8. Adanya dukungan masyarakat, tokoh masyarakat serta pemangku
kepentingan dalam melaksanakan program atau kegiatan yang telah
dilaksanakan

*

+» Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD

Terdapat beberapa program kegiatan yang telah mencapai target dan belum
mencapai target sehingga tidak mencapai 100% dari yang di rencanakan sehingga
berdampak pada tidak tercapainya target di RENSTRA. Dari program dan kegiatan
yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin dari Tahun
2019 sampai dengan Tahun 2022, dan untuk Tahun 2023 sampai Tahun 2024
mengalami perubahan Program dan Kegiatan sesuai Peraturan Pemerintah Dalam
Negeri Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Hal ini menyebabkan terjadinya
penyesuaian terhadap Renstra dinas Kesehatan. Implikasi yang timbul adalah
adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan
program/ kegiatan apabila target telah tercapai dan peningkatan kasus/masalah
kesehatan di masyarakat apabila target belum tercapai Namun tidak semua
indikator yang belum tercapai secara langsung berdampak pada peningkatan
kasus/masalah kesehatan di masyarakat. Target capaian program dan kegiatan
Dinas Kesehatan dapat dilihat pada tabel 2.1 tentang rekapitulasi Evaluasi hasil

pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bawah ini :
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Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Sampai dengan Tahun 2023

Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin

Target dan Realisasi Kinerja Program

Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra

Realisasi dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Perangkat Daerah s/d
Target Target .
.o .9 program tahun berjalan
Kinerja Kinerja
Indikator Kinerja Capaian Hasil dan C
Kod Urusan/Bidang Urusan Program Program Program kegiatan Realisasi
Pemerintahan Daerah Dan g g g s (Renja Capaian Tingkat
e - (outcomes)/ (Renstra dan Target Realisasi .
Program/Kegiatan . . . . Perangkat Program Capaian
Kegiatan (output) Perangkat Keluaran Renja Renja Tingkat Daerah dan Realisasi
Daerah) Kegiatan Perangkat Perangkat Realisas era .
- Tahun Kegiatan Target
Tahun 2024 s/d dengan Daerah Daerah 1(%) 2023) s/d tahun Renstra
tahun 2021 | tahun 2022 | tahun 2022 berjalan (%)
(2023)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7) 11=()10/ 4
Program dan Kegiatan Tahun 2022
PERSENTASE
PROGRAM PENYEDIAAN PEMENUHAN
A JASA PENUNJANG URUSAN PENUNJANG 98% 93% 96% 82% 85,4% 98% 87,5% 83,6%
PEMERINTAH DAERAH URUSAN
PEMERINTAHAN
Cakupan
Tersedianya
Perencanaan,Penganggaran BTG,
1 TENgANgEAran, | ponganggaran 100% 77% 100% 93% 93% 100% 85% 93%
dan Evaluasi Kinerja .
Perangkat Daerah okl Bl
& Perangkat
Daerah
Dokumen Renja 6 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 6 Dokumen 4 Dokumen 33,3%
Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen
Perangkat Daerah Dokumen Renstra
Perubahan - 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 3 Dokumen 1 Dokumen -
Perangkat Daerah

-20 -




Rancangan Rencana Rerja Dinas Resetatan Takhun 2024

Target dan Realisasi Kinerja Program

Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra

Realisasi dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Perangkat Daerah s/d
Target Target .
.o . O program tahun berjalan
Kinerja Kinerja
Indikator Kinerja Capaian Hasil dan s
Urusan/Bidang Urusan kegiatan Realisasi
Kod . Program Program Program . . .
Pemerintahan Daerah Dan S (Renja Capaian Tingkat
e - (outcomes)/ (Renstra dan Target Realisasi .
Program/Kegiatan . . . . Perangkat Program Capaian
Kegiatan (output) Perangkat Keluaran Renja Renja Tingkat .
. . Daerah dan Realisasi
Daerah) Kegiatan Perangkat Perangkat | Realisas Tahun Kegiatan Target
Tahun 2024 s/d dengan Daerah Daerah i(%) 2?)2;) s/ dgtahun Rensgtra
tahun 2021 | tahun 2022 | tahun 2022 berjalan (%)
(2023)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7) 11:%?0/4
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-
yusu SKPD dan RKA 1 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 6 Dokumen 2 Dokumen 100%
Dokumen RKA SKPD
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-
yusu SKPD dan DPA 1 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 6 Dokumen 4 Dokumen 100%
DPA SKPD
Perubahan SKPD
Dokumen Capaian
Koordinasi dan Penyusunan Kinerja dan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 2 Laporan 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 100% 15 Dokumen | 10 Dokumen -
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kinerja Perangkat
Daerah
Evaluasi kinerja perangkat Dokumen Evaluasi
daer]ahp & kinerja perangkat 6 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 3 Dokumen 2 Dokumen -
daerah
Cakupan
Administrasi Keuangan NS ez
2 5 Administrasi 100% 78% 100% 91% 91% 100% 84,5% 84,5%
Perangkat Daerah
Keuangan
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tersedianya Gaji
yec J dan Tunjangan 1098 orang 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 3 Tahun 24 Bulan -
Tunjangan ASN ASN
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Target dan Realisasi Kinerja Program

Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra

Realisasi dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Perangkat Daerah s/d
Target Target .
.o . O program tahun berjalan
Kinerja Kinerja
Indikator Kinerja Capaian Hasil dan s
Urusan/Bidang Urusan kegiatan Realisasi
Kod . Program Program Program . . .
Pemerintahan Daerah Dan S (Renja Capaian Tingkat
e - (outcomes)/ (Renstra dan Target Realisasi .
Program/Kegiatan . . . . Perangkat Program Capaian
Kegiatan (output) Perangkat Keluaran Renja Renja Tingkat .
. . Daerah dan Realisasi
Daerah) Kegiatan Perangkat Perangkat Realisas .
- Tahun Kegiatan Target
Tahun 2024 s/d dengan Daerah Daerah 1(%) 2023) s/d tahun Renstra
tahun 2021 | tahun 2022 | tahun 2022 berjalan (%)
(2023)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7) 11=()1°/ 4
Jasa
Pelaksanaan Penatausahaan Penatausahaan
dan Pengujian/Verifikasi dan Pengujian/ 4 Dokumen 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 36 Bulan 24 Bulan -
Keuangan SKPD Verifikator
Keuangan SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Laporan
Laporan Keuangan Akhir Keuangan Akhir 4 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 3 Dokumen 2 Dokumen -
Tahun SKPD Tahun SKPD
KOOFS;nii;iaI?eiZ?lygiunan Dokumen Laporan
PS 5 Keuangan 4 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 3 Dokumen 2 Dokumen -
Bulan/Triwulanan/Semestera
Semesteran SKPD
n SKPD
Cakupan
Administrasi Barang Milik Xgﬁﬁﬂlsi?g;
3 Daerah pada Perangkat e 100% 75% 100% 97% 97% 100% 86% 86%
Daerah Barang Miliki
Daerah Perangkat
Daerah
Penatausahaan Barang Milik Dokumen
8 Penataan Aset 6 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 3 Dokumen 2 Dokumen -
Daerah Pada SKPD .
Dinas
Administrasi Kepegawaian e
4 peg Tersedianya 100% 100% 100% 99% 99% 100% 99,5% 99,5%
Perangkat Daerah o .
Administrasi
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Target dan Realisasi Kinerja Program

Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra

Realisasi dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Perangkat Daerah s/d
Target Target .
.o . O program tahun berjalan
Kinerja Kinerja
Indikator Kinerja Capaian Hasil dan s
Urusan/Bidang Urusan kegiatan Realisasi
Kod . Program Program Program . . .
Pemerintahan Daerah Dan S (Renja Capaian Tingkat
e - (outcomes)/ (Renstra dan Target Realisasi .
Program/Kegiatan . . . . Perangkat Program Capaian
Kegiatan (output) Perangkat Keluaran Renja Renja Tingkat .
. . Daerah dan Realisasi
Daerah) Kegiatan Perangkat Perangkat Realisas Tahun Kesgiatan Target
Tahun 2024 s/d dengan Daerah Daerah i(%) 2?) 2‘;) s/ dgtahun Rensgtra
tahun 2021 | tahun 2022 | tahun 2022 berjalan (%)
(2023)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7) 11=()1°/ 4
Kepegawaian
Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Pakaian Dinas dan
Beserta Atribut Atributnya yang 1 Paket 40 Stell 50 Stell 0 0 142 Stell 40 Stell -
Kelengkapannya disediakan
Pendataan dan Pengelolaan Dokumen
e . gelot Administrasi 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 100% 15 Dokumen | 10 Dokumen 100%
Administrasi Kepegawaian .
Kepegawaian
ASN yang
Pendidikan dan Pelatihan Perﬂ?gﬁgﬁt‘;an
Pegawai Berdasarkan tugas Pelatihan 3 Orang 0 Orang 5 Orang 1 Orang 20% 6 Orang 1 Orang 33,3%
dan fungsi Berdasarkan tugas
dan fungsi
ASN yang
Sosialisasi peraturan mengikuti
P peraturan dan 6 Orang 20 Orang 15 Orang 15 Orang 100% 56 Orang 35 Orang 100%
perundang-undangan
perundang-
undangan
Bimbingan Teknis ASN van
Implementasi Peraturan >N yans 4 Orang 5 Orang 5 Orang 2 Orang 40% 17 Orang 7 Orang 100%
mengikuti Bimtek
Perundang-Undangan
Cakupan
5 Administrasi Umum Perangkat Tersgd.lanya. 100% 100% 100% 82% 82% 100%
Daerah Administrasi
Umum Perangkat
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Target dan Realisasi Kinerja Program

Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra

Realisasi dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Perangkat Daerah s/d
Target Target .
.o . O program tahun berjalan
Kinerja Kinerja
Indikator Kinerja Capaian Hasil dan s
Urusan/Bidang Urusan kegiatan Realisasi
Kod . Program Program Program . . .
Pemerintahan Daerah Dan S (Renja Capaian Tingkat
e - (outcomes)/ (Renstra dan Target Realisasi .
Program/Kegiatan . . . . Perangkat Program Capaian
Kegiatan (output) Perangkat Keluaran Renja Renja Tingkat .
. . Daerah dan Realisasi
Daerah) Kegiatan Perangkat Perangkat | Realisas Tahun Kegiatan Target
Tahun 2024 s/d dengan Daerah Daerah i(%) 2?)2;) s/ dgtahun Rensgtra
tahun 2021 | tahun 2022 | tahun 2022 berjalan (%)
(2023)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7) 11:%?0/4
Daerah
Alat/Komponen
Penyediaan komponen Instalasi
instalasi listrik/penerangan Listrik/Peneranga 5 Paket 25 Jenis 40 Jenis 0 0% 107 Jenis 25 Jenis -
bangunan kantor n SKPD yang
disediakan
Penyediaan Peralatan dan Terse'dle'mya Bahan 6 Paket - 12 Bulan 4 Bulan 33,3% 36 Bulan 4 Bulan -
Perlengkapan Kantor Logistik Kantor
. - Barang cetakan
Penyediaan Bahan Logistik dan penggandaan 1 Paket 12 Bulan 2 Jenis 2 Jenis 100% 6 Jenis - -
Kantor g
yang disediakan
Bahan Bacaan dan
Penyediaan Barang Cetakan Peraturan
Y s Perundang- 1 Paket 2 Jenis 9 Media 9 Media 100% 24 Media - -
dan Penggandaan
undangan yang
disediakan
Frekuensi
Penyelenggaraan Rapat Perialanan Dinas
koordinasi dan Konsultasi ) 125 Laporan 27 Kali 30 Kali 30 Kali 100% 89 Kali 57 Kali -
SKPD kedalam dan
keLuar Daerah
6 | FPenvediaanjasaPenunjang Persentase 100% 100% 100% 93% 93% 100% 96,5% 96,5%

Urusan Pemerintah Daerah

Tersedianya Jasa
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Rancangan Rencana Rerja Dinas Resetatan Takhun 2024

Target dan Realisasi Kinerja Program

Perkiraan Realisasi

Realisasi Capaian Target Renstra
cafisasi dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Perangkat Daerah s/d
Target Target .
.o . O program tahun berjalan
Kinerja Kinerja
Indikator Kinerja Capaian Hasil dan s
Urusan/Bidang Urusan kegiatan Realisasi
Kod . Program Program Program . . .
Pemerintahan Daerah Dan S (Renja Capaian Tingkat
e - (outcomes)/ (Renstra dan Target Realisasi .
Program/Kegiatan . . . . Perangkat Program Capaian
Kegiatan (output) Perangkat Keluaran Renja Renja Tingkat .
. . Daerah dan Realisasi
Daerah) Kegiatan Perangkat Perangkat Realisas .
- Tahun Kegiatan Target
Tahun 2024 | s/d dengan Daerah Daerah i (%) 2023) s/d tahun Renstra
tahun 2021 | tahun 2022 | tahun 2022 berjalan (%)
(2023)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7) 11:%?0/4
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah
Jasa Komunikasi,
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air o )
Sumber Daya Air dan Listrik dan Listrik yang 12 Laporan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 36 Bulan 24 Bulan
disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Jasa Pelayanan
y y Umum Kantor 12 Laporan 100 Orang 100 Orang 100 Orang 100% 320 Orang 200 Orang -
Umum Kantor oo
yang disediakan
Persentase
Pemiliharaan
Pemeliharaan Barang Milik Barang Milik
7 Daerah Penunjang Urusan Daerah Penunjang 95% 100% 100% 86% 86% 94% 93% 97,8%
Pemerintah Daerah Urusan
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Kendaraan Dinas
Biaya Pemeliharaan dan Pajak Jabatan yang . . . . . .
: S 7 Unit 8 Unit 1 Unit 1 Unit 100% 3 Unit 9 Unit 100%
Kendaraan perorangan Dinas dipelihara dan
atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terlunasi Pajaknya
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Kendaraan
Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dinas/Operasional
dan Perizinan Kendaraan yang dipelihara 25 Unit 18 Unit 22 Unit 22 Unit 100% 63 Unit 40 Unit 100%
Dinas Operasional atau dan Terlunasi
Lapangan Pajaknya
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Rancangan Rencana Rerja Dinas Resetatan Takhun 2024

Target dan Realisasi Kinerja Program

Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra

Realisasi dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Perangkat Daerah s/d
Target Target .
.o . O program tahun berjalan
Kinerja Kinerja
Indikator Kinerja Capaian Hasil dan s
Urusan/Bidang Urusan kegiatan Realisasi
Kod . Program Program Program . . .
Pemerintahan Daerah Dan S (Renja Capaian Tingkat
e - (outcomes)/ (Renstra dan Target Realisasi .
Program/Kegiatan . . . . Perangkat Program Capaian
Kegiatan (output) Perangkat Keluaran Renja Renja Tingkat .
. . Daerah dan Realisasi
Daerah) Kegiatan Perangkat Perangkat Realisas .
- Tahun Kegiatan Target
Tahun2024 | s/d dengan Daerah Daerah 1(%) 2023) s/d tahun Renstra
tahun 2021 | tahun 2022 | tahun 2022 berjalan (%)
(2023)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7) 11=()1°/ 4
Pemeliharaan
Pemeliharaan Peralatan dan peralatan dan 15 Unit 12 Unit 15 Unit 15 Unit 100% 42 Unit 27 Unit 100%
Mesin Lainnya mesin lainnya yang
dipelihara
Pemeliharaan /Rehabilitasi Ruang Gedung
Gedung Kantor dan Bangunan Kantor yang 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100% 3 Unit 2 Unit 100%
lainnya dipelihara
8 Penataan Organisasi Cak‘(‘)pan Penataan 100% 100% 100% 84% 84% 100% 92% 92%
rganisasi
Monitoring, Evaluasi dan Dokumen Evaluasi
Pengendalian Kualitas Kualitas Pelayanan 0 0
Pelayanan Publik dan Tata Publik dan Tata 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 3 Dokumen 2 Dokumen 100%
Laksana Laksana
Beroperasionalnya
9 | Peningkatan Pelayanan BLUD PRl G 92% 0 100% 78% 78% 100% 78% 84,7%
Penunjang
Pelayanan
Jumlah BLUD yang
Pelayanan dan Penunjan, Menyediakan
y jang Pelayanan dan 1 Unit 0 1 Unit 1 Unit 100% 100% 1 Unit 100%
Pelayanan BLUD .
Penunjang
Pelayanan
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Rancangan Rencana Rerja Dinas Resetatan Takhun 2024

Target dan Realisasi Kinerja Program

Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra

Realisasi dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Perangkat Daerah s/d
Target Target .
.o . O program tahun berjalan
Kinerja Kinerja
Indikator Kinerja Capaian Hasil dan s
Urusan/Bidang Urusan kegiatan Realisasi
Kod . Program Program Program . . .
Pemerintahan Daerah Dan S (Renja Capaian Tingkat
e - (outcomes)/ (Renstra dan Target Realisasi .
Program/Kegiatan . . . . Perangkat Program Capaian
Kegiatan (output) Perangkat Keluaran Renja Renja Tingkat .
. . Daerah dan Realisasi
Daerah) Kegiatan Perangkat Perangkat Realisas .
- Tahun Kegiatan Target
Tahun2024 | s/d dengan Daerah Daerah 1(%) 2023) s/d tahun Renstra
tahun 2021 | tahun 2022 | tahun 2022 berjalan (%)
(2023)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7) 11:%:0/4
Program Pemenuhan Upaya e
Kesehatan Perorangan dan BT F T
B terhadap 65% 70% 72% 59% 81,9% 75% 64,5% 99,2%
Upaya Kesehatan
Masyarakat L EpErET
Kesehatan
Penyediaan Fasilitas Persentase
Pelayanan Kesehatan untuk Fasilitas Pelayanan o o o o o 0 o o
1 UKM dan UKP Kewenangan Kesehatan yang B e e S LR s Sk A
Daerah Kabupaten/Kota Tersedia
Pembangunan Fasilitas Fasilitas Kesehatan 2 Unit 2 Unit 2 Unit 0 Unit 0% 6 Unit 2 Unit 100%
Kesehatan Lainnya yang dibangun
Jumlah Puskesmas
Pengembangan Puskesmas yang - 5 Unit 15 Unit 1 Unit 6,6% 35 Unit 7 Unit -
dikembangkan
e . Puskesmas yang di
Rehabilitasi dan Pemeliharaan rehab dan 5 Unit - 5 Unit 0 Unit 0% 10 Unit 0 Unit 0%
Puskesmas -
diplihara
e . Fasilitas Kesehatan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan | “ o girehap dan 1 Unit 20 Unit 20 Unit 0 Unit 0% 60 Unit 20 Unit 100%
Fasilitas Kesehatan Lainnya R
dipelihara
Sarana fasilitas
Pengadaan Sarana Fasilitas pelayanan 154 Unit 120 Unit 150 Unit 0 Unit 0% 450 Unit 120 Unit 77,9%
Pelayanan Kesehatan kesehatan yang
diadakan
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Rancangan Rencana Rerja Dinas Resetatan Takhun 2024

Target dan Realisasi Kinerja Program

Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra

Realisasi dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Perangkat Daerah s/d
Target Target .
.o . O program tahun berjalan
Kinerja Kinerja
Indikator Kinerja Capaian Hasil dan s
Urusan/Bidang Urusan kegiatan Realisasi
Kod . Program Program Program . . .
Pemerintahan Daerah Dan S (Renja Capaian Tingkat
e - (outcomes)/ (Renstra dan Target Realisasi .
Program/Kegiatan . . . . Perangkat Program Capaian
Kegiatan (output) Perangkat Keluaran Renja Renja Tingkat .
. . Daerah dan Realisasi
Daerah) Kegiatan Perangkat Perangkat | Realisas Tahun Kegiatan Target
Tahun 2024 s/d dengan Daerah Daerah i(%) 2?) 2‘;) s/ dgtahun Rensgtra
tahun 2021 | tahun 2022 | tahun 2022 berjalan (%)
(2023)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7) 11=()1°/ 4
Prasarana dan
Pengadaan Prasarana dan pendukung
Pendukung Fasilitas Pelayanan | fasilitas pelayanan 45 Unit 10 Unit 35 Unit 0 Unit 0% 85 Unit 10 Unit 22,2%
Kesehatan kesehatan yang
diadakan
Alat kesehatan /
Pengadaan Alat alat penunjang
Kesehatan/Alat Penunjang medik fasilitas 788 Unit 250 Set 300 Set 224 Set 74,6% | 450 Paket 474 Set -
Medik Fasilitas Pelayanan pelayanan
Kesehatan kesehatan yang
diadakan
. Obat, Vaksin yang
Pengadaan Obat, Vaksin diadakan 80 Paket 1 Paket 55 Paket 55 Paket 100% 165 Paket 56 Paket 70%
Bahan habis pakai
Pengadaan Bahan Habis Pakai | Pendukuns Obat, 40 Paket 1 Paket 30 Paket 30 Paket 100% 85 Paket 31 Paket 77,5%
Vaksin yang
diadakan
Alat kesehatan /
Pemeliharaan Rutin dan alat penunjang
Berkala Alat Kesehatan/Alat | medik fasilitas 50 Unit 100 Set 150 Set 188 Set 100% 350 Set 288 Set :
Penunjang Medik Fasilitas pelayanan
Pelayanan Kesehatan kesehatan yang
dipelihara
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Rancangan Rencana Rerja Dinas Resetatan Takhun 2024

Target dan Realisasi Kinerja Program

Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra

Realisasi dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Perangkat Daerah s/d
Target Target .
.o . O program tahun berjalan
Kinerja Kinerja
Indikator Kinerja Capaian Hasil dan
Urusan/Bidang Urusan kegiatan Realisasi
Kod . Program Program Program . . .
Pemerintahan Daerah Dan S (Renja Capaian Tingkat
e - (outcomes)/ (Renstra dan Target Realisasi .
Program/Kegiatan . . . . Perangkat Program Capaian
Kegiatan (output) Perangkat Keluaran Renja Renja Tingkat .
. . Daerah dan Realisasi
Daerah) Kegiatan Perangkat Perangkat | Realisas Tah Kegiatan Target
Tahun 2024 | s/d dengan Daerah Daerah i (%) 2?) 2‘;‘; s/ dgtahun Rensgtra
tahun 2021 | tahun 2022 | tahun 2022 berjalan (%)
(2023)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7) 11=()1°/ 4
Penyediaan Layanan Cakupan
Kesehatan untuk UKM dan Pengelolaan ® 0 7 o o o o o
2 UKP Rujukan Tingkat Daerah Layanan — a2t 6% Sk £ e S0 900
Kabupaten/Kota Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Ibu Hamil yang
8 yan: dilayani sesuai 7421 0Orang | 8017 Orang | 8828 Orang | 63100rang | 714% | 26534 Orang | 14327 Orang | 100%
Kesehatan Ibu Hamil
standar kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Operasional
8 yana Jampersal yang 7165 Orang 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 36 Bulan 24 Bulan -
Kesehatan Ibu Bersalin S
disediakan
bayi baru lahir
Pengelolaan Pelayanan yang dilayani 0 o
Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar 7149 Orang 7426 Orang 8168 Orang 6245 Orang 76,4% 24578 Orang | 13671 Orang 100%
kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Balita yang 122641
. dilayani sesuai 26439 Orang | 37052 Orang | 40757 Orang | 6349 Orang 61,3% 43401 Orang 100%
Kesehatan Balita Orang
standar kesehatan
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Rancangan Rencana Rerja Dinas Resetatan Takhun 2024

Target dan Realisasi Kinerja Program

Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra

Realisasi dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Perangkat Daerah s/d
Target Target .
.o . O program tahun berjalan
Kinerja Kinerja
Indikator Kinerja Capaian Hasil dan s
Urusan/Bidang Urusan kegiatan Realisasi
Kod . Program Program Program . . .
Pemerintahan Daerah Dan S (Renja Capaian Tingkat
e - (outcomes)/ (Renstra dan Target Realisasi .
Program/Kegiatan . . . . Perangkat Program Capaian
Kegiatan (output) Perangkat Keluaran Renja Renja Tingkat .
. . Daerah dan Realisasi
Daerah) Kegiatan Perangkat Perangkat Realisas Tahun Kesgiatan Target
Tahun 2024 | s/d dengan Daerah Daerah i(%) 2?)2;) s /dgtahun Rensgtra
tahun 2021 | tahun 2022 | tahun 2022 berjalan (%)
(2023)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7) 11=()1°/ 4
Anak Usia
Pengelolaan Pelayanan Pendidikan Dasar
Kesehatan pada Usia yang dilayani 12341 Orang | 16077 Orang | 17684 Orang | 10855 Orang 61,3% 53213 Orang | 26932 Orang 100%
Pendidikan Dasar sesuai standar
kesehatan
Frekuensi
Pembinaan
Pengelolaan Pelayanan Pelayanan 221734 4 Kali 1 Kali 1 Kali 100% 12 Kali 5 Kali -
Kesehatan pada Usia Produktif . Orang
Kesehatan Usia
Produktif
Pengelolaan Pelayanan Usia Lanjut yang
17 5 4 . dilayani sesuai 30452 Orang | 5175 Orang 5692 Orang | 28872 Orang 100% 17128 Orang | 34047 Orang 100%
Kesehatan pada Usia Lanjut
standar kesehatan
Frekuensi
Pengelolaan Pelayanan Pembinaan
Kesehatan Penderita Pelayanan 66846 Orang 4 Kali 4 Kali 4 Kali 100% 12 Kali 8 Kali --
Hipertensi Kesehatan
Hipertensi
Frekuensi
Pengelolaan Pelayanan Pembinaan
Kesehatan Penderita Diabetes Pelayanan 2896 Orang 4 Kali 4 Kali 4 Kali 100% 12 Kali 8 Kali -
Melitus Kesehatan

Diabetes Melitus
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Rancangan Rencana Rerja Dinas Resetatan Takhun 2024

Target dan Realisasi Kinerja Program

Perkiraan Realisasi

Realisasi Capaian Target Renstra
cafisasi dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Perangkat Daerah s/d
Target Target .
.o . O program tahun berjalan
Kinerja Kinerja
Indikator Kinerja Capaian Hasil dan s
Urusan/Bidang Urusan kegiatan Realisasi
Kod . Program Program Program . . .
Pemerintahan Daerah Dan S (Renja Capaian Tingkat
e - (outcomes)/ (Renstra dan Target Realisasi .
Program/Kegiatan . . . . Perangkat Program Capaian
Kegiatan (output) Perangkat Keluaran Renja Renja Tingkat .
. . Daerah dan Realisasi
Daerah) Kegiatan Perangkat Perangkat Realisas Tahun Kesgiatan Target
Tahun 2024 | s/d dengan Daerah Daerah i(%) 2?)2;) s /dgtahun Rensgtra
tahun 2021 | tahun 2022 | tahun 2022 berjalan (%)
(2023)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7) 11:%:0/4
Persentase
Puskesmas yang
Pengelolaan Pelayanan melkasanakan
Kesehatan Orang dengan pelayanan 526 Orang - 78% 78% 100% 81% 78% -
Gangguan Jiwa Berat kesehatan
gangguan jiwa
berat
Orang dengan
Pengelolaan Pelayanan Tuberkulosis van
Kesehatan Orang Terduga . 0S1S yang 3123 Orang - 804 Orang 621 Orang 77,2% 2444 Orang 621 Orang 19,8%
. dilayani sesuai
Tuberkulosis
standar
Pengelolaan Pelayanan Rggiir:)gt(ei:ir;%:l?si
Kesehatan Orang dengan . . 9828 Orang - 9710 Orang 4391 Orang 45,2% 29130 Orang | 4391 Orang 44,6%
. . . HIV yang dilayani
Risiko Terinfeksi HIV .
sesuai standar
Persentase
Pengelolaan Pelayanan pelayanan
Kesehatan bagi Penduduk kesehatan
Terdampak Krisis Kesehatan terhadap 4 Dokumen 100% 70% 70% 100% 75% 85% -
Akibat Bencana dan/atau penduduk
Berpotensi Bencana terdampak
bencana
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Rancangan Rencana Rerja Dinas Resetatan Takhun 2024

Target dan Realisasi Kinerja Program

Perkiraan Realisasi

Realisasi Capaian Target Renstra
T " ;a 1sats ! dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Perangkat Daerah s/d
K;I;agr(?a Ki51l1reg:a program tahun berjalan
Indikator Kinerja Ca ai;n Hasii dan
Urusan/Bidang Urusan ) P kegiatan Realisasi
Kod . Program Program Program . . .
Pemerintahan Daerah Dan S (Renja Capaian Tingkat
e - (outcomes)/ (Renstra dan Target Realisasi .
Program/Kegiatan . . . . Perangkat Program Capaian
Kegiatan (output) Perangkat Keluaran Renja Renja Tingkat .
. . Daerah dan Realisasi
Daerah) Kegiatan Perangkat Perangkat | Realisas Tah Kegiatan Target
Tahun 2024 s/d dengan Daerah Daerah i(%) 2?) 2‘;‘; s/ dgtahun Rensgtra
tahun 2021 | tahun 2022 | tahun 2022 berjalan (%)
(2023)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7) 11=()1°/ 4
Frekuensi
Pengelolaan Pelayanan Koordinasi dan
5 n  elay: pembinaan 12 Dokumen 12 Kali 12 Kali 12 Kali 100% 36 Kali 24 Kali -
Kesehatan Gizi Masyarakat
pelayanan
kesehatan gizi
Persentase
Puskesmas
Pengelolaan Pelayanan melaksanakan
. 3 Dokumen 89% 93% 96% 100% 96% 92,5% -
Kesehatan Kerja dan Olahraga Pelayanan
Kesehatan Kerja
dan Olahraga
Pengelolaan.Pelayanan Cakupan Desa ODF 5 Dokumen 40% 45% 43% 95,5% 50% 41,5%
Kesehatan Lingkungan
Pengelolaan Pelayanan Frekuensi
Kesehatan Tradisional, Pembinaan . . . o . .
Akupuntur, Asuhan Mandiri, Kesehatan 1 Dokumen 4 Kali 4 Kali 2 Kali 50% 12 Kali 6 Kali -
dan Tradisional Lainnya Tradisonal
Frekuensi
Pengelolaan Surveilans Pembinaan
& pengelolaan 4 Dokumen 4 Kali 4 Kali 4 Kali 100% 12 Kali 8 Kali -
Kesehatan .
Surveilan
kesehatan
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Rancangan Rencana Rerja Dinas Resetatan Takhun 2024

Target dan Realisasi Kinerja Program

Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra

Realisasi dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Perangkat Daerah s/d
Target Target .
.o . O program tahun berjalan
Kinerja Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Capaian Hasil kegiatan Realisasi
Kod . Program Program Program . . .
Pemerintahan Daerah Dan S (Renja Capaian Tingkat
e P Kegiat (outcomes)/ (Renstra dan Target Realisasi p Kat Program Capaian
rogram/Kegiatan Kegiatan (output) Perangkat Keluaran Renja Renja Tingkat erangia g palan
. . Daerah dan Realisasi
Daerah) Kegiatan Perangkat Perangkat Realisas Tah Kesgiatan Target
Tahun 2024 | s/d dengan Daerah Daerah i(%) 2?)231)1 s /dgtahun Rensgtra
tahun 2021 | tahun 2022 | tahun 2022 berjalan (%)
(2023)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7) 11:%:0/4
Pengelolaan Pelayanan gigieer;:ii
ﬁjﬁ;ﬁf;&ﬁ“ﬁ:ﬂ%ﬁ; melaksanakan - 89% 93% 92% 98,9% 96% 90,5% -
(ODMK) Pelayanan
Kesehatan ODMK
Persentase
Puskesmas yang
Pengelolaan Pelayanan melakukan deteksi o o o o o )
Kesehatan Jiwa dan NAPZA dini dan 10 Orang 74% 78% 0 0% 81% 74%
penyalahgunaan
Napza
Pengelolaan Upaya Kesehatan Frekuensi . . . . .
Khusus pengawasan Upaya 2 Dokumen 2 Kali 2 Kali 2 Kali 100% 6 Kali 4 Kali -
Kesehatan Khusus
Persentase
Pembinaan
. pengendalian
Pﬁiﬁﬁgf;gf?ﬁﬁ:}iiﬁﬁﬁ“ Pelayanan 12 Dokumen 62% 68% 68% 100% 75% 65% -
Kesehatan
Penyakit menular
dan tidak menular
. Operasional
er:iréizlt(:r?a;\;[lzjsrzlrr;?{gt Jaminan Kesehatan | 10 Dokumen 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 36 Bulan 24 Bulan -
y Masyarakat
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Rancangan Rencana Rerja Dinas Resetatan Takhun 2024

Target dan Realisasi Kinerja Program

Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra

Realisasi dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Perangkat Daerah s/d
Target Target .
.o . O program tahun berjalan
Kinerja Kinerja
Indikator Kinerja Capaian Hasil dan s
Urusan/Bidang Urusan kegiatan Realisasi
Kod . Program Program Program . . .
Pemerintahan Daerah Dan S (Renja Capaian Tingkat
e - (outcomes)/ (Renstra dan Target Realisasi .
Program/Kegiatan . . . . Perangkat Program Capaian
Kegiatan (output) Perangkat Keluaran Renja Renja Tingkat .
. . Daerah dan Realisasi
Daerah) Kegiatan Perangkat Perangkat | Realisas Tahun Kegiatan Target
Tahun 2024 s/d dengan Daerah Daerah i(%) 2?) 2‘;) s/ dgtahun Rensgtra
tahun 2021 | tahun 2022 | tahun 2022 berjalan (%)
(2023)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7) 11:%?0/4
Pepyedlaan Telemedicine di Telen}edl'cme yang 2 Unit - 1 Paket 1 Paket 100% 3 Paket 1 Paket -
Fasilitas Pelayanan Kesehatan disediakan
Operasional Pelayanan Operasional
p Y Puskesmas yang 27 Dokumen 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 36 Bulan 24 Bulan -
Puskesmas L
disediakan
Operasional
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan | 1y )\ e . 12 Bulan 12 Bulan 100% 36 Bulan 12 Bulan -
Fasilitas Kesehatan Lainnya Lainnya yang
disediakan
o Persentase
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan
Fasilitas Kesehatan di o - 29% 32% 26,6% 83,1% 36% 27,8% -
Kabupaten/Kota yang terakreditasi
Madya
Persentase
Investigasi Awal Kejadian penurunan kasus
Tidak Diharapkan (Kejadian Penyakit yang 12 Dokumen 70% 75% 75% 100% 80% 72.5% )

Ikutan Pasca Imunisasi dan
Pemberian Obat Massal)

Dapat Dicegah
Dengan Imunisasi
(PD3I) tertentu
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Rancangan Rencana Rerja Dinas Resetatan Takhun 2024

Target dan Realisasi Kinerja Program

Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra

Realisasi dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Perangkat Daerah s/d
Target Target .
.o . O program tahun berjalan
Kinerja Kinerja
Indikator Kinerja Capaian Hasil dan s
Urusan/Bidang Urusan kegiatan Realisasi
Kod . Program Program Program . . .
Pemerintahan Daerah Dan S (Renja Capaian Tingkat
e - (outcomes)/ (Renstra dan Target Realisasi .
Program/Kegiatan . . . . Perangkat Program Capaian
Kegiatan (output) Perangkat Keluaran Renja Renja Tingkat .
. . Daerah dan Realisasi
Daerah) Kegiatan Perangkat Perangkat Realisas .
- Tahun Kegiatan Target
Tahun2024 | s/d dengan Daerah Daerah 1(%) 2023) s/d tahun Renstra
tahun 2021 | tahun 2022 | tahun 2022 berjalan (%)
(2023)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7) 11=()1°/ 4
. Sistem Informasi
Penyelenggaraan Sistem Kesehatan van
3 Informasi Kesehatan Secara . yang 82% 70% 72% 69% 95,8% 80% 69,5% 84,7%
. . diselenggarakan
Terintegrasi - .
secara terintegrasi
Pengelolaan Data dan Dokumen
g . Informasi 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 6 Dokumen 4 Dokumen 100%
Informasi Kesehatan
Kesehatan
Penerbitan Izin Rumah Sakit Persentase
Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Fasilitas 5 o 0 0 0 0 0 o
4 Pelayanan Kesehatan Tingkat Kesehatan Sesuai Bl bk 92 S SR Mz S e
Daerah Kabupaten/Kota Standar
Frekuensi
. Koordinasi
Peninglatan Mutu Pelayanan Pembinaan 29 Unit 24 Kali 28 Kali 28 Kali 100% 28 Kali 52 Kali -

Fasilitas Kesehatan

Pelayanan Mutu
Fasilitas Kesehatan
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Target dan Realisasi Kinerja Program

Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra

Realisasi dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Perangkat Daerah s/d
Target Target .
.o . O program tahun berjalan
Kinerja Kinerja
Indikator Kinerja Capaian Hasil dan s
Urusan/Bidang Urusan kegiatan Realisasi
Kod . Program Program Program . . .
Pemerintahan Daerah Dan S (Renja Capaian Tingkat
e - (outcomes)/ (Renstra dan Target Realisasi .
Program/Kegiatan . . . . Perangkat Program Capaian
Kegiatan (output) Perangkat Keluaran Renja Renja Tingkat .
. . Daerah dan Realisasi
Daerah) Kegiatan Perangkat Perangkat Realisas .
- Tahun Kegiatan Target
Tahun 2024 | s/d dengan Daerah Daerah i (%) 2023) s/d tahun Renstra
tahun 2021 | tahun 2022 | tahun 2022 berjalan (%)
(2023)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7) 11=()1°/ 4
Penyiapan Perumusan dan Jumlah Inovasi
Pelaksanaan Pelayanan Pelayanan 1 Dokumen 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 100% 6 Jenis 4 Jenis -
Kesehatan Rujukan Kesehatan
PERSENTASE
PROGRAM PENINGKATAN KE'II‘SE]:ET-;,‘A(';I‘I?\N
C KAPASITAS SUMBER DAYA 30% 20% 25% 25% 100% 40% 22,5% 75%
MANUSIA KESEHATAN YANG MEMILIKI
STANDAR
KOMPETENSI
Jumlah
Pemberian Izin Praktik rekomendsi izin 150 150 746 450 896
1 Tenaga Kesehatan di praktik Tenaga 180 Dokumen | Rekomendas | Rekomendas | Rekomendas 100% Rekomendas | Rekomendas -
Wilayah Kabupaten/Kota Kesehatan yang i i i i i
diterbitkan
Frekuensi
Pembinaan dan Pengawasan p?::glgs\:;jjn
Tenaga Kesehatan serta pelayanan 2 Dokumen 8 Kali 8 Kali 4 Kali 50% 24 Kali 12 Kali -
Tindak Lanjut Perizinan
: kesehatan
Praktik Tenaga Kesehatan - .
perizinan praktik
tenaga kesehatan
Perencanaan Kebutuhan dan Persentase
2 Pendayagunaan Sumberdaya Ketersediaan 2 Dokumen 65% 70% 69% 98,5% 75% 67% =
Manusia Kesehatan untuk UKP Nakes terhadap
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Target dan Realisasi Kinerja Program

Perkiraan Realisasi

Realisasi Capaian Target Renstra
cafisasi dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Perangkat Daerah s/d
Target Target .
.o . O program tahun berjalan
Kinerja Kinerja
Indikator Kinerja Capaian Hasil dan s
Urusan/Bidang Urusan kegiatan Realisasi
Kod . Program Program Program . . .
Pemerintahan Daerah Dan S (Renja Capaian Tingkat
e - (outcomes)/ (Renstra dan Target Realisasi .
Program/Kegiatan . . . . Perangkat Program Capaian
Kegiatan (output) Perangkat Keluaran Renja Renja Tingkat .
. . Daerah dan Realisasi
Daerah) Kegiatan Perangkat Perangkat Realisas .
- Tahun Kegiatan Target
Tahun 2024 | s/d dengan Daerah Daerah i (%) 2023) s/d tahun Renstra
tahun 2021 | tahun 2022 | tahun 2022 berjalan (%)
(2023)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7) 11:%?0/4
dan UKM di Wilayah Perencanaan
Kabupaten/Kota Kebutuhan SDMK
Pemenuhan Kebutuhan Puslf:srrizzt?itsai an
Sumber Daya Manusia § - 70% 75% 75% 100% 80% 72,5% -
. SDMK sesuai
Kesehatan sesuai Standar
standar
Pembinaan dan Pengawasan Frekuensi
Sumber Daya Manusia . 2 Dokumen 8 Kali 8 Kali 4 Kali 50% 24 Kali 12 Kali -
Pembinaan SDMK
Kesehatan
Pengembangan Mutu dan
Peningkatan Kompetensi Persentase SDMK
3 Teknis Sumber Daya Manusia Lulus Standar 81% 70% 75% 74% 98,6% 80% 72% 88,8%
Kesehatan Tingkat Daerah Kompetensi
Kabupaten/Kota
Pengembangan Mutu dan
Peningkatan Kompetensi Jumlah Nakes yang
Teknis Sumber Daya Manusia mengikuti 210 Orang 150 Orang 175 Orang 175 Orang 100% 525 Orang 325 Orang 100%
Kesehatan Tingkat Daerah Kompetensi Teknis
Kabupaten/Kota
PERSENTASE
PROGRAM SEDIAAN F A;ﬁlzlsl:AAl\L AT
D FARMASI, ALAT KESEHATAN . 62% 70% 59% 58% 98,3% 80% 64% 100%
DAN MAKANAN MINUMAN KESEHATAN DAN
MAKANAN
MINUMAN
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Target dan Realisasi Kinerja Program

Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra

Realisasi dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Perangkat Daerah s/d
Target Target .
.o . O program tahun berjalan
Kinerja Kinerja
Indikator Kinerja Capaian Hasil dan s
Urusan/Bidang Urusan kegiatan Realisasi
Kod . Program Program Program . . .
Pemerintahan Daerah Dan S (Renja Capaian Tingkat
e - (outcomes)/ (Renstra dan Target Realisasi .
Program/Kegiatan . . . . Perangkat Program Capaian
Kegiatan (output) Perangkat Keluaran Renja Renja Tingkat .
. . Daerah dan Realisasi
Daerah) Kegiatan Perangkat Perangkat Realisas .
- Tahun Kegiatan Target
Tahun 2024 | s/d dengan Daerah Daerah i (%) 2023) s/d tahun Renstra
tahun 2021 | tahun 2022 | tahun 2022 berjalan (%)
(2023)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7) 11=()1°/ 4
Persentase
Apotek, Toko
Pemberian Izin Apotek, ey, UElar Lt
Kesehatan dan
Toko Obat, Toko Alat Ovtikal. Usaha
1 Kesehatan dan Optikal, pria’, 55 Sarana 70% 59% 59% 100% 80% 64,5% =
. Mikro Obat
Usaha Mikro Obat Tradisional
Tradisional (UMOT) (UMOT) yang
mendapatkan
rekomendasi izin
Frekuensi
Pengendalian dan Pengawasan pegiir;idir;gan
serta Tlnda.k.Lan]ut Apotek, Toko Obat,
Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Alat
Toko Obat, Toko Alat - 4 Kali 71 Sarana 35 Sarana 49,2% 12 Kali - -
. Kesehatan dan
Kesehatan, dan Optikal, Usaha .
. .. Optikal, Usaha
Mikro Obat Tradisional .
(UMOT) Mikto Obat
Tradisional
(UMOT)
Penerbitan Sertifikat Persentase
Produksi Pangan Industri Industri Rumah
Rumah Tangga dan Nomor Tangga yang
2 P-IRT sebagai Izin Produksi, mendapatkan 35 Sarana 70% 75% 75% 100% 80% 72,5% -
untuk Produk Makanan Sertifikat
Minuman Tertentu yang produksi pangan
dapat Diproduksi oleh dan No P-IRT

-38 -




Rancangan Rencana Rerja Dinas Resetatan Takhun 2024

Target dan Realisasi Kinerja Program

Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra

Realisasi dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Perangkat Daerah s/d
Target Target .
.o . O program tahun berjalan
Kinerja Kinerja
Indikator Kinerja Capaian Hasil dan s
Urusan/Bidang Urusan kegiatan Realisasi
Kod . Program Program Program . . .
Pemerintahan Daerah Dan S (Renja Capaian Tingkat
e - (outcomes)/ (Renstra dan Target Realisasi .
Program/Kegiatan . . . . Perangkat Program Capaian
Kegiatan (output) Perangkat Keluaran Renja Renja Tingkat .
. . Daerah dan Realisasi
Daerah) Kegiatan Perangkat Perangkat Realisas .
- Tahun Kegiatan Target
Tahun 2024 s/d dengan Daerah Daerah 1(%) 2023) s/d tahun Renstra
tahun 2021 | tahun 2022 | tahun 2022 berjalan (%)
(2023)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7) 11=()1°/ 4
Industri Rumah Tangga
Pengendalian dan Pengawasan
serta Tindak Lanjut Frekuensi
Pengawasan Sertifikat encendalian dan
Produksi Pangan Industri p pingawasan
R?gragegiziig?z?r?r;i%zfsrip- produksi pangan 35 Dokumen 2 Kali 11 Sarana 30 Sarana 100% 6 Kali - -
untuk Produk Makanan industri rumah
. tangga dan Nomor
Minuman Tertentu yang dapat P-IRT
Diproduksi oleh Industri
Rumah Tangga
Persentase
Pemeriksaan dan
Pemeriksaan dan Tindak Tlnd;l;sl;:;\n] ut
Lanjut Hasil Pemeriksaan Pemeriksaan
3 | PosMarketpaca Produlsl | post Market pada | 60 Sarana 70% 80% 53% 66,2% 54% 61,5% -
Minuman Industri Rumah e
Tansea Produk Makanan
88 Minuman
Industri Rumah
Tangga
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Target dan Realisasi Kinerja Program

Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra

Realisasi dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Perangkat Daerah s/d
Target Target .
.o . O program tahun berjalan
Kinerja Kinerja
Indikator Kinerja Capaian Hasil dan s
Urusan/Bidang Urusan kegiatan Realisasi
Kod . Program Program Program . . .
Pemerintahan Daerah Dan S (Renja Capaian Tingkat
e - (outcomes)/ (Renstra dan Target Realisasi .
Program/Kegiatan . . . . Perangkat Program Capaian
Kegiatan (output) Perangkat Keluaran Renja Renja Tingkat .
. . Daerah dan Realisasi
Daerah) Kegiatan Perangkat Perangkat Realisas .
- Tahun Kegiatan Target
Tahun 2024 | s/d dengan Daerah Daerah i (%) 2023) s/d tahun Renstra
tahun 2021 | tahun 2022 | tahun 2022 berjalan (%)
(2023)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7) 11:%?0/4
Pemeriksaan Post Market pada Jumlah Post
. Market produk
Produk Makanan-Minuman makan dan
Industri Rumah Tangga yang . ) . 62 Unit 100 Lokasi 105 Lokasi 57 Lokasi 54,2% 300 Lokasi 157 Lokasi -
minuman industri
Beredar dan Pengawasan serta rumah taneea van
Tindak Lanjut Pengawasan | tangga yang
diperiksa
PERSENTASE
PROGRAM PEMBERDAYAAN PE[l\’f];v;:I]l?{I]l)v:\/(\:AN
E MASYARAKAT BIDANG 67% 70% 11% 8% 72,7% 80% 39% 58,2%
KESEHATAN MASYARAKAT
BIDANG
KESEHATAN
Advokasi, Pemberdayaan, Persentase
Kemitraan, Peningkatan pelaksanaan
1 Peran serta Masyarakat dan peningkatan - 70% 75% 22% 29,3% 80% 46% =
Lintas Sektor Tingkat Promosi
Daerah Kabupaten/Kota Kesehatan
Frekuensi Upaya
Peningkatan Upaya Promosi promosi
Kesehatan, Advokas, kesehatan, 24 Kali 24 Kali 2 Kali 8,3% 72 Kali 26 Kali .
Kemitraan dan Pemberdayaan kemitraan dan
Masyarakat pemberdayaan
masyarakat
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Target dan Realisasi Kinerja Program

Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra

Realisasi dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Perangkat Daerah s/d
Target Target .
.o . O program tahun berjalan
Kinerja Kinerja
Indikator Kinerja Capaian Hasil dan s
Urusan/Bidang Urusan kegiatan Realisasi
Kod . Program Program Program . . .
Pemerintahan Daerah Dan S (Renja Capaian Tingkat
e - (outcomes)/ (Renstra dan Target Realisasi .
Program/Kegiatan . . . . Perangkat Program Capaian
Kegiatan (output) Perangkat Keluaran Renja Renja Tingkat .
. . Daerah dan Realisasi
Daerah) Kegiatan Perangkat Perangkat Realisas .
- Tahun Kegiatan Target
Tahun 2024 | s/d dengan Daerah Daerah i (%) 2023) s/d tahun Renstra
tahun 2021 | tahun 2022 | tahun 2022 berjalan (%)
(2023)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7) 11=()1°/ 4
Pelaksanaan Sehat dalam Persentase
2 Rangka. Promotif Preventif Pelaksanaan Sehat _ 75% 80% 80% 100% 85% 77.5% _
Tingkat Daerah dalam Rangka
Kabupaten/Kota Promotif Preventif
Frekuensi Gerakan
Penyelenggaraan Promosi Masyarakat Hidup
Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 4 Kali 4 Kali 4 Kali 100% 12 Kali 8 Kali -
Bersih dan Sehat (GERMAS) yang
diselenggarakan
Pengembangan dan
Persentase
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Pelaksanaan Sehat
3 Bersumber Daya Masyarakat 55% - 50% 45% 90% 85% 45% 81%-
. dalam Rangka
i) i = Iy Promotif Preventif
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen
Bimbingan Teknis dan Hasil Blmbmgan
. Teknis dan
Supervisi Pengembangan dan Supervisi Upava
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Il)(esehatzfn y 1 Dokumen 5 Orang 4 Kali 2 Kali 50% 12 Kali - -
Bersumber Daya Masyarakat
(UKBM) Bersumber Daya
Masyarakat
(UKBM)
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Dari tabel diatas dapat dijelaskan mengenai realisasi dari target kinerja
tahun 2021 sampai dengan 2024 dengan Pengukuran kinerja kegiatan dan

Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif
yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu Kkegiatan yang telah
ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs),
keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts).
Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia,
laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapanindikator kinerja ini diikuti
dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis

indikator yang telah ditetapkan.

Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja

kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program Tahun 2022

Capaian target realisasi Kinerja Dinas Kesehatan tahun 2022 telah
mencapai 85% atau Rp. 220.298.389.232 dari total anggaran Rp.
260.300.382.314 yang  dialokasikan.  Realisasi  anggaran  untuk
program/kegiatan utama sebesar Rp. 134.750.673.901 atau 81% dari total
anggaran Rp. 166.517.145.048, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan
pendukung sebesar Rp. 85.547.715.331 atau 91% dari total anggaran sebesar
Rp. 93.783.239.266. Rincian dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas
Kesehatan target 2022 sebesar Rp. 88.059.199.523 dan terealisasi sebesar Rp.
73.975.096.450 atau 84%.

Belanja Operasi Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin Tahun Anggaran
2022 tidak dapat terealisasi 100% yang disebabkan adanya efisiensi belanja
dan adanya kebijakan-kebijakan yang bersifat urgent sehingga ada beberapa
program/kegiatan yang mengalami perubahan anggaran. Selain sektor
kesehatan yang luar biasa dampaknya, segi sosial, ekonomi juga ikut terkena

imbasnya. Terutama pada sektor kesehatan.
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Sehubungan dengan masalah tersebut terdapat beberapa penyesuaian
pelaksanaan transfer baik dari sumber dana Alokasi Khusus (DAK) maupun
Sumber Dana Alokasi Umum (DAU). Selain itu adanya pergantian aplikasi SIPD
ke Aplikasi SIPD RI menyebabkan proses pelaksanaan pencairan mengalami
kendala keterlambatan. Tahun Anggaran 2022 Dinas Kesehatan juga
mengalami refokusing anggaran dan pergeseran sejumlah kegiatan hal ini
dikarenakan dalam pelaksanaan program/kegiatan tersebut memerlukan
penyesuaian-penyesuaian terhadap kebijakan Pemerintah Daerah. Refokusing

anggaran difokuskan pada kegiatan pembangunan.

Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2023

Anggaran tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2023 dengan dana
sebesar Rp. 175.708.365.315,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus
Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah)
terurai dalam 5 program dan 49 kegiatan dan 128 Sub kegiatan yang
diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 %.

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses pengambilan
keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan
rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan Sumber
Daya Informasi, [lmu Pengetahuan, dan Teknologi, serta memperhatikan
Perkembangan Global. Maksud dari perencanaan tersebut sudah tentu
diperlukan upaya yang tepat dalam mencapai hasil melalui pemahaman
persoalan yang benar-benar nyata dan pada akhirnya mampu untuk diatasi
dengan baik dan tepat sasaran setelah memandang melalui pendekatan
menyeluruh.

Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin sebagai salah satu instansi
pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah
dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan,
berkewajiban juga menyusun rencana strategis, dengandemikian diharapkan
dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang
mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal

regional, nasional, maupun secara global.
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Rencana strategis yang disusun oleh Dinas Kesehatan merupakan
langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam
penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik
internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan
memperhitungan Kekuatan (strenghts), Kelemahan (weakness), Peluang
(opportunities), dan Tantangan (threats) yang ada. Rencana ini merupakan
suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam
kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik
sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan,
peluang, dan tantangan yang dihadapi. Rencana strategis disusun untuk jangka
waktu lima tahun, dan diimplementasikan ke dalam Rencana Kerja (RENJA)

tahunan.

Permasalahan Utama yang Sedang dihadapi

Untuk Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya di
Kabupaten Merangin perlu dilakukan analisis situasi untuk menetapkan
permasalahan utama sehingga dapat disusun langkah-langkah yang tepat
untuk mengatasi masalah tersebut.

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah
satu indikator derajat kesehatan. Namun masalah kematian dan kesakitan ibu di
Indonesia masih merupakan masalah besar. Dengan demikian, pelayanan
kesehatan ibu dan anak menjadi prioritas utama dalam pembangunan kesehatan
di Indonesia. Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja
terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun
2022, serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2023, dapat
dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan
kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin Diantara permasalahan
kesehatan itu beberapa kasus yang menonjol terjadi di Kabupaten Merangin
adalah kasus kematian ibu 4 tahun terakhir adalah sebagai berikut ; tahun
2019 sebanyak 9 kasus, tahun 2020 sebanyak 5 kasus, tahun 2021 sebanyak 8
kasus dan tahun 2022 menurun menjadi 6 kasus. Kasus kematian bayi

(Neonatal dan Bayi) 4 tahun terakhir sebagai berikut ; tahun 2019 sebanyak
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32 kasus, tahun 2020 sebanyak 40 kasus, tahun 2021 sebanyak 45 kasus dan

mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 26 kasus kematian.

TREMND KASUS KEMATIAMN IBU DAN BAYI KAB.MERANGIN
—s—Kematianibu
™ Elﬁ!ﬁ;s —-m-kematian neonatal
kematian Bayi [ bayi +necnatal)
J06 Tamget . [ = B
ES T B ]
Bl i — . S, - f— —* 5
y Tar et
o 2018 2019 2020 2021 2022
—p— BAN| - B
SO
04T
25,10 9, 81
94 27
I35 9,61 1,41
Targ=t e B AAL c 4 el A0
2018 2019 2020 2021 2022

Sumber : Data Bidang Kesmas Tahun 2023

Solusi yang dilakukan

Banyak faktor yang menyebabkan kejadian kematian dan kesakitan,
diantaranya masih buruknya sanitasi/kesehatan lingkungan, pengetahuan
masyarakat yang masih rendah tentang kesehatan, adanya beberapa
kebiasaan/kebudayaan masyarakat yang bertentangan dengan kaidah
kesehatan, belum melambaganya perilaku hidup bersih dan sehat, dan status
ekonomi masyarakat yang masih rendah terutama di pedesaan.

Dalam upaya penanggulangan masalah tersebut, Dinas Kesehatan
Kabupaten Merangin merencanakan program-program yang mengutamakan
kegiatan pada upaya promotif dan preventif, yang dilaksanakan secara serasi
dengan tidak mengurangi upaya kuratif dan rehabilitatif. Prioritas tinggi akan
diberikan pada penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat
miskin, penanggulangan penyakit menular, dan perbaikan status gizi serta
penanggulangan kasus gizi buruk (termasuk kegiatan surveilans dan
kewaspadaan dini), promosi kesehatan, penanggulangan masalah kesehatan
akibat bencana, dan pembangunan kesehatan di daerah terpencil, daerah
tertinggal, dan daerah perbatasan. Pendayagunaan tenaga kesehatan yang

merata sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan.
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2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kesehatan sebagai salah satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah
(SKPD) merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang mempunyai
tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan operasional kegiatan di
bidang pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan,
penanggulangan penyakit dan penyehatan lingkungan, fasilitasi dan
pembinaan kesehatan masyarakat, pengawasan dan pengendalian kesehatan
serta melaksanakan ketatausahaan dinas.

Dengan peraturan Bupati Merangin Nomor 38 tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 10 Tahun 2011 mengenai
Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Merangin, Dinas

Kesehatan mempunyai struktur dan tugas pokok sebagai berikut :

I. KEPALA
(1) Kepala Dinas Kesehatan membawabhi:

a) Sekretariat;

b) Bidang Kesehatan Masyarakat

c) Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit
d) Bidang Pelayanan Kesehatan

e) Bidang Sumber Daya Dan Informasi Kesehatan
f) Bidang Farmasi dan Jamsarkes

g) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

h) Kelompok Jabatan Fungsional

a) SEKRETARIAT

(1) Sekretariat membawahi :
a. Sub Bagian Umum
b. Sub Bagian Kepegawaian

c. Sub Bagian Program dan Keuangan

-73-



Rancangan Rencana Rerja Dinas Resetatan Takhun 2024

Masing-masing Sub Bagian sebagaimana ayat (1) pasal ini dipimpin

oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Sekretaris.

II.1. Sub Bagian Umum

1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas Membantu Sekretaris

2)

melaksanakan urusan adminstrasi umum dan perkantoran serta

kehumasan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka

1), Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

a.

Menghimpun dan penelaahan peraturan perundang-
undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan
pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Bidang umum;
Pengkoordinasian dan menghimpun Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) kerja Dinas;

Penyusunan Analisis Jabatan Beban Kerja dan Standar
Kompetensi pegawai Dinas;

Penatausahaan Aset Satuan Kerja Perangkat Daerah;
Penyusunan rencana program dan kegiatan serta
pelaksanaan pada Sub Bagian umum;

Penyusunan rencana kebutuhan dan pelaksanaan
pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana kerja;
Pembagian tugas, pemberian, petunjuk serta pengevaluasian
hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;

Pelaksanaan adminstrasi Umum, ketatausahaan,
ketatalaksanaan, kepustakaan, dan kearsipan;

Pelaksanaan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan,
perawatan dan usulan pengahapusan sarana dan prasarana
kerja;

Pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta

pelayanan penerimaan tamu dinas;
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k. Pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas, kebersihan
kantor, keamanan Kkantor serta pelayanan kerumah
tanggaan lainnya;

l.  Pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi
anggaran Subbagian umum; dan

m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya

1.2  Sub Bagian Kepegawaian

1y

2)

Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris
melaksnakan urusan administrasi kepegawaian, analisis
jabatan serta pengusulan pendidikan dan pelatihan pegawai.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka
1), Subbagian Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. Menghimpun dan penelaahan peraturan perundang-
undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan
pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Bidang
Kepegawaian dan Peningkatan SDM;

b. Pengkoordinasian dan menghimpun Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) kerja Dinas;

c. Pengkoordinasian dan penyusunan pelaksanaan Analisis
Jabatan, Beban Kerja dan Standar Kompetensi pegawai
Dinas;

d. Penyusunan rencana program dan Kkegiatan serta
pelaksanaan pada Subbagian Kepegawaian dan Peningkatan
SDM;

e. Pembagian tugas, pemberian petunjuk serta pengvaluasian
hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;

f. Pelaksanaan pengurusan administrasi kepegawaian dan
penyusunan database pegawai Dinas;

g. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan pegawai dan administrasi

kepegawaian Dinas;
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h. Pelaksanaan pengusulan pendidikan dan pelatihan pegawai
Dinas;

i.  Pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi
anggaran Subbagian Kepegawaian dan Peningkatan SDM;
dan

j.  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya

I1.3. Subbagian Program dan Keuangan

1)

2)

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu

Sekretaris dalam Pengkoordinasian penyusunan rencana

program dan kegiatan, penyusunan standar pelayanan,

penghimpunan data-data, penatausahaan keuangan, pengurusan
gaji serta penyusunan laporan kinerja dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka

1), Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

a. Menghimpun dan penelangahan peraturan perundang-
undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan
pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Bidang program
dan keuangan;

b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kerja pada
Sub Bagian Program dan Keuangan;

c. Penyusunan Analisis Jabatan, Beban Kerja dan Peta Jabatan
Pada Sub Bagian Program dan Keuangan;

d. Pengkoordinasian penyusunan Perencanaan program,
rencana Kerja anggaran, dan dokumen pelaksanaan
anggaran Dinas;

e. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan pencapaian
penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

f.  Penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA);

g. Penyusunan Rencana Kerja (Renja);

h. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU);
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i. Pengkoordinasian dan Penyusunan Standar pelayanan
Publik (SPP);

j.  Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan pengelola
keuangan dinas;

k. Penyusunan perencanaan, pelaksanaan program kegiatan
pada Sub Bagian Program dan Keuangan;

l.  Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dinas;

m. Pembagian tugas, pemerian petunjuk serta pengevaluasian
hasil Kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;

n. Penghimpunan dan pengdokumentasian data informasi
yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik,
program dan kegiatan serta penyiapan bahan rapat dinas;

0. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran indeks kepuasan
masyarakat (IKM);

p. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Dinas;

q.- Pelaksanaan Pengajuan, perubahan, pemotongan dan
pendistribusian gaji pegawai;

r. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan
pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi
anggaran dinas;

s. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan
serta realisasi anggaran Subbagian program dan keuangan;

t. Penyusunan laporan keuangan dan Laporan kinerja (LK])
dinas; dan

u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

b) BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT

(1) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas membantu
Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan
perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dalam

bidang kesehatan masyarakat.
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka (1),
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :

a. Perumusan Kebijakan teknis bidang Kesehatan Masyarakat;

b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur

(SOP) kerja Bidang Kesehatan Masyarakat;

Pengkoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja
dan standar kompetensi jabatan Bidang Kesehatan Masyarakat;
Penyusunan perencanaan bidang Kesehatan Masyarakat;
Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan
keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan
masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan
keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan
masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan
keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan,
pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja
dan olah raga;
Pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga,
gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat,
kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Bidang Kesehatan Masyarakat;
dan
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya

Bidang Kesehatan Masyarakat membawahi:

a.
b.

C.

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

III.1 Seksi kesehatan keluarga dan gizi
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1) Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai tugas

membantu kepala bidang melakukan penyiapan bahan

perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan

koordinasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang

kesehatan keluarga dan gizi masyarakat.

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka

1) Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai fungsi :

a.

Menyiapkan bahan Perumusan kebijakan pada seksi
kesehatan keluarga dan Gizi;

Menyusun perencanaan program kegiatan pada seksi
Kesehatan Keluarga dan Gizi;

Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada seksi
Kesehatan Keluarga dan Gizi;

Menyusun Analisa Jabatan, beban Kerja dan peta Jabatan
pada seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di
bidang kesehatan keluarga dan gizi;

Melaksanakan kebijakan operasional di bidang kesehatan
keluarga dan gizi;

Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
kesehatan keluarga dan gizi;

Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan
kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga dan
gizi;

Melaporkan dan membuat pertanggung jawaban
pelaksanaan program kegiatan pada seksi Kesehatan
Keluarga dan Gizi; dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya

I11.2 Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1) Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

mempunyai tugas membantu kepala bidang melakukan
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2)

penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis,

pembinaan dan koordinasi serta pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan di bidang Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka

1), Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat mempunyai fungsi :

a.

Menyiapkan bahan perumusan Kkebijakan pada seksi
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
Menyusun Perencanaan program kegiatan pada seksi
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada seksi
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
Menyusun Analisa Jabatan, beban Kerja dan peta Jabatan
pada seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat;

Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan
kebijakan operasional di bidang promosi kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat;

Melaporkan dan membuat pertanggung jawaban
pelaksanaan program kegiatan pada seksi Promosi
Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

II1.3 Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan

OlahRaga

1) Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah

Raga mempunyai tugas membantu kepala bidang melakukan

penyiapan bahan perencanaan, perumusan Kkebijakan teknis,

pembinaan dan koordinasi serta pemantauan, evaluasi, dan
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2)

pelaporan di bidang Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja

dan Olah Raga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka

1), Kepala seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan

Olah Raga mempunyai fungsi :

a.

Menyiapkan bahan perumusan Kkebijakan pada seksi
Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga;
Menyusun Perencanaan program kegiatan pada seksi
Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga;
Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada seksi
Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga;
Menyusun Analisis Jabatan, Beban Kerja dan Peta Jabatan
pada seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah
Raga;

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di
bidang Kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga
Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan
kebijakan operasional di bidang kesehatan lingkungan,
kesehatan kerja dan olahraga;

Melaporkan dan membuat pertanggung jawaban
pelaksanaan program kegiatan pada seksi Kesehatan
Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga; dan
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya

c) BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT:

(1) Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai

tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan
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(2)

penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di

bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka (1),

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai

fungsi :

a. Perumusan Kebijakan teknis bidang Pencegahan Dan
Pengendalian Penyakit;

b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP)
kerja Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit;

c. Pengkoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban
kerja dan standar kompetensi jabatan Bidang Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit;

d. Penyusunan perencanaan bidang Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit;

e. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang
Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Menular, dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak
Menular dan Kesesehatan Jiwa;

f.  Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Surveilans
dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular,
dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan
Kesehatan Jiwa;

g. Pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang Surveilans dan
Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan
Kesehatan Jiwa;

h. Pelaksanaan tugas Pembantuan di Bidang Pencegahan Dan
Pengendalian Penyakit; dan

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

(3) BidangPencegahan Dan Pengendalian Penyakit Membawabhi:

a. Seksi Surveilans dan Imunisasi

b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
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C.

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

IV.1. Seksi Surveilans dan Imunisasi

1) Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Mempunyai tugas

2)

membantu Kepala Bidang melakukan Penyiapan bahan

perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan

koordinasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang

Surveilans dan Imunisasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka

1), Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai fungsi :

d.

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada seksi
Surveilans dan Imunisasi;

Menyusun Perencanaan program kegiatan pada seksi
Surveilans dan Imunisasi;

Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada seksi
Surveilans dan Imunisasi;

Menyusun Analisa Jabatan, beban Kerja dan peta Jabatan
pada seksi Surveilans dan Imunisasi;

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di
bidang surveilans dan imunisasi;

Melaksanakan kebijakan operasional di bidang surveilans
dan imunisasi;

Memberikan bimbingan teknis di bidang surveilans dan
imunisasi;

Memantau, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan di
bidang surveilans dan imunisasi;

Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban
pelaksanaan program kegiatan pada seksi Surveilans dan
Imunisasi; dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya

IV.2 Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
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1) Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan

Penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis dan

koordinasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka

1), Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Menular mempunyai fungsi :

a.

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Seksi
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;

Menyusun Perencanaan program Kkegiatan pada Seksi
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada
Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
Menyusun Analisa Jabatan, beban Kerja dan peta Jabatan
pada seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di
bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
Melaksanakan kebijakan operasional di bidang pencegahan
dan pengendalian penyakit menular;

Memberikan bimbingan teknis di bidang pencegahan dan
pengendalian penyakit menular;

Memantau, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan di
bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban
pelaksanaan program kegiatan pada seksi Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Menular; dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya

IV.3 Seksi SeksiPencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak

Menular
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1) Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak

2)

Menular mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penyiapan

bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan

dan koordinasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di

bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka

1), Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak

Menular mempunyai fungsi :

a.

Menyiapkan bahan perumusan Kkebijakan pada seksi
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular;
Menyusun Perencanaan program Kkegiatan pada Seksi
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular;
Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada seksi
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular;
Menyusun Analisa Jabatan, beban Kerja dan peta Jabatan
pada seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak
Menular;

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di
bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak
menular;

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di
bidang kesehatan jiwa;

Melaksanakan kebijakan operasional di bidang pencegahan
dan pengendalian penyakit tidak menular;

Melaksanakan kebijakan operasional di bidang kesehatan
jiwa;

Memberikan bimbingan teknis di bidang pencegahan
penyakit tidak menular;

Memberikan bimbingan teknis di bidang kesehatan jiwa;

Memantau, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan di
bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak

menular;
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l. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan di
bidang kesehatan jiwa;

m. Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban
pelaksanaan program kegiatan pada seksi Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit tidak Menular; dan

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya

d) BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

(1)

(2)

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas membantu

Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan

kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pelayanan

Kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka (1),

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :

Perumusan Kebijakan teknis bidang Pelayanan Kesehatan;

b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP)
kerja Bidang Pelayanan Kesehatan;

c. Pengkoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban
kerja dan standar kompetensi jabatan Bidang Pencegahan Dan
Pengendalian Penyakit Penyusunan perencanaan bidang
Pelayanan Kesehatan;

d. Penyusunan perencanaan bidang Pelayanan Kesehatan;

e. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Pelayanan
Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, termasuk
peningkatan mutunya dan pelayanan kesehatan tradisional;

f.  Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang
Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan,
termasuk peningkatan mutunya dan pelayanan kesehatan
tradisional;

g. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi, di bidang Pelayanan
Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, termasuk

peningkatan mutunya dan pelayanan kesehatan tradisional;
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h.

Pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang Pelayanan
Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, termasuk
peningkatan mutunya dan pelayanan kesehatan tradisional
Pelaksanaan tugas Pembantuan di Bidang Pelayanan Kesehatan;
dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya

(3) Bidang Pelayanan Kesehatan Membawahi ;

a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer

b. SeksiPelayanan Kesehatan Rujukan dan Tradisional

c. SeksiFasyankes dan Peningkatan Mutu

(4) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud ini dipimpin oleh

seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Bidang.

V.1 Seksi Pelayanan Kesehatan Primer

1)

2)

Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer mempunyai tugas

membantu Kepala Bidang melakukan Penyiapan bahan

perencanaan, perumusan dan kebijakan teknis, peminaan dan

koordinasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporanserta

peningkatan mutu fasyankes di bidang Pelayanan Kesehatan

Primer.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka

1), Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer mempunyai fungsi :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada seksi
Pelayanan Kesehatan Primer;

b. Menyusun Perencanaan program Kkegiatan pada seksi
Pelayanan Kesehatan Primer;

c. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada seksi

Pelayanan Kesehatan Primer;
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V.2

Menyusun Analisa Jabatan, beban Kerja dan peta Jabatan pada
seksi Pelayanan Kesehatan Primer;

Mengkoordinasi dan fasilitasi bidang pelayanan kesehatan
primer;

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional bidang
pelayanan kesehatan primer;

Melaksanakan kebijakan operasional bidang pelayanan
kesehatan primer;

Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pelayanan kesehatan primer;

Memantau, mengevaluasi dan melaporkan di bidang
pelayanan kesehatan primer;

Melaporkan dan membuat pertanggung jawaban pelaksanaan
program kegiatan pada seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Tradisional

1) Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Tradisional

2)

mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penyiapan bahan

perencanaan, perumusan dan kebijakan teknis, pembinaan dan

koordinasi serta peningkatan mutu fasyankes di bidang

Pelayanan Kesehatan Rujukan dan tradisional.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka

1), Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Tradisional

mempunyai fungsi :

d.

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada seksi
Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Tradisional;
Menyusun Perencanaan program kegiatan pada seksi
Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Tradisional;
Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada seksi

Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Tradisional;
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Menyusun Analisa Jabatan, beban Kerja dan peta Jabatan
pada seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Tradisional;
Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional
bidang pelayanan kesehatan rujukan dan tradisional;
Melaksanakan kebijakan operasional bidang pelayanan
kesehatan rujukan dan tradisional;

Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pelayanan kesehatan rujukan dan tradisional;

Memantau, mengevaluasi dan melaporkan di bidang
pelayanan kesehatan rujukan dan tradisional;

Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban
pelaksanaan program kegiatan pada seksi Pelayanan
Kesehatan Rujukan dan Tradisional; dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan bidang tugasnya.

V.3 Seksi Fasyvankes dan Peningkatan Mutu

1) Kepala Seksi Fasyankes dan Peningkatan Mutu Penyiapan

2)

mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam perencanaan,

perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Fasilitas

Pelanayan Kesehatan dan Peningkatan Mutu

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka

1), Kepala Seksi Fasyankes dan Peningkatan Mutu mempunyai

fungsi :

a.

Menyiapkan bahan perumusan Kkebijakan pada seksi
Fasyankes dan Peningkatan Mutu;
Menyusun Perencanaan program kegiatan pada seksi
Fasyankes dan Peningkatan Mutu;
Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada seksi
Fasyankes dan Peningkatan Mutu;
Menyusun Analisa Jabatan, beban Kerja dan peta Jabatan

pada seksi Fasyankes dan Peningkatan Mutu;
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e. Melaksanakan kebijakan operasional bidang peningkatan
mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan;

f.  Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
fasilitas pelayanan kesehatan;

g. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
peningkatan mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan;

h. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan di bidang fasilitas
pelayanan kesehatan;

i. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan di bidang
peningkatan mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan;

j.  Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban
pelaksanaan program kegiatan pada seksi Fasyankes dan
Peningkatan Mutu; dan

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan bidang tugasnya.

e) BIDANG SUMBER DAYA DAN INFORMASI KESEHATAN

(1)

(2)

Kepala Bidang Sumber Daya dan Informasi Kesehatan mepunyai
tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan
penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan
di bidang Sumber Daya dan Informasi Kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka (1),

Kepala Bidang Sumber Daya dan Informasi Kesehatan mempunyai

fungsi :

a. Perumusan Kebijakan teknis bidang Sumber Daya Dan Informasi
Kesehatan;

b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur
(SOP) kerja Bidang Sumber Daya Dan Informasi Kesehatan;

c. Pengkoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban
kerja dan standar kompetensi jabatan Bidang Sumber Daya dan
Informasi Kesehatan;

d. Penyusunan perencanaan bidang Sumber Daya Dan Informasi

Kesehatan;
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Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang
Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia
Kesehatan serta Sistem Informasi Kesehatan;

Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang
Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia
Kesehatan serta Sistem Informasi Kesehatan;

Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia
Kesehatan serta Sistem Informasi Kesehatan;

Pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang Kefarmasian, Alat
Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan serta Sistem
Informasi Kesehatan;

Pelaksanaan tugas Pembantuan di Bidang Sumber Daya dan
Informasi Kesehatan; dan

Melaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala dinas sesuai

dengan bidang tugasnya.

(3) BidangPelayanan Kesehatan Membawahi ;

a.
b.

C.

Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan
SeksiSumber Daya Manusia Kesehatan

SeksiSistem Informasi Kesehatan (SIK)

VI.1. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan

1)

2)

Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang Penyiapan bahan perencanaan,
perumusan dan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi
serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan
kefarmasian dan Alat Kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka
1), Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai
fungsi :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada seksi

Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
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Menyusun Perencanaan program Kkegiatan pada seksi
Kefarmasian dan Alat Kesehatan;

Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada seksi
Kefarmasian dan Alat Kesehatan;

Menyusun Analisis Jabatan, Beban Kerja dan Peta Jabatan
pada seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan;

Memberikan bimbingan teknis dibidang pelayanan
kefarmasian dan Alat Kesehatan;

Melaksanakan Pengawasan dan pengendalian kepada
fasilitas dan pengolahan kefarmasian, makanan dan
minuman;

Melaksanakan pendataan, registrasi dan perizinan pada
fasilitas farmasi, industri rumah tangga dan PDAM/industri
air minum;

Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan
kebijakan operasional di bidang pelayanan kefarmasian dan
Alat Kesehatan;

Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban
pelaksanaan program kegiatan pada seksi Kefarmasian dan
Alat Kesehatan; dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya

VI.2. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

1) Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas

2)

membantu Kepala Bidang Penyiapan bahan perencanaan,
perumusan dan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi
serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Sumber
Daya Manusia Kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka
1), Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai

fungsi :
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a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Seksi Sumber
Daya Manusia Kesehatan;

b. Menyusun Perencanaan program kegiatan pada seksi
Sumber Daya Manusia Kesehatan;

c. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada seksi
Sumber Daya Manusia Kesehatan;

d. Menyusun Analisis Jabatan, Beban Kerja dan Peta Jabatan
pada seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;

e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di
bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan;

f.  Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan operasional di
bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan;

g. Menyiapkan bahan Perencanaan kebutuhan dan
Pendayagunaan SDM Kesehatan;

h. Pelaksanaan registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga
kesehatan tertentu skala Kabupaten sesuai peraturan
perundang-undangan;

i. Memberikan bimbingan teknis serta menyelenggarakan
pendidikan dan pelatihan di bidang Sumber Daya Manusia
Kesehatan;

j.  Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan
kebijakan operasional di bidang Sumber Daya Manusia
Kesehatan;

k. Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban
pelaksanaan program kegiatan pada seksi Sumber Daya
Manusia Kesehatan; dan

l.  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya

VI.3. Seksi Sistem Informasi Kesehatan (SIK)
1) Kepala Seksi Sistem Informasi Kesehatan (SIK) mempunyai

tugas membantu Kepala Bidang melakukan Penyiapan bahan
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perencanaan, perumusan dan kebijakan teknis, pembinaan dan

koordinasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang

Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan.

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka

1), Kepala Seksi Sistem Informasi Kesehatan (SIK) mempunyai

fungsi :

a.

Menyusun Perencanaan program kegiatan pada seksi Sistem
Informasi Kesehatan (SIK);

Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada seksi
Sistem Informasi Kesehatan (SIK);

Menyusun Analisis Jabatan, Beban Kerja dan Peta Jabatan
pada seksi Sistem Informasi Kesehatan (SIK);

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di
bidang Sumber Sistem Informasi Kesehatan;

Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan operasional di
bidang Sistem Informasi Kesehatan;

Memberikan bimbingan teknis di bidang Sistem Informasi
Kesehatan Memantau, mengevaluasi dan melaporkan
pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Sistem
Informasi Kesehatan;

Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban
pelaksanaan program kegiatan pada seksi Sistem Informasi
Kesehatan (SIK); dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan bidang tugasnya.

f) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional merupakan Unit Pelaksana Teknis

Dinasyang terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan

fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan

bidang keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional di Dinas Kesehatan

terdiri dari :

1. UPTD Puskesmas
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UPTD Puskesmas merupakan suatu kesatuan organisasi kesehatan
fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan
masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping
memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada
masyarakat diwilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok.
Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dipimpin oleh seorang

kepala Puskesmas,

2. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah

Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah
(UPTD Labkesda) adalah sarana kesehatan yang melaksanakan
pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan, dan pengujian
terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan
manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit,
kondisi kesehatan atau faktor - faktor yang dapat berpengaruh
pada kesehatan perorangan dan masyarakat. UPTD Labkesda
dipimpin oleh Kepala UPTD Labkesda.

3. UPTD Logistik Farmasi dan Perbekalan Kesehatan

UPTD Logistik Farmasi dan Perbekalan Kesehatan merupakan unit
pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang dipimpin oleh seorang
Kepala Uptd yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada
Kepala Dinas. UPTD Logistik Farmasi dan Perbekalan Kesehatan
mempunyai tugas melaksanakan analisis kebutuhan, penerimaan,
pengelolaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian
obat, dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan. Dalam
melaksanakan tugas dibantu oleh seorang Kepala Subbagian Tata
Usaha. Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud di atas
melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD Logistik Farmasi dan
Perbekalan Kesehatan yang meliputi pelayanan administrasi

umum, kepegawaian, dan administrasi keuangan.
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Kondisi Umum Perencanaan Saat Ini

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola
perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun
perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang
disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan
proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up
dan top down, yang disebut dengan istilah dari shopping listkeworking plant.

Rencana program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin
tidak akan jauh dengan tahun tahun sebelumnya, karena dinas kesehatan
melakukan perencanaan berpedoman pada tugas dan fungsi yaitu melakukan
pengaturan, pembinaan dan pengawasan yang meliputi pelayanan kesehatan,
pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, bina kesehatan
masyarakat serta pengembangan sumber daya kesehatan.

Dalam wupaya penanggulangan masalah-masalah kesehatan, Dinas
Kesehatan Kabupaten Merangin merencanakan program-program yang
mengutamakan Kkegiatan pada upaya promotif dan preventif, yang
dilaksanakan secara serasi dengan tidak mengurangi upaya kuratif dan
rehabilitatif. Prioritas tinggi akan diberikan pada penyelenggaraan pelayanan
kesehatan bagi masyarakat miskin, penanggulangan penyakit menular, dan
perbaikan status gizi serta penanggulangan kasus gizi buruk (termasuk
kegiatan surveilans dan kewaspadaan dini), promosi kesehatan,
penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana, dan pembangunan
kesehatan di daerah terpencil, daerah tertinggal, dan daerah perbatasan.
Pendayagunaan tenaga kesehatan yang merata sesuai kebutuhan pelayanan

kesehatan.
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Tabel 2. 2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin

- Indikator Kinerja Target | Target Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Proyeksi Catatan
sesuai Tugas dan Fungsi SKPD| NSPK IKK analisis
2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1) (2) 3) (4) ) (6) () (8) ) (10 (11) (12) (13) (14)
[Tidak semua ibu h.amil
8017/ 7781/ Kol e tonags
Cakupan pelayanan kesehatan o o o 8436/ o 8175 7385/ 6986/ 6634/ o o o/ |keschatan sehingga standar
1 Ibu Hamil 100% 100% 100% 100% 100% /95% 92,1% 82,8% 85.3% 100% 100% 100% &ﬂ;ﬁﬂ::&f}jﬁgsmu
ISDM terha’ts dan tidak '
Imerata
Cakupan pelayanan kesehatan o o 7564/ 8063/ 7354/ 6530 5065/ 5299/ 5411/ o o o/, |Akses pelayanan kesehatan
2 Ibu bersalin 100% 100% 100% 100% 100% /80% 67,0% 65,7% 73,6% 100% 100% 100%  hang st rbarasnyasowm
[Kesulitan menjangkau akses
Cakupan pelayanan kesehatan o o 7194/ 8272/ 7316/ 7742 7177/ 7215/ 6644/ o o o  [elyanankeschatan
3 bayi baru lahir 100% 1 100% 1 10006 | 100% | 100% | /98% | 998% | 87.2% | 908% | OO | 100% | A00%
1)\.lfses ‘]ayanan yang sulit
lposyandu belum optimal,
lkurangnya kesadaran ibu
Cakupan pelayanan kesehatan o o 28701/ | 27512/ | 26055/ | 26532 26138/ | 24883/ | 23626/ o o oy [imuukmembawa anaknya
* balita 100% 1 100% | 1009 | 100% | 100% | /90% | 911% | 904% | 907% | 100% | T00% 1 A00% K e
Lengian scaus standar,
Ipemberdayaan masyarakat
ang belum optimal
IPada saat pemberian
Cakupan pelayanan kesehatan o 0 11969/ | 11712/ | 11520/ 12618 11969/ 5403/ 10593/ o o o [elavanan keschatanada
> | padausiapendidikandasar | 0% | 19% | 10005 | 100% | 100% | /89% | 100% | 4619 | 9220 | '00% | TOO% | 100% Remp
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NO Indikator Kinerja Target | Target Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Proyeksi Catatan
sesuai Tugas dan Fungsi SKPD| NSPK IKK analisis
2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Cakupan pelayanan kesehatan
Pada usia produktif BHP medisyang
214401/ | 225940/ | 214457/ | 916 | 74351/ | 52174/ | 143527/ fidal sesuai dengan usia
0 0, 0, 0, 0, roduktif, beberapa
6 100% 1 100% 1 T10006 | 100% | 100% | /1420 | 347% | 231% | 669% | 007 | 100% | 100%
Cakupan pelayanan kesehatan . o, | 22368/ | 33726/ | 54448/ | 13452 | 22204/ | 25566/ | 49868/ . . oy mempunyat posyandu usiia
7 Usia lanjut 100% -\ 100% 1 40005 | 100% | 100% | /748% | 993% | 758% | 91,6% | 1007 | 100% | 100% ferngaerercaniopu
IBHP medis yang disediakan
Cakupan pelayanan kesehatan 0 0 54681/ | 55474/ | 72318/ | 20532 | 41096/ | 26383/ | 46980/ 0 0 oy beorcutt, AQe eborapa
8 penderita hipertensi 100% 1 100% | 1000 | 100% | 100% | /297% | 752% | 47.6% | 650% | 100% | 100% 1 100% oiunisrniyangbeium
llayanan kesehatan
Cakupan pelayanan kesehatan 17150/ | 17399/ | 29994/ | 9865 | 10360/ | 5104/ | 2883/ BHP medisyang disediakan
i i i 0, 0, 0, 0, 0, tidak sesuai dengan usia
9 penderita d(lslt\)/[e)tes melitus 100% 100% 100% 100% 100% /39.6% | 60,4% 29,3% 96,3% 100% 100% 100% r:prl:)kdutifd g
[Masih ada masyarakat yang
Cakupan pelayanan kesehatan o 0 477/ 595/ 507/ 12/ 402/ 469/ 457/ o o oy feluarganyayang
10| dengan gangguan jiwa berat | 190% | 190% 45000 | 100% | 100% | 100% | 843% | 788% | 901% | 00% | 100% | 100% eniam nszian e
Imasyarakat
Cakupan pelayanan kesehatan o o 767/ 361/ 2922/ 466 767/ 361/ 1928/ o o o [lasyarakatmasih ada yang
1 orang terduga TB 100% 100% 100% 100% 100% | /60,2% | 100% 100% 66% 100% 100% 100% e
Cakupan pelayanan kesehatan o 0 9986/ 9567/ 7918/ 8385 5893/ 4749/ 5331/ o o oy [Masihadanya masyarakat
12 yang terduga HIV 100% | 100% | 15005 | 100% | 100% | /87,5% | 590% | 496% | 67,3% | L00% | 100% | 100% preiamameni
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Derajat Kesehatan masyarakat memberikan sumbangan yang nyata dalam
meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi era globalisasi. Pembangunan
kesehatan perlu diupayakan dan diperjuangkan baik oleh pemerintah maupun
masyarakat dan seluruh komponen bangsa di pusat dan daerah. Berdasarkan data
dari BPS Kabupaten Merangin tahun 2022 UHH (Usia Harapan Hidup) meningkat
menjadi X tahun dari X di tahun 2021. Ini berbanding lurus dengan pencapaian
SPM Dinas Kesehatan pada tahun 2021 yang mengalami peningkatan capaian
dibanding tahun 2022 (Tabel 2.2).

Penyusunan rencana pembangunan kesehatan dimaksudkan agar program
pelayanan kesehatan selaras dengan pembangunan lingkungan dan perubahan
perilaku pola hidup sehat. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas
Kesehatan adalah kondisi yang harus diperhatikan dan dikedepankan pada lima
tahun mendatang.

Dari tabel 2.2 di atas dapat di simpulkan bahwa capaian terendah ada pada
pelayanan kesehatan yang terkena Hipertensi yang hanya mencapai X capaian
dari target 100%. Rendahnya Pelayanan tersebut dikarenakan upaya yang
dilakukan pada kegiatan hipertensi untuk mncapai target yaitu dengan membentuk
dan mengaktifkan POSBINDU PTM, melakukan pemeriksaan dan monitoring
Tekanan Darah, Edukasi untuk perubahan gaya hidup (Diet seimbang, istirahat
cukup, aktifitas fisik dan kelola stress) dan pengelolaan farmakologis untuk
penderita hipertensi. Untuk skrining pemeriksaan tekanan darah pada usia 15
tahun keatas dengan target Nasional X dan untuk target skrining Propinsi Jambi
yaitu X % dari jumlah penduduk 15 tahun keatas yang harus diskrining
pemeriksaan tekanan darah dan untuk capaian SPM target 100% mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai standar, dengan hasil skinning Kabupaten Merangin X.
% Pelayanan skrining  diberikan sesuai kewenanganya oleh (doker, bidan
perawat, nutrisionais atau petugas pelaksana posbindu PTM terlatih)
dilakukan dipuskesmas dan jaringanya (posbindu PTM) minimal 1 tahun

sekali.

K/

% Pelayanan skrining meliputi: Deteksi kemungkinan (obesitas, hipertensi,
DM, kanker, gangguan mental emosional dan perilaku), pemeriksaan

ketajaman penglihatan dan pendengaran
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2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT

DAERAH

Permasalahan-permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi pada saat ini

dan diperkirakan akan dihadapi pada masa yang akan datang, berdasarkan

gambaran kondisi kesehatan daerah di Kabupaten Merangin dapat diidentifikasi

permasalahan kesehatan sebagai isu -isu strategis adalah sebagai berikut:

% Permasalahan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah

1.

Masih kurangnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan
dasar. Dimana X Desa masih terdapat X Desa yang belum memiliki
Bangunan Sarana kesehatan dan terdapat X Desa yang dengan kondisi
sarana rusak berat dan tidak bisa dioperasikan dengan baik.

Masih ada puskesmas belum terakreditasi madya sebagai parameter mutu
pelayanan kesehatan dasar. Dimana dari X Puskesmas terdapat hanya X
Puskesmas yang memiliki kriteria Utama, X Puskesmas yang memiliki
Kriteria Madya dan masih terdapat X Puskesmas dengan kriteria Dasar yang
harus mencapai target kriteria Madya.

Masih kurangnya cakupan Jaminan Kesehatan yang ditandai dengan belum
tercapainya target Universal Coverage Penduduk Kabupaten Merangin.
Masih tingginya kasus Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi
(AKB) dimana untuk jumlah kasus Kematian Ibu pada tahun 2019 sebanyak
X kasus, angka ini meningkat untuk tahun 2020 menjadi X kasus, sedangkan
pada tahun 2021 menurun menjadi X kasus dan meningkat kembali pada
tahun 2022 sehingga menjadi X kasus Dan untuk jumlah kasus kematian
bayi selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2019
sebanyak X kasus, di Tahun 2020 meningkat menjadi X Kasus, meningkat
kembali pada tahun 2021 menjadi X kasus dan pada tahun 2022 terus
meningkat menjadi X kasus.

Masih terdapatnya permasalahan gizi masyarakat khususnya balita yang
ditandai dengan masih ditemukannya kasus gizi buruk pada balita di Tahun
2019 sebanyak X kasus, ditahun 2020 menurun menjadi X kasus, dan
kembali mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi X kasus dan pada
tahun 2022 menetap di X kasus, namun gizi kurang sebanyak X kasus

mengalami peningkatan di tahun 2020 menjadi X kasus dan kembali
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mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi X kasus namun terjadi

penurunan di tahun 2022 menjadi X kasus.

% Hambatan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah

1.

Belum optimalnya kelembagaan pemberdayaan masyarakat dalam
penguatan partisipasi masyarakat untuk mendukung penyelenggaraan
pelayanan kesehatan

Meningkatnya kasus kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular,
dimana salah satu penyakit tidak menular dengan kasus tertinggi yaitu
hipertensi dengan penderita X orang pada tahun 2022.

Masih terdapatnya permasalahan pengendalian penyakit menular seperti
TB sebanyak X kasus di Tahun 2022.

Masih ditemukannya Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)
yang berpotensi menimbulkan wabah seperti penyakit Suspek Campak X
kasus, AFP X kasus dan Tetanus Neonatorum X kasus.

Masih kurangnya kuantitas dan kualitas beberapa jenis tenaga kesehatan
seperti tenaga Dokter, Kesehatan Lingkungan, Analis Kesehatan, Apoteker,
Dokter Gigi dan Promosi Kesehatan.

Kualitas dan kuantitas peralatan kesehatan di beberapa puskesmas dan
jaringannya belum sesuai dengan standar sehingga tidak bisa digunakan
secara maksimal.

Belum optimalnya penerapan Sistem Informasi Kesehatan, dimana sistem
informasi kesehatan yang digunakan adalah penggunaan E-Puskesmas dan
dari X Puskesmas baru X Puskesmas yang menggunakan sistem E-
Puskesmas sedangkan X Puskesmas lainnya masih menggunakan sistem

manual yaitu SP2TP.

Gambaran kondisi umum, potensi dan permasalahan pembangunan
kesehatan dipaparkan berdasarkan dari hasil pencapaian program
kesehatan yang akan menjadi input dalam menentukan arah kebijakan dan
strategi Dinas Kesehatan kabupaten Merangin dapat diuraikan sebagai

berikut :
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Kesehatan Ibu dan Anak. Jumlah Angka Kematian Ibu masih jauh
dari target yang ditetapkan Dinas Kesehatan dalam mendukung visi dan
misi Kepala daerah, meskipun jumlah persalinan yang ditolong oleh tenaga
kesehatan mengalami peningkatan. Kondisi ini kemungkinan disebabkan
oleh antara lain kualitas pelayanan kesehatan ibu yang belum memadai,
kondisi ibu hamil yang tidak sehat dan faktor determinan lainnya. Penyebab
utama kematian ibu yaitu hipertensi dalam kehamilan dan perdarahan post
partum. Penyebab ini dapat diminimalisir apabila kualitas Antenatal Care
dilaksanakan dengan baik dan persalinan dilakukan difasilitas kesehatan.
Dalam kasus covid-19 jumlah penderita kategori wus sebanyak X kasus dan
penderita kategori anak sebanyak X kasus penderita covid 19 pada tahun
2022. Potensi dan tantangan dalam penurunan kematian ibu dan anak
adalah jumlah tenaga kesehatan yang menangani kesehatan ibu khususnya
bidan sudah relatif tersebar ke seluruh wilayah Indonesia, namun
kompetensi masih belum memadai. Kualitas pelayanan Puskesmas Poned
dan sarana prasarana yang belum memadai. Peningkatan kesehatan ibu
sebelum hamil terutama pada masa remaja, menjadi faktor penting dalam
penurunan AKI dan AKB. Peserta KB cukup banyak merupakan potensi
dalam penurunan kematian ibu, namun harus terus digalakkan penggunaan
kontrasepsi jangka panjang. Keanekaragaman makanan menjadi potensi
untuk peningkatan gizi ibu hamil, namun harus dapat dikembangkan paket
pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil yang tinggi kalori, protein
dan mikronutrien dengan pemanfaatan bahan makanan pangan lokal.

Kematian Bayi dan Balita. Masa sebelum dan selama kehamilan
amat menentukan kondisi bayinya. Tantangan ke depan adalah
mempersiapkan calon ibu agar benar-benar siap untuk hamil dan
melahirkan. Kemudian bayi dan balita mendapatkan pelayanan sesuai
dengan standar serta menjaga agar terjamin kesehatan lingkungan yang
mampu melindungi bayi dari infeksi. Pada kasus kematian bayi dan balita
akibat covid 19 tidak ada kasus kematian bayi dan balita. Untuk usia di atas
neonatal sampai satu tahun, penyebab utama kematian adalah infeksi
khususnya pnemonia dan diare. Ini berkaitan erat dengan perilaku hidup

sehat ibu dan juga kondisi lingkungan setempat.
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Usia Sekolah dan Remaja. Penyebab kematian terbesar pada usia
ini adalah kecelakaan transportasi, disamping penyakit demam berdarah
dan tuberkulosis. Masalah kesehatan lain adalah penggunaan tembakau dan
pernikahan anak atau remaja (10-18 tahun). Data Riskesdas 2019
menunjukan bahwa X% remaja usia 13-15 tahun dan X% remaja usia 16-18
tahun dengan status gizi pendek. Selain itu terdapat X% remaja usia 13-15
tahun dan X% remaja usia 16-18 tahun dengan kondisi kurus dan sangat
kurus. Pelaksanaan UKS harus diwajibkan di setiap sekolah dan madrasah
mulai dari TK/RA sampai SMA/ SMK/MA, mengingat UKS merupakan
wadah untuk mempromosikan masalah kesehatan. Wadah ini menjadi
penting dan strategis, karena pelaksanaan program melalui UKS jauh lebih
efektif dan efisien serta berdaya ungkit lebih besar. UKS harus menjadi
upaya kesehatan wajib Puskesmas. Peningkatan kuantitas dan kualitas
Puskesmas melaksanakan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) yang
menjangkau remaja di sekolah dan di luar sekolah. Prioritas program UKS
adalah perbaikan gizi usia sekolah, kesehatan reproduksi dan deteksi dini
penyakit tidak menular.

Usia Kerja dan Usia Lanjut. Selain penyakit tidak menular yang
mengancam pada usia Kkerja, penyakit akibat kerja dan terjadinya
kecelakaan kerja juga meningkat. Prioritas untuk kesehatan usia kerja
adalah mengembangkan pelayanan kesehatan kerja primer dan penerapan
keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja, selain itu dikembangkan
Pos Upaya Kesehatan Kerja sebagai salah satu bentuk UKBM pada pekerja
dan peningkatan kesehatan kelompok pekerja rentan seperti Nelayan, TKI,
dan pekerja perempuan.

Gizi Masyarakat. Perkembangan masalah gizi di Indonesia semakin
kompleks saat ini, selain masih menghadapi masalah kekurangan gizi,
masalah kelebihan gizi juga menjadi persoalan yang harus kita tangani
dengan serius. Stunting terjadi karena kekurangan gizi kronis yang
disebabkan oleh kemiskinan dan pola asuh tidak tepat, yang mengakibatkan
kemampuan kognitif tidak berkembang maksimal, mudah sakit dan berdaya
saing rendah, sehingga bisa terjebak dalam kemiskinan. Seribu hari pertama

kehidupan seorang anak adalah masa kritis yang menentukan masa
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depannya, dan pada periode itu anak Indonesia menghadapi gangguan
pertumbuhan yang serius. Yang menjadi masalah, lewat dari 1000 hari,
dampak buruk kekurangan gizi sangat sulit diobati. Untuk mengatasi
stunting, masyarakat perlu dididik untuk memahami pentingnya gizi bagi
ibu hamil dan anak balita. Secara aktif turut serta dalam komitmen global
(SUN-Scalling Up Nutrition) dalam menurunkan stunting, maka Indonesia
fokus kepada 1000 hari pertama kehidupan (terhitung sejak konsepsi
hingga anak berusia 2 tahun) dalam menyelesaikan masalah stunting secara
terintergrasi karena masalah gizi tidak hanya dapat diselesaikan oleh sektor
kesehatan saja (intervensi spesifik) tetapi juga oleh sektor di luar kesehatan
(intervensi sensitif). Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor
42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.
Penyakit Menular. Untuk penyakit menular, prioritas masih
didominasi pada penyakit HIV/AIDS, tuberculosis, malaria, demam
berdarah, dan ISPA. Disamping itu Indonesia juga belum sepenuhnya
berhasil mengendalikan penyakit neglected diseases seperti kusta frambusia
dan filariasis. Penyakit menular covid-19 di kabupaten merangin pada tahun
2022 cukup banyak berkisar X penderita positive covid 19. Angka kesakitan
dan kematian yang disebabkan oleh penyakit menular yang dapat dicegah
dengan imunisasi seperti polio, campak, difteri, pertusis, AFP, hepatitis B,
dan tetanus. Penyakit menular covid 19 di kabupaten merangin termasuk
banyak Potensi yang dimiliki Indonesia dalam pengendalian HIV-AIDS
diantaranya adalah telah memiliki persiapan yang cukup baik, mencakup
tata laksana penanganan pasien, tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan
(khususnya Rumah Sakit), dan laboratorium kesehatan. Usaha keras yang
dilakukan berhasil membawa Indonesia sebagai negara pertama di Regional
Asia Tenggara yang mencapai target TB global yang dicanangkan waktu itu
yaitu Angka Penemuan Kasus (Crude Detection Rate/CDR) diatas X% dan
Angka Keberhasilan Pengobatan (Treatment Success Rate/ TSR) diatas X%.
Penyakit Tidak Menular. Kecenderungan penyakit menular terus
meningkat dan telah mengancam sejak usia muda. Selama dua dekade
terakhir ini, telah terjadi transisi epidemiologis yang signifikan, penyakit

tidak menular telah menjadi beban utama, meskipun beban penyakit
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menular masih berat juga. Indonesia sedang mengalami double burden
penyakit, yaitu penyakit tidak menular dan penyakit menular sekaligus.
Penyakit tidak menular utama meliputi hipertensi, diabetes melitus, kanker
dan Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK). Oleh karena itu deteksi dini
harus dilakukan dengan secara proaktif mendatangi sasaran, karena
sebagian besar tidak mengetahui bahwa dirinya menderita penyakit tidak
menular. Dalam rangka pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) antara
lain dilakukan melalui pelaksanaan Pos Pembinaan Terpadu Pengendalian
Penyakit Tidak Menular (Posbindu-PTM) yang merupakan upaya
monitoring dan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular di
masyarakat.

Penyehatan Lingkungan. Upaya penyehatan lingkungan dengan
pengembangan desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
(STBM) sebagai upaya peningkatan penyehatan lingkungan, capaiannya
terus mengalami peningkatan.

Kesehatan Jiwa. Permasalahan kesehatan jiwa sangat besar dan
menimbulkan beban kesehatan yang signifikan. Prioritas untuk kesehatan
jiwa adalah mengembangkan Upaya Kesehatan Jiwa Berbasis Masyarakat
(UKJBM) yang ujung tombaknya adalah Puskesmas dan bekerjasama lintas
sektor dan masyarakat, untuk mencegah meningkatnya orang dengan
gangguan jiwa.

Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan. Hal ini dapat dilihat
dari tiga indikator yaitu Kesiapan pelayanan umum di Puskesmas baru,
pelayanan PONED, dan pelayanan penyakit tidak menular. Kurangnya
kesiapan tersebut terutama karena kurangnya fasilitas yang tersedia;
kurangnya ketersediaan obat, sarana dan prasarana alat kesehatan;
pemerataan tenaga kesehatan belum merata di fasilitas pelayanan

kesehatan; dan belum memadainya kompetensi tenaga kesehatan.

+ Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, Terhadap capaian

program nasional/Internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs
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1. Membantu pemerintah Kabupaten Merangin untuk meningkatkan
pelayanan di bidang kesehatan
2. Membantu pemerintah Kabupaten Merangin untuk Meningkatkan upaya
peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta
pembiayaan kegiatan promotif dan preventif.
3. Membantu Pemerintah Pusat Melalui Pemerintahan Daerah dalam
Pemenuhan Indikator SPM Bidang Kesehatan.
4. Adanya Sinkronisasi penganggaran sehingga tidak terjadi tumpang tindih
untuk pendanaan melalui APBD dan DAK.
% Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah, sebagai
berikut :
1. Tantangan
» Belum semua masyarakat terjamin pembiayaan kesehatannya
» Letak geografis serta kondisi transportasi yang sulit menghambat
pelayanan kesehatan
» Luasnya Wilayah Kerja Puskesmas membuat rentang kendali
pelayanan kesehatan yang lambat.
» Masih tingginya keperayaan masyarakat untuk berobat / melahirkan
pada pelayanan non nakes
» Sarana dan Prasarana kesehatan yang tidak memadai dan memenuhi
standar.

» Prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat masih rendah

2. Peluang

» Adanya dukungan anggaran dari APBN/DAK dan Provinsi untuk
pembangunan kesehatan.

» Dukungan Pembiayaan Melalui Dana Desa

» Adanya Kesempatan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

» Adanya komitmen yang tinggi dari pemerintah kabupaten dalam
pembangunan kesehatan

» Dukungan regulasi dan kebijakan dari pemerintah pusat, provinsi
dan kabupaten yang optimal .

» Dukungan akses pelayanan kesehatan swasta yang optimal
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» Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Faktor kesehatan masyarakat merupakan faktor penting dalam pelaksanaan
program pembangunan. Kualitas kesehatan yang baik akan memberikan sumber
daya manusia yang siap untuk melaksanakan pembangunan suatu negara.
Penanganan kesehatan yang sinergis dengan faktor lingkungan menjadi penting
mengingat bahwa pada pelaksanaannya upaya penanganan kesehatan disamping
upaya kuratif berupa pengobatan setelah masyarakat terkena penyakit, ada pula
upaya promotif dan preventif sebagai upaya peningkatan kualitas dan menjaga
kesehatan masyarakat agar tidak mudah terjangkiti penyakit. Konsep
penanganan kesehatan secara promotif dan preventif mendorong adanya
pemahaman bahwa faktor kesehatan lingkungan merupakan aspek penting dalam
menjaga kesehatan masyarakat. Upaya peningkatan kualitas kesehatan
lingkungan menjadi penting mengingat bahwa beberapa penyakit yang
berjangkit luas pada warga masyarakat berawal dari rendahnya kualitas
kesehatan lingkungan. Untuk itu diperlukan peningkatan layanan kesehatan
promotif dalam bentuk peningkatan higienitas dan sanitasi lingkungan yang
ruang lingkupnya meliputi penyediaan air bersih rumah tangga.

Dinas Kesehatan bertugas menyelenggarakan urusan dibidang kesehatan
berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Untuk
menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas kesehatan mempunyai fungsi
melakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan yang meliputi pelayanan
kesehatan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, bina kesehatan
masyarakat serta pengembangan sumber daya kesehatan. Dalam melaksanakan
tugas tersebut, telah dilakukan berbagai upaya dan telah berhasil dicapai
beberapa indikator kinerja, namun masih ditemukan adanya beberapa
permasalahan spesifik.

Pembangunan bidang kesehatan terutama diarahkan untuk pemberian
pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau kepada seluruh masyarakat,
hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemberi pelayanan dalam hal ini
Dinas Kesehatan. Beberapa permasalahan yeng terkait dengan pembangunan
kesehatan Kabupaten Merangin yang akan dihadapi. Berdasarkan pada evaluasi

program dan kegiatan serta kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin.
-107 -



Rancangan Rencana Rerja Dinas Resetatan Takhun 2024

1. Sumber Daya Manusia Aparatur

Pegawai yang ada pada Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin

keadaan 31 Desember 2022 berjumlah 1.875 orang yang terdiri dari 803

orang berstatus pegawai negeri sipil (PNS), 839 orang berstatus tenaga

kontrak daerah (TKD), dan 233 orang berstatus tenaga kerja sukarela (TKS).

Untuk lebih jelasnya keadaan pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin

dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini :

Tabel 2. 3

Jumlah Pegawai Tetap (CPNS/PNS), Honor Daerah dan Tenaga Kerja
Sukarela (TKS) dan (TKS) Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin Keadaan

Bulan Desember 2022
Total %
. . Jenis Kepegawaian
No | Jenis Pendidikan
PNS TKD TKS
1 | Dokter Umum 41 18 0 59 3,14
2 | Dokter Gigi 12 1 0 13 0,69
3 | Farmasi/S1/Apt 21 23 0 44 2,34
4 | Perawat 147 223 109 479 25,54
5 | Bidan 312 417 124 853 45,49
6 | Kesmas/S2 102 98 0 200 10,66
Kesmas
7 | Perawat Gigi 13 13 0 26 1,38
8 | Gizi 7 3 0 10 0,59
9 | Sanitasi 17 9 0 26 1,38
10 | Teknis Medik 31 5 0 36 1,92
11 | LCPK 7 0 0 7 0,37
12 | Non 65 5 0 70 3,73
Kesehatan/CS
Puskesmas
13 | Analis Kesehatan | 8 11 0 19 1,01
14 | SMA Sederajat 20 13 0 33 1,76
Jumlah 803 839 233 1875 100
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2. Sarana dan prasarana

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi serta program/kegiatan
akan lebih baik apabila didukung oleh sarana dan prasarana yang
representatif. Kebutuhan akan sarana dan prasarana tersebut, akan
tergantung pada uraian jabatan, jumlah jabatan struktural dan fungsional,
jumlah pegawai, dan kemampuan keuangan. Sebagai Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) yang membantu Bupati Merangin dalam manajemen
Kesehatan daerah, Sarana dan Prasarana yang diperlukan akan dipenuhi
secara bertahap dan berkelanjutan terutama dalam menunjang kegiatan
administrasi kesehatan.

Puskesmas dan jaringannya merupakan sarana penyelenggara
pelayanan kesehatan dasar dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat. Semakin banyak jumlah Kketersediaannya maka semakin
memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan.
Sementara itu klinik, Rumah Bersalin , praktek dokter/dokter gigi, praktek
bidan, praktek perawat dan Apotek merupakan sarana pelayanan kesehatan
swasta yang juga memberikan pelayanan kesehatan dasar pada masyarakat.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang ada pada wilayah Dinas
Kesehatan Kabupaten Merangin Tahun 2020 dan 2021 mengalami
peningkatan, dengan adanya peningkatan Sarana dan prasarana tersebut
diharapkan pelayanan kesehatan dasar juga berdampak baik bagi
masyarakat. Adapun Sarana dan Prasarana di wilayah Dinas Kesehatan
Kabupaten Merangindapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 4

Sarana Pelayanan Kesehatan
Kabupaten Merangin Tahun 2020, 2021, 2022

NO JENIS SARANA KESEHATAN 2020 2021 2022
1 | Rs Pemerintah (RSUD) 1 1 1
2 | Rs Swasta 3 3 3
3 | Puskesmas tanpa perawatan 12 11 12
4 | Puskesmas dengan perawatan 15 16 15
5 | Puskesmas Mampu PONED 13 13 12
6 | Rumah Bersalin 0 0 0
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7 | Puskesmas Keliling 25 25 23
8 | Puskesmas Pembantu 86 93 85
9 | Laboratorium Kesehatan Daerah 1 1 1
10 | Laboratorium Swasta 1 1 1
11 | Praktek Dokter umum 101 77 64
12 | Praktek Dokter Gigi 40 16 10
13 | Praktek Bidan Mandiri 44 35 23
14 | Praktek Pengobatan Tradisional 1230 1230 1230
15 | Jumlah BATRA memiliki SPTPA atau SITP 76 76 76
16 | Klinik Pratama 14 14 14
17 | Klinik Utama 0 2 2
18 | Apotek 38 48 56

Sumber Data : Subbag Kepegawaian Tahun 2022

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan
dokumen perencanaan daerah dengan periode satu tahun yang memuat seluruh
program dan kegiatan seluruh OPD dengan prediksi Pagu Anggaran Indikatif yang
bersumber dari APBD maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD
dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja OPD serta menjadi acuan proses
penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Sebelum ditetapkan menjadi
dokumen RKPD perlu dilakukan review terhadap Rancangan Awal tersebut untuk
memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan OPD telah terakomodir
didalamnya.

Dari rancangan awal yang telah disusun oleh Dinas Kesehatan Kabupaten
Merangin telah disesuaikan dengan Rencana Kerja Dinas KesehatanKabupaten
Merangin. Rencana Kerja (RENJA) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan
program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan
Kabupaten Merangin, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.
Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai
berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan
representasi  tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten

Merangin,disamping itu dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang
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program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya,
melalui dokumen Kkinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan
sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-
kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin.

Review terhadap rancangan awal RKPD dijabarkan dalam uraian tabel

berikut :
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Tabel 2.5

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Provinsi/Kabupaten/Kota Merangin

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegia . Indikator Target Pagu Indikatif | Program/Kegia . . L Target Kebutuhan Catatan
No tan Lokas Kinerja Capaian (Rp-000) tan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Dana (Rp.000) Penting
1 2 3 4 5 6) 7 8 9 5 (11) 12
SESUAI
dengan
Indeks Indeks Alokasi
Kepuasan Kepuasan kebutuha
Dinas Masyarakat _ _ Dinas Masyarakat ) ) n dana
Kesehatan terhadap Kesehatan terhadap dan pagu
Pelayanan Pelayanan indikatif
Kesehatan Kesehatan Rncangan
awal
RKPD
SESUAI
PROGRAM PROGRAM dengan
PEMENUHAN PEMENUHAN Alokasi
UPAYA Tt UPAYA Tt kebutuha
KESEHATAN Dinas Indikator 65% 236.398.000.0 | KESEHATAN Dinas Indikator 65% 236.398.000.0 | ndana
PERORANGAN | Kesehatan Nasional Mutu 00 PERORANGAN | kesehatan Nasional Mutu 00 dan pagu
DAN UPAYA DAN UPAYA indikatif
KESEHATAN KESEHATAN Rncangan
MASYARAKAT MASYARAKAT awal
RKPD
SESUAI
dengan
Alokasi
Dinas Puskesmas Dinas Puskesmas l:;t::lt:ha
Terakreditasi 81% 1.500.000.000 Terakreditasi 81% 1.500.000.000
Kesehatan . . Kesehatan .. dan pagu
Mininal Madya Mininal Madya T
indikatif
Rncangan
awal
RKPD
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Penyediaan Penyediaan SESUAI
Fasilitas Fasilitas dengan
Pelayanan Persentase Pelayanan Persentase Alokasi
Kesehatan o1 Kesehatan o kebutuha
untuk UKM Dinas el untuk UKM Dinas LEEIEE] n dana
Pelayanan 65% 112.450.000.0 Pelayanan 65% 112.450.000.0
dan UKP Kesehatan dan UKP Kesehatan dan pagu
Kesehatan 00 Kesehatan 00 o e o
Kewenangan . Kewenangan . indikatif
Sesuai Standar Sesuai Standar
Daerah Daerah Rncangan
Kabupaten/K Kabupaten/K awal
ota ota RKPD
) unlllah Rumah Jumlah Rumah
Sakit Baru yang .
Pembangunan : Pembangunan Sakit Baru yang
. Memenuhi . . ;
Rumah Sakit . . Rumah Sakit . Memenuhi Rasio
Dinas Rasio Tempat . Dinas . .
beserta Sarana . - unit 0 beserta Sarana Tempat Tidur - unit 0
Kesehatan | Tidur Terhadap Kesehatan
dan Prasarana dan Prasarana Terhadap Jumlah
Jumlah
Pendukungnya Pendukungnya Penduduk
Penduduk Minimal 1:1000
Minimal 1:1000 )
Jumlah Pusat Jumlah Pusat
. Kesehatan . Kesehatan
Pembangunan Dinas . Pembangunan Dinas .
Masyarakat - unit 0 Masyarakat - unit 0
Puskesmas Kesehatan Puskesmas Kesehatan
(Puskesmas) (Puskesmas) yang
yang Dibangun Dibangun
SESUAI
dengan
Alokasi
Pembangunan Jumlah Fasilitas Pembangunan Jumlah Fasilitas kebutuha
Fasilitas Dinas Kesehatan . Fasilitas Dinas Kesehatan . n dana
Kesehatan Kesehatan Lainnya yang Z unit 800.000.000 Kesehatan Kesehatan Lainnya yang 2 unit 800.000.000 dan pagu
Lainnya Dibangun Lainnya Dibangun indikatif
Rncangan
awal
RKPD
Jumlah SESUAI
Jumlah
Puskesmas dengan
Puskesmas yang .
yang " Alokasi
o Ditingkatkan
Pengembangan Dinas Ditinglatkan Pengembangan Dinas Sarana kebutuha
5 5 Sarana, 11unit | 8.000.000.000 & 5 ’ 11unit | 8.000.000.000 | ndana
Puskesmas Kesehatan Puskesmas Kesehatan Prasarana, Alat
Prasarana, Alat dan pagu
Kesehatan dan s e o
Kesehatan dan . indikatif
SDM agar Sesuai
SDM agar Rncangan
. Standar
Sesuai Standar awal
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RKPD
Jumlah Fasilitas Jumlah Fasilitas SESUAI
dengan
Kesehatan Kesehatan .
Lainnya yang Lainnya yang Alokasi
e eitae | Dinas | Ditingkatian e | Dinas |  Ditingkatian ndana
Sarana, 3 unit 750.000.000 Sarana, 3 unit 750.000.000
Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan dan pagu
Lainnva Prasarana, Alat Lainnva Prasarana, Alat indikatif
y Kesehatan dan y Kesehatan dan Rncangan
SDM agar SDM agar Sesuai ] &
Sesuai Standar Standar awa
RKPD
SESUAI
Jumlah Sarana, Jumlah Sarana, dengan
Prasarana dan Prasarana dan Alokasi
Rehabilitasi Alat Kesehatan Rehabilitasi Alat Kesehatan kebutuha
dan Dinas yang Telah . dan Dinas yang Telah . n dana
Pemeliharaan | Kesehatan Dilakukan 5 unit 4.110.000.000 Pemeliharaan | Kesehatan Dilakukan 5 unit 4.110.000.000 dan pagu
Puskesmas Rehabilitasi dan Puskesmas Rehabilitasi dan indikatif
Pemeliharaan Pemeliharaan Rncangan
oleh Puskesmas oleh Puskesmas awal
RKPD
Jumlah Sarana, Jumlah Sarana, SESUAI
Prasarana dan Prasarana dan dengan
Rehabilitasi Alat Kesehatan Rehabilitasi Alat Kesehatan Alokasi
dan yang Telah dan yang Telah kebutuha
Pemeliharaan Dinas Dilakukan . Pemeliharaan Dinas Dilakukan . n dana
Fasilitas Kesehatan | Rehabilitasi dan 45 unit 3.700.000.000 Fasilitas Kesehatan Rehabilitasi dan 45 unit 3.700.000.000 dan pagu
Kesehatan Pemeliharaan Kesehatan Pemeliharaan indikatif
Lainnya oleh Fasilitas Lainnya oleh Fasilitas Rncangan
Kesehatan Kesehatan awal
Lainnya Lainnya RKPD
Rehabilitasi Jumlah Sarana Rehabilitasi Jumlah Sarana SESUAI
dan Prasarana dan Prasarana dengan
dan . dan . .
Pemeliharaan Dinas Rumah Dinas Pemeliharaan Dinas Rumah Dinas Alokasi
. Tenaga 2 unit 2.340.000.000 . Tenaga 2 unit 2.340.000.000 kebutuha
Rumah Dinas Kesehatan Rumah Dinas Kesehatan
Kesehatan yang Kesehatan yang n dana
Tenaga Tenaga .
Kesehatan Telah Kesehatan Telah Dilakukan dan pagu
Dilakukan Rehabilitasi dan indikatif
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Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rncangan
Pemeliharaan awal
RKPD
SESUAI
dengan
. Alokasi
Jumlah Sarana Pengadaan Jumlah Sarana di
Pengadaan . - i kebutuha
Sarana Fasilitas Dinas di Fasilitas 35.000.000.00 Sarana Dinas Fasilitas n dana
Pelayanan 154 unit Fasilitas Pelayanan 154 unit | 35.000.000.000
Pelayanan Kesehatan 0 Kesehatan dan pagu
Kesehatan yang Pelayanan Kesehatan yang o 5
Kesehatan L L indikatif
Disediakan Kesehatan Disediakan
Rncangan
awal
RKPD
SESUAI
dengan
Pengadaan Jumlah Pengadaan Alokasi
Jumlah Prasarana
Prasarana dan Prasarana Prasarana dan e kebutuha
Pendukun, Dinas Fasilitas Pendukun Dinas Fasilitas n dana
uxung 45unit | 4.000.000.000 uxung Pelayanan 45unit | 4.000.000.000
Fasilitas Kesehtan Pelayanan Fasilitas Kesehtan dan pagu
Kesehatan yang c o O
Pelayanan Kesehatan yang Pelayanan Disediakan indikatif
Kesehatan Disediakan Kesehatan Rncangan
awal
RKPD
SESUAI
dengan
Pengadaan Alat Jumlah Alat Pengadaan Jumlah Alat Alokasi
Kesehatan/Alat Alat Kesehatan/Alat
Kesehatan/Alat . : . kebutuha
Penunian Dinas Penunjang 35.000.000.00 Kesehatan/Ala Dinas Penunjang Medik n dana
nunjang Medik Fasilitas 788 unit RS t Penunjang Fasilitas 788 unit | 35.000.000.000
Medik Fasilitas | Kesehatan 0 : i Kesehatan dan pagu
Pelayanan Medik Fasilitas Pelayanan s e o
Pelayanan indikatif
Kesehatan Kesehatan yang Pelayanan Kesehatan yang Rncangan
Disediakan Kesehatan Disediakan 8
awal
RKPD
SESUAI
dengan
Pengadaan Dinas ]zllglnlegzll(()sbi?lt Pengadaan Dinas Jumlah Obat dan Alokasi
gacaar 80 paket | 8.526.000.000 gadaar Vaksin yang 80 paket | 8.526.000.000 | kebutuha
Obat, Vaksin Kesehatan yang Obat, Vaksin Kesehatan . 1.
LT Disediakan n dana
Disediakan
dan pagu
indikatif
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Rncangan
awal
RKPD
J ‘m.‘lah Jumlah
Penyediaan dan .
. Penyediaan dan
Pemeliharaan .
.. Pemeliharaan
Alat Uji dan "
. . Alat Uji dan
Kalibrasi Pada . ;
; Kalibrasi Pada
Pengadaan dan . Unit Pengadaan dan . -
. Dinas . . . Dinas Unit .
Pemeliharaan Kesehatan Pemeliharaan - unit 0 Pemeliharaan Kesehatan Pemeliharaan - unit 0
Alat Kalibrasi Fasilitas Alat Kalibrasi o
Fasilitas
Kesehatan
Regional/Regio Kesehatan
& nal & Regional/Regiona
o I Maintainance
Maintainance
Center
Center
SESUAI
dengan
Alokasi
Pengadaan Dinas J(lilzl:;l 2\l/};dilbiit Pengadaan Dinas Jumlah Obat dan ll:?alilt: he
& . 80 paket | 8.526.000.000 5 . Vaksin yang 80 paket 8.526.000.000
Obat, Vaksin Kesehatan yang Obat, Vaksin Kesehatan o dan pagu
LT Disediakan e ger
Disediakan indikatif
Rncangan
awal
RKPD
SESUAI
dengan
Alokasi
Pengadaan Dinas J 111-112:)1}51 }?:liljin Pengadaan Dinas Jumlah Bahan l:::;lt:ha
Bahan Habis 40 paket 3.824.000.000 Bahan Habis Habis Pakai yang 40 paket 3.824.000.000
. Kesehatan yang . Kesehatan o dan pagu
Pakai LT Pakai Disediakan e yer
Disediakan indikatif
Rncangan
awal
RKPD
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SESUAI
Pemeliharaan Jumlah Alat Pemeliharaan Jumlah Alat dengan
Rutin dan Kesehatan/Alat Rutin dan Kesehatan /Alat Alokasi
Berkala Alat Penunjang Berkala Alat Penunjang Medik kebutuha
Kesehata.n/Alat Dinas Medik Fasilitas 50 unit 300.000.000 Kesehatap/Ala Dinas Fasilitas Layanan 50 unit 300.000.000 n dana
Penunjang Kesehatan Layanan t Penunjang Kesehatan Kesehatan yang dan pagu
Medik Fasilitas Kesehatan yang Medik Fasilitas Terpelihara indikatif
Pelayanan Terpelihara Pelayanan Sesuai Standar Rncangan
Kesehatan Sesuai Standar Kesehatan awal
RKPD
Jumlah P
Distribusi Alat Distribusi Alat Distribusi Alat ] iﬂltageis}fgtt;fl
Kesehatan, Kesehatan, Kesehatan, Obat. Vaksin ! SESUAI
Obat, Vaksin, Obat, Vaksin, Obat, Vaksin, Baha'n Me dis' dengan
Bahan Medis Bahan Medis Bahan Medis Habis Pakai Alokasi
Habis Pakai Habis Pakai Habis Pakai (BMHP) kebutuha
(BMHP), Dinas (BMHP), 280kali | 200.000.000 (BMHP), Dinas Makanan dan 280kali | 200000000 |™dana
Makanan dan Kesehatan Makanan dan Makanan dan Kesehatan Minuman yang dan pagu
Minuman ke Minuman yang Minuman ke Didistribusikan indikatif
Puskesmas Didistribusikan Puskesmas ke Puskesmas Rncangan
serta Fasilitas ke Puskesmas serta Fasilitas it awal
Kesehatan serta Fasilitas Kesehatan selzta F}? StItas RKPD
Lainnya Kesehatan Lainnya ese atan
Lainnya Lainnya
SESUAI
Jumlah dengan
Pengelolaan Keluarga yang Pengelolaan Jumlah Iéegla}f & Alokasi
Pelayanan Sudah Pelayanan Di}lljl?lgurlll iadan kebutuha
Kesehatan Dinas Dikunjungi dan 104.311 Kesehatan Dinas ungl ¢ 104.311 n dana
. o . 900.000.000 . Diintervensi 900.000.000
Dasar Melalui Kesehatan Diintervensi keluarga Dasar Melalui Kesehatan Masalah keluarga dan pagu
Pendekatan Masalah Pendekatan Kesehatannya indikatif
Keluarga Kesehatannya Keluarga Rncangan
oleh Tenaga
oleh Tenaga awal
RKPD
Penyediaan Penyediaan
Layanan Layanan
Kesehatan Dinas Penurunan Kesehatan Dinas Penurunan
untuk UKM | Kesehatan Stunting i i untuk UKM | Kesehatan Stunting i i
dan UKP dan UKP
Rujukan Rujukan
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Tingkat Tingkat SESUAI
Daerah Daerah dengan
Kabupaten/K Terpenuhinya Kabupaten/K Terpenuhinya Alokasi
ota Standar ota Standar kebutuha
Dinas 123.023.000.0 Dinas 123.023.000.0 | ndana
Pelayanan 100% Pelayanan 100%
Kesehatan . 00 Kesehatan . 00 dan pagu
(SPM) Bidang (SPM) Bidang s e
Kesehatan Kesehatan LGl
Rncangan
awal
RKPD
SESUAI
dengan
Jumlah Ibu Jumlah Ibu Hamil Alokasi
Pengelolaan Hamil yang Pengelolaan yang kebutuha
Pelayanan Dinas Mendapatkan 7.421 Pelayanan Dinas Mendapatkan 7.421 n dana
Kesehatan Ibu | Kesehatan Pelayanan orang 100.000.000 Kesehatan Ibu | Kesehatan Pelayanan orang 100.000.000 dan pagu
Hamil Kesehatan Hamil Kesehatan Sesuai indikatif
Sesuai Standar Standar Rncangan
awal
RKPD
SESUAI
dengan
Jumlah Bayi Jumlah Bayi Baru Alokasi
Pengelolaan Baru Lahir yang Pengelolaan Lahir yang kebutuha
Pelayanan Dinas Mendapatkan 7.149 70.000.000 Pelayanan Dinas Mendapatkan 7.149 70.000.000 n dana
Kesehatan Bayi | Kesehatan Pelayanan orang U Kesehatan Bayi | Kesehatan Pelayanan orang T dan pagu
Baru Lahir Kesehatan Baru Lahir Kesehatan Sesuai indikatif
Sesuai Standar Standar Rncangan
awal
RKPD
SESUAI
dengan
Jumlah Balita Jumlah Balita Alokasi
Pengelolaan yang Pengelolaan yang kebutuha
Pelayanan Dinas Mendapatkan 26.439 Pelayanan Dinas Mendapatkan 26.439 n dana
Kesehatan Kesehatan Pelayanan orang 70.000.000 Kesehatan Kesehatan Pelayanan orang 70.000.000 dan pagu
Balita Kesehatan Balita Kesehatan Sesuai indikatif
Sesuai Standar Standar Rncangan
awal
RKPD
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SESUAI
Jumlah Anak Jumlah Anak Usia dengan_
Pengelolaan . . Pengelolaan s Alokasi
Usia Pendidikan Pendidikan Dasar
Pelayanan Dasar van Pelayanan an kebutuha
Kesehatan Dinas Menda };tkgn 12.341 Kesehatan Dinas MenZlIa gtkan 12.341 n dana
pada Usia Kesehatan Pela rz)man orang 60.000.000 pada Usia Kesehatan Pela gnan orang 60.000.000 dan pagu
Pendidikan y Pendidikan Y . indikatif
Dasar Kesehatan Dasar Kesehatan Sesuai Rncangan
Sesuai Standar Standar &
awal
RKPD
SESUAI
Jumlah Jumlah Penduduk gf:f:sni
Pengelolaan Penduduk Usia Pengelolaan Usia Produktif kebutuha
Pelayanan Dinas Produktif yang 221734 Pelayanan Dinas yang 221.734 n dana
Kesehatan Mendapatkan Kesehatan Mendapatkan
. Kesehatan orang 50.000.000 . Kesehatan orang 50.000.000 dan pagu
pada Usia Pelayanan pada Usia Pelayanan indikatif
Produktif Kesehatan Produktif Kesehatan Sesuai Rncangan
Sesuai Standar Standar g
awal
RKPD
SESUAI
dengan
Jumlah .
Pengelolaan Penduduk Usia Pengelolaan ]urrlllah P(?nduduk Alokasi
Pelayanan Lanjut yan Pelayanan Usia Lanjut yang kebutuha
Y Dinas Jut yang 30.452 y Dinas Mendapatkan 30.452 n dana
Kesehatan Mendapatkan Kesehatan
. Kesehatan orang 53.000.000 . Kesehatan Pelayanan orang 53.000.000 dan pagu
pada Usia Pelayanan pada Usia
Laniut Kesehatan Laniut Kesehatan Sesuai indikatif
) Sesuai Standar ) Standar Rncangan
awal
RKPD
SESUAI
dengan
Jumlah . .
Pengelolaan Penderita Pengelolaan J ;?l:i}cj:;;dzzta f(\:e(;)l:lifllha
Pelayanan Dinas Hipertensiyang | ¢ o6 Pelayanan Dinas Mpenda atiang 66.846 ndana
Kesehatan Mendapatkan ' 30.000.000 Kesehatan P ) 30.000.000
- Kesehatan orang : Kesehatan Pelayanan orang dan pagu
Penderita Pelayanan Penderita . P
. . ) . Kesehatan Sesuai indikatif
Hipertensi Kesehatan Hipertensi
Sesuai Standar Standar Rncangan
awal
RKPD

- 119 -




Rancangan Rencana Rerja Dinas Resetatan Takhun 2024

SESUAI
Jumlah ) dengan
Pengelolaan Penderita Pengelolaan J u.mlah Pende.rlta Alokasi
. Diabetes Melitus
Pelayanan Diabetes Pelayanan yang kebutuha
Kesehat_an Dinas Melitus yang 2.896 25.000.000 Kesehatlan Dinas Mendapatkan 2.896 25 000.000 n dana
Penderita Kesehatan Mendapatkan orang Penderita Kesehatan orang dan pagu
. . Pelayanan s e
Diabetes Pelayanan Diabetes . indikatif
. . Kesehatan Sesuai
Melitus Kesehatan Melitus Rncangan
. Standar
Sesuai Standar awal
RKPD
Jumlah Orang SESUAI
an Jumlah Orang dengan
Pengelolaan yang Pengelolaan yang Alokasi
Mendapatkan
Pelayanan Pelayanan Pelayanan Mendapatkan kebutuha
Kesehatan Dinas Kesehatan 526 25.000.000 Kesehatan Dinas Pelayanan 526 25.000.000 n dana
Orang dengan | Kesehatan Orane denean orang Orang dengan | Kesehatan | Kesehatan Orang orang dan pagu
Gangguan Jiwa sdeng Gangguan Jiwa dengan Gangguan indikatif
Gangguan Jiwa . .
Berat . Berat Jiwa Berat Sesuai Rncangan
Berat Sesuai
Standar Standar awal
RKPD
SESUAI
Jumlah Orang Jumlah Orang dengan
Pengelolaan Terduga Pengelolaan Terduga Alokasi
Pel%lyanan Menderita Pelgayanan Menderita kebutuha
Kesehatan Dinas Tuberkulosis 3.123 15.500.000 Kesehatan Dinas Tuberkulosis 3.123 15.500.000 n dana
Kesehatan yang orang Kesehatan yang orang dan pagu
Orang Terduga Orang Terduga s o
. Mendapatkan ; Mendapatkan indikatif
Tuberkulosis Tuberkulosis .
Pelayanan Pelayanan Sesuai Rncangan
Sesuai Standar Standar awal
RKPD
SESUAI
dengan
Pengelolaan Jumlah Orang Pengelolaan Jumlah Orang Alokasi
Terduga Terduga
Pelayanan . Pelayanan . kebutuha
. Menderita HIV . Menderita HIV
Kesehatan Dinas 9.828 Kesehatan Dinas 9.828 n dana
yang 10.500.000 yang 10.500.000
Orang dengan | Kesehatan orang Orang dengan | Kesehatan orang dan pagu
> Mendapatkan > Mendapatkan P
Risiko Pelavanan Risiko Pelavanan S ; indikatif
Terinfeksi HIV cayana Terinfeksi HIV ¢layanan sesua Rncangan
Sesuai Standar Standar
awal
RKPD
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Jumlah SESUAI
Dokumen Hasil Pengelolaan Jumlah Dokumen dengan
Pengelolaan . .
Pengelolaan Pelayanan Hasil Pengelolaan Alokasi
Pelayanan .
. Pelayanan Kesehatan bagi Pelayanan kebutuha
Kesehatan bagi . .
Kesehatan Bagi Penduduk Kesehatan Bagi n dana
Penduduk
Terdampak Penduduk Terdampak Penduduk dan pagu
Krisif Dinas Terdampak 4 30.000.000 Krisis Dinas Terdampak Krisis 4 30.000.000 indikatif
Kesehatan Krisis Dokumen T Kesehatan Kesehatan | Kesehatan Akibat | Dokumen T Rncangan
Kesehatan .
Akibat Bencana Kesehatan Akibat Bencana awal
Akibat Bencana Bencana dan/atau RKPD
dan/atau .
. dan/atau dan/atau Berpotensi
Berpotensi . . .
Berpotensi Berpotensi Bencana Sesuai
Bencana .
Bencana Sesuai Bencana Standar
Standar
SESUAI
dengan
Jumlah . Jumlah Dokumen Alokasi
Dokumen Hasil . kebutuha
Pengelolaan Dinas Peneelolaan 12 Pengelolaan Dinas Hasil Pengelolaan 12 1 dana
Kesehatan Gizi 5 2.000.000.000 | Kesehatan Gizi Pelayanan 2.000.000.000
Kesehatan Pelayanan Dokumen Kesehatan . Dokumen dan pagu
Masyarakat . Masyarakat Kesehatan Gizi st 2
Kesehatan Gizi Masvarakat indikatif
Masyarakat y Rncangan
awal
RKPD
SESUAI
i dengen
Pengelolaan Dokumen Hasil Pengelolaan Jumlah Dokumen
. kebutuha
Pelayanan Dinas Pengelolaan 3 Pelayanan Dinas Hasil Pengelolaan 3 n dana
Kesehatan Pelayanan 400.000.000 Kesehatan Pelayanan 400.000.000
. Kesehatan Dokumen . Kesehatan . Dokumen dan pagu
Kerja dan Kesehatan Kerja dan Kesehatan Kerja M
- indikatif
Olahraga Kerja dan Olahraga dan Olahraga
Rncangan
Olahraga
awal
RKPD
SESUAI
dengan
Jumlah . Jumlah Dokumen Alokasi
Pengelolaan Dokumen Hasil Pengelolaan .
Pelayanan Dinas Pengelolaan 5 Pelayanan Dinas Hasil Pengelolaan 5 kebutuha
600.000.000 Pelayanan 600.000.000 n dana
Kesehatan Kesehatan Pelayanan Dokumen Kesehatan Kesehatan Dokumen
. . Kesehatan dan pagu
Lingkungan Kesehatan Lingkungan : Lo 2
. Lingkungan indikatif
Lingkungan
Rncangan
awal
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RKPD
SESUAI
dengan
Jumlah Jumlah Dokumen Alokasi
Pengelolaan Dokumen Hasil Pengelolaan Hasil Peneelolaan kebutuha
Pelayanan Dinas Pengelolaan 4 Pelayanan Dinas 5 4 n dana
. 500.000.000 - Pelayanan 500.000.000
Promosi Kesehatan Pelayanan Dokumen Promosi Kesehatan Promosi Dokumen dan pagu
Kesehatan Promosi Kesehatan indikatif
Kesehatan
Kesehatan Rncangan
awal
RKPD
Pengelolaan Jumlah . Pengelolaan Jumlah Dokumen SESUAI
Dokumen Hasil - dengan
Pelayanan Pengelolaan Pelayanan Hasil Pengelolaan Alokasi
Kesehatan Pelga anan Kesehatan Pelayanan kebutuha
Tradisional, Dinas Kese};1atan 1 Tradisional, Dinas Kesehatan 1 1 dana
Akupuntur, - 27.000.000 Akupuntur, Tradisional, 27.000.000
Kesehatan Tradisional, Dokumen Kesehatan Dokumen dan pagu
Asuhan Akupuntur Asuhan Akupuntur, indikatif
Mandiri, dan o Mandiri, dan Asuhan Mandiri
. Asuhan Mandiri o o Rncangan
Tradisional .. Tradisional dan Tradisional
Lainnya dan Tradisional Lainnya Lainnya awal
Y Lainnya y y RKPD
SESUAI
dengan
Jumlah Alokasi
Pengelolaan . Dokumen Hasil Pengelolaan . ]um.lah Dokumen kebutuha
. Dinas 4 : Dinas Hasil Pengelolaan 4 n dana
Surveilans Pengelolaan 37.000.000 Surveilans : 37.000.000
Kesehatan ) Dokumen Kesehatan Surveilans Dokumen dan pagu
Kesehatan Surveilans Kesehatan s e o
Kesehatan Kesehatan indikatif
Rncangan
awal
RKPD
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SESUAI
dengan
Jumlah Jumlah Alokasi
Pengelolaan Penyalahguna Pengelolaan Penyalahguna kebutuha
Pelayanan Dinas NAPZA yang Pelayanan Dinas NAPZA yang n dana
Kesehatan Jiwa | Kesehatan Mendapatkan 10 orang 100.000.000 Kesehatan Jiwa | Kesehatan Mendapatkan 10 orang 100.000.000 dan pagu
dan NAPZZA Pelayanan dan NAPZZA Pelayanan indikatif
Kesehatan Kesehatan Rncangan
awal
RKPD
SESUAI
dengan
Jumlah Jumlah Dokumen Alokasi
Pengelolaan Dokumen Hasil Pengelolaan . kebutuha
. . Hasil Pengelolaan
Upaya Dinas Pengelolaan 2 50.000.000 Upaya Dinas Pelavanan 2 50.000.000 n dana
Kesehatan Kesehatan Pelayanan Dokumen T Kesehatan Kesehatan y Dokumen T dan pagu
Kesehatan s 2
Khusus Kesehatan Khusus indikatif
Khusus
Khusus Rncangan
awal
RKPD
SESUAI
dengan
Jumlah . Jumlah Dokumen Alokasi
Pelayanan Dokumen Hasil Pelayanan .
Hasil Pelayanan kebutuha
Kesehatan Dinas Pelayanan 12 Kesehatan Dinas Kesehatan 12 n dana
Penyakit Kesehatan 2.500.000.000 Penyakit ) 2.500.000.000
Kesehatan . Dokumen Kesehatan | Penyakit Menular | Dokumen dan pagu
Menular dan Penyakit Menular dan dan Tidak indikatif
Tidak Menular Menular dan Tidak Menular
. Menular Rncangan
Tidak Menular
awal
RKPD
SESUAI
dengan
Jumlah Jumlah Dokumen Alokasi
Pengelolaan Dokumen Hasil Pengelolaan Hasil Peneelolaan kebutuha
Jaminan Dinas Pengelolaan 10 26.000.000.00 Jaminan Dinas '8 10 n dana
. Jaminan 26.000.000.000
Kesehatan Kesehatan Jaminan Dokumen 0 Kesehatan Kesehatan Dokumen dan pagu
Kesehatan P
Masyarakat Kesehatan Masyarakat indikatif
Masyarakat
Masyarakat Rncangan
awal
RKPD
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Pengambilan Jumlah Pengambilan . SESUAI
dan Spesimen dan Jumlah Spesimen dengan
Pengiriman Penyakit Pengiriman [E)Stl?e };?Sl:;tl Alokasi
Spesimen Potensial Spesimen Keiadian Luar kebutuha
Penyakit Dinas Kejadian Luar 1 paket 20.000.000 Penyakit Dinas Bia]sa (KLB) ke 1 paket 20.000.000 n dana
Potensial KLB Kesehatan | Biasa (KLB) ke P T Potensial KLB Kesehatan ; P T dan pagu
ke Laboratorium ke Laboratorium indikatif
Laboratorium Rujukan/Nasio Laboratorium Ru]ukan; nNasmnal Rncangan
Rujukan/Nasio nal yang Rujukan/Nasio Di diSZ,I‘ibl%Sikan awal
nal Didistribusikan nal RKPD
SESUAI
dengan
Jumlah Alokasi
Penyelenggara Dokumen Hasil Penyelenggara J umla};l];:ilfumen kebutuha
an Dinas Penyelenggaraa 1 an Dinas 1 n dana
Kabupaten/Kot | Kesehatan n Dokumen 150.000.000 Kabupaten/Ko | Kesehatan I;(Z?;dz?egfjéig Dokumen 150.000.000 dan pagu
a Sehat Kabupaten /Kot ta Sehat P indikatif
Sehat
a Sehat Rncangan
awal
RKPD
J urrI;l:lZ Faar;s;lrlltas Jumlah Fasilitas (SiEanAlll
y Pelayanan gan
Kesehatan Alokasi
(Fasyankes) Kesehatan kebutuha
. asyankes) yang
an {/Iela ani F k n dana
’ Kc%nsultzzsi Melayani dan pagu
Penyediaan Jarak Jauh antar Penyediaan KO?;EE E;lltg e;rak indikatif
Telemedicine Dinas Fasyankes Telemedicine Dinas Fasvankes Rncangan
di Fasilitas Melalui 2 unit 500.000.000 di Fasilitas yank 2 unit 500.000.000 awal
Kesehatan Kesehatan Melalui
Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelavanan RKPD
Kesehatan Telemedicine Kesehatan yanal
untuk Telemedicine
Mendapatkan untuk
Akses Mendapatkan
Pelavanan Akses Pelayanan
Y Kesehatan yang
Kesehatan yang -
Berkualitas Berkualitas
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SESUAI
dengan
Jumlah Alokasi
Opeirasional Dinas Dokumen 2 Operasional Dinas ]ur’glah D(?kun;en ) k(;butuha
Pelayanan Operasi perasiona n dana
Ruma};'l Sakit Kesehatan Plielayalr(l):gl Dokumen 57.000.000 Rii?;lals]:l?i ¢ Kesehatan | Pelayanan Rumah | Dokumen 57.000.000 dan pagu
Rumah Sakit Sakit indikatif
Rncangan
awal
RKPD
SESUAI
dengan
]um]ah lah y Alokasi
Operasional . Dokumen Operasional Jumlah Dokumen kebutuha
Pelayanan Ke]s);rlllzian Operasional | - k27 28.500.000.00 lfelayanan Dinas Operasional 27 28.500.000.000 | ™dana
Puskesmas Pelayanan okumen 0 Puskesmas Kesehatan Pelayanan Dokumen ’ ’ ’ dan pagu
Puskesmas Puskesmas indikatif
Rncangan
awal
RKPD
SESUAI
Jumlah dengan
Operasional Dokumen Operasional Jumlah ngumen Alokasi
Pelayanan Dinas Operasional 1 Pelayanan Dinas Og)eiraswnal . k(;butuha
Fasilitas Pela T elayanan n dana
Kesehatan Kesehatan Fas}i,l?tr.la\zn dokumen 600.000.000 KFeiZI}l::'?:n Kesehatan Fasilitas dokumen 600.000.000 dan pagu
Lainnya Kesehatan Lainnya Kes.ehatan indikatif
Lainnya Lainnya Rncangan
awal
RKPD
]umlag Lg{)oran ] SESUAI
; asl nvestigas
I;:_est_lgas Awal Investigasi Awal Ke'gdian Jumlah Laporan dengan_
jadian Tidak Awal Keiadi 2 e) Hasil Investigasi Alokasi
Diharapkan wa’ ejadian Tidak e kebutuha
s ) Tidak Diharapkan Awal Kejadian
(Kejadian Dinas Diharapkan 12 280.00 rap Dinas Tidak Diharapkan 12 n dana
Ikuta_n Pf;lsca Kesehatan (Kej 5’1 a dokumen 000.000 (Kejadian Kesehatan (Kejadian Ikutan | dokumen 280.000.000 fian_ pagu
Imunisasi dan jadian Ikutan Pasca P I aci indikatif
Pemberian Ikutan Pasca Imunisasi dan asca fmunisast Rncangan
Imunisasi dan Pemberi dan Pemberian
Obat Massal) : emberian awal
Pemberian Obat Obat Massal) Obat Massal)
RKPD

Massal)
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Jumlah Public . SESUAI
Jumlah Public
Safety Center dengan
Safety Center .
: (PSC119) . Alokasi
Penyediaan ) Penyediaan (PSC119)
Tersediaan, . kebutuha
dan dan Tersediaan,
Terkelolaan dan n dana
Pengelolaan : ) Pengelolaan Terkelolaan dan
Sistem Dinas Terintegrasi Sistem Dinas Terintegrasi dan pagu
dengan Rumah 1 unit 120.000.000 1 unit 120.000.000 indikatif
Penanganan Kesehatan ! Penanganan Kesehatan dengan Rumah
Sakit dalam . Rncangan
Gawat Darurat , Gawat Darurat Sakit dalam Satu
Satu Sistem . awal
Terpadu Penaneanan Terpadu Sistem RKPD
(SPGDT) § (SPGDT) Penanganan
Gawat Darurat
Terpadu Gawat Darurat
(SPGDT) Terpadu (SPGDT)
SESUAI
Jumlah Orang Jumlah Orang dengan
Pengelolaan dengan Pengelolaan dengan Alokasi
§ Tuberculosis § Tuberculosis kebutuha
Pelayanan Dinas an, 1.103 Pelayanan Dinas an 1.103 n dana
Kesehatan yang : 200.000.000 Kesehatan yang ) 200.000.000
Kesehatan Mendapatkan orang Kesehatan Mendapatkan orang dan pagu
Orang dengan Orang dengan s 2
Tuberculosis Pelayanan Tuberculosis Pelayanan indikatif
Kesehatan Kesehatan Sesuai Rncangan
Sesuai Standar Standar awal
RKPD
SESUAI
dengan
Jumlah Orang Jumlah Orang Alokasi
Pengelolaan yang Pengelolaan yang kebutuha
Pelayanan Dinas Mnedapatkan 39.112 Pelayanan Dinas Mnedapatkan 39.112 n dana
Kesehatan Kesehatan Pelayanan orang 200.000.000 Kesehatan Kesehatan Pelayanan orang 200.000.000 dan pagu
Malaria Kesehatan Malaria Kesehatan indikatif
Malaria Malaria Rncangan
awal
RKPD
SESUAI
Sistem gl
Penyelenggar . Penyelenggar Sistem Alokasi
. Informasi . .
aan Sistem aan Sistem Informasi kebutuha
. . Kesehatan . .
Informasi Dinas an 820 Informasi Dinas Kesehatan yang 820 n dana
Kesehatan Kesehatan _yang ° 170.000.000 Kesehatan Kesehatan | diselenggarakan ° 170.000.000 dan pagu
diselenggarak s a2
Secara Secara Secara indikatif
. . an Secara . . . .
Terintegrasi . . Terintegrasi Terintegrasi Rncangan
Terintegrasi
awal
RKPD
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SESUAI
dengan
Jumlah jumlah Dokumen Alokasi
Pengelolaan Dokumen Hasil Pengelolaan Hasil Peneelolaan kebutuha
Data dan Dinas Pengelolaan 2 Data dan Dinas Data {(;ian 2 n dana
Informasi Kesehatan Data dan dokumen 115.000.000 Informasi Kesehatan . dokumen 115.000.000 dan pagu
. Informasi s e
Kesehatan Informasi Kesehatan indikatif
Kesehatan
Kesehatan Rncangan
awal
RKPD
SESUAI
dengan
Pengadaan Alat}ll;?rljlr}: Kat Pengadaan jumlah Alokasi
Alat/Perangkat . & Alat/Perangkat kebutuha
. . Sistem . . Alat/Perangkat
Sistem Dinas Informasi 4 unit Sistem Dinas Sistem Informasi 4 unit n dana
Informasi Kesehatan 55.000.000 Informasi Kesehatan 55.000.000 dan pagu
Kesehatan dan Kesehatan dan s 2
Kesehatan dan . Kesehatan dan . indikatif
. Jaringan . Jaringan Internet
Jaringan Jaringan Rncangan
Internet
awal
RKPD
Penerbitan Penerbitan SESUAI
Izin Rumah Izin Rumah dengan
Sakit Kelas C, Fasilitas Sakit Kelas C, Alokasi
D dan D dan Fasilitas kebutuha
- Kesehatan o~
Fasilitas Dinas yang Fasilitas Dinas Kesehatan yang n dana
0, i i 0,
Pelayanan | . cehatan | diterbitkan 81% | 755000000 | Pelavaman | g, ohatan | _diterbitkan 81% 755.000.000 | 430 Pasu
Kesehatan . Kesehatan sesuai Standar indikatif
. sesuai Standar . ..
Tingkat .. Tingkat Perizinan Rncangan
Perizinan
Daerah Daerah awal
Kabupaten/K Kabupaten/K RKPD
ota ota
Jumlah Rumah SESUAI
Peningkatan Sakl.t _dan Peningkatan ]u_m lah Run?eTh dengan_
Fasilitas Sakit dan Fasilitas Alokasi
Tata Kelola Tata Kelola
. Pelayanan ! Pelayanan kebutuha
Rumah Sakit Rumah Sakit
o Kesehatan o Kesehatan n dana
dan Fasilitas . . dan Fasilitas . .
Pelayanan Dinas Tingkat Daerah 1 unit Pelayanan Dinas Tingkat Daerah 1 unit dan pagu
Kesehatan | Kabupaten/Kot 250.000.000 Kesehatan | Kabupaten/Kota 250.000.000 indikatif
Kesehatan ayan Kesehatan ang Melakukan Rncangan
Tingkat Daerah yans Tingkat Daerah yang g
Kabupaten,/Kot Melakukan Kabupaten,/Ko Peningkatan Tata awal
a Peningkatan ta Kelola Sesuai RKPD

Tata Kelola
Sesuai Standar

Standar
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SESUAI
{? géi};;fg:s; Jumlah Fasilitas gtlenl%an_
okasi
Peningkatan Dilakukan Peningkatan Ke?;}ll;ziigsng kebutuha
Mutu . Pengukuran Mutu . n dana
Pelayanan Dinas Indikator 29 unit Pelayanan Dinas Pengukuran 29 unit
ya Kesehatan : 280.000.000 ya Kesehatan Indikator 280.000.000 | dan pagu
Fasilitas Nasional Mutu Fasilitas . indikatif
Kesehatan (INM) Kesehatan Nasional Mutu
Pel (INM) Pelayanan Rncangan
elayanan Kesehatan awal
Kesehatan RKPD
SESUAI
Penyiapan dengan
Penyiapan Jumlah y1ap Alokasi
. Perumusan Jumlah Dokumen
Perumusan dan Dokumen Hasil . - kebutuha
. . dan . Hasil Penyiapan
Pelaksanaan Dinas Penyiapan 1 Pelaksanaan Dinas Perumusan dan 1 n dana
Pelayanan Kesehatan | Perumusan dan | dokumen 225.000.000 Kesehatan dokumen 225.000.000 dan pagu
Pelayanan Pelaksanaan I
Kesehatan Pelaksanaan indikatif
. Kesehatan Pelayanan
Rujukan Pelayanan . Rncangan
Rujukan
awal
RKPD
Penyediaan
Layanan
Kesehatan
untuk UKM
Dinas Penurunan i i dan UKP Dinas Penurunan ) )
i Kesehatan Stunting Rujukan Kesehatan Stunting
Penyediaan Tingkat
Layanan Daerah
Kesehatan Kabupaten’Ko
untuk UKM ta
dan UKP SESUAI
Rl_l]ukan dengan
Tingkat Alokasi
Kab?lazl;illll'l(o Terpenuhiny Terpenuhiny kebutuha
pta Dinas Standar Dinas Standar n dana
Kesehatan Pelayanan 100% 1.500.000.000 Kesehatan Pelayanan 100% 1.500.000.000 fian_ pagu
(SPM) Bidang (SPM) Bidang indikatif
Kesehatan Kesehatan Rncangan
awal
RKPD
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SESUAI
dengan
Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Alokasi
Akreditasi Fasilitas Akreditasi Jumlah Fasilitas kebutuha
Fasilitas Dinas Kesehatan yang 10 unit Fasilitas Dinas Kesehatan yang 10 unit n dana
Kesehatan di Kesehatan | Terakreditasi di 1.500.000.000 Kesehatan di Kesehatan Terakreditasi di 1.500.000.000 | dan pagu
Kabupaten/Kot Kabupaten/Kot Kabupaten/Ko Kabupaten/Kota indikatif
a a ta Rncangan
awal
RKPD
Persentase
Persentase
Sumber Daya
. . . Sumber Daya
Dinas Manusia _ ) Dinas Manusia _ _
Kesehatan Kesehatan Kesehatan
Kesehatan yang
yang Kom
peten
Kompeten
Program Program
Peningkatan Peningkatan
Kapasitas Kapasitas SESUAI
Sumber Daya Sumber Daya dengan
Manusia Manusia Alokasi
Kesehatan Kesehatan kebutuha
Rasio Sumber Rasio Sumber maETE
Dinas | DayaManusia | 350, | 3792500.000 Dinas Paya Manusta 30% | 2.792.500.000 | danpagu
Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan indikatif
(SDMK) (SDMK) Rncangan
awal
RKPD
SESUAI
dengan
Pemberian Jumlah Pemberian Jumlah Alokasi
Izin Praktik Rekomendasi 180 Izin Praktik Rekomendasi 180 kebutuha
Tenaga Dinas Surat Izin dokume Tenaga Dinas Surat Izin dokume I G
Kesehatan di . . 7.500.000 Kesehatan di . . 7.500.000 | dan pagu
. Kesehatan Praktik bagi n . Kesehatan Praktik bagi n s e
Wilayah Tenaga Wilayah Tenaga indikatif
Kabupaten/K Kesehatan Kabupaten/K Kesehatan Rncangan
ota ota awal
RKPD
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. Pembinaan SESUAI
Pembinaan dan
Pengawasan Jumlah dan dengan
5 Pengawasan Jumlah Dokumen Alokasi
Tenaga Dokumen
Tenaga Rencana kebutuha
Kesehatan . Rencana .
serta Tindak Dinas Kebutuhan 2 Kesehatan Dinas Kebutuhan 2 7500.000 | ™ dana
: Kesehatan Dokumen 7.500.000 serta Tindak Kesehatan Sumber Daya Dokumen U dan pagu
Lanjut Sumber Daya : . s e
e . Lanjut Manusia indikatif
Perizinan Manusia P
. Perizinan Kesehatan Rncangan
Praktik Tenaga Kesehatan .
Kesehatan Praktik Tenaga awal
Kesehatan RKPD
SESUAI
Perencanaan Perencanaan dengan
Kebutuhan Jumlah Kebutuhan Jumlah gan
Alokasi
dan Dokumen dan Dokumen
kebutuha
Pendayaguna . Rencana 2 Pendayaguna . Rencana 2
an Sumber Dinas Kebutuhan dokume an Sumber Dinas Kebutuhan dokume n dana
. Kesehatan 2.735.000.000 . Kesehatan 2.735.000.000 | dan pagu
Daya Manusia Sumber Daya n Daya Manusia Sumber Daya n -
. . indikatif
Kesehatan Manusia Kesehatan Manusia Rncangan
untuk UKP Kesehatan untuk UKP Kesehatan awal g
dan UKM dan UKM RKPD
SESUAI
dengan
. Jumlah . Pembinaan Jumlah Dokumen Alokasi
Pembinaan dan Dokumen Hasil . :
. dan Hasil Pembinaan kebutuha
Pengawasan . Pembinaan dan .
Sumber Dava Dinas Pengawasan 2 Pengawasan Dinas dan Pengawasan 2 n dana
2y Kesehatan 5 dokumen | 2.375.000.000 Sumber Daya Kesehatan Sumber Daya dokumen 2.375.000.000 | dan pagu
Manusia Sumber Daya . . s
. Manusia Manusia indikatif
Kesehatan Manusia
Kesehatan Kesehatan Rncangan
Kesehatan
awal
RKPD
Pengembanga el sl Pengembanga SESUAI
n Mutu dan Pensembanga n Mutu dan Terlaksananya dengan
Peningkatan g 8 Peningkatan Pengembangan Alokasi
. n Mutu dan .
Kompetensi . Kompetensi Mutu dan kebutuha
. . Peningkatan . . .
Teknis Dinas Kompetensi 81% Teknis Dinas Peningkatan 81% n dana
Sumber Daya | Kesehatan pet 0 50.000.000 Sumber Daya | Kesehatan Kompetensi 0 50.000.000 dan pagu
. Teknis . . I
Manusia Sumber Dava Manusia Teknis Sumber indikatif
Kesehatan 12y Kesehatan Daya Manusia Rncangan
N Manusia .
Tingkat Kesehatan Tingkat Kesehatan awal
Daerah Daerah RKPD
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Pengembangan Jumlah Sumber Pengembangan jumlah Sumber SESUAI
Mutu dan . Mutu dan : dengan
. Daya Manusia . Daya Manusia .
Peningkatan Peningkatan Alokasi
: Kesehatan . Kesehatan
Kompetensi . Kompetensi . kebutuha
. . Tingkat Daerah . . Tingkat Daerah
Teknis Sumber Dinas Kabupaten,/Kot 210 Teknis Sumber Dinas Kabupaten,/Kota 210 n dana
Daya Manusia Kesehatan ap an orang 50.000.000 Daya Manusia Kesehatan P an orang 50.000.000 dan pagu
Kesehatan ayang Kesehatan . yang indikatif
. Ditingkatkan . Ditingkatkan
Tingkat Daerah Tingkat Daerah Rncangan
Mutu dan Mutu dan
Kabupaten/Kot Kompetensinva Kabupaten/Ko Kompetensinva awal
a p ¥ ta P ¥ RKPD
SESUAI
dengan
Program Fasilitas Program Fasilitas Alokasi
Sediaan . Sediaan . kebutuha
Farmasi, Alat Dinas Kefarmasian Farmasi, Alat Dinas Kefarmasian n dana
¢ yang Memiliki 62% 223.000.000 ’ yang Memiliki 62% 223.000.000
Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan dan pagu
Standar dan Standar dan s 2
dan Makanan dan Makanan indikatif
. Persyaratan . Persyaratan
Minuman Minuman Rncangan
awal
RKPD
Pemberian Pemberian SESUAI
Izin Apotek, Izin Apotek, dengan
Toko Obat, Fasilitas Toko Obat, Fasilitas Alokasi
Toko Alat Kefarmasian Toko Alat . kebutuha
. Kefarmasian
Kesehatan Dinas (Apotik dan 55 Kesehatan Dinas (Apotik dan 55 n dana
dan Optikal, Toko Obat) 51.000.000 dan Optikal, p 51.000.000 dan pagu
. Kesehatan sarana . Kesehatan | Toko Obat) yang sarana I
Usaha Mikro yang Usaha Mikro . indikatif
. memenuhi
Obat memenuhi Obat standar Rncangan
Tradisional standar Tradisional awal
(UMOT) (UMOT) RKPD
Pengendalian Jumlah Pengendalian Jumlah Dokumen
dan Dokumen Hasil dan Hasil
Pengawasan Pengendalian Pengawasan Pengendalian dan
serta Tindak dan serta Tindak Pengawasan serta
Lanjut Pengawasan Lanjut Tindak Lanjut
Pengawasan Dinas serta Tindak i i Pengawasan Dinas Pengawasan ) )
Perizinan Kesehatan Lanjut Perizinan Kesehatan | Perizinan Apotek,
Apotek, Toko Pengawasan Apotek, Toko Toko Obat, Toko
Obat, Toko Alat Perizinan Obat, Toko Alat Alat Kesehatan,

Kesehtan, dan
Optikal, Usaha
Mikro Obat

Apotek, Toko
Obat, Toko Alat
Kesehatan, dan

Kesehtan, dan
Optikal, Usaha
Mikro Obat

dan Optikal,

Usaha Mikro Obat

Tradisional
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Tradisional Optikal, Usaha Tradisional (UMOT)
(UMOT) Mikro Obat (UMOT)
Tradisional
(UMOT)
Jumlah Apotek, jumlah Apotek, SESUAI
. Toko Obat, . dengan
Penyediaan Penyediaan Toko Obat, Toko .
Toko Alat AloKkasi
dan dan Alat Kesehatan,
Kesehatan, dan . kebutuha
Pengelolaan : Pengelolaan dan Optikal,
L Optikal, Usaha . ; n dana
Data Perizinan . Data Perizinan Usaha Mikro Obat
: Mikro Obat . . dan pagu
dan Tindak . dan Tindak Tradisioanl e g
. Tradisioanl . indikatif
Lanjut Lanjut (UMOT) yang
(UMOT) yang . ; Rncangan
Pengawasan Dinas Dikendalikan Pengawasan Dinas Dikendalikan dan awal
Izin Apotek, . . 62 sarana 51.000.000 Izin Apotek, Diawasi dalam 62 sarana 51.000.000
Kesehatan dan Diawasi Kesehatan RKPD
Toko Obat, dalam Raneka Toko Obat, Rangka
Toko Alat Penerbi tan%an Toko Alat Penerbitan dan
Kesehatan, dan Tindak Laniut Kesehatan, dan Tindak Lanjut
Optika, Usaha Penerbitan I]zin Optika, Usaha Penerbitan Izin
Mikro Obat Mikro Obat Apotek, Toko
. Apotek, Toko .
Tradisional Obat. Toko Alat Tradisional Obat, Toko Alat
(UMOT) ’ (UMOT) Kesehatan, dan
Kesehatan, dan Optikal
Optikal, phikal,
Pemberian Pemberian
Sertifikat Sertifikat
Produksi Persentase Produksi
untuk Sarana Sarana untuk Sarana Persentase
Produksi Alat Produksi Alat Produksi Alat Sarana Produksi
Kesehatan Kesehatan Alat Kesehatan,
Kesehatan,
Kelas 1 Perbekalan Kelas 1 Perbekalan
Tertentu dan Dinas Kesehatan i ) Tertentu dan Dinas Kesehatan ) _
Perbekalan Kesehatan Perbekalan Kesehatan | Rumah Tangga
Rumah Tangga
Kesehatan an Kesehatan yang
Rumah yang Rumah Mendapatkan
Mendapatkan i
Tangga Kelas ke Tangga Kelas Sertifikat
Sertifikat .
1 Tertentu . 1 Tertentu Produksi
Produksi
Perusahaan Perusahaan
Rumah Rumah
Tangga Tangga
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Jumlah
Pengendalian Dokumen Pengendalian
. Jumlah
dan Pengendalian dan
Dokumen
Pengawasan dan Pengawasan .
. . Pengendalian dan
serta Tindak Pengawasan serta Tindak
. . . Pengawasan serta
Lanjut serta Tindak Lanjut : .
. Tindak Lanjut
Pengawasan Lanjut Pengawasan
i . Pengawasan
Sertifikat . Pengawasan Sertifikat . oo
. Dinas o . Dinas Sertifikat
Produksi Alat Sertifikat - - Produksi Alat . - -
Kesehatan . Kesehatan Produksi Alat
Kesehatan Produksi Alat Kesehatan
Kesehatan Kelas 1
Kelas 1 Kesehatan Kelas 1
Tertentu dan
Tertentu dan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1
PKRT Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu
Tertentu PKRT Kelas 1 Tertentu
Perusahaan
Perusahaan Tertentu Perusahaan Rumah Taneea
Rumah Tangga Perusahaan Rumah Tangga 88
Rumah Tangga
Penerbitan Penerbitan SESUAI
Sertifikat Sertifikat dengan
Produksi Produksi Alokasi
Pangan Pangan kebutuha
Industri Industri n dana
Rumah Rumah dan pagu
Tangga dan Tangga dan indikatif
‘sebagai fzin SPP IRT yang ‘sebagai fzin SPP IRT yang awal
Pmﬁuksi Dinas Diterbitkan 35 Pmﬁuksi Dinas Diterbitkan 35 CKPD
g Kesehatan Sesuai Sarana 142.000.000 ’ Kesehatan Sesuai Sarana 142.000.000
untuk Produk untuk Produk
Ketentuan Ketentuan
Makanan Makanan
Minuman Minuman
Tertentu yang Tertentu yang
Dapat Dapat
Diproduksi Diproduksi
oleh Industri oleh Industri
Rumah Rumah
Tangga Tangga
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. Jumlah . SESUAI
Pengendalian . Pengendalian
dan Dokumen Hasil dan dengan
Pengendalian Jumlah Dokumen Alokasi
Pengawasan Pengawasan .
. dan . Hasil kebutuha
serta Tindak serta Tindak .
: Pengawasan : Pengendalian dan n dana
Lanjut . Lanjut
serta Tindak Pengawasan serta dan pagu
Pengawasan . Pengawasan ) - s e
. Lanjut o Tindak Lanjut indikatif
Sertifikat Sertifikat
. Pengawasan ) Pengawasan Rncangan
Produksi e Produksi oo
Panean Sertifikat Panean Sertifikat awal
'8 Produksi gan Produksi Pangan RKPD
Industri Rumah . Industri .
. Pangan Industri . Industri Rumah
Tangga dan Dinas Rumah Taneea 35 Rumah Tangga Dinas Taneea dan 35
Nomor P-IRT Kesehatan g8 Dokumen 142.000.000 dan Nomor P- | Kesehatan 58 Dokumen 142.000.000
1. dan Nomor P- . Nomor P-IRT
sebagai Izin S IRT sebagai s
. IRT sebagai Izin . . sebagai Izin
Produksi, ) Izin Produksi, .
Produksi, untuk Produksi, untuk
untuk Produk untuk Produk
Produk Produk Makanan
Makanan Makanan .
. Makanan . Minuman
Minuman . Minuman
Tertentu yan Minuman Tertentu yan Tertentu yang
Da ai’ g Tertentu yang Da a'i, g Dapat Diproduksi
_apat Dapat _-apat oleh Industri
Diproduksi . : Diproduksi
. Diproduksi oleh . Rumah Tangga
oleh Industri . oleh Industri
Rumah Tangga Industri Rumah Rumah Tangga
g8 Tangga 88

. Pemeriksaan SESUAI
Pemeriksaan .

. dan Tindak dengan

dan Tindak . . .
. . Lanjut Hasil Alokasi
Lanjut Hasil -

. Pemeriksaan kebutuha
Pemeriksaan Sarana Post market n dana
Post market Produksi dan ada Sarana Produksi dan pasu

pada Produksi Dinas Pangan IRT 60 Pro dpuksi dan Dinas dan Pangan IRT 60 in dill()atg;f
dan Produk Kesehatan yang sarana 30.000.000 Kesehatan | yang Memenuhi sarana 30.000.000
. Produk Rncangan
Makanan Memenuhi Syarat
Minuman Syarat ) cEl gt
. y Minuman RKPD
Industri .
Industri
Rumah
Tangsa Rumah
g8 Tangga
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Pemeriksaan Jumlah Produk Pemeriksaan Jumlah Produk SESUAI
Post market dan Sarana Post market dan Sarana dengan
ada Produk Produksi pada Produk Produksi Alokasi
pMakanan- Makanan- Makanan- Makanan- kebutuha
Minuman Minuman Minuman Minuman Insutri n dana
. . Insutri Rumah Industri . Rumah Tangga dan pagu
Industri Rumah Dinas . Dinas . o e o
Tangga yang Kesehatan Tangga Beredar 62 unit 30.000.000 Rumah Tangga Kesehatan Beredar yang 62 unit 30.000.000 indikatif
Berodar dan yang Dilakukan T yang Beredar Dilakukan T Rncangan
Peneawasan Pemeriksaan dan Pemeriksaan Post awal
sertga Tindak Post Market Pengawasan Market dalam RKPD
Laniut dalam Rangka serta Tindak Rangka Tindak
Pen av]vasan Tindak Lanjut Lanjut Lanjut
§ Pengawasan Pengawasan Pengawasan
Dinas Penurunan i i Dinas Penurunan ) )
Kesehatan Stunting Kesehatan Stunting
Program Program
Pemberdayaa Pemberdayaa SESUAI
n Masyarakat n Masyarakat
Bidan Persentase Bidan Persentase dengan
8 Pelaksanaan 8 Alokasi
Kesehatan Kesehatan Pelaksanaan
Upaya Upaya kebutuha
Dinas Kesehatan 67% 150.000.000 Dinas Kesehatan 67% 150.000.000 | M 9ana
Kesehatan Bersumber Kesehatan dan pagu
Bersumber Daya I
Daya indikatif
Masyarakat
Masyarakat (UKBM) Rncangan
(UKBM) awal
RKPD
Advokasi, Advokasi,
Pemberdayaa Pemberdayaa
n, Kemitraan, n, Kemitraan,
e Persntase e
Masyarakat Dinas D Masyarakat Dinas D
dan Lintas Kesehatan | T cninghkatan i i dan Lintas | Kesehatan s i i
Sektor Promosi Sektor Promosi
Tingkat Kesehatan Tingkat Kesehatan
Daerah Daerah
Kabupaten/K Kabupaten/K
ota ota
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Peningkatan Jumlah Peningkatan Jumlah Dokumen
. Dokumen . .
Upaya Promosi . Upaya Promosi Promosi
Promosi
Kesehatan, . Kesehatan, . Kesehatan,
. Dinas Kesehatan, . Dinas .
Advokasi, . Advokasi, Advokasi,
. Kesehatan Advokasi, . Kesehatan .
Kemitraan dan . Kemitraan dan Kemitraan dan
Kemitraan dan
Pemberdayaan Pemberdayaan Pemberdayaan
Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat
4 Masyarakat Y y
Pelaksanaan Pelaksanaan
Sehat dalam Sehat dalam
Persentase
Rangka Rangka Persentase
. Pelaksanaan i
Promotif . Promotif . Pelaksanaan
. Dinas Sehat dalam . Dinas
Preventif Preventif Sehat dalam
. Kesehatan Rangka . Kesehatan .
Tingkat . Tingkat Rangka Promotif
Promotif .
Daerah Preventif Daerah Preventif
Kabupaten/K Kabupaten/K
ota ota
Jumlah . Jumlah Dokumen
Penyelenggara Dokumen Hasil Penyelenggara Hasil
an Promosi Penyelenggaraa an Promosi Penvelengearaan
Kesehatan dan Dinas n Promosi Kesehatan dan Dinas yProrr?fsi
Gerakan Hidup | Kesehatan | Kesehatan dan Gerakan Hidup | Kesehatan
. . . Kesehatan dan
Bersih dan Gerakan Hidup Bersih dan .
. Gerakan Hidup
Sehat Bersih dan Sehat .
Bersih dan Sehat
Sehat
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SESUAI
Pengembanga Pengembanga dengan
n dan n dan AloKkasi
Pelaksanaan Persentase Pelaksanaan kebutuha
Upaya Upaya Persentase n dana
Pelaksanaan
Kesehatan Upaya ];(eseha:)an Peliljksanaan dan pagu
Bersumber . ersumber . aya indikati
Daya LED LGHRIE T 55% Daya LTS Kesthtan 55% ;;ldlkatlf
y Kesehatan | Bersumber 0 150.000.000 y Kesehatan 0 150.000.000 | Rncangan
Masyarakat Daya Masyarakat Bersumber Daya awal
(UKBM) (UKBM) Masyarakat RKPD
. Masyarakat .
Tingkat (UKBM) Tingkat (UKBM)
Daerah Daerah
Kabupaten/K Kabupaten/K
ota ota
SESUAI
dengan
Alokasi
Bimbingan Bimbingan kebutuha
Teknis dan Jumlah Teknis dan n dana
Supervisi Dokumen Hasil Supervisi Jumlah Dokumen dan pagu
Pengembangan Bimbingan Pengembangan Hasil Bimbingan indikatif
dan Teknis dan dan Teknis dan Rncangan
Pelaksanaan Dinas Supervisi Upaya 1 Pelaksanaan Dinas Supervisi Upaya 1 awal
Upaya Kesehatan Kesehatan Dokumen 150.000.000 Upaya Kesehatan Kesehatan Dokumen 150.000.000 RKPD
Kesehatan Bersumber Kesehatan Bersumber Daya
Bersumber Daya Bersumber Masyarakat
Daya Masyarakat Daya (UKBM)
Masyarakat (UKBM) Masyarakat
(UKBM) (UKBM)

- 137 -




Rancangan Rencana Rerja Dinas Resetatan Takhun 2024

2.5.

PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dinas Kesehatan akan menambah usulan program dan kegiatan yang
diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait
langsung dengan Pelayanan yang langsung ditujukan kepada Dinas Kesehatan
maupun berdasarkan hasil Pengumpulan Informasi Dinas Kesehatan dari
penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

Setelah usulan yang telah didapat melalui Musrenbang Kecamatan selanjutnya
usulan dianalisa dan disesuaikan dengan juknis dan data lapangan yang ada,
kemudian Dinas Kesehatan menyelenggarakan forum Perangkat Daerah / Lintas
Perangkat Daerah Bidang Kesehatan Kabupaten Merangin yang dihadiri pemangku
kepentingan dan hasil forum tersebut menyepakati :

1. Menyepakati program dan kegiatan prioritas, dan indicator kinerja yang
disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan dengan
usulan kegiatan prioritas dari forum Perangkat Daerah Kabupaten

2. Menyepakati daftar usulan program dan kegiatan lintas Perangkat Daerah dan
lintas wilayah dari 96 usulan kecamatan Dinas Kesehatan Menerima 60 usulan,

menolak 36 usulan.
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Tabel 2. 6

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Merangin Jambi
Nama Perangkat Daerah: Dinas Kesehatan

No | Program/Kegiatan | Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan PAGU
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
PROGRAM Capaian Indikator | 65%
PEMENUHAN Nasional Mutu
UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN 236.398.000.000
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
Puskesmas 81%
Terakreditasi
Minimal Madya

1.500.000.000

Capaian Indikator | 65%
Nasional Mutu

236.398.000.000
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No | Program/Kegiatan | Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan PAGU
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Penyediaan Persentase 65%
Fasilitas Fasilitas Pelayanan
Pelayanan Kesehatan yang
Kesehatan untuk tersedia
UKM dan UKP 112.450.000.000
Kewenangan
Daerah
Kabupaten/Kota
1 Pembangunan Jumlah Rumah Sakit | 0 Unit -
Rumah Sakit Baru yang
beserta Sarana dan Memenuhi Rasio
Prasarana Tempat Tidur
Pendukungnya Terhadap Jumlah
Penduduk Minimal
1:1000
2 Pembangunan - Jumlah  Pusat 0 unit -
Puskesmas Kesehatan
Masyarakat
(Puskesmas) yang
Dibangun
3 Pembangunan Kabupaten Merangin Jumlah Fasilitas 2 unit 800.000.000
Fasilitas Kesehatan Kesehatan Lainnya
Lainnya yang
Dibangun
4 Pembangunan Kabupaten Merangin Jumlah Rumah 2 Unit 900.000.000
Rumah Dinas Dinas Tenaga
Tenaga Kesehatan Kesehatan yang
Dibangun
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No | Program/Kegiatan | Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan PAGU
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
5 Pengembangan Kabupaten Merangin Jumlah Puskesmas 11 Unit 8.000.000.000
Puskesmas yang Ditingkatkan
Sarana,
Prasarana, Alat
Kesehatan dan SDM
agar Sesuai Standar
6 Pengembangan Kabupaten Merangin Jumlah Fasilitas 3 Unit 750.000.000
Fasilitas Kesehatan Kesehatan Lainnya
Lainnya yang Ditingkatkan
Sarana, Prasarana,
Alat Kesehatan
dan SDM agar Sesuai
Standar
7 Rehabilitasi dan Kabupaten Merangin Jumlah Sarana, 1 unit 5.000.000.000
Pemeliharaan Prasarana dan Alat
Rumah Sakit Kesehatan yang
Telah Dilakukan
Program Rehabilitasi
dan Pemeliharaan
Oleh Rumah Sakit
8 Rehabilitasi dan Kabupaten Merangin Jumlah Sarana, 5 Unit
Pemeliharaan Prasarana dan Alat
Puskesmas Kesehatan yang
Telah Dilakukan
Rehabilitasi dan 4.110.000.000,00
Pemeliharaan Oleh
Puskesmas
9 Rehabilitasi dan Kabupaten Merangin Jumlah Sarana di 45 Unit
Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan

Fasilitas Kesehatan
Lainnya

Kesehatan
yang Disediakan

3.700.000.000,00
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No | Program/Kegiatan | Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan PAGU
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
10 | Rehabilitasi dan Kabupaten Merangin Jumlah Sarana dan 2 Unit
Pemeliharaan Prasarana Rumah
Rumah Dinas Tenaga Dinas Tenaga
Kesehatan Kesehatan yang Telah 2.340.000.000,00
Dilakukan Rehabilitasi
dan Pemeliharaan
11 | Pengadaan Sarana Kabupaten Merangin Jumlah Sarana di 154 Unit
Fasilitas Pelayanan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Kesehatan yang
Disediakan 35.000.000.000
12 | Pengadaan Kabupaten Merangin Jumlah Prasarana 45 Unit
Prasarana dan Fasilitas Pelayanan
Pendukung Fasilitas Kesehatan yang
Pelayanan Disediakan
Kesehatan 4.000.000.000
13 | Pengadaan Alat Kabupaten Merangin Jumlah Alat 788 Unit
Kesehatan/Alat Kesehatan/Alat
Penunjang Medik Penunjang Medik
Fasilitas Pelayanan Fasilitas Pelayanan 35.000.000.000
Kesehatan Kesehatan yang
Disediakan
14 | Pengadaan dan Kabupaten Merangin Jumlah Penyediaan 0 Unit

Pemeliharaan Alat
Kalibrasi

dan Pemeliharaan
Alat Uji dan Kalibrasi
Pada Unit
Pemeliharaan Fasilitas
Kesehatan
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No | Program/Kegiatan | Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan PAGU
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Regional/Regional
Maintainance Center
15 | Pengadaan Obat, Kabupaten Merangin Jumlah Obat dan 80 Paket
Vaksin Vaksin yang
Disediakan 8.526.000.000,00
16 | Pengadaan Bahan Kabupaten Merangin Jumlah Bahan Habis 40 Paket
Habis Pakai Pakai yang Disediakan 3.824.000.000,00
17 | Pemeliharaan Rutin | Kabupaten Merangin Jumlah Alat 50 Unit
dan Berkala Alat Kesehatan/Alat
Kesehatan/Alat Penunjang Medik
Penunjang Medik Fasilitas Layanan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang 300.000.000,00
Kesehatan Terpelihara Sesuai
Standar
18 | Distribusi Alat Kabupaten Merangin Jumlah Distribusi Alat | 280 Kali

Kesehatan, Obat,
Vaksin, Bahan Medis
Habis Pakai (BMHP),
Makanan dan
Minuman ke
Puskesmas serta
Fasilitas Kesehatan
Lainnya

Kesehatan, Obat,
Vaksin, Bahan Medis
Habis Pakai (BMHP),
Makanan dan
Minuman yang
Didistribusikan ke
Puskesmas serta
Fasilitas Kesehatan
Lainnya

200.000.000,00

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk
UKM dan UKP
Rujukan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota

Kabupaten Merangin

Penurunan Stunting
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No | Program/Kegiatan | Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan PAGU
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Kabupaten Merangin Terpenuhinya 100%
Standar Pelayanan
(SPM) Bidang 123.023.000.000
Kesehatan
1 Pengelolaan Kabupaten Merangin Jumlah Ibu Hamil 7.421 Orang
Pelayanan yang Mendapatkan
Kesehatan lbu Hamil Pelayanan Kesehatan 3.550.000.000
Sesuai Standar
2 Pengelolaan Kabupaten Merangin Jumlah lbu Bersalin 7.165 Orang
Pelayanan yang Mendapatkan
Kesehatan lbu Pelayanan Kesehatan 2.700.000.000
Bersalin Sesuai Standar
3 Pengelolaan Kabupaten Merangin Jumlah Bayi Baru 7.149 Orang
Pelayanan Lahir yang
Kesghatan Bayi Baru Mendapatkan 321.500.000
Lahir Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
4 Pengelolaan Kabupaten Merangin Jumlah Balita yang 26.439 Orang
Pelayanan Mendapatkan
Kesehatan Balita Pelayanan Kesehatan 1.836.664.000
Sesuai Standar
5 Pengelolaan Kabupaten Merangin Jumlah Anak Usia 12.341 Orang
Pelayanan Pendidikan Dasar
Kesehatan pada Usia yang Mendapatkan
Pendidikan Dasar Pelayanan Kesehatan 1.125.000.000
Sesuai Standar
6 Pengelolaan Kabupaten Merangin Jumlah Penduduk 221.734
Pelayanan Usia Produktif yang Orang

Kesehatan pada Usia
Produktif

Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar

574.500.000
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No | Program/Kegiatan | Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan PAGU
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
7 Pengelolaan Kabupaten Merangin Jumlah Penduduk 30.452 Orang
Pelayanan Usia Lanjut yang
Kesghatan pada Usia Mendapatkan 859.000.000
Lanjut Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
8 Pengelolaan Kabupaten Merangin Jumlah Penderita 66.846 Orang
Pelayanan Hipertensi yang
KgsehatarT Penderita Mendapatkan 30.000.000
Hipertensi Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
9 Pengelolaan Kabupaten Merangin Jumlah Penderita 2.896 Orang
Pelayanan Diabetes Melitus yang
Kesehatan Penderita Mendapatkan
Diabetes Melitus Pelayanan Kesehatan 25.000.000
Sesuai Standar
10 | Pengelolaan Kabupaten Merangin Jumlah Orang yang 526 Orang
Pelayanan Mendapatkan
Kesehatan Orang Pelayanan Kesehatan
dengan Gangguan Orang dengan
Jiwa Berat Gangguan Jiwa Berat 537.000.000
Sesuai Standar
11 | Pengelolaan Kabupaten Merangin Jumlah Orang 3.123 Orang
Pelayanan Terduga Menderita
Kesehatan Orang Tuberkulosis yang
Terduga Mendapatkan 536.500.000
Tuberkulosis Pelayanan Sesuai
Standar
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No | Program/Kegiatan | Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan PAGU
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
12 | Pengelolaan Kabupaten Merangin Jumlah Orang 9.828 Orang
Pelayanan Terduga Menderita
Kesehatan Orang HIV yang
dengan Risiko Mendapatkan 367.500.000
Terinfeksi HIV Pelayanan Sesuai
Standar
13 | Pengelolaan Kabupaten Merangin Jumlah Dokumen 4 Dokumen
Pelayanan Hasil Pengelolaan
Kesehatan bagi Pelayanan Kesehatan
Penduduk bagi Penduduk
Terdampak Krisis Terdampak Krisis
Kesehatan Akibat Kesehatan Akibat 96.300.000
Bencana dan/atau Bencana dan/atau
Berpotensi Bencana Berpotensi Bencana
Sesuai Standar
14 | Pengelolaan Kabupaten Merangin Jumlah Dokumen 12 Dokumen
Pelayanan Hasil Pengelolaan
Kesehatan Gizi Pelayanan Kesehatan 4.153.500.000
Masyarakat Gizi Masyarakat
15 | Pengelolaan Kabupaten Merangin Jumlah Dokumen 3 Dokumen
Pelayanan Hasil Pengelolaan
Kesehatan Kerja dan Pelayanan Kesehatan 892.000.000
Olahraga Kerja dan Olahraga
16 | Pengelolaan Kabupaten Merangin Jumlah Dokumen 5 Dokumen
Pelayanan Hasil Pengelolaan
Kesehatan Pelayanan Kesehatan 1.249.000.000
Lingkungan Lingkungan
17 | Pengelolaan Kabupaten Merangin Jumlah Dokumen 4 Dokumen
Pelayanan Promosi Hasil Pengelolaan
Kesehatan Pelayanan Promosi 1.520.000.000

Kesehatan
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No | Program/Kegiatan | Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan PAGU
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
18 | Pengelolaan Kabupaten Merangin Jumlah Dokumen 1 Dokumen
Pelayanan Hasil Pengelolaan
Kesehatan Pelayanan Kesehatan
Tradisional, Tradisional,
Akupuntur, Asuhan Akupuntur, Asuhan 27.000.000
Mandiri, dan Mandiri dan
Tradisional Lainnya Tradisional Lainnya
19 | Pengelolaan Kabupaten Merangin Jumlah Dokumen 4 Dokumen
Surveilans Kesehatan Hasil f’engelolaan 458.000.000
Surveilans Kesehatan
20 | Pengelolaan Kabupaten Merangin Jumlah Penyalahguna | 10 Orang
Pelayanan NAPZA yang
Kesehatan Jiwa dan Mendapatkan 354.395.000
NAPZA Pelayanan Kesehatan
21 | Pengelolaan Upaya Kabupaten Merangin Jumlah Dokumen 2 Dokumen
Kesehatan Khusus Hasil Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan 50.000.000
Khusus
22 | Pelayanan Kabupaten Merangin Jumlah Dokumen 12 Dokumen
Kesehatan Penyakit Hasil Pelayanan
Menular dan Tidak Kesehatan Penyakit
Menular Menular dan Tidak 4.272.000.000
Menular
23 | Pengelolaan Jaminan | Kabupaten Merangin Jumlah Dokumen 10 Dokumen
Kesehatan Hasil Pengelolaan
Masyarakat Jaminan Kesehatan 26.000.000.000
Masyarakat
24 | Pengambilan dan Kabupaten Merangin Jumlah Spesimen 1 Paket

Pengiriman
Spesimen Penyakit
Potensial KLB ke

Penyakit Potensial
Kejadian Luar Biasa
(KLB) ke Laboratorium

75.700.000
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No | Program/Kegiatan | Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan PAGU
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Laboratorium Rujukan/Nasional
Rujukan/Nasional yang Didistribusikan
25 | Penyelenggaraan Kabupaten Merangin Jumlah Dokumen 1 Dokumen
Kabupaten/Kota Hasil
Sehat Penyelenggaraan 150.000.000
Kabupaten/Kota
Sehat
26 | Penyediaan Kabupaten Merangin Jumlah Fasilitas 2 Unit
Telemedicine di Pelayanan Kesehatan
Fasilitas Pelayanan (Fasyankes) yang
Kesehatan Melayani Konsultasi
Jarak Jauh antar
Fasyankes Melalui 500.000.000
Pelayanan
Telemedicine untuk
Mendapatkan Akses
Pelayanan Kesehatan
yang Berkualitas
27 | Operasional Kabupaten Merangin Jumlah Dokumen 2 Dokumen
Pelayanan Rumah Operasional
Sakit Pelayanan Rumah 46.000.000.000
Sakit
28 | Operasional Kabupaten Merangin Jumlah Dokumen 27 Dokumen
Pelayanan Operasional 10.245.841.000
Puskesmas Pelayanan Puskesmas
29 | Operasional Kabupaten Merangin Jumlah Dokumen 1 Dokumen
Pelayanan Fasilitas Operasional
Kesehatan Lainnya Pelayanan Fasilitas 5.600.000.000
Kesehatan Lainnya
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No | Program/Kegiatan | Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan PAGU
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
30 | Investigasi Awal Kabupaten Merangin Jumlah Laporan Hasil | 12 Dokumen
Kejadian Tidak Investigasi Awal
Diharapkan Kejadian Tidak
(Kejadian lkutan Diharapkan (Kejadian
Pasca Imunisasi dan Ikutan Pasca 1.735.000.000
Pemberian Obat Imunisasi dan
Massal) Pemberian Obat
Massal)
31 | Penyediaan dan Kabupaten Merangin Jumlah Public Safety 1 Unit
Pengelolaan Sistem Center (PSC 119)
Penanganan Gawat Tersediaan,
Darurat Terpadu Terkelolaan dan
(SPGDT) Terintegrasi Dengan
Rumah Sakit Dalam 5.120.000.000
Satu Sistem
Penanganan Gawat
Darurat Terpadu
(SPGDT)
32 | Pengelolaan Kabupaten Merangin Jumlah Keluarga 104.311
Pelayanan yang Sudah Keluarga
Kesehatan Dasar Dikunjungi dan
Melalui Pendekatan Diintervensi Masalah
Keluarga Kesehatannya oleh 900.000.000
Tenaga
Kesehatan Puskesmas
33 | Pengelolaan Kabupaten Merangin Jumlah Orang dengan | 1.103 Orang
Pelayanan Tuberculosis yang
Kesehatan Orang mendapatkan 569.200.000

dengan Tuberculosis

Pelayanan kesehatan
sesuai standar
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No | Program/Kegiatan | Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan PAGU
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
34 | Pengelolaan Kabupaten Merangin Jumlah orang yang 39.112 Orang
Pelayanan mendapatkan
Kesehatan Malaria pelayanan kesehatan 588.400.000
Malaria
Penyelenggaraan Kabupaten Merangin Sistem Informasi 82%
Sistem Informasi Kesehatan yang
Kesehatan Secara diselenggarakan 170.000.000
Terintegrasi secara terintegrasi
1 Pengelolaan Data Kabupaten Merangin Jumlah Dokumen 2 Dokumen
dan Informasi Hasil Pengelolaan
Kesehatan Data dan Informasi 115.000.000
Kesehatan
2 Pengadaan Kabupaten Merangin Jumlah 4 Unit
Alat/Perangkat Alat/Perangkat Sistem
Sistem Informasi Inform:f15| Kesehatan 55.000.000
Kesehatan dan dan Jaringan Internet
Jaringan Internet yang Disediakan
Penerbitan Izin Kabupaten Merangin 81 %
Rumah Sakit Kelas C, -
D dan Fasilitas FaS|I|ta.s Kes?ehatan
Pelayanan yang (.ilterbltkan
. sesuai Standar 755.000.000
Kesehatan Tingkat .
Daerah perizinan
Kabupaten/Kota
1 Peningkatan Tata Kabupaten Merangin Jumlah Rumah Sakit 1 Unit
Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas
dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pelayanan Tingkat Daerah
Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota yang 250.000.000

Daerah
Kabupaten/Kota

Melakukan
Peningkatan Tata
Kelola Sesuai Standar

- 154 -




Rancangan Rencana Rerja Dinas Resetatan Takhun 2024

No | Program/Kegiatan | Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan PAGU
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
2 Peningkatan Mutu Kabupaten Merangin Jumlah Fasilitas 29 Unit
Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang
Kesehatan Dilakukan
Pengukuran Indikator 280.000.000
Nasional Mutu (INM)
Pelayanan kesehatan
3 Penyiapan Kabupaten Merangin Jumlah Dokumen 1 Dokumen
Perumusan dan Hasil Penyiapan
Pelaksanaan Perumusan dan
Pelayanan Pelaksanaan
Kesehatan Rujukan Pelayanan Kesehatan 225.000.000
Rujukan
PUSKESMAS 81 %
TERAKREDITASI
MINIMAL MADYA 1.500.000.000
Penyediaan Layanan | Kabupaten Merangin -
Kesehatan untuk
::fjlzlk::n_nt::;iat Penurunan Stunting
Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten Merangin Terpenuhinya 100%
Standar Pelayanan
(SPM) Bidang 1.500.000.000
Kesehatan
1 Pelaksanaan Kabupaten Merangin Jumlah Fasilitas 10 Unit
Akreditasi Fasilitas Kesehatan yang
Kesehatan di Terakreditasi di 1.500.000.000
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
PROGRAM Kabupaten Merangin 30%

RASIO SUMBER DAYA
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No | Program/Kegiatan | Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan PAGU
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
PENINGKATAN MANUSIA
KAPASITAS SUMBER KESEHATAN (SDMK)
DAYA MANUSIA
KESEHATAN
Pemberian Izin Kabupaten Merangin Jumlah Rekomendasi | 180
Praktik Tenaga Surat Izin Praktik bagi | Dokumen
Ke.sehatan di Tenaga Kesehatan 2.792.500.000
Wilayah
Kabupaten/Kota
1 Pembinaan dan Kabupaten Merangin Jumlah Dokumen 2 Dokumen
Pengawasan Tenaga Hasil Pembinaan dan
Kesehatan serta Pengawasan Tenaga
Tindak Lanjut Kesehatan serta
Perizinan Praktik Tindak Lanjut 7:500.000,00
Tenaga Kesehatan Perizinan Praktik
Tenaga Kesehatan
Perencanaan Kabupaten Merangin Jumlah Dokumen 2 Dokumen
Kebutuhan dan Rencana Kebutuhan
Pendayagunaan Sumber Daya
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Manusia Kesehatan 2.735.000.000,00
untuk UKP dan UKM
di Wilayah
Kabupaten/Kota
1 Pembinaan dan Kabupaten Merangin Jumlah Dokumen 2 Dokumen
Pengawasan Sumber Hasil Pembinaan dan
Daya Manusia Pengawasan'Sumber 2.735.000.000,00
Kesehatan Daya Manusia
Kesehatan
Pengembangan Kabupaten Merangin Terlaksananya 81%
Mutu dan Pengembangan Mutu

Peningkatan

dan Peningkatan

50.000.000,00
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No | Program/Kegiatan | Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan PAGU
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Kompetensi Teknis Kompetensi Teknis
Sumber Daya Sumber Daya
Manusia Kesehatan Manusia Kesehatan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1 Pengembangan Kabupaten Merangin Jumlah Sumber Daya | 210 Orang
Mutu dan Manusia Kesehatan
Peningkatan Tingkat Daerah
Kompetensi Teknis Kabupaten/Kota yang
Sumber Daya Ditingkatkan Mutu 50.000.000
Manusia Kesehatan dan Kompetensinya
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
PROGRAM SEDIAAN | Kabupaten Merangin FASILITAS 62%
FARMASI, ALAT KEFARMASIAN YANG
KESEHATAN DAN MEMILIKI STANDAR
MAKANAN DAN PERSYARATAN 223.000.000,00
MINUMAN
Pemberian Izin Kabupaten Merangin Fasilitas Kefarmasian | 55 Sarana
Apotek, Toko Obat, (Apotik & Toko Obat)
Toko Alat Kesehatan yang memenuhi
dan Optikal, Usaha standar 51.000.000,00
Mikro Obat
Tradisional (UMOT)
1 Pengendalian dan Kabupaten Merangin Jumlah Dokumen -

Pengawasan serta
Tindak Lanjut
Pengawasan
Perizinan Apotek,
Toko Obat, Toko Alat
Kesehatan, dan
Optikal, Usaha Mikro

Hasil Pengendalian
dan Pengawasan
serta Tindak Lanjut
Pengawasan Perizinan
Apotek, Toko Obat,
Toko Alat Kesehatan,
dan Optikal, Usaha
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No | Program/Kegiatan | Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan PAGU

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Obat Tradisional Mikro Obat
(UMOQT) Tradisional (UMOT)

2 Penyediaan dan Kabupaten Merangin Jumlah Apotek, Toko | 62 Sarana
Pengelolaan Data Obat, Toko Alat 51.000.000,00
Perizinan dan Tindak Kesehatan, dan
Lanjut Pengawasan Optikal, Usaha Mikro
Izin Apotek, Toko Obat Tradisional
Obat, Toko Alat (UMOT) yang
Kesehatan, dan Dikendalikan dan
Optikal, Usaha Mikro Diawasi dalam rangka
Obat Tradisional Penerbitan dan
(UMOT) Tindak Lanjut

Penerbitan Izin

Apotek, Toko Obat,

Toko Alat Kesehatan,

dan Optikal, Usaha

Mikro Obat

Tradisional (UMQOT)
Pemberian Sertifikat | Kabupaten Merangin Persentase Sarana -
Produksi untuk Produksi Alat
Sarana Produksi Alat Kesehatan,
Kesehatan Kelas 1 Perbekalan
tertentu dan Kesehatan Rumah
Perbekalan Tangga yang
Kesehatan Rumah mendapatkan
Tangga Kelas 1 Sertifikat produksi
Tertentu
Perusahaan Rumah
Tangga
Pengendalian dan Kabupaten Merangin Jumlah Dokumen -

1 Pengawasan serta Pengendalian dan

Tindak Lanjut

Pengawasan serta
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No | Program/Kegiatan | Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan PAGU
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pengawasan Tindak Lanjut
Sertifikat Produksi Pengawasan Sertifikat
Alat Kesehatan Kelas Produksi Alat
1 Tertentu dan PKRT Kesehatan Kelas 1
Kelas 1 Tertentu Tertentu dan PKRT
Perusahaan Rumah Kelas 1 Tertentu
Tangga Perusahaan Rumah
Tangga
Penerbitan Sertifikat | Kabupaten Merangin SPP IRT yang 35 Sarana
Produksi Pangan diterbitkan sesuai 142.000.000
Industri Rumah Ketentuan
Tangga dan Nomor
P-IRT sebagai Izin
Produksi, untuk
Produk Makanan
Minuman Tertentu
yang Dapat
Diproduksi oleh
Industri Rumah
Tangga
1 Pengendalian dan Kabupaten Merangin Jumlah Dokumen 35 Dokumen

Pengawasan serta
Tindak Lanjut
Pengawasan
Sertifikat Produksi
Pangan Industri
Rumah Tangga dan
Nomor P-IRT sebagai
I1zin Produksi, untuk
Produk Makanan
Minuman Tertentu
yang Dapat

Hasil Pengendalian
dan Pengawasan
serta Tindak Lanjut
Pengawasan Sertifikat
Produksi Pangan
Industri Rumah
Tangga dan Nomor P-
IRT sebagai lzin
Produksi, untuk
Produk Makanan
Minuman Tertentu

142.000.000,00
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Diproduksi oleh yang Dapat
Industri Rumah Diproduksi oleh
Tangga Industri Rumah
Tangga
Pemeriksaan dan Kabupaten Merangin Sarana Produksi dan | 60 Sarana
Tindak Lanjut Hasil Pangan IRT yang
Pemeriksaan Post memenubhi Syarat
Market pada
Produksi dan Produk 30.000.000
Makanan Minuman
Industri Rumah
Tangga
1 Pemeriksaan Post Kabupaten Merangin Jumlah Produk dan 62 Unit
Market pada Produk Sarana Produksi
Makanan- Minuman Makanan- Minuman
Industri Rumah Industri Rumah
Tangga yang Beredar Tangga Beredar yang
dan Pengawasan Dilakukan 30.000.000
serta Tindak Lanjut Pemeriksaan Post
Pengawasan Market dalam rangka
Tindak Lanjut
Pengawasan
PROGRAM Persentase 67%
PEMBERDAYAAN Pelaksanaan Upaya 150.000.000
MASYARAKAT Kesehatan
BIDANG KESEHATAN Bersumber daya
Masyarakat (UKBM)
Advokasi, Kabupaten Merangin -
Pemberdayaan, Persentase
Kemitraan, pela‘ksanaan .
. peningkatan Promosi
Peningkatan Peran
Kesehatan
serta Masyarakat

- 160 -



Rancangan Rencana Rerja Dinas Resetatan Takhun 2024

No | Program/Kegiatan | Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan PAGU
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
dan Lintas Sektor
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1 Peningkatan Upaya Kabupaten Merangin Jumlah Dokumen -
Promosi Kesehatan, Promosi Kesehatan,
Advokasi, Kemitraan Advokasi, Kemitraan
dan Pemberdayaan dan Pemberdayaan
Masyarakat Masyarakat
Pelaksanaan Sehat Kabupaten Merangin -
dalam rangka Persentase
Promotif Preventif Pelaksanaan Sehat
. dalam Rangka
Tingkat Daerah . .
Promotif Preventif
Kabupaten/Kota
1 Penyelenggaraan Kabupaten Merangin Jumlah Dokumen -
Promosi Kesehatan Hasil
dan Gerakan Hidup Penyelenggaraan
Bersih dan Sehat Promosi Kesehatan
dan Gerakan Hidup
Bersih dan Sehat
Pengembangan dan | Kabupaten Merangin 55%
Pelaksanaan Upaya Persentase
Kesehatan Pelaksanaan Upaya
Bersumber Daya Kesehatan
Masyarakat (UKBM) Bersumber daya 150.000.000
Tingkat Daerah Masyarakat (UKBM)
Kabupaten/Kota
1 Bimbingan Teknis Kabupaten Merangin Jumlah Dokumen 1 Dokumen
dan Supervisi Hasil Bimbingan
Pengembangan dan Teknis dan Supervisi
Pelaksanaan Upaya Upaya Kesehatan 150.000.000
Kesehatan Bersumber Daya
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
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Catatan
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Masyarakat (UKBM)
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Dari tabel di atas dapat di jelaskan kegiatan pada TA. 2024, Rehab/pembangunan yang
dilaksanakan sesuai dari data dukung bahwa di beberapa puskesmas, pustu dan polindes
yang sudah tidak layak untuk melaksanakan pelayanan maka itu perlu dilakukan rehab fisik
dan pembangunan agar dapat melakukan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

usu

Usulan dari hasil Musrenbang tingkat Desa sampai ke tingkat Kecamatan ada beberapa

lan tidak dapat dilaksanakan untuk TA 2023, karena :
1. beberapa usulan tersebut telah masuk dalam usulan yang dilaksanakan pada TA. 2023
diantaranya :

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Pembangunan pagar di puskesmas pembantu di Desa Danau
Pagar Pustu Desa Pematang Kancil

Rehab Pustu Pinang Merah

Gerbang Puskesmas Meranti

Rehab Pustu Dusun Sungai Mas

Rehab Pustu Sinas Gading

Rehab Pustu Desa Bungo Tanjung

Rehab Pustu Desa Gading Mas

Rehab Pustu Desa Rawa Jaya

Penambahan Ruang Puskesmas Sungai Bulian
Penambahan Ruang Puskesmas Sungai Jering

2. beberapa usulan dalam pemenuhan alat kesehatan di Puskesmas, Pustu dan Polindes akan
diusulkan melalui dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik TA. 2024.

a)

b)
c)
d)
e)
f)

Amubek,Portus set,Tiang infus,Oksigen,dan tempat Gj Kenologi untuk DesaKarang
Berahi

Pembangunan Rumah Sakit Meranti

Ambulance Puskesmas Meranti

Alkes Pustu Sinas Gading

Mobil Ambulance Puskesmas Muara Jernih

Mobil Ambulance Puskesmas Muara Madras

3. beberapa usulan bukan termasuk dalam ruang lingkup tupoksi dari Dinas Kesehatan,
seperti :

a) Posyandu yang masuk ke ruang lingkup BPMPD

b) Jalan puskesmas yang masuk ruamg lingkup PUPR

c)

Penambahan tenaga kesehatan yang masuk ruang lingkup BKPSDM,

d) Ambulance Desa yang masuk dalam anggaran swadaya Desa.
4. Berkas Usulan Tidak Lengkap (tidak ada Spesifikasi)

a)

Alat Kesehatan Pustu Desa Karang Berahi
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BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu
menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Renstra Kementerian
Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat
program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh
Kementerian Kesehatan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja
Kementerian Kesehatan dan Rencana Kerja Pemerintah. Penyusunan Renstra
Kementerian Kesehatan dilaksanakan melalui pendekatan: teknokratik, politik,
partisipatif, atas-bawah (top_down), dan bawah-atas (bottom-up).

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden yakni: “Terwujudnya
Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan
Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2021-2025,
yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa

Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya

N o 1k W

Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh
Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional 2021- 2025
merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang Kesehatan

(RPJPK) 2006-2026. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun
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2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020
tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2021-2025, guna
mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan
struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing khususnya di bidang
farmasi dan alat kesehatan, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan misi
Presiden Tahun 2021-2025, menjadi misi Kementrian Kesehatan yaitu
meningkatkan kesehatan reproduksi, ibu, anak, dan remaja, perbaikan gizi
masyarakat, meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit, pembudayaan
GERMAS, serta memperkuat sistem kesehatan.

Tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan,
dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber
daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Kondisi ini akan tercapai
apabila penduduknya hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat,
memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, adil
dan merata, serta didukung sistem kesehatan yang kuat dan tangguh. Sasaran
pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2026 adalah
meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya
umur harapan hidup, menurunnya angka kematian ibu, menurunnya angka
kematian bayi, dan menurunnya prevalensi undernutrisi pada balita.

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2021 - 2025 merupakan
dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat visi, misi, tujuan dan
sasaran strategis, Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju,
adil, dan makmur sesuai dengan RPJPN 2006-2026, Presiden terpilih sebagaimana
tertuang dalam RPJMN 2021-2025 telah menetapkan Visi Presiden 2021-2025:
“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian,
Berlandaskan Gotong Royong”. program dan kegiatan pembangunan sesuai
dengan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan yang berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Sesuai dengan RPJPN 2006-2026,
sasaran pembangunan jangka menengah 2021-2025 adalah mewujudkan
masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan
pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur

perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai
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bidang yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya

saing. Tatanan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur,

khususnya dalam bidang kesehatan ditandai dengan:

1. Terjaminnya keamanan kesehatan negara melalui kemampuan dalam
melakukan pencegahan, deteksi, dan respon terhadap ancaman kesehatan
global;

2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat yang ditunjukkan dengan
jangkauan bagi setiap warga negara terhadap lembaga jaminan sosial yang
lebih menyeluruh

3. Status kesehatan dan gizi masyarakat yang semakin meningkat serta proses
tumbuh kembang yang optimal, yang ditandai dengan meningkatnya Umur
Harapan Hidup (UHH) dan Healthy Adjusted Life Expectancy (HALE).
Selanjutnya, Kemenkes berkomitmen untuk melakukan transformasi sistem

kesehatan, Komitmen tersebut didasari atas Visi Presiden yaitu untuk

mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan, terdiri
atas 6 Pilar transformasi penopang kesehatan indonesia :

1. Transformasi Layanan Primer
Transformasi Layanan Primer adalah pelayanan kesehatan yang difokuskan ke
arah pencegahan, Transformasi ini adanya di Puskesmas dan Posyandu ,
terdiri atas :

a. Edukasi Penduduk
b. Pencegahan Primer
c. Pencegahan Sekunder

d. Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Layanan Primer

2. Transformasi Layanan Rujukan
Transformasi Layanan Rujukan bertujuan meningkatkan akses dan mutu
layanan sekunder dan tersier sehingga terbitnya pemerataan pelayanan
kesehatan diseluruh Indonesia, Transformasi ini dilaksanakan dalam bentuk
pembungan Rumah Sakit di Kawasan Timur, Jejaring Pengampuan 6 layanan

unggulan, kemitraan dengan World’s top healthcare centers.
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3. Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan

Transformasi Sistem Kesehatan Kesehatan bertujuan meningkatkan
ketahanan sektor farmasi & alat kesehatan (produksi hingga distribusi
farmalkes yang lancar), serta memperkuat ketahanan tanggap darurat.

4. Transformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan
Regulasi pembiayaan kesehatan dengan 3 tujuan yaitu tersedia, cukup dan
berkelanjutan ; alokasi yang adil dan pemanfaatan yang efektif dan efisien
sehingga dapat mempermudah dan kesetaraan akses layanan kesehatan bagi
masyarakat yang kuirang mampu.

5. Transformasi SDM Kesehatan
Trasformasi SDM Kesehatan memastikan distribusi tenaga kesehatan merata
di seluruh Indonesia, dengan dilakukan penambahan kuota mahasiswa
beasiswa dalam & luar negeri,

6. Transformasi teknologi kesehatan
Transformasi teknologi kesehatan berkaitan dengan pengembangan dan

pemanfaatan teknologi, digitalisasi, dan bioteknologi di sektor kesehatan.
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Berdasarkan 6 Pilar Transformasi tersebut Kementrian Kesehatan Menjabarkannya ke

dalam tujuan dan sasaran strategis Kementrian Kesehatan seperti pada bagan berikut ini

Gambar 2.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis Kemenkes

“Menciptakan Manusia yang Sehat, Produktif, Mandiri, dan Berkeadilan

v

Meningkatkan
Kesehatan
Reproduksi , lbu,
Anak dan Remaja

v

Perbaikan Gizi
Masyarakat

v

Meningkatkan
Pencegahan dan
Pengendalian
Masyarakat

v

Pembudayaan
Germas

Memperkuat Sistem Kesehatan

v
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Pelayanan Kesehatan
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Penguatan
Pemberdayaan
Masyarkat

4

1. Menguatnya
promotif
preventif di FKTP
melalui UKBM
dan Pendekatan
Keluarga

2. Terpenuhinya
sarana, prasarana,
obat, BMHP, dan
alkes yankes
primer

3. Menguatnya
tatakelola
manajemen
pelayanan dan
kolaborasi publik-
swasta

v

Tersedianya
Pelayanan
Kesehatan Rujukan
yang Berkualitas

4. Terpenuhinya
sanpras, alkes,
obat, dan BMHP
yankes rujukan

5. Menguatnya
tatakelola
manajemen dan
pelayanan
spesialistik

6. Menguatnya
dan
terdistribusinya
mutu RS,
layanan
unggulan dan
pengembangan
layanan lain

v

Terciptanya Sistem
Ketahanan Kesehatan
yang Tangguh

7. Menguatnya
produksi alkes,
bahan baku obat,
obat, obat
tradisional dan
vaksin dalam
negeri

8. Menguatnya
Surveilans yang
adekuat

9. Menguatnya
sistem
penanganan
bencana dan
kedaruratan
kesehatan

v

Terciptanya
Sistem
Pembiayaan
Kesehatan yang
Efektif, Efisien
dan Berekadilan

10.
Terpenuhinya
pembiayaan
kesehatan yang
berkeadilan
pada kegiatan
promotif dan
preventif

11. Menguatnya
pembiayaan
kesehatan
Nasional secara
efektif, efisien,
dan berkeadilan
untuk mencapai
universal health
coverage (UHC)

v
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SDM
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Berkeadilan

12.
Meningkatnya
pemenuhan
dan
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SDM
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yang
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13.
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pelatihan
SDM
kesehatan

14.
Meningkatn
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jabatan
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SDM
Kesehatan

;

Terbangunya Tata
Kelola, Inovasi, dan
Teknologi Kesehatan
yang Berkualitas dan
Efektif

15.
Meningkatnya
sistem
pelayanan
kesehatan
dalam
ekosistem
teknologi
kesehatan yang
terintegrasi dan
transparan
dalam
mendukung
kebijakan
kesehatan
berbasis bukti

16.
Meningkatnya
kebijakan
kesehatan
berbasis bukti

17.
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tatakelola
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yang baik
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salah satu acuan penting dalam RPJMN ialah sasaran pokok pembangunan kesehatan
yang terdiri dari 17 indikator yang kemudian dimasukan ke dalam Renstra Kementerian
Kesehatan sesuai pada konteks dan level indikatornya, yaitu sebagai berikut:
1. Angka kematian ibu (per 100.000 KH)
. Angka kematian bayi (per 1.000 KH)
. Angka kematian neonatal (per 1.000 KH)

. Persentase Imunisasi Dasar Lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)

2

3

4

5. Prevalensi stunting pada balita (%)

6. Prevalensi wasting pada balita (%)

7. Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)

8. Insidensi TB (per 100.000 penduduk)

9. Eliminasi malaria (kabupaten/kota)

10. Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun (%)

11. Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18

12. Jumlah kabupaten/kota sehat (kabupaten/kota)

13. Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (%)
14. Persentase RS terakreditasi (%)

15. Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)

16. Persentase puskesmas tanpa dokter (%)

17. Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial (%)

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KESEHATAN
A. TUJUAN

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan
nasional, bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup
sehat, bagi setiap orang untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang
setinggi-tingginya. Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan program
pembangunan kesehatan secara menyeluruh, terpadu, sistematis, dan
berkesinambungan, oleh Pemerintah Kabupaten/kota beserta masyarakat,
termasuk dunia usaha.

Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin mengacu
kepada Rencana Strategi (Renstra) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Merangin Tahun 2019 - 2024 yang merupakan

penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Merangin terpilih
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berdasarkan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Merangin tahun 2018. Dokumen
Rencana Strategis merupakan suatu tatanan untuk menentukan tindakan masa
depan yang tepat dengan memperhitungkan dinamika perubahan lingkungan
internal maupun lingkungan eksternal. Untuk mencapai proses tersebut, maka
keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya
sangat erat dan menentukan antara lain seperti Rencana Pembangunan Tahunan
Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang
merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun dan
Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah
Renstra OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin 2019-2024 dokumen
perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dengan
demikian akan tercipta sinkronisasi program pembangunan antar sektor dan
wilayah baik bersifat jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek, sehingga
terwujudnya pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan.

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci
keberhasilan (Critical Success Factor)yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan
Misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada Perumusan Sasaran, Kebijakan,
Program dan Kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi.
Sedangkansasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-
tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dinas kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai teknis
daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan
membantu Kepala Daerah dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di
bidang kesehatan dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas
terutama produk berupa perencanaan kesehatan.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas kesehatan Kabupaten Merangin tahun 2023,
akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan
kegiatan Dinas kesehatan Kabupaten Merangin tahun 2024 yang telah ditetapkan
Prioritas bidang kesehatan yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran
pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan

kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.
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Tujuan tersebut merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan
tujuan dan sasaran sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada
pernyataan visi dan misi Kepala Daerah sehingga rumusannya harus dapat
menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan jangka

menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin Tahun 2019 - 2024 yaitu:

“Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat Kabupaten Merangin”

Peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua kontinum
siklus kehidupan (life cycle), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok

usia kerja, maternal, dan kelompok lansia.

B. SASARAN STRATEGIS
Agar pembangunan kesehatan dapat diselenggarakan dengan berhasil guna
dan berdaya guna, maka sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan

Kabupaten Merangin sampai dengan akhir tahun 2023 adalah:

1. Meningkatkan status kesehatan masyarakat Kabupaten Merangin

2 Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat

3. Meningkatnya upaya pengendalian dan pencegahan penyakit

4 Meningkatnya Jumlah, Jenis, kualitas dan pemerataan sumber daya
kesehatan

5. Meningkatnya Ketersediaan serta mutu Kefarmasian dan alat kesehatan

6. Meningkatnya tata kelola perencanaan, keuangan, dan asset.

Arah kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh
pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai
suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh
karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk
dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun
pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan
dalam perwujudan sasaran, maka arah kebijakan yang akan ditempuh Dinas

Kesehatan Kabupaten Merangin pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
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10.

11.

12.
13.

Mendorong kemandirian masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan
sehat

Mewujudkan kondisi kesehatan lingkungan penduduk yang lebih baik
agar dapat melindungi masyarakat dari ancaman penyakit yang berasal
dari lingkungan

Peningkatan pelayanan gizi masyarakat

Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam penurunan AKI dan AKB
Peningkatan infrastruktur kesehatan terutama untuk pedesaan dan
wilayah terpencil

Peningkatan kualitas puskesmas dan jaringannya serta sarana dan
prasarana kesehatan lainnya

Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Tradisional

Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan primer dan
rujukan yang berkualitas

Peningkatan Jaminan Kesehatan Bagi masyarakat penduduk miskin
Pengembangan dan penguatan jejaring surveilans epidemiologi dengan
fokus pemantauan wilayah setempa dan kewaspadaan dini

Melakukan analisis jumlah kebutuhan tenaga kesehatan di Puskesmas
(sesuai permenkes nomor 75 tahun 2014)

Peningkatan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi

Penyediaan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan yang berkualitas

bagi seluruh masyarakat

Tabel 3.1

Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin

SASARAN TARGET
NO STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN KABUPATEN
2023 2024
1 2 3 4 5 6
Persentase pemerataan dan kualitas
layanan kesehatan sesuai standar
Peningkatan pelayanan minimun melalui :
1 Derajat 1. Persentase pemetaan kelas fasilitas
Kesehatan kesehatan
Masyarakat 2. Jumlah peningkatan puskesmas

dengan kelas utama

3. Jumlah peningkatan puskesmas
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rawat inap

4. Persentase indeks kepuasan
masyarakat

Persentase peningkatan dan
pemerataan tenaga kesehatan melalui
peningkatan jumlah tenaga kesehatan

sesuai dengan kebutuhan

Persentase peningkatan promosi
kesehatan

Jumlah peningkatan inovasi dalam
penyelenggaraan pelayanan kesehatan
diantaranya adalah inovasi home care

Universal Health Coverage (UHC) % 78 95
Meningkatnya . .
Pelayanan Presentase fasilitas keseh:atar.l tingkat % 100 100
pertama terakreditasi
Kesehatan
Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi % 17 7
utama
AKI (per 100.000 KH) KH >2/100.0 | 51/100.0
00 00
AKB (per 1.000 KH) KH 34 32
Meningkatkan
Kesehatan Angka Kematian Neonatal (per 1.000 KH 3,65 3,42
Masyarakat KH)
Prevalensi stunting pada balita % 11 9
Prevalensi wasting pada balita % 4,44 4,10
Persentase persalinan di fasilitas 0
Penurunan Pelayanan Kesehatan (%) o 80,05 85,16
Kematian Ibu
i 0, 0,
dan Kematian Cakupan kunjungan antenatal (%) % 92 95
Bayi
Cakupan kunjungan neonatal (%) % 92 95
Persentase bayi usia kurang dar.'l 6 % 5o 60
bulan menadapat ASI Eksklusif
Persentase ibu hamil Kurang Energi 0
Kronik (KEK) % 11 10
Persentase balita yang dipantau o 30 g5
Penurunan pertumbuhan dan perkembangannya 0
Stunting
Prevalensi wasting (kurus. dan sangat % 4,44 4,10
kurus) pada Balita
Persentase Puskesmas yang Puskesmas 27 27

melaksanakan surveilans gizi
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Ketersediaan alat kesehatan di
. % 100
fasyankes sesuai standar
Sarana Kefarmasian sesuai standar % 100
Meningkatnya
Kompetensi SDMK di Fasyankes sesuai standar % 100
SDMK, Sarana
kefarmasian p " K d o
sesuai standar resentase puskesmas dengan jenis % 100
dan informasi tenaga kesehatan sesuai standar
yang terintegrasi
Presentase puskesmas tanpa dokter % 0
Puskesmas yang melaksanakan E- % 100
Puskesmas
Pengendalian dan Penanganan Penyakit % 100
Menular
Pengendalian dan Penanganan Penyakit
) % 100
meningkatnya Tidak Menular
pengendalian Insidensi HIV (per 1.000 penduduk o 100
dan penanganan yang tidak terinfeksi HIV) 0
enyakit
peny Insidensi TB (Per 100.000 Penduduk) Penduduk 1200
Prevalensi obesitas pada penduduk % 21,9
umur 18

Upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut,

maka perlu ditetapkan beberapa kebijakan yang terdiri dari:

1. Meningkatkan pengendalian penyakit menular dan tidak menular
Pendampingan pelayanan gizi masyarakat

Pendampingan pelayanan kesehatan ibu

Pendampingan pelayanan kesehatan anak

Meningkatkan Standarisasi pelayanan kesehatan

o 1ok W N

Penyediaan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan yang
berkualitas bagi seluruh masyarakat

7. Penyelenggaraan pembinaan pengobatan tradisional (BATRA)
8. Penyelenggaraan Kartu Merangin Sehat (KMS)

9. Meningkatkan Jumlah Desa Siaga aktif strata mandiri

10. Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan

11. Menyusun Laporan Kinerja (LKj) sesuai dengan Ketentuan
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3.3.PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk
mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah,
ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran
tertentu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan
Daerah, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur merupakan
penambahan atas Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur yang telah dibakukan
secara terpusat di Kementerian Dalam Negeri, melalui usulan Pemerintah Daerah,
perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur melalui usulan Pemerintah Daerah
dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)
oleh Kementerian Dalam Negeri melalui tim pemutakhiran dimuali dengan
Pemerintah Daerah melakukan pemetaan (mapping) atas Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur setelah dikoordinasikan dengan seluruh satuan kerja perangkat
daerah di lingkungan pemerintah daerah masing-masing, maka dari hasil pemetaan
tersebut didapatkan rancangan program dan kegiatan Dinas kesehatan Kabupaten
Merangin tahun 2022 sebagai berikut :

e Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program ini bertujuan untuk mewujudkan bantuan administrasi yang efektif
dan efisien terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan administrasi
Pemerintahan Daerah. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota ini mendukung misi Kepala Daerah. Dalam Program ini
mencakup beberapa Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai Berikut :

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Kegiatan ini meliputi penyusunan dan penyusunan Anggaran serta
Penyusunan Evaluasi Kegiatan Tahun 2022. Kegiatan ini bertujuan untuk
mewujudkan pengembangan sistem Perencanaan OPD secara optimal.
Yang transparan berbasis e-planning, e-budget dan e-audit yang kemudian
akan dilakukan melalui Sistem Intern Pemerintah Daerah (SIPD). Kegiatan

ini mencakup beberapa sub kegiatan diantaranya :
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a)

b)

d)

Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan ini mencakup seluruh kegiatan yang berhubungam
dengan Dokumen perencanaan, yaitu Penyusunan Dokumen Rencana
Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) yang terdiri empat
Dokumen yang diantaranya Rancangan Renja, Renja Awal, Renja Akhir
dan Renja. Penyusunan Rencana Strategi (Renstra) untuk Tahun 2022
adalah Renstra Revisi Tahun 2019-2024. Forum Perangkat Daerah
bidang kesehatan dengan Output adalah rancangan RKPD tahun 2022,
sebagai penyempurnaan dari rancangan awal RKPD Dinas Kesehatan
tahun 2022 yang telah disusun. Sehingga ada singkronisasi dengan
usulan dari desa dan kecamatan. Selain itu dalam Sub kegiatan ini
mencakup penyusunan Perjanjian Kinerjadan Penyusunan IKU, IKK.
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Sub Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil Penyusunan
Rencana Kerja OPD yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran
Perangkat Daerah, berdasarkan @ PP 58 tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran
yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan.

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Sub Kegiatan ini merupakan lanjutan dari Penyusunan Rencana
Kegiatan Anggaran (RKA) yang telah di sah kan oleh Tim TAPD yang
ada di Daerah.

Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan ini merupakan gabungan dari beberapa kegiatan
diantaranya Penyusunan Laporan Tahunan dan Laporan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (SPIP). Penyusunan standar
penilaian sistem pengendalian intern pemerintah adalah proses yang
integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus
menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan
keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui
kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan,

pengamanan aset negara, dan Kketaatan terhadap peraturan
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2)

perundang-undangan. Sedangkan Laporan tahunan merupakan
Laporan dari hasil seluruh kegiatan tahun 2020 yang dituangkan
berdasarkan data dan di analisa yang kemudian menjadi dasar untuk
membuat rencana kegiatan tahun selanjutnya.

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Adapun tujuan dari penyelenggaraan kegiatan penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD adalah
termonitornya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja dinas
kesehatan kab. Merangin. Lingkup kegiatan penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja diantaranya adalah AKIP

dan rencana AKksi.

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini merupakan rangkuman dari kegiatan penyenggaraan seluruh

administrasi yang berkaitan dengan keuangan perangkan daerah, sub

kegiatan nya meliputi :

d.

Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Subkegiatan ini berisikan Penyediaan Gaji Pokok dan Tunjangan-
tunjangan ASN yang diberikan selama 12 Bulan (1 Tahun)

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD

Sub kegiatan ini berisikan kegiatan Penyusunan laporan keuangan
OPD dinas kesehatan yang disusun pada akhir tahun berjalan, dimana
dalam penyusunan laporan ini dapat dilihat data penyerapan atau
realisasi keuangan Dinas Kesehatan dalam satu tahun.

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Sub kegiatan ini berisikan kegiatan Penyusunan laporan keuangan
OPD dinas kesehatan yang disusun setiap Bulan, dimana dalam
penyusunan laporan ini dapat dilihat data penyerapan atau realisasi

keuangan Dinas Kesehatan.
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3)

d.

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

Sub Kegiatan ini berisi penyediaan jasa administrasi keuangan yang
merupakan sarana pendukung kelancaran administrasi keuangan
perkantoran. Kegiatannya meliputi Penyediaan Honorarium Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pengguna anggaran (PA), Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK-SKPD),
Bendahara Umum dan Bendahara KPA.

Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Negara

Penatausahaan dan penyusunan laporan aset OPD dinas Kesehatan
operasional penyusunan pelaporan aset OPD, dan perjalanan dinas

dalam daerah untuk penelusuran aset BMD.

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini merupakan kegiatan ini mendukung misi Kepala Daerah

dalam administrasi dan Operasional Kepegawaian Sub Kegiatan yang akan

dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a)

b)

Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut
Kelengkapannya

Dalam pelayanan kesehatan, petugas mempunyai seragam atau
pakaian dinas yang digunakan dalam kegiataannya sehari-hari untuk
menjalankan tugasnya. Untuk itu diperlukan pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya yang diperuntukan untuk dinas kesehatan
dan uptd puskesmas, Labkesda dan UPTD Farmasi dan Perbekalan
Kesehatan. Selain itu terdapat penyediaan pakaian untuk hut
kabupaten merangin yang menggunakan custom atau seragam
pakaian dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Sub Kegiatan : Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
Dalam menunjang kegiatan pelayanan kesehatan di kabupaten
merangin. Masih dibutuhkan kebutuhan ketenagaan sesuai dengan
permenkes 75 tahun 2014, untuk kebutuhan tenaga honorer tahun
2021. Maka dari itu kegiatan ini merupakan penyediaan kebutuhan

kepegawaian dan operasional kepegawaian dalam waktu satu tahun.
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<)

d)

Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas
dan Fungsi

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan
pengetahuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya
sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan
optimal.

Sub Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Sub Kegiatan ini berisikan kegiatan penyusunan Peraturan-peraturan
yang disusun dalam rangka penyusunan Peraturan Baru daerah.
Seperti contohnya Penyusunan Peraturatn Retrubusi Kesehatan
Daerah, penyusunan Peraturan Tentang Kesehatan lainnya

Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
Undangan

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan
pengetahuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya
sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan
optimal. Kegiatan yang dilaksanakan seperti Pendidikan dan Pelatihan

Barang dan Jasa, serta Pelatihan-Pelatihan lainnya

4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini merupakan kegiatan penunjang Operasional Dinas Kesehatan

dalam waktu satu Tahun, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

a)

b)

Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

Kegiatan penyediaan instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
merupakan kegiatan yang menjadi sarana pendukung kelancaran
pendukung kelancaran pelayanan perkantoran baik di dinas maupun
pelayanan di puskesmas. Adapun kegiatannya adalah penambahan
KWH di puskesmas dan Perbaikan instalasi listrik di dinas maupun
puskesmas.

Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Mesin lainnya

Dalam era digitalisasi dan komputerisasi, pemerintah kab. Merangin
banyak menggunakan aplikasi yang berbasis web untuk kebutuhan

penginputan data kesehatan dan anggaran, sehingga dibutuhkan
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d)

pengadaan komputer / laptop dengan spesifikasi yang tinggi. Selain
itu Dalam Peningkatan pelayanan publik dan kesehatan masyarakat
baik di Dinas Kesehatan dan Di Puskesmas di butuhkan sarana
pendukung alat studio dan komunikasi.

Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Kegiatan penyediaan alat tulis kantor merupakan kegiatan yang
menjadi sarana pendukung kelancaran pendukung kelancaran
pelayanan perkantoran baik di dinas maupun pelayanan di
puskesmas. Namun dalam penganggarannya masih sangat kecil dari
analisis standar biaya yang diperuntukan untuk atk OPD. Selain itu
Penyediaan Alat Kebersihan juga merupakan rincian dalan Sub
kegiatan ini.

Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan merupakan
kegiatan yang menjadi sarana pendukung kelancaran pelayanan
perkantoran baik di dinas maupun pelayanan di puskesmas. Sub
Kegiatan ini menyediakan Cetak Spanduk untuk Promosi Kesehatan di
Puskesmasa maupun Spanduk yang berkaitan dengan administrasi
dinas Kesehatan.

Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan

Dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat
kabupaten merangin di butuhkan media promosi kesehatan melalui
media massa atau pun percetakan, untuk itu kegiatan penyediaan
bahan bacaan dan jasa publikasi menjadi bagian dalam kegiatan rutin
yang setiap tahu di anggarkan.

Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Dalam menunjang kegiatan lintas program dan lintas sektor terkait
dengan Dinas Kesehatan Kab. Merangin. Dinas Kesehatan Kab.
Merangin menganggarkan untuk kegiatan rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi baik dalam maupun keluar daerah. Selain itu Sub kegiatan

ini melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan ke
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5)

6)

puskesmas, dinas kesehatan melakukan koordinasi dan supervisi ke
puskesmas dalam rangka mensingkronkan program dan tujuan

sasaran dinas kesehatan kabupaten merangin.

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

Kegiatan ini mendukung sarana operasional Dinas Kesehatan dalam

melaksanakan Tugas dan fungsinya dalam melayani masyarakat.

a)

b)

Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan

Dinas Kesehatan mempunyai UPTD Puskesmas, Labkesda dan UPTD
Farmasi dan Perbekes sebagai penerus dari pelayanan yang
berdampak langsung pada masyarakat, untuk menjangkau daerah-
daerah tersebut maka perlu adanya pengadaan kendaraan dinas dan

operasional untuk puskesmas seperti ambulan dan pusling roda dua.

Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel

Dalam Peningkatan pelayanan publik dan kesehatan masyarakat baik
di Dinas Kesehatan dan Di Puskesmas di butuhkan sarana pendukung
seperti mebeleur. Untuk itu Dinas Kesehatan kab. Merangin perlu
adanya pengadaan mebeleur untuk menunjang pelayanan kesehatan
yang ada. Adapun kegiatan dalam ini adalah pengadaan meja, kursi,

dan lemari arsip.

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a)

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik

Untuk membantu dinas dalam mencapai tujuan dan sasarannya
diperlukan anggaran rutin kegiatan penyediaan Jasa Komunikasi,
sumberdaya air dan listrik yang akan membantu kelancaran dalam
kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik penyediaan ini menjadi
penyediaan yang mutlak harus ada setiap tahunnya untuk mendukung
pelaksanaan tugas sehari-hari selama kurun waktu dari Januari -

Desember 2022 (1 tahun). Kegiatannya meliputi Pembayaran
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7)

b)

rekening telpon dinas kesehatan dan UPTD, pembayaran rekening air
Dinas Kesehatan dan UPTD, pembayaran rekening listrik dinas
kesehatan dan UPTD dan pembayaran rekening internet dinas
kesehatan dan UPTD

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Dalam setiap kegiatan atau pun pertemuan yang akan dilakukan oleh
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Merangin, perlu di support dengan
adanya penganggaran biaya rutin penyediaan makan dan minum
rapat baik untuk koordinasi dengan puskesmas maupun untuk
pertemuan dengan kepala bidang maupun seksi-seksi, serta rapat

atau pertemuan lintas sektor.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan dukungan sarana dan

prasarana bagi aparat pemerintah dalam menyelenggarakan urusan

pemerintahan sehingga tercapai Efektivitas dan Efisiensi. Sub Kegiatan

yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a)

b)

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan
dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sub Kegiatan meliputi Pembayaran premi asuransi kendaraan Dinas
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin.

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Dalam pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran dinas
kesehatan baik di dinas kesehatan maupun puskesmas diperlukan
pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas dan operasional dalam
menunjang pelayanan kesehatan. Selain itu Sub kegiatan ini juga meng
akomodir pembayaran Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional
Dinas Kesehatan dan UPTD Puskesmas.

Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub Kegiatan ini diperuntukan untuk biaya service pemeliharaan AC,
Komputer dan kulkas untuk menunjang pelayanan publik dan

kenyamanan petugas dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari.
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d) Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya
Dalam Peningkatan pelayanan publik dan kesehatan masyarakat baik
di Dinas Kesehatan membutuhkan sarana pendukung pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor. Untuk itu Dinas Kesehatan kab.
Merangin memuatkan pemeliharaan rutin dan berkala gedung kantor
untuk menunjang pelayanan kesehatan yang ada. Dalam perhitungan
anggaran menggunakan jumlah luas bidang perkantoran dinas

kesehatan.

8) Kegiatan Penataan Organisasi

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dalam

penataan organisasi. Sub kegiatan dalam kegiatan ini yaitu :

a) Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas
Pelayanan Publik dan Tata Laksana
Sub Kegiatan ini mendukung pencapaian pelaksanaan Kualitas
pelayanan yang ada di Dinas Kesehatan baik dilaksanakan melalui
Monitoring, Evaluasi dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

dan pengendalian kegiatan Evaluasi District Health Account (DHA).

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur) ditujukan untuk
menyediakan informasi secara berjenjang melalui penggolongan, pemberian kode, dan
daftar penamaan yang akan digunakan pemerintah daerah dalam perencanaan
pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai pedoman
dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah.
Dinas Kesehatan dalam hal ini diklasifikasikan dalam Urusan wajib yang berkaitan
dengan pelayanan dasar dengan Urusan pemerintahan bidang kesehatan. Pada Tahun
2022 Dinas Kesehatan mengusulkan Usuran wajib sebanyak 4 (Empat) Program wajib,
14 Kegiatan dan 56 Sub Kegiatan yang dijabarkan sebagai berikut :

e PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
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Program ini mendukung Upaya Kesehatan dalam bentuk Penyediaan sarana
dan prasarana Pelayanan Kesehatan maupun Upaya Pelayanan Kesehatan
Masyarakat secara langsung. Program ini terdiri dari empat Kegiatan dan empat
puluh lima sub kegiatan seperti yang dijabarkan dibawah ini.
1) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan
UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) harus bersamaan
dengan peningkatan tata kelola yang baik. Kompetensi fasilitas
pelayanan kesehatan harus dipenuhi dan dikelola dengan adanya SPA,
Sumber Daya Manusia (SDM), pemenuhan akreditasi, pembiayaan, sistem
pelayanan dan rujukan. Sehingga penyediaan sarana dan prasarana
kesehatan dapat terpenuhi sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal ini
Kementerian Kesehatan melalui dinas kesehatan kab. Merangin sudah
memiliki aplikasi ASPAK untuk pengentryan kebutuhan sarana dan
prasarana kesehatan sehingga dapat terintegrasi dalam proses
perencanaannya. Dalam kegiatan ini terdapat sub kegiatan sebagai berikut :
a) Sub Kegiatan : Pembangunan Puskesmas
Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas diakomodir melalui Dana
Alokasi Khusus (DAK). Pada Tahun 2022 direncanakan untuk
Pembangunan 2 Puskesmas dimana kedua Puskesmas ini adalah
Puskesmas lama yang akan di relokasi karena beberapa alasan.
Puskesmas tersebut adalah Puskesmas Muara jernih dan Puskesmas
Bangko.
b) Sub Kegiatan : Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
Sub Kegiatan ini mengakomodir Pembangunan Fasilitas kesehatan
seperti Pustu, Poskesdes dan Polindes yang diusulkan melalui
Musrenbang Kecamatan ataupun usulan Reses Dewan yang kemudian
di seleksi atau di fokuskan menjadi usulan prioritas Dinas Kesehatan.
Sub kegiatan ini di danai melalui Dana Alokasi Umum yaitu Dana
Mandatori Kabupaten.

c) Sub Kegiatan : Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
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d)

g)

h)

Sub Kegiatan ini diakomodir dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dimana
untuk Tahun 2022 sub kegiatan ini beriringan dengan sub kegiatan
Pembangunan Puskesmas.

Sub Kegiatan : Pengembangan Puskesmas

Tahun 2022 Sub Kegiatan ini masih diakomodir dari Dana Alokasi
Khusus (DAK), beberapa sub kegiatan Pengembangan Puskesmas
diantaranya Peningkatan Puskesmas dari Puskesmas non rawat inap
menjadi Puskesmas Rawat Inap, dimana kegiatannya adalah
Pembangunan Gedung Rawat inap Puskesmas.

Sub Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas di akomodir dalam Dana
Alokasi Khusus dan juga Dana Mandatori Kabupaten. Sub kegiatan ini
meliputi perbaikan- perbaikan beberapa Puskesmas yang sudah
menjadi prioritas di Tahun 2022.

Sub Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan
Lainnya

Sub Kegiatan ini mengakomodir Rehabilitasi dan pemeliharaan
Fasilitas kesehatan seperti Pustu, Poskesdes, Polindes, yang diusulkan
melalui Musrenbang Kecamatan ataupun usulan Reses Dewan yang
kemudian di seleksi atau di fokuskan menjadi usulan prioritas Dinas
Kesehatan. Sub kegiatan ini di danai melalui Dana Alokasi Umum yaitu
Dana Mandatori Kabupaten. Selain itu terdapat Pengadaan Sarana
Pendukung Instalasi Farmasi dan Sarana Laboratorium Kesehatan
Daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Sub kegiatan ini mengakomodir seluruh pengadaan Sarana Fasilitas
Pelayanan Kesehatan seperti Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air
Limbah (IPAL) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK),
Pembuatan Sumur Fasilitas Kesehatan di Desa, dan Sarana Fasilitas
lainnya yang di akomodir dari Dana Alokasi Umum (DAU), Mandatory
maupun DAK.

Sub Kegiatan : Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas

Pelayanan Kesehatan
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j)

k)

)

Sub kegiatan ini mengakomodir seluruh pengadaan Prasarana Fasilitas
Pelayanan Kesehatan seperti Pengadaan Puskesmas Keliling yang
bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Pengadaan Ambulan, dan
Pengadaan Prasarana Fasilitas lainnya yang di akomodir dari Dana
Alokasi Umum (DAU), Mandatory maupun DAK.

Sub Kegiatan : Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi

Sub Kegiatan ini mengakomodir Pengadaan dan Pemeliharaan Alat
Kalibrasi baik yang terdapat di Puskesmas maupun Laboratorium
Kesehatan Daerah.

Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik
Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Sub Kegiatan ini mengakomodir Pengadaan Alat Kesehatan seluruh
fasilitas kesehatan dan Alat Penunjang lainnya.

Sub Kegiatan : Pengadaan Obat, Vaksin

Perencanaan obat dan perbekalan kesehatan merupakan salah satu
fungsi yang menentukan dalam proses pengadaan obat dan perbekalan
kesehatan. Tujuan perencanaan adalah untuk menetapkan jenis dan
jumlah obat dan perbekalan kesehatan yang tepat sesuai dengan
kebutuhan pelayanan kesehatan dasar. Pengadaan obat dan perbekalan
kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar (PKD) dibiayai melalui
berbagai sumber anggaran. Sehingga, pembentukan tim perencanaan
obat terpadu merupakan suatu kebutuhan dalam rangka meningkatkan
efisiensi dan efektivitas penggunaan dana melalui koordinasi, integrasi
dan sinkronisasi antar instansi yang terkait dengan masalah obat di
setiap kabupaten/kota.

Sub Kegiatan : Pengadaan Bahan Habis Pakai

Sub Kegiatan ini adalah bagian dari Pengadaan Obat dan Vaksin dimana
sub ini mengakomodir Pengadaan yang bukan termasuk dalam kategori
Obat seperti Rapid Test. Dan sumber dana pada sum kegiatan ini adalah

Dana Alokasi Khusus (DAK)

m) Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat

Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
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Sub Kegiatan ini mengakomodir seluruh pemeliharaan Rutin dan
Berkala Alat Kesehatan baik yang diusulkan dalam Musrenbang
Kecamatan maupun langsung dari usulan Puskesmas melalui Dinas

Kesehatan.

2) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP

Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini sejalan dengan misi ketiga kepala daerah untuk meningkatkan

kualitas kesehatan masyarakat dalam pencapaian SDGs. Dalam rangka

Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan, Dinas Kesehatan Kab. Merangin

mempunyai Sub kegiatan sebagai wadah dalam meningkatkan pemenuhan

SPM seperti Sub Kegiatan dibawah ini :

a)

b)

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Pelayanan Kesehatan Masa Hamil adalah setiap kegiatan dan/atau
serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak terjadinya masa konsepsi
hingga melahirkan. Pelayanan Kesehatan Masa Hamil bertujuan untuk
memenuhi hak setiap ibu hamil memperoleh pelayanan kesehatan yang
berkualitas sehingga mampu menjalani kehamilan dengan sehat,
bersalin dengan selamat, dan melahirkan bayi yang sehat dan
berkualitas. Sedangkan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil
dilakukan untuk mempersiapkan perempuan dalam menjalani
kehamilan dan persalinan yang sehat dan selamat serta memperoleh
bayi yang sehat. Sub Kegiatan ini berisikan seluruh rangkaian
pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu hamil, kegiatan diantaranya
Koordinasi Lintas sektor, Monitoring dan Evaluasi Pengelola Program,
Bimbingan teknis dll yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan
kesehatan ibu hamil.

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Sub Kegiatan ini berisikan kegiatan Jaminan Persalinan yang
bersumber pada Dana Alokasi Khusus (DAK), Program Jaminan
Persalinan (Jampersal) adalah jaminan pembiayaan persalinan yang
meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan

nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru
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d)

lahir. Peserta program Jampersal adalah seluruh ibu hamil yang belum
memiliki jaminan persalinan (tidak tertanggung dalam kepesertaan
ASKES, BP]S dan asuransi lainnya).

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Upaya Kesehatan Anak adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian
kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan
berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat
kesehatan anak dalam bentuk pencegahan penyakit, pengobatan
penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah dan/atau masyarakat. Upaya ini dikhususkan pada Upaya
Kesehatan Bayi baru Lahir. Bayi Baru Lahir adalah bayi umur 0 sampai
dengan 28 hari. Sub Kegiatan ini berisikan seluruh pengelolaan
pelayanan kesehatan Ibu hamil, kegiatan diantaranya Koordinasi Lintas
sektor, Monitoring dan Evaluasi Pengelola Program, Bimbingan teknis
dll yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan kesehatan Bayi baru
lahir.

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita

Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota wajib memberikan
pelayanan kesehatan sesuai standar kepada semua balita di wilayah
kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.
Pelayanan kesehatan balita berusia 0-59 bulan sesuai standar meliputi :
1) Pelayanan kesehatan balita sehat. 2) Pelayanan kesehatan balita
sakit.

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Sub kegiatan ini mengakomodir pelayanan kesehatan pada usia
pendidikan dasar sesuai standar. Capaian Kinerja Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan balita usia 0-
59 bulan dinilai dari cakupan balita yang mendapat pelayanan
kesehatan balita sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu
satu tahun. Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar
meliputi : 1) Skrining kesehatan. 2) Tindaklanjut hasil skrining

kesehatan. Pelayanan dilakukan pada anak kelas 1 sampai dengan kelas
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g)

h)

9 di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7
sampai 15 tahun diluar sekolah. Tindaklanjut hasil skrining kesehatan
meliputi: a) Memberikan umpan balik hasil skrining kesehatan b)
Melakukan rujukan jika diperlukan c¢) Memberikan penyuluhan
kesehatan.

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Sub kegiatan ini mengakomodir Setiap warga negara usia 15 tahun
sampai 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan
kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining kesehatan sesuai standar
kepada warga negara usia 15-59 tahun di wilayah kerjanya dalam
kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan usia produktif sesuai
standar meliputi : 1) Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana.
2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular.
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Sub kegiatan ini mengakomodir Setiap Warga Negara usia 60 tahun ke
atas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar.
Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota wajib memberikan
pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining usia lanjut
sesuai standar pada Warga Negara usia 60 tahun ke atas di wilayah
kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan usia
lanjut sesuai standar meliputi : 1) Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan
Sehat. 2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak
menular

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Sub kegiatan ini mengakomodir Setiap penderita hipertensi
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah
kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai
standar kepada - 98 - seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun ke
atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam
kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan hipertensi adalah
pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi: b) Pengukuran

tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas
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j)

k)

D

pelayanan kesehatan c) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau
kepatuhan minum obat d) Melakukan rujukan jika diperlukan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Sub kegiatan ini mengakomodir Setiap penderita diabetes melitus
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.Pemerintah
Kabupaten/Kota - 105 - mempunyai kewajiban untuk memberikan
pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita Diabetes
Melitus (DM) usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan
sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
Pelayanan kesehatan diabetes mellitus adalah pelayanan kesehatan
sesuai standar yang meliputi: a) Pengukuran gula darah dilakukan
minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan b) Edukasi
perubahan gaya hidup dan/atau Nutrisi c¢) Melakukan rujukan jika
diperlukan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Sub kegiatan ini mengakomodir Setiap orang dengan gangguan jiwa
berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah
daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan
sesuai standar kepada seluruh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)
berat sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam
kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan pada ODGJ berat sesuai
standar bagi psikotik akut dan Skizofrenia meliputi: 1) Pemeriksaan
kesehatan jiwa; 2) Edukasi

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Sub kegiatan ini mengakomodir Setiap orang terduga Tuberkulosis
(TBC) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.Pemerintah
Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai
standar kepada orang terduga TBC di wilayah kerja Kabupaten/Kota
tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan orang terduga TBC
sesuai standar bagi orang terduga TBC meliputi : 1) Pemeriksaan klinis
2) Pemeriksaan penunjang 3) Edukasi

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
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Sub kegiatan ini mengakomodir Setiap orang dengan risiko terinfeksi
HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah
daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan
sesuai standar kepada setiap orang dengan risiko terinfeksi virus yang
melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency
Virus = HIV) di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko
terinfeksi HIV sesuai standar meliputi: 1) Edukasi perilaku berisiko 2)
Skrining Orang dengan risiko terinfeksi virus HIV yaitu : 1) Ibu hamil,
yaitu setiap perempuan yang sedang hamil. 2) Pasien TBC, yaitu pasien
yang terbukti terinfeksi TBC dan sedang mendapat pelayanan terkait
TBC 3) Pasien Infeksi Menular Seksual (IMS), yaitu pasien yang terbukti
terinfeksi IMS selain HIV dan sedang mendapat pelayanan terkait IMS
4) Penjaja seks, yaitu seseorang yang melakukan hubungan seksual
dengan orang lain sebagai sumber penghidupan utama maupun
tambahan, dengan imbalan tertentu berupa uang, barang atau jasa 5)
Lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL), yaitu lelaki yang
pernah berhubungan seks dengan lelaki lainnya, sekali, sesekali atau
secara teratur apapun orientasi seksnya (heteroseksual, homoseksual
atau biseksual) 6) Transgender/Waria, yaitu orang yang memiliki
identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan jenis
kelamin atau seksnya yang ditunjuk saat lahir, kadang disebut juga
transeksual. 7) Pengguna napza suntik (penasun), yaitu orang yang
terbukti memiliki riwayat menggunakan narkotika dan atau zat adiktif
suntik lainnya. 8) Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), yaitu orang
yang dalam pembinaan pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM
dan telah mendapatkan vonis tetap.

m) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis
Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
Pelayanan kesehatan dalam krisis kesehatan sesuai standar adalah
layanan minimal untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dasar
penduduk terdampak Kkrisis kesehatan akibat bencana dan/atau

penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana yang dilakukan
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p)

oleh tenaga kesehatan; Pelayanan kesehatan saat tanggap darurat krisis
kesehatan ditujukan untuk merespon seluruh kondisi kedaruratan
secara cepat dan tepat, guna menyelamatkan nyawa, mencegah
kecacatan lebih lanjut dan mengurangi angka kesakitan dengan
memperhatikan kepentingan kelompok rentan, yang meliputi: a)
mendapatkan layanan medis dasar dan layanan rujukan bila
diperlukan; b) mendapatkan layanan pencegahan penyakit menular
dan penyehatan lingkungan; c¢) mendapatkan layanan gizi darurat; d)
mendapatkan layanan kesehatan reproduksi darurat; e) mendapatkan
layanan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial; f) mendapatkan
penyuluhan kesehatan.

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

Upaya perbaikan gizi masyarakat ditujukan untuk peningkatan mutu
gizi perorangan dan masyarakat. Upaya perbaikan gizi dilakukan pada
seluruh siklus kehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan lanjut
usia dengan prioritas kepada kelompok rawan yaitu bayi dan balita,
Remaja perempuan dan Ibu hamil dan ibu menyusui. Sedangan
Peningkatan mutu gizi dilakukan melalui Perbaikan pola konsumsi
makanan yang sesuai dengan gizi seimbang, perbaikan perilaku sadar
gizi, aktivitas fisik dan kesehatan, peningkatan akses dan mutu
pelayanan gizi yang sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi,
peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi, penanganan
kekurangan energi protein (KEP), anemia zat besi, gangguan akibat
kekurangan zat yodium dan kekurangan vitamin A. Dinas Kesehatan
melakukan upaya untuk mencapai status gizi yang baik, termasukdalam
pemenuhan kecukupan gizi keluarga miskin dan penanggulangan gizi
buruk dengan mendirikan pusat atau unit pemulihan gizi.

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

Upaya kesehatan kerja adalah upaya yang ditujukan untuk melindungi
pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta
pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan sehingga sangat
dibutuhkan pembinaan dalam rangka penyuluhan pada masyarakat.

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
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q)

Sasaran bidang kesehatan masyarakat dalam program kesehatan
lingkungan yaitu meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas
lingkungan dengan beberapa indikator yang harus di capai yaitu
Jumlaha desa / kelurahan yang melaksanakan STBM, sarana air minum
yang dilakukan pengawasan, tempat-tempat umum yang memenuhi
syarat kesehatan, tempat pengelolaan makanan yang memenubhi syarat,
dll.

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan
Mandiri, dan Tradisional Lainnya

Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah pengobatan dan/atau
perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan
keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat
dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai denganm norma yang
berlaku di masyarakat.

Pengelolaan Surveilans Kesehatan

Survailance epidemiologi adalah kegiatan analisis secara sistematis dan
terus menerus terhadap penyakit atau masalah-masalah kesehatan dan
kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan
penyakit atau masalah-masalah kesehatan tersebut, agar dapat
melakukan penanggulangan secara efektif dan efisien sehingga
penanggulangan krisis kesehatan akibat wabah atau bencana dapat
segera ditemukan akar penyebab masalahnya.

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan
Jiwa (ODMK)

Orang Dengan Masalah Kejiwaan yang selanjutnya disingkat ODMK
adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial,
pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga
memiliki risiko mengalami gangguan jiwa. Upaya Kesehatan Jiwa
bertujuan: a) menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup
yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari
ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu
Kesehatan Jiwa; b) menjamin setiap orang dapat mengembangkan

berbagai potensi kecerdasan; c¢) memberikan pelindungan dan
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t)

menjamin pelayanan Kesehatan Jiwa bagi ODMK dan ODG]J berdasarkan
hak asasi manusia; d) memberikan pelayanan kesehatan secara
terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan melalui upaya
promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi ODMK dan ODGJ; €)
menjamin ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya dalam Upaya
Kesehatan Jiwa; f) meningkatkan mutu Upaya Kesehatan Jiwa sesuai
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan g)
memberikan kesempatan kepada ODMK dan ODG] untuk dapat
memperoleh haknya sebagai Warga Negara Indonesia.

Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah

Sasaran dari Sub kegiatan ini adalah meningkatnya pencegahan dan
pengendalian masalah kesehatan NAPZA di fasyankes.

Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus

Sub kegiatan ini mengakomodir kegiatan Kesehatan Khusus seperti
Pelayanan pada Kesehatan Jamaah Haji baik kesehatan fisik mental
jamaah tersebut sampai pelayanan imunisasi jamaah haji.

Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit
menular dilakukan untuk melindungi masyarakat dari tertularnya
penyakit, menurunkan jumlah yang sakit, cacat dan atau meninggal
dunia, serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat
penyakit menular. Pemerintah Kabupaten/Kota melalui dinas
kesehatan bertanggung jawab menyediakan sarana, prasarana, obat,
dan vaksin dalam upaya pencegahan, pengendalian, dan
pemberantasan penyakit menular.

Langkah - Langkah kebijakan dan strategi Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Tidak Menular dalam mencapai target indikator
adalah : Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup
sehat sehingga dapat terhindar dari faktor risiko, meningkatkan akses
masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui
penguatan sumber daya , dan standardisasi pelayanan, Meningkatkan
kemitraan dengan lintas program, lintas sektor, dan pemangku

kepentingan  terkait, = Menyelenggarakan  Surveilans dengan
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mengintegrasikan dalam sistem surveilans penyakit tidak menular
diFasilitas Pelayanan Kesehatan dan masyarakat sehingga dengan
kegiatan upaya pembinaan penyakit tidak menular dapat menekan
jumlah kematian akibat penyakit tidak menular seprti hipertensi dan
diabetis melitus.

Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Adapun sub kegiatan yang akan dilaksanakan adalah pengelolaan dana
kapitasi dan non kapitasi BPJS puskesmas, pemberian jaminan
kesehatan bagi penduduk miskin, dan Jasa Jaminan Kesehatan dan
Ketenagakerjaan NON PNS.

Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah
jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh
manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi
kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang
telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Dana
Kapitasi yang diterima oleh FKTP dari Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk: a) pembayaran jasa
pelayanan kesehatan; b) dukungan biaya operasional pelayanan
kesehatan.

Sedangkan Jasa Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan NON PNS
sesuai dengan pengadaan perbub bupati nomor 84 tahun 2018 tentang
tenaga kontrak untuk ikut dalam BPJS Ketenagakerjaan dalam lingkup,

Jaminan Kematian, dan Jaminan Kecelakaan Kerja.

Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Telemedicine atau konsultasi online didefinisikan oleh American
Academy of Family Physicians sebagai praktik penggunaan teknologi
untuk memberikan pelayanan kesehatan secara jarak jauh. Seorang
dokter di satu tempat menggunakan teknologi komunikasi untuk
melayani pasien yang berada di tempat lain. Menurut WHO, praktik
telemedicine bisa dibedakan menjadi dua, yakni asinkronis dan
sinkronis. Perbedaan keduanya terletak pada pengiriman data terkait

yang diperlukan dalam konsultasi online. Dengan telemedicine
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y)

asinkronis, data pasien bisa dikirim lewat email kepada dokter. Lalu
dokter mempelajari data itu untuk kemudian menyampaikan diagnosis.
Sedangkan telemedicine sinkroinis dilakukan dengan cara interaktif
secara langsung, misalnya lewat video call. Jadi baik dokter maupun
pasien dapat berinteraksi secara langsung untuk konsultasi. Meski
demikian, data pasien dapat lebih dulu dikirim ke dokter untuk
dijadikan dasar diagnosis yang melengkapi konsultasi online. HO
menjelaskan ada empat elemen yang berkaitan erat dengan
telemedicine, yakni: 1) Bertujuan memberikan dukungan Kklinis 2)
Berguna untuk mengatasi hambatan geografis dan jarak 3) Melibatkan
penggunaan berbagai jenis perangkat teknologi informasi 4) Bertujuan
meningkatkan kesehatan masyarakat. Penyediaan telemedisine
diakomodir dari Dana Alokasi Khusus.

Operasional Pelayanan Puskesmas

Sub kegiatan ini mengakomodir seluruh Operasional Puskesmas dalam
jangka satu Tahun. Sumber dana pada sub kegiatan ini terdiri dari 3
sumber dana yaitu 1) Retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang
didapat dari retribusi pelayanan Puskesmas yang kemudian digunakan
menjadi dua bagian yaitu penggunaan untuk Jasa pelayanan kesehatan
dan Operasional Puskesmas seperti pemeliharaan Puskesmas keliling
dan atau pemeliharaan gedung bangunan Puskesmas yang tertuang
dalam peraturan daerah. 2) Dana alokasu Umum (DAU) yang berisikan
jasa jaga rawat inap untuk Puskesmas Rawat Inap. 3) Dana Alokasi
Khusus (DAK) Non Fisik yang merupakan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK) yang berisikan segala kegiatan yang berkaitan dengan
kegiatan masyarakat sesuai dengan Juknisnya.

Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Sub Kegiatan ini mengakomodir seluruh kegiatan Operasional UPTD
Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) dan UPTD Farmasi dan
Perbekalan kesehatan. Kegiatan ini bersumberdana dari Dana Alokasi
Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), dan untuk UPTD
Labkesda terdapat dana retribusi PAD.

aa) Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
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Akreditasi puskesmas adalah suatu pengakuan terhadap hasil dari
proses penilaian eksternal, oleh Komisioner Akreditasi terhadap
Puskesmas, apakah sesuai dengan standar akreditasi yang ditetapkan
pada permenkes nomor 46 tahu 2015. Adapun tahapan dalam
akreditasi puskesmas adalah Sosialisasi, pendampingan yang dilakukan
oleh tim pendamping kabupaten/kota, mengusulkan puskesmas yang
akan akreditasi ke komisi akreditasi FKTP dan penilaian oleh tim

surveyor dari komisi akreditasi FKTP kementerian kesehatan.

bb)Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca

Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)

Program imunisasi adalah upaya pencegahan penyakit, kecacatan, dan
kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi pada
anak dan dewasa. Adapun imunisasi yang diberikan diposyandu adalah
imunisasi hepatitis B, imunisasi polio, imunisasi BCG, campak dan

imunisasi pentavalen (DPT, HiB, HB).

3) Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan

Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

a)

b)

Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan

Peningkatan standar pelayanan kesehatan primer adalah Sistem
pelayanan kesehatan yang mememberikanpelayanan esensial (health
care/primary care). Pelayanan kesehatan primer terbagi menjadi dua
bagian yaitu upaya kesehatan perorangan (terdiri dari pelayanan
pengobatan, pelayanan pemulihan, pelayanan peningkatan &
pencegahan serta gaya hidup sehat /PHBS) dan Upaya Kesehatan
Masyarakat (peningkatan efektifitas UKBM).

Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan adalah
penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan
tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik
baik vertikal maupun horizontal yang wajib dilaksanakan oleh peserta
jaminan kesehatan atau  asuransi kesehatan sosial, dan  seluruh

fasilitas kesehatan.

4) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
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Sistem Informasi kesehatan (SIK) adalah suatu sistem pengelolaan data
dan informasi kesehatan di semua tingkat pemerintahan secara sistematika
dan terintegasi untuk mendukung manajemen kesehatan dalam rangka
peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dalam
penerapannya dinas kesehatan mempunyai aplikasi E-Puskesmas untuk
penerapan SIK tingkat Puskesmas. Kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan
yaitu :
a) Sub Kegiatan : Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Sub kegiatan ini mengakomodir seluruh kegiatan pengelolaan Data dan
Informasi yang ada di dinas Kesehatan seperti Penyusunan Profil Dinas
Kesehatan, Pelaporan SPM dan Penyusunan atau pelaporan SP2TP / E
Puskesmas.
b) Sub Kegiatan : Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan
dan Jaringan Internet
Sub Kegiatan ini mengakomodir pengadaan Alat atau perangkat Sistem
Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet untuk mendukung
pelayanan terintegrasi antara Puskesmas, Dinas Kesehatan dan Lintas

sektor lainnya yang berkaitan dengan kesehatan.

e PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
1) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta

Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Dalam menjalankan fungsinya dinas kesehatan kabupaten merangin

mempunyai kegiatan pembinaan kesehatan berbasis masyarakat. Kegiatan

ini lebih di fokuskan pada penyuluhan kepada masyarakat untuk promosi

kesehatan.

a) Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Sub kegiatan ini mengakomodir seluruh kegiatan Promosi Kesehatan
seperti advokasi, Pemberdayaan, kemitraan melalui lintas sektor. Dan
pembinaan terhadap pengelolaan Promosi kesehatan yang ada di

Puskesmas maupun jejaringannya.
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2)

3)

Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

a) Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan
Sehat

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya

Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

a) Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan

Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA
KESEHATAN

Program peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia kesehatan terdiri dari

tiga kegiatan dan empat sub kegiatan. Program ini mendukung misi 3 kepala

daerah yaitu Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing.

Kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021 sebagai

berikut :

1)

2)

Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah

Kabupaten/Kota

a) Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta
Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya

Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

Tujuan dari penyelenggaraan sumber daya manusia kesehatan adalah

tersedianya sumber daya manusia kesehatan sesuai kebutuhan yang

kompeten dan memiliki kewenangan yang terdistribusi secara adil dan

merata serta didayagunakan secara optimal dalam mendukung

penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna mewujudkan derajat

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Kegiatan ini terdiri dari :

a) Sub Kegiatan : Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia
Kesehatan sesuai Standar

b) Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia

Kesehatan
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3) Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis
Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

a) Sub kegiatan : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi

Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

e PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN
MINUMAN
Dinas Kesehatan Kab. Merangin dalam pelaksanaan pengawasan dan
pembinaan sarana kefarmasian, alkes, obat dan makanan dengan beberapa
kegiatan diantaranya meningkatkan koordinasi lintas program dan sektor
dalam pengawasannya yaitu dengan pengawasan sistem on line e - wacth
bersama fasyankes kementerian kesehatan, pengembangan standarisasi dan
kalibrasi alat, dan sosialisasi regulasi yang berlaku.

1) Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal,
Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

a) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha
Mikro Obat Tradisional (UMOT)

2) Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan
Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1
Tertentu Perusahaan Rumah Tangga

a) Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan
Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1
Tertentu Perusahaan Rumah Tangga

3) Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan
Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman
Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

a) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT
sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang

dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
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4) Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada
Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

b) Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri

Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut

Pengawasan
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Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dan Perkiraan Maju Tahun 2025

Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin

Prakiraan Maju Rencana

Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 Tahun 2025
Targ
et
Urusan./ Bidang Urusan . Target Capaian Kinerja C_ap Kebutuhan Dana/
Pemerintahan Daerah . . Lokasi aian
Kode Dan Program/ Capaian Hasil Output Pagu Kine
Kesi g Progra Keluaran Sub Kegiatan Kegiata p Indikati | Sumber Dana .
egiatan m n Kegiata f(Rp.) L
n Hasi P- Tolo
Prog Keluaran Sub 1 k Tarset Pagu Indikatif
ram Kegiatan Kegi Uku g (Rp.)
atan r
Volume Satuan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
§ URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
PROGRAM
PENYEDIAAN Dinas
X 1 JASA PENUNJANG Persentase Pemenuhan Penunjang Kesehat o8 o 60.888.7
X URUSAN Urusan Pemerintahan an 0 75.000
PEMERINTAH
DAERAH
Dinas
- 88.460.6
Nilai AKIP SKPD Kesehat A 51.783
an
Perencanaan,
X 2 Penganggaran, Cakupan Tersedianya Dinas
X 1 0 dan Evaluasi Perencanaan, Penganggaran dan Kesehat 100 % 181.000.
1 Kinerja Evaluasi Perangkat Daerah an 000
Perangkat Daerah
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2 Penyusunan jumlah Dok P Dinas Dana Transfer
0| 1 | Dokumen PZTai Kat l())a:g}?n erencanaan Kesehata 6 Dokumen 35.000.0 | Umum-Dana
1 Perangkat Daerah g n 00 Alokasi Umum
2 ggr?rilsﬁis;:an Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Dinas Dana Transfer
0 2 D ky RKA- Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Kesehata 1 Dokumen 25.000.0 | Umum-Dana
1 ot Dokumen RKA-SKPD n 00 Alokasi Umum
SKPD
Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan RKA- .
2 Penyusunan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Dinas Dana Transfer
0| 3 | Dokumen p Kesehata 1 Dokumen 30.000.0 | Umum-Dana
Penyusunan Dokumen Perubahan .
1 Perubahan RKA- n 00 Alokasi Umum
RKA-SKPD
SKPD
2 Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Dinas Dana Transfer
0| 4 | Penyusunan DPA- Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Kesehata 1 Dokumen 27.000.0 | Umum-Dana
1 SKPD Dokumen DPA-SKPD n 00 Alokasi Umum
Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan DPA- .
2 Penyusunan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi binas Dana Transfer
0| 5 enyustna an Laporan Hast’ 1800 as Kesehata 1 Dokumen 27.000.0 | Umum-Dana
1 Perubahan DPA- Penyusunan Dokumen Perubahan n 00 Alokasi Umum
SKPD DPA-SKPD
gsr?rilszis;:an Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan
2 La Zran Capaian Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Dinas Dana Transfer
0] 6 Apor: P Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Kesehata 2 Laporan 12.000.0 | Umum-Dana
Kinerja dan . R - .
1 - N Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar n 00 Alokasi Umum
Ikhtisar Realisasi Realisasi Kinerja SKPD
Kinerja SKPD ]
2 R s Dinas Dana Transfer
ol 7 EZ?;T?;;?E;ZL E;h ]Pli:r:;ihk;tanggigh Evaluasi Kinerja Kesehata 6 Laporan 25.000.0 | Umum-Dana
1 p 8 8 n 00 Alokasi Umum
2 Administrasi Cakupan Tersedianya Administrasi Dinas 88.279.6
0 Keuangan Kesehat 100 %
Keuangan Perangkat Daerah 51.783
2 Perangkat Daerah an
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2 . , . Dinas Dana Transfer
0 Penyedlzlxan Gaji ]ur.r.llah Orang yang Menerima Kesehata 1098 Orang 88.871.6 Umum-Dana
dan Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan ASN 51.783 .
2 n Alokasi Umum
Pelaksanaan .
2 Jumlah  Dokumen Dinas Dana Transfer
Penatausahaan dan 355.000.
0 . e Penatausahaan  dan Kesehata 4 Dokumen Umum-Dana
Pengujian/Verifika o el 000 .
2 . Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD n Alokasi Umum
si Keuangan SKPD
2 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan Dinas 25.000.0 Dana Transfer
0 Pelaksanaan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Kesehata 4 Dokumen 00 Umum-Dana
2 Akuntansi SKPD n Alokasi Umum
2 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akh'ir Dinas Dana Transfer
Penyusunan Tahun SKPD dan Laporan Hasil 14.000.0
0 o Kesehata 4 Laporan Umum-Dana
2 Laporan Keuangan Koordinasi Penyusunan Laporan n 00 Alokasi Umum
Akhir Tahun SKPD Keuangan Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan ]urplah Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran SKPD dan .
2 Penyusunan . Dinas Dana Transfer
Laporan Koordinasi Penyusunan 14.000.0
0 Laporan Keuangan Kesehata 4 Laporan Umum-Dana
. Laporan Keuangan 00 .
2 Bulan/Triwulanan . n Alokasi Umum
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
/Semesteran SKPD
SKPD
Persentase Pemenuhan Penunjang Klz,;:?;t o8 % 60.888.7
Urusan Pemerintahan an 0 75.000
2 :;::;E"ﬁl;ﬁﬁ Cakupan Tersedianya Administrasi Dinas 90.000.0
0 8 Barang Milik Daerah Perangkat Kesehat 100 % R
3 Daerah pada Daerah an 00
Perangkat Daerah
Rekonsiliasi dan
2 Penyusunan Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Dinas 25.000.0 Dana Transfer
0 Laporan Barang Penyusunan Laporan Barang Milik Kesehata 3 Laporan 00' ’ Umum-Dana
3 Milik Daerah pada Daerah pada SKPD n Alokasi Umum
SKPD
2 Penatausz'll}aan Penatausahaan Barang Milik Daerah Dinas 65.000.0 Dana Transfer
0 Barang Milik 2da SKPD Kesehata 6 Laporan 00 Umum-Dana
3 Daerah pada SKPD p n Alokasi Umum
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Administrasi

2 Pendapatan . - . Dinas

0 Daerah Cakupan Tersedianya Administrasi Kesehat 100 % 11.000.0

Umum Perangkat Daerah 00

4 Kewenangan an
Perangkat Daerah

2 Pelaporan Jumlah Laporan Pengelolaan Dinas 11.000.0 Dana Transfer

0] 7 Pengelolaan Retribusi D h Kesehata 12 Laporan 00 Umum-Dana

4 Retribusi Daerah etribusi Laera n Alokasi Umum

2 Admlmstrzjm Cakupan Tersedianya Administrasi Dinas 8.173.00 Dana Transfer

0 Kepegawaian Kepegawaian Perangkat Daerah Kesehat 100 % 0.000 Umum-Dana

5 Perangkat Daerah peg g an ' Alokasi Umum
Pengadaan Pakaian .

2 Dinas beserta Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Dinas 70.000.0 Dana Transfer

0] 2 . . Kesehata 1 Paket Umum-Dana
Atribut Atribut Kelengkapan 00 .

5 n Alokasi Umum
Kelengkapannya

2 Pendataan dan Jumlah Dokumen Pendataan dan Dinas Dana Transfer
Pengolahan . . 5 7.980.00

0l 3 - . Pengolahan Administrasi Kesehata Dokumen Umum-Dana
Administrasi . 0 .

5 . Kepegawaian n Alokasi Umum
Kepegawaian

2 gsgi(dsl;;;;gan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dinas 15.000.0 Dana Transfer

0| 4 . . dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kesehata 3 Dokumen U Umum-Dana
Sistem Informasi . 00 .

5 . Kepegawaian n Alokasi Umum
Kepegawaian

2 Monltor.mg, Jumlah Dokumen Monitoring, Dinas Dana Transfer
Evaluasi, dan . o L 15.000.0

0] 5 o .. Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Kesehata 1 Dokumen Umum-Dana
Penilaian Kinerja . 00 .

5 . Pegawai n Alokasi Umum
Pegawai

2 Pend?dlkan dan . Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dinas Dana Transfer
Pelatihan Pegawai ; R 30.000.0

0| 9 Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Kesehata 3 Orang 00 Umum-Dana

5 an tug Pendidikan dan Pelatihan n Alokasi Umum
dan Fungsi

2 Sosialisasi Jumlah Orang yang Mengikuti Dinas Dana Transfer
Peraturan e 30.000.0

0] 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Kesehata 6 Orang Umum-Dana
Perundang- 00 -

5 Undangan n Alokasi Umum
Undangan
Bimbingan Teknis Jumlah Orang yang Mengikuti

2 Implementasi Bimbingan Teknis Implementasi Dinas 33.000.0 Dana Transfer

0| 11 | Peraturan Peraturan Perundang-Undangan Kesehata 4 Orang R Umum-Dana

00 .

5 Perundang- n Alokasi Umum

Undangan

-191 -




Rancangan Rencana Rerja Dinas Resetatan Takhun 2024

2 Administrasi . - . Dinas
0 Umum Perangkat Cakupan Tersedianya Administrasi Kesehat 100 % 582.000.
Umum Perangkat Daerah 000

6 Daerah an
Penyediaan

2 Komponen Jumlah Paket Komponen Instalasi Dinas 50.000.0 Dana Transfer

0| 1 | Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kesehata 5 Paket 00' ' Umum-Dana

6 Listrik/Penerangan yang Disediakan n Alokasi Umum
Bangunan Kantor

2 Penyediaan Dinas Dana Transfer
Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan 85.000.0

0] 2 oo Kesehata 6 Paket Umum-Dana
Perlengkapan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 00 .

6 n Alokasi Umum
Kantor

2 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Dinas 70.000.0 Dana Transfer

0l 4 Logistik Kant Disediak Kesehata 1 Paket 00 Umum-Dana

6 ogistik Kantor yang Disediakan n Alokasi Umum

2 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan dan Dinas 25.000.0 Dana Transfer

0] 5 | Cetakan dan Pengeandaan vane Disediakan Kesehata 1 Paket 00 Umum-Dana

6 Penggandaan &8 yang n Alokasi Umum
Penyediaan Bahan

2 Bacaan dan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Dinas 7.000.00 Dana Transfer

0| 6 | Peraturan Peraturan Perundang-Undangan yang Kesehata 5 Dokumen 0' ' Umum-Dana

6 Perundang- Disediakan n Alokasi Umum
undangan

2 Fasilitasi Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Dinas 15.000.0 Dana Transfer

0] 8 . Kesehata 1 Laporan Umum-Dana
Kunjungan Tamu Tamu 00 .

6 n Alokasi Umum

2 Penyelengga.raan. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dinas Dana Transfer
Rapat Koordinasi L . 300.000.

0] 9 ) Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kesehata 125 Laporan Umum-Dana
dan Konsultasi 000 .

6 SKPD n Alokasi Umum
SKPD
Dukungan
Pelaksanaan

2 Sistem Jumlah Dokumen Dukungan Dinas 30.000.0 Dana Transfer

0 | 11 | Pemerintahan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Kesehata 10 Dokumen 00' ' Umum-Dana

6 Berbasis Berbasis Elektronik pada SKPD n Alokasi Umum
Elektronik pada
SKPD

-192 -




Rancangan Rencana Rerja Dinas Resetatan Takhun 2024

Pengadaan
Barang Milik
2 Daerah Persentase Pengadaan Barang Dinas
0 Penunjang Milik Daerah Penunjang Urusan Kesehat 100 % 820.000
7 Urusan Perangkat Daerah an .000
Pemerintah
Daerah
Pengadaan
2 Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Dana Transfer
0 Perorangan Dinas Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kesehata 1 Unit 650.000. | Umum-Dana
7 atau Kendaraan yang Disediakan n 000 Alokasi Umum
Dinas Jabatan
2 Eiﬁ%zf::ﬁ Dinas Jumlah Unit Kendaraan Dinas Dinas Dana Transfer
0 Operasional atau Operasional atau Lapangan yang Kesehata 2 Unit 65.000.0 | Umum-Dana
7 Disediakan n 00 Alokasi Umum
Lapangan
2 Dinas Dana Transfer
0 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Kesehata 120 Paket 105.000. | Umum-Dana
7 n 000 Alokasi Umum
Penyediaan Jasa
2 Penunjang Persentase Tersedianya Jasa Dinas
0 Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Kesehat 100 % 472.275
8 Pemerintahan Daerah an .000
Daerah
2 EEIXSS;EZ;] asa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Dinas Dana Transfer
0 b Komunikasi, Sumber Daya Air dan Kesehata 12 Laporan 414.275. | Umum-Dana
Sumber Daya Air - L :
8 N Listrik yang Disediakan n 000 Alokasi Umum
dan Listrik
2 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Dinas Dana Transfer
0 Pelayanan Umum Pelayanan Umum Kantor yang Kesehata 12 Laporan 58.000.0 | Umum-Dana
8 Kantor Disediakan n 00 Alokasi Umum
Pemeliharaan
Barang Milik
2 Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Dinas 3.355.00
0 Penunjang Milik Daerah Penunjang Urusan Kesehat 95 % on
. 0.000
9 Urusan Pemerintahan Daerah an
Pemerintahan
Daerah
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Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,
Biaya

2 . Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Dinas Dana Transfer
Pemeliharaan, dan . . 125.000.
0 . atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Kesehata 7 Unit Umum-Dana
Pajak Kendaraan A . . 000 .
9 ) Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya n Alokasi Umum
Perorangan Dinas
atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
2 Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Dinas 205.000 Dana Transfer
0 Pajak dan atau Lapangan yang Dipelihara dan Kesehata 25 Unit 000' " | Umum-Dana
9 Perizinan dibayarkan Pajak dan Perizinannya n Alokasi Umum
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan
2 Pemeliharaan . . Dinas Dana Transfer
0 Peralatan dan ]l;rr?lagipgﬂi;:n dan Mesin Lainnya Kesehata 15 Unit 33'000'0 Umum-Dana
9 Mesin Lainnya yang Uip n Alokasi Umum
2 Pe.n.leh}.laraan/Reh Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Dinas Dana Transfer
abilitasi Gedung . . 3.000.00
0 Lainnya yang Kesehata 1 Unit Umum-Dana
Kantor dan A . N 0.000 .
9 . Dipelihara/Direhabilitasi n Alokasi Umum
Bangunan Lainnya
2 Dinas
Peningkatan o 47.100.0
(1) Pelayanan BLUD Cakupan Pelayanan BLUD Ke;ihat 92 % 00.000
2 Pelayanan dan Jumlah BLUD yang Menyediakan Dinas _ 47.1000 | DanaTransfer
1 Penunjang Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Kesehata 1 Unit 00.000 Umum-Dana
0 Pelayanan BLUD y jang y n ' Alokasi Umum
2 Dinas
1 Penata_lan . Cakupan Penataan Organisasi Kesehat 100 % 285.500.
Organisasi 000
3 an
Monitoring,
2 Evaluasi d;fm Jumlah Dokumen Monitoring, Dinas
Pengendalian . . . 160.000.
1 Kualitas Pelavanan Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Kesehata 2 Dokumen 000
3 4 Pelayanan Publik dan Tata Laksana n

Publik dan Tata
Laksana
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Koordinasi dan

2 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Dinas
Penyusunan L 125.500.
1 - Penyusunan Laporan Kinerja Kesehata 2 Dokumen
Laporan Kinerja 5 000
3 . Pemerintah Daerah n
Pemerintah Daerah
PROGRAM
PEMENUHAN
UPAYA Dinas
KESEHATAN Indeks Kepuasan Masyarakat Kesehat ) ) )
PERORANGAN terhadap Pelayanan Kesehatan an
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
CAPAIAN INDIKATOR NASIONAL Kz;‘;;zt 65 % 87.326.8
MUTU 0 59.936
an
PUSKESMAS TERAKREDITASI K'Z ;’:l’;t 81 % 800.000.
MINIMAL MADYA an ° 000
CAPAIAN INDIKATOR NASIONAL K'e) ;’e“:;t 65 % 87.326.8
MUTU 0 59.936
an
Penyediaan
Fasilitas Pelayanan
z Kesehatan untuk Persentase Fasilitas Pelayanan Dinas
0 UKM dan UKP ; v Kesehat % 27.834.7
Kesehatan Sesuai Standar 65
1 Kewenangan an 50.000
Daerah
Kabupaten/Kota
Pembangunan Jumlah Rumah Sakit Baru yang
Rumah Sakit beserta Memenuhi Rasio Tempat Tidur
2 Sarana dan Terhadap Jumlah Penduduk Minimal Dinas
0 Prasarana 1:1000 Kesehata Unit
1 Pendukungnya n
Pembangunan Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat .
2 Puskesmas (Puskesmas) yang Dibangun Dinas
0 yang g Kesehata Unit
1 n
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Pembangunan Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang .
2 Fasilitas Kesehatan Dibangun Dinas Dana Transfer
0| 3 Lainnya Kesehata 2 Unit 400.000. | Umum-Dana
1 n 000 Alokasi Umum
Pembangunan Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
2 Rumah Dinas yang Dibangun Dinas
0| 4 | TenagaKesehatan Kesehata ) Unit
1 n )
Pengembangan Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Dana Transfer
Puskesmas Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan Umum-Dana
2 SDM agar Sesuai Standar Dinas Alokasi Umum
of 6 Kesehata Unit 2.500.00 | 92nDana
1 n 11 0.000 Transfer
Khusus - Dana
Alokasi Khusus
Fisik
Pengembangan Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang
Fasilitas Kesehatan Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat
2 Lainnya Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Dinas Dana Transfer
0] 7 Kesehata 3 Unit 750.000. | Umum-Dana
1 n 000 Alokasi Umum
Rehabilitasi dan Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Dana Transfer
Pemeliharaan Kesehatan yang Telah Dilakukan Umum-Dana
2 Rumah Sakit Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Dinas Alokasi Umum
of s Oleh Rumah Sakit Kesehata Unit 1.000.00 | 92nDana
1 n 1 0.000 Transfer
Khusus - Dana
Alokasi Khusus
Fisik
Rehabilitasi dan Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Dana Transfer
Pemeliharaan Kesehatan yang Telah Dilakukan Umum-Dana
2 Puskesmas Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Di Alokasi Umum
inas
0| 9 Puskesmas Kesehata Unit 111000 | danDana
1 n 5 0.000 Transfer
Khusus - Dana
Alokasi Khusus
Fisik
Rehabilitasi dan Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat
Pemeliharaan Kesehatan yang Telah Dilakukan
2 Fasilitas Kesehatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Dinas Dana Transfer
0] 10 | Lainnya Fasilitas Kesehatan Lainnya Kesehata 45 Unit 2.074.75 | Umum-Dana
1 n 0.000 | Alokasi Umum
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Rehabilitasi dan Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dana Transfer
Pemeliharaan Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Umum-Dana
2 Rumah Dinas Dilakukan Rehabilitasi dan Dinas Alokasi Umum
ol 11 | Tenaga Kesehatan Pemeliharaan Kesehata Unit 300.000. dan Dana
1 n 2 000 Transfer
Khusus - Dana
Alokasi Khusus
Fisik
Pengadaan Sarana Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Dana Transfer
Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan Umum-Dana
2 Kesehatan Dinas Alokasi Umum
. dan Dana
0] 12 Kesehata Unit 9.500.00
1 n 154 0.000 Transfer
’ Khusus - Dana
Alokasi Khusus
Fisik
Pengadaan Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Dana Transfer
Prasarana dan Kesehatan yang Disediakan Umum-Dana
2 Pendukung Fasilitas Dinas g;ikgzln[;mum
0 | 13 | Pelayanan Kesehata Unit 3.000.00
1 Kesehatan n 45 0.000 Transfer
’ Khusus - Dana
Alokasi Khusus
Fisik
Pengadaan Alat Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang
Kesehatan/Alat Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dana Transfer
Penunjang Medik yang Disediakan Umum?Dana
2 Fasilitas Pelayanan Dinas Alokasi Umum
. dan Dana
0| 14 | Kesehatan Kesehata Unit 5.000.00
1 n 788 0.000 Transfer
' Khusus - Dana
Alokasi Khusus
Fisik
Pengadaan dan Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan
Pemeliharaan Alat Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit
Kalibrasi Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan }
2 Regional/Regional Maintai Cent Dinas
ol 15 egional/Regional Maintainance Center Kesehata Unit ]
1 n
Pengadaan Obat, Jumlah Obat dan Vaksin yang Dana Transfer
Vaksin Disediakan . Umum-Dana
2 Dinas Alokasi Umum
0] 16 Kesehata Paket 1.200.00
80 dan Dana
1 n 0.000
Transfer
Khusus - Dana
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Alokasi Khusus
Fisik

Pengadaan Bahan
Habis Pakai

Jumlah Bahan Habis Pakai yang
Disediakan

Dana Transfer
Umum-Dana
Alokasi Umum

2 Dinas dan Dana
0] 17 Kesehata Paket 400.000.
1 n 40 000 Transfer
Khusus - Dana
Alokasi Khusus
Fisik
Pemeliharaan Rutin Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Dana Transfer
dan Berkala Alat Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Umum-Dana
Kesehatan/Alat Terpelihara Sesuai Standar . Alokasi Umum
2 j i Dinas dan Dana
0 | 20 | Penunjang Medik Kesehata Unit 300.000.
1 Fasilitas Pelayanan n 50 000 Transfer
Kesehatan Khusus - Dana
Alokasi Khusus
Fisik
Distribusi Alat Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat,
Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai Dana Transfer
Vaksin, Bahan Medis (BMHP), Makanan dan Minuman yang Umum?Dana
2 Habis Pakai (BMHP), Didistribusikan ke Puskesmas serta Dinas Alokasi Umum
0| 21 | Makanan dan Fasilitas Kesehatan Lainnya Kesehata 280 Kali 300.000. ’(Ii‘an D?na
1 Minuman ke n 000 ranster
Khusus - Dana
Puskesmas serta .
" Alokasi Khusus
Fasilitas Kesehatan L.
. Fisik
Lainnya
Pengelolaan Jumlah Keluarga yang Sudah
Pelayanan Dikunjungi dan Diintervensi Masalah
2 Kesehatan Dasar Kesehatannya oleh Tenaga Dinas
0| 39 | Melalui Pendekatan Kesehatan Puskesmas Kesehata R
1 Keluarga n
Penyediaan
Layanan
2 Kesehatan untuk Dinas
0 UKM dan UKP Penurunan Stunting Kesehat - -
2 Rujukan Tingkat an
Daerah
Kabupaten/Kota
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. Dinas
TeppenubinysStandar Pclayanan
an 109.936
Pengelolaan Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Dana Transfer
Pelayanan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Umum-Dana
Kesehatan Ibu . Alokasi Umum
2 Hamil Dinas dan Dana
0 Kesehata Orang 2.837.50
2 n 7.421 0.000 Transfer
Khusus - Dana
Alokasi Khusus
Fisik
Pengelolaan Jumlah Ibu Bersalin yang Dana Transfer
Pelayanan Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Umum-Dana
Kesehatan Ibu Sesuai Standar . Alokasi Umum
2 Bersalin Dinas dan Dana
0 Kesehata Orang 2.700.00
2 n 7.165 0.000 Transfer
Khusus - Dana
Alokasi Khusus
Fisik
Pengelolaan Jumlah Bayi Baru Lahir yang Dana Transfer
Pelayanan Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Umum-Dana
Kesehatan Bayi Sesuai Standar . Alokasi Umum
2 Baru Lahir Dinas dan Dana
0 Kesehata Orang 258.625.
2 n 7.149 000 Transfer
Khusus - Dana
Alokasi Khusus
Fisik
Pengelolaan Jumlah Balita yang Mendapatkan Dana Transfer
Pelayanan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Umum-Dana
Kesehatan Balita . Alokasi Umum
é KDm}? X 0 1.494.99 | dan Dana
2 es&; ata 26.439 rang ' 8 0'00 Transfer
’ Khusus - Dana
Alokasi Khusus
Fisik
Pengelolaan Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar Dana Transfer
Pelayanan yang Mendapatkan Pelayanan Umum-Dana
Kesehatan pada Kesehatan Sesuai Standar . Alokasi Umum
2 Usia Pendidikan Dinas dan Dana
0 Kesehata Orang 861.750.
2 Dasar n 12.341 000 Transfer

Khusus - Dana
Alokasi Khusus
Fisik
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Pengelolaan Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Dana Transfer
Pelayanan Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Umum-Dana
2 Kesehatan pada Sesuai Standar Dinas Alokasi Umum
0] 6 Usia Produkif Kesehata Orang 443.375. dan Dana
2 n 221.734 000 Transfer
Khusus - Dana
Alokasi Khusus
Fisik
Pengelolaan Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Dana Transfer
Pelayanan Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Umum-Dana
2 Kesehatan pada Sesuai Standar Dinas Alokasi Umum
Usia Lanjut dan Dana
ol 7 Kesehata Orang 657.500.
2 n 30.452 000 Transfer
Khusus - Dana
Alokasi Khusus
Fisik
Pengelolaan Jumlah Penderita Hipertensi yang
2 Pelayanan Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dinas Dana Transfer
0| 8 | Kesehatan Sesuai Standar Kesehata Orang 30.000.0 | Umum-Dana
2 Penderita n 66.846 00 | Alokasi Umum
Hipertensi
Pengelolaan Jumlah Penderita Diabetes Melitus
2 Pelayanan yang Mendapatkan Pelayanan Dinas Dana Transfer
o| o | Kesehatan Kesehatan Sesuai Standar Kesehata Orang 25.000.0 | Umum-Dana
2 Penderita Diabetes n 2.896 00 | Alokasi Umum
Melitus
Pengelolaan Jumlah Orang yang Mendapatkan Dana Transfer
Pelayanan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Umum-Dana
2 Kesehatan Orang Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Dinas Alokasi Umum
0| 10 | densan Gangguan Kesehata Orang 409.000. | 92nDana
2 Jiwa Berat n 526 000 Transfer
Khusus - Dana
Alokasi Khusus
Fisik
Pengelolaan Jumlah Orang Terduga Menderita Dana Transfer
Pelayanan Tuberkulosis yang Mendapatkan Umum-Dana
2 Kesehatan Orang Pelayanan Sesuai Standar Dinas Alokasi Umum
Terduga dan Dana
(2) 11 Tuberkulosis Kesihata 3.123 Orang 406'2050% Transfer

Khusus - Dana
Alokasi Khusus
Fisik
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Pengelolaan Jumlah Orang Terduga Menderita HIV Dana Transfer
Pelayanan yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Umum-Dana
2 Kesehatan Orang Standar Dinas Alokasi Umum
dengan Risiko dan Dana
g 12 Terinfeksi HIV Kesihata 9.828 Orang 403'2050% Transfer
Khusus - Dana
Alokasi Khusus
Fisik
Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
Pelayanan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Dana Transfer
Kesehatan bagi Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Umum-Dana
2 Penduduk Bencana dan/atau Berpotensi Dinas Alokasi Umum
o | 14 | Terdampak Krisis Bencana Sesuai Standar Kesehata Dokumen 79.725.0 dan Dana
2 Kesehatan Akibat n 4 00 Transfer
Bencana dan/atau Khusus - Dana
Berpotensi Alokasi Khusus
Bencana Fisik
Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Transfer
Pelayanan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Umum-Dana
2 Kesehatan Gizi Dinas Alokasi Umum
0] 15 Masyarakat Kesehata Dokumen 2.615.12 dan Dana
2 n 12 5.000 Transfer
Khusus - Dana
Alokasi Khusus
Fisik
Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Transfer
Pelayanan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Umum-Dana
2 Kesehatan Kerja Olahraga Dinas Alokasi Umum
0| 16 | dan Olahraga Kesehata Dokumen 669.000. | dan Dana
2 n 3 000 Transfer
Khusus - Dana
Alokasi Khusus
Fisik
Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
Pelayanan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Dana Transfer
Kesehatan Umum-Dana
2 Lingkungan Dinas Alokasi Umum
0] 17 Kesehata Dokumen 953.084. dan Dana
2 n 5 936 Transfer
Khusus - Dana
Alokasi Khusus
Fisik
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Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Transfer
Pelayanan Promosi Pelayanan Promosi Kesehatan Umum-Dana
Kesehatan . Alokasi Umum
2 Dinas dan D
0] 18 Kesehata Dokumen 1.165.00 an ana
2 n 4 0.000 Transfer
’ Khusus - Dana
Alokasi Khusus
Fisik
Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
Pelayanan Pelayanan Kesehatan Tradisional,
Kesehatan Akupuntur, Asuhan Mandiri dan .
2 Tradisional, Tradisional Lainnya Dinas Dana Transfer
0] 19 ’ y Kesehata Dokumen 27.000.0 | Umum-Dana
Akupuntur, Asuhan 1 .
2 . n 00 | Alokasi Umum
Mandiri, dan
Tradisional
Lainnya
Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Transfer
Surveilans Surveilans Kesehatan Umum-Dana
Kesehatan . Alokasi Umum
2 Dinas dan Dana
0] 20 Kesehata Dokumen 458.000.
2 n 4 000 Transfer
Khusus - Dana
Alokasi Khusus
Fisik
Pengelolaan Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Dana Transfer
Pelayanan Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Umum-Dana
Kesehatan Jiwa dan . Alokasi Umum
2 NAPZA Dinas dan Dana
0] 22 Kesehata Orang 290.796.
2 n 10 250 Transfer
Khusus - Dana
Alokasi Khusus
Fisik
Pengelolaan Upaya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
2 Kesehatan Khusus Pelayanan Kesehatan Khusus Dinas Dana Transfer
0] 23 Kesehata 9 Dokumen 50.000.0 | Umum-Dana
2 n 00 | Alokasi Umum
Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Dana Transfer
Kesehatan Kesehatan Penyakit Menular dan Umum-Dana
Penyakit Menular Tidak Menular . Alokasi Umum
2 dan Tidak Menular Dinas dan Dana
0] 25 Kesehata Dokumen 2.329.00
12 Transfer
2 n 0.000

Khusus - Dana
Alokasi Khusus
Fisik
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Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan .
2 Jaminan Kesehatan Jaminan Kesehatan Masyarakat Dinas Dana Transfer
0] 26 Masyarakat Kesehata 10 Dokumen 25.750.0 | Umum-Dana
2 n 00.000 | Alokasi Umum
Pengambilan dan Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Dana Transfer
Pengiriman Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Umum-Dana
Spesimen Penyakit Laboratorium Rujukan/Nasional yang . Alokasi Umum
2 Potensial KLB ke Didistribusikan Dinas dan Dana
0| 28 . Kesehata Paket 61.775.0
2 Laboratorlum n 1 00 Transfer
Rujukan/Nasional Khusus - Dana
Alokasi Khusus
Fisik
MBS e e
0| 29 Sehat Sehat Kesehata 1 Dokumen 250.000. | Umum-Dana
2 n 000 | Alokasi Umum
Penyediaan Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Telemedicine di (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi
Fasilitas Pelayanan Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui
2 Kesehatan Pelayanan Telemedicine untuk Dinas Dana Transfer
ol 30 Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehata Unit 300.000. Khusus. - Dana
2 Kesehatan yang Berkualitas n 2 000 A.lo.k351 Khusus
Fisik
Operasional Jumlah Dokumen Operasional Dana Transfer
Pelayanan Rumah Pelayanan Rumah Sakit Umum-Dana
Sakit . Alokasi Umum
2 Dinas dan Dana
0| 32 Kesehata Dokumen 1.000.00
2 n 2 0.000 Transfer
Khusus - Dana
Alokasi Khusus
Fisik
Operasional Jumlah Dokumen Operasional
Pelayanan Pelayanan Puskesmas Dana Transfer
Puskesmas Umum-Dana
. Alokasi Umum
2 Dinas dan Dana
0] 33 Kesehata Dokumen 8.481.90
2 n 27 5750 Transfer
Khusus - Dana
Alokasi Khusus
Fisik
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Operasional Jumlah Dokumen Operasional
Pelayanan Fasilitas Pelayanan Fasilitas Kesehatan Dana Transfer
Kesehatan Lainnya Lainnya Umum-Dana
. Alokasi Umum
2 Dinas dan Dana
0] 34 Kesehata Dokumen 400.000.
2 n 1 000 Transfer
Khusus - Dana
Alokasi Khusus
Fisik
Investigasi Awal Jumlah Laporan Hasil Investigasi Dana Transfer
Kejadian Tidak Awal Kejadian Tidak Diharapkan Umum-Dana
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan . Alokasi Umum
2 (Kejadian Ikutan Pemberian Obat Massal) Dinas dan Dana
0] 36 o Kesehata Dokumen 1.371.25
2 Pasca Imunisasi n 12 0.000 Transfer
dan Pemberian Khusus - Dana
Obat Massal) Alokasi Khusus
Fisik
Penyediaan dan Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Dana Transfer
Pengelolaan Sistem Tersediaan, Terkelolaan dan Umum-Dana
Penanganan Gawat Terintegrasi Dengan Rumah Sakit . Alokasi Umum
2 Darurat Terpadu Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Dinas . dan Dana
0| 38| (speDT) Darurat Terpadu (SPGDT) Kesehata 1 Unit 520.000. 1 - sfer
2 n 000
Khusus - Dana
Alokasi Khusus
Fisik
Pengelolaan Jumlah Keluarga yang Sudah Dana Transfer
Pelayanan Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Umum-Dana
Kesehatan Dasar Kesehatannya oleh Tenaga . Alokasi Umum
2 Melalui Kesehatan Puskesmas Dinas dan Dana
g 39 | Pendekatan Kesehata 104.311 Keluarga 200'%%% Transfer
Keluarga n Khusus - Dana
Alokasi Khusus
Fisik
Pengelolaan Jumlah Orang dengan Tuberculosis Dana Transfer
Pelayanan yang mendapatkan Pelayanan Umum-Dana
Kesehatan Orang kesehatan sesuai standar . Alokasi Umum
2 dengan Dinas dan Dana
01 40 | Tyberculosis Kesehata 1.103 Orang 576.900. Transfer
2 n 000
Khusus - Dana
Alokasi Khusus
Fisik
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Pengelolaan Jumlah orang yang mendapatkan Dana Transfer
Pelayanan pelayanan kesehatan Malaria Umum-Dana
2 Kesehatan Malaria Dinas Alokasi Umum
0| 42 Kesehata Orang 591.300. | dan Dana
2 n 39.112 000 Transfer
Khusus - Dana
Alokasi Khusus
Fisik
2 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan yang Dinas
0 Sistem Informasi diselenggarakan secara terintegrasi Kesehat % 170.000
Kesehatan Secara 82 T
3 Terintegrasi an 000
mlah Dokumen Hasil Pengelolaan
2 ggg%ille:r?lr;s? " gjataadancl)n?or:wasi ?(seseﬁaéeno * Dinas Dana Transfer
0l 1 Kesehatan Kesehata 2 Dokumen 115.000. Umum?Dana
3 n 000 | Alokasi Umum
Pengadaan Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi
2 Alat/Perangkat Kesehatan dan Jaringan Internet yang Dinas Dana Transfer
ol 3 Sistem Informasi Disediakan Kesehata Unit 55.000.0 | Umum-Dana
3 Kesehatan dan n 4 00 | Alokasi Umum
Jaringan Internet
Penerbitan Izin
Rumah Sakit
2 Kelas C, D dan Dinas
0 Fasilitas Fasilitas Kesehatan yang diterbitkan Kesehat % 655.000.
4 Pelayanan sesuai Standar perizinan an 81 000
Kesehatan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan Tata Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas
Kelola Rumah Sakit Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah
dan Fasilitas Kabupaten/Kota yang Melakukan
2 Pelayanan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar Dinas Dana Transfer
0| 2 | Kesehatan Tingkat Kesehata Unit 150.000. | Umum-Dana
4 Daerah n 1 000 | Alokasi Umum
Kabupaten/Kota
Peningkatan Mutu Jumlah Fasilitas Kesehatan yang
2 Pelayanan Fasilitas Dilakukan Pengukuran Indikator Dinas Dana Transfer
0 3 Kesehatan Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehata 2 Unit 280.000. | Umum-Dana
4 kesehatan n 9 000 | Alokasi Umum

- 205 -




Rancangan Rencana Rerja Dinas Resetatan Takhun 2024

Penyiapan Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan
2 Perumusan dan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Dinas Dana Transfer
1 0 Pelaksanaan Kesehatan Rujukan Kesehata Dokumen 225.000. | Umum-Dana
4 Pelayanan n 1 000 | Alokasi Umum
Kesehatan Rujukan
PROGRAM PERSENTASE SUMBER DAYA
PENINGKATAN MANUSIA KESEHATAN YANG A
KAPASITAS KOMPETEN DAN PRODUKTIF Dinas
1 SUMBER DAYA Kesehat - - - DINKES
MANUSIA an
KESEHATAN
D RASIO SUMBER DAYA MANUSIA Dinas \
n KESEHATAN (SDMK) Kesehat 30 % 812.500
e an .000
Pemberian Izin Jumlah Rekomendasi Surat Izin
Praktik Tenaga Praktik bagi Tenaga Kesehatan
2 Kesehatan di Dinas
1 0 Wilayah Kesehat 180 Dokumen 27.500.
1 Kabupaten/Kota an 000
Pembinaan dan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan
Pengawasan Tenaga dan Pengawasan Tenaga Kesehatan
Kesehatan serta serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik
2 Tindak Lanjut Tenaga Kesehatan Dinas Dana Transfer
1 0 Perizinan Praktik Kesehata 2 Dokumen 27.500.0 | Umum-Dana
1 Tenaga Kesehatan n 00 | Alokasi Umum
Perencanaan Jumlah Dokumen Rencana
Kebutuhan dan Kebutuhan Sumber Daya Manusia
Pendayagunaan Kesehatan .
2 Sumber Daya Dinas
1 0 . Kesehat Dokumen 535.000
2 Manusia Kesehatan an 2 1000
untuk UKP dan
UKM di Wilayah
Kabupaten/Kota
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Pembinaan dan
Pengawasan
Sumber Daya

Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan
dan Pengawasan Sumber Daya
Manusia Kesehatan

Dana Transfer
Umum-Dana

2 Manusia Kesehatan Dinas Alokasi Umum
0 Kesehata 5 Dokumen 535.000. | dan Dana
2 n 000 | Transfer
Khusus - Dana
Alokasi Khusus
Fisik
Pengembangan Terlaksananya Pengembangan
Mutu dan Mutu dan Peningkatan Kompetensi
Peningkatan Teknis Sumber Daya Manusia .
2 Kompetensi Teknis Kesehatan Dinas
0 Kesehat % 250.000
3 Sumbe.r Daya an 81 000
Manusia Kesehatan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan Jumlah Sumber Daya Manusia
Mutu dan Kesehatan Tingkat Daerah
2 Peningkatan Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Dinas Dana Transfer
0 Kompetensi Teknis Mutu dan Kompetensinya Kesehata Orang 250.000. | Umum-Dana
3 Sumbe.r Daya n 210 000 | Alokasi Umum
Manusia Kesehatan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
PROGRAM FASILITAS KEFARMASIAN YANG
SEDIAAN MEMILIKI STANDAR DAN Dinas
2;1;1];41-?:11" :;ADXN PERSYARATAN Kesehat 6 % 223.000.
MAKANAN an 000
MINUMAN
Pemberian Izin Fasilitas Kefarmasian (Apotik & Toko
Apotek, Toko Obat) yang memenuhi standar
Obat, Toko Alat .
2 Kesehatan dan Dinas
0 . Kesehat Sarana 51.000.0
1 Optikal, Usaha an 55 00
Mikro Obat
Tradisional
(UMOT)
Pengendalian dan Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian
Pengawasan serta dan Pengawasan serta Tindak Lanjut
9 Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Dinas
0 Pen.g;ilwasan Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Kesehata ) )
1 Perizinan Apotek, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) n -

Toko Obat, Toko
Alat Kesehatan,
dan Optikal, Usaha
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Mikro Obat
Tradisional
(UMOT)

Penyediaan dan
Pengelolaan Data
Perizinan dan
Tindak Lanjut
Pengawasan Izin

Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat
Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro
Obat Tradisional (UMOT) yang
Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka
Penerbitan dan Tindak Lanjut

2 Apotek, Toko Obat b ° « Toko Ob Dinas Dana Transfer
0 Toko Alat ’ Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Kesehata 62 Sarana 51.000.0 | Umum-Dana
1 Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, n 00 | Alokasi Umum
Kesehatan, dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Optikal, Usaha
Mikro Obat
Tradisional
(UMOT)
Pemberian Persentase Sarana Produksi Alat
Sertifikat Kesehatan , Perbekalan Kesehatan
Produksi untuk Rumah Tangga yang mendapatkan
Sarana Produksi Sertifikat produksi
Alat Kesehatan .
2 Dinas
0 Kelas 1 tertentu Kesehat R _
2 dan Perbekalan an -
Kesehatan Rumah
Tangga Kelas 1
Tertentu
Perusahaan
Rumah Tangga
Pengendalian dan Jumlah Dokumen Pengendalian dan
Pengawasan serta Pengawasan serta Tindak Lanjut
Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat
Pengawasan Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT
2 Sertifikat Produksi Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Dinas
0 Alat Kesehatan Tangga Kesehata - - -
2 Kelas 1 Tertentu n

dan PKRT Kelas 1
Tertentu
Perusahaan Rumah
Tangga
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oSN

Penerbitan
Sertifikat
Produksi Pangan
Industri Rumah
Tangga dan
Nomor P-IRT
sebagai Izin
Produksi, untuk
Produk Makanan
Minuman
Tertentu yang
Dapat Diproduksi
oleh Industri
Rumah Tangga

SPP IRT yang diterbitkan sesuai
Ketentuan

Dinas
Kesehat
an

35

Sarana

142.000.
000

N

Pengendalian dan
Pengawasan serta
Tindak Lanjut
Pengawasan
Sertifikat Produksi
Pangan Industri
Rumah Tangga dan
Nomor P-IRT
sebagai Izin
Produksi, untuk
Produk Makanan
Minuman Tertentu
yang Dapat
Diproduksi oleh
Industri Rumah
Tangga

Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian
dan Pengawasan serta Tindak Lanjut
Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan
Industri Rumah Tangga dan Nomor P-
IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk
Makanan Minuman Tertentu yang
Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah
Tangga

Dinas
Kesehata
n

35

Dokumen

142.000.
000

Dana Transfer
Umum-Dana
Alokasi Umum
dan Dana
Transfer
Khusus - Dana
Alokasi Khusus
Fisik

oo

Pemeriksaan dan
Tindak Lanjut
Hasil
Pemeriksaan Post
Market pada
Produksi dan
Produk Makanan
Minuman Industri
Rumah Tangga

Sarana Produksi dan Pangan IRT yang
memenuhi Syarat

Dinas
Kesehat
an

60

Sarana

30.000.0
00

N

Pemeriksaan Post
Market pada
Produk Makanan-
Minuman Industri
Rumah Tangga
yang Beredar dan
Pengawasan serta
Tindak Lanjut
Pengawasan

Jumlah Produk dan Sarana Produksi
Makanan- Minuman Industri Rumah
Tangga Beredar yang Dilakukan
Pemeriksaan Post Market dalam rangka
Tindak Lanjut Pengawasan

Dinas
Kesehata
n

62

Unit

30.000.0
00

Dana Transfer
Umum-Dana
Alokasi Umum
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PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
BIDANG
KESEHATAN Dinas
Penurunan Stunting Kesehat -
an
Persentase Pelaksanaan Upaya Dinas
Kesehatan Bersumber daya Kesehat 67 % 250.000
Masyarakat (UKBM) an .000
Advokasi,
Pemberdayaan,
Kemitraan,
2 Peningkatan Dinas
Peran serta Persentase pelaksanaan
0 . . Kesehata %
1 Masyarakat dan peningkatan Promosi Kesehatan n -
Lintas Sektor
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan Upaya Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan,
Promosi Advokasi, Kemitraan dan
Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat
Advokasi,
2 Kemitraan dan Dinas
0 Pemberdayaan Kesehat Dokumen
1 Masyarakat an
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Pelaksanaan
Sehat dalam

2 rangka Promotif Dinas
Preventif Tingkat Persentase Pelaksanaan Sehat

(2) Daerah dalam Rangka Promotif Preventif Ke;(:lhat % 103 60000
Kabupaten/Kota :

Penyelenggaraan Jumlah Dokumen Hasil
Promosi Kesehatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan
dan Gerakan Hidup dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat .

2 Bersih dan Sehat Dinas Dana Transfer

0 Kesehata Dokumen 100.000. | Umum-Dana

2 n 000 | Alokasi Umum
Pengembangan
dan Pelaksanaan

g gep:sy:nll(lfes:lll)zt;: Persentase Pelaksanaan Upaya Dinas

Kesehatan Bersumber daya Kesehat % 150.000

3 Masyarakat Masyarakat (UKBM) an 55 000

(UKBM) Tingkat ’

Daerah

Kabupaten/Kota

Bimbingan Teknis Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Dana Transfer
dan Supervisi Teknis dan Supervisi Upaya Umum-Dana
Pengembangan dan Kesehatan Bersumber Daya . Alokasi Umum

2 Pelaksanaan Upaya Masyarakat (UKBM) Dinas dan Dana

0 Kesehata Dokumen 150.000.

3 Kesehatan n 1 000 Transfer
Bersumber Daya Khusus - Dana
Masyarakat Alokasi Khusus
(UKBM) Fisik
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BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin
Tahun 2024 tertuang dalam 5 Program, 23 Kegiatan dan 100 Sub Kegiatan yang
disusun berdasarkan Nomenklatur terbaru pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 90 Tahun 2019 dan tupoksi Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin, serta
hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 berdasarkan isu-isu
strategis yang ada di Kabupaten Merangin. Adapun program dan kegiatan

terdapat dalam tabel 4.1 :
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Rumusan Rencana Program/Kegiatan dan Penganggaran Perangkat Daerah Tahun 2024

Tabel 4. 1

Rencana Tahun 2024
Urusan / Bidang /
No. Program / Kegiatan Indikator Kinerja i L o Catat.an
Pemerintahan Daerah Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Sumber Dana)(Rp.) Penting
Lokasi APED
Volume Satuan DAU DAK PROV APBN
Program Penyediaan
XXX.1 Jasa Penunjang Nilai AKIP SKPD Dinas 88.460.651.783 0 0 0 DINKES
Urusan Pemerintah Kesehatan A
Daerah
Persentase Pemenuhan Dinas o
Penunjang Urusan Pemerintah | Kesehatan 98 Yo 60.888.775.000 0 0 0
Nilai AKIP SKPD Ke[s)c;llzian A 88.460.651.783 0 0 0
Perencanaan,Pengan Cakupan Tersedianya Dinas
i 0,
X.XX.1.201 ggaran, ‘danIEvaluam Perencanaan, Penga‘nggaran Kesehatan 100 % 181.000.000 0 0 0
Kinerja dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Dinas
XXX.1.201.1 Perangkat Daerah Perangkat Daerah Kesehatan 6 Dokumen 35.000.000 0 0 0
Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Dinas
XXX.1.201.2 Penyusunan Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Dokumen 0 0 0
RKA-SKPD Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kesehatan 1 25.000.000
Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan
XXX.1.201.3 Penyusunan Dokumen RKA._SKI.JD dan Laporan Hasil Dinas Dokumen 0 0 0
Perubahan RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen | Kesehatan 1 30.000.000
u Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Dinas
XXX.1.201.4 Penyusunan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Kesehatan 1 Dokumen 27.000.000 0 0 0
Penyusunan DPA-SKPD
Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan
XXX.1.201.5 Penyusunan DPA._SKPD dan Laporan Hasil Dinas Dokumen 0 0 0
Perubahan DPA- SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen | Kesehatan 1 27.000.000
Perubahan DPA-SKPD
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Rencana Tahun 2024
Urusan / Blda_ng / . A Catatan
No. Program / Kegiatan Indikator Kinerja . . e L .
Pemerintahan Daerah Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Sumber Dana)(Rp.) Penting
Lokasi APED
Volume Satuan DAU DAK PROV APBN
Koordinasi dan Jumlah Laporan Ca.palz‘m Klngr]a
Penyusunan Laporan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
XXX.1.201.6 Capaian Kinerja dan SK.PD (Iian Laporan Hasil Dinas Laporan 0 0 0
. . Koordinasi Penyusunan Laporan Kesehatan 2 12.000.000
Ikhtisar Realisasi . L .
Kineria SKPD Capaian Kinerja dan Ikhtisar
) Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Dinas
XXX.1.201.7 perangkat daerah Kinerja Perangkat Daerah Kesehatan 6 Laporan 25.000.000 0 0 0
Administrasi Cakupan Tersedianya Dinas
L. . o
X.XX.1.202 Keuangan Perangkat Administrasi Kenangan Kesehatan 100 % 88.279.651.783 0 0 0
Daerah Perangkat Daerah
. " Jumlah Orang yang .
Penyediaan Gaji dan . o ; Dinas
X.XX.1.202.1 Tunjangan ASN Menerima Ga[];SNdan Tunjangan Kesehatan 1.098 Orang 87.871.651.783 0 0 0
Pelaksanaan Jumlah  Dokumen
Penatausahaan dan Penatausahaan dan Dinas
XXX.12023 Pengujian/Verifikasi Pengujian/Verifikasi Keuangan | Kesehatan 4 Dokumen 355.000.000 0 0 0
Keuangan SKPD SKPD
Koordinasi dan - .
. Jumlah Dokumen Koordinasi Dinas
XXX.1.202.4 Pe}aksan;‘;’l‘)gkumns‘ dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Kesehatan 4 Dokumen 25.000.000 0 0 0
Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir
Penyusunan Laporan Tahun SKPD dan Laporan Hasil Dinas
XXX12025 Keuangan Akhir Tahun Koordinasi Penyusunan Laporan | Kesehatan 4 Laporan 14.000.000 0 0 0
SKPD Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan Keuangan
Koordinasi dan Bulanan/ Triwulanan/
Penyusunan Laporan Semesteran SKPD dan Laporan Dinas
X.XX.1.202.7 Keu.angan Koordinasi Penyusunan Laporan Kesehatan 4 Laporan 14.000.000 0 0 0
Bulan/Triwulanan/Se Keuangan
mesteran SKPD Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
Persentase Pemenuhan Dinas
i 0,
Penunjang Urusan Kesehatan 98 % 60.888.775.000 0 0 0 DINKES
Pemerintahan
Administrasi Barang Cakupan Tersedianya Dinas
X.XX.1.203 Milik Daerah pada Administrasi Barang Milik % 0 0 0
Perangkat Daerah Daerah Perangkat Daerah Kesehatan 100 90.000.000
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Rencana Tahun 2024
Urusan / Bidang /
No. Program / Kegiatan Indikator Kinerja . . e L Catat.an
Pemerintahan Daerah Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Sumber Dana)(Rp.) Penting
Lokasi APED
Volume Satuan DAU DAK PROV APBN
Peﬁ;ﬁgﬂ;ﬁr&iﬁ?an Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Dinas
XXX1203,5 Barang Milik Daerah Pen}.ll.lsunan Laporan Barang Kesehatan 3 Laporan 25.000.0000 0 0 0
pada SKPD Milik Daerah pada SKPD
Penatausahaan Barang .
. Jumlah Laporan Penatausahaan Dinas
XXX.1.203.6 Milik D;;(eg;h pada Barang Milik Daerah pada SKPD Kesehatan 6 Laporan 65.000.000 0 0 0
Administrasi .
Pendapatan Daerah Cakupan Tersedianya Dinas
X.XX.1.204 Pendapatan Daerah % 0 0 0
Kewenangan Kesehatan 100 11.000.000
Perangkat Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
Pelaporan Pengelolaan Jumlah Laporan Pengelolaan Dinas
XXX.1.204.7 Retribusi Daerah Retribusi Daerah Kesehatan 12 Laporan 11.000.000 0 0 0
Administrasi Cakupan Tersedianya Dinas
X.XX.1.205 Kepegawaian Administrasi Kepegawaian % 0 0 0
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Kesehatan 100 8.173.000.000
Pengadaan Pakaian . . .
. . Jumlah Paket Pakaian Dinas Dinas
XXX1205.2 Dlrlzz;sl;);gsg;ﬁ;;gut beserta Atribut Kelengkapan Kesehatan 1 Paket 70.000.000 0 0 0
P?;iaga?}ll:;n Jumlah Dokumen Pendataan dan Dinas
X.XX.1.205.3 Administrasi Pengolahan Adrr.umstram Kesehatan 5 Dokumen 7.980.000.000 0 0 0
Kepegawaian Kepegawaian
Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Dinas
X.XX.1.205.4 Pelaksanaan Sistem Koordinasi dan Pelaksanaaan Kesehatan 3 Dokumen 15.000.000 0 0 0
Informasi Kepegawaian Sistem Informasi Kepegawaian T
Monitoring, Evaluasi, Jumlah Dokumen Monitoring, Dinas
X.XX.1.205.5 dan Penilaian Kinerja Evaluasi, dan Penilaian Kinerja 1 Dokumen 15.000.000
. . Kesehatan
Pegawai Pegawai
leeatid}ig;ksg c;?/\?ai Jumlah Pegawai Berdasarkan Dinas
X.XX.1.205.9 5 Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 3 Orang 30.000.000
Berdasarkan Tugas dan . . Kesehatan
Fungsi Pendidikan dan Pelatihan
e Jumlah Orang yang Mengikuti .
X.XX.1.205.10 Sosialisasi Peraturan Sosialisasi Peraturan Perundang- Dinas 6 Orang 30.000.000
Perundang-Undangan Undangan Kesehatan
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Rencana Tahun 2024
Urusan / Blda_ng / . A Catatan
No. Program / Kegiatan Indikator Kinerja . . e L .
Pemerintahan Daerah Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Sumber Dana)(Rp.) Penting
Lokasi APED
Volume Satuan DAU DAK PROV APBN
Bl;rrfnlleg;z:g;?ls Jumlah Orang yang Mengikuti Dinas
X.XX.1.205.11 P Bimbingan Teknis Implementasi 4 Orang 33.000.000
Peraturan Perundang- Kesehatan
Peraturan Perundang-Undangan
Undangan
. . Cakupan Tersedianya .
Administrasi Umum o . Dinas o
X.XX.1.206 Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Kesehatan 100 % 582.000.000 0 0 0
Daerah
Penyed}izrtlall(aosrinponen Jumlah Paket Komponen Instalasi Dinas
X.XX.1.206.1 Listrik/Penerangan Llstrlk/Peneranga.m B?ngunan Kesehatan 5 Paket 50.000.000 0 0 0
Kantor yang Disediakan
Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan dan Dinas
X.XX.1.206.2 dan Perlengkapan Perlengkz?parl. Kantor yang Keschatan 6 Paket 85.000.000 0 0 0
Kantor Disediakan
Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik Dinas
XXX.1.206.4 Logistik Kantor Kantor yang Disediakan Kesehatan 1 Paket 70.000.000 0 0 0
Penyediaan Barang .
XXX.1.206.5 Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan | = Dinas Paket 0 0 0
Penggandaan yang Disediakan Kesehatan 1 25.000.000
Penggandaan
Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dinas
X.XX.1.206.6 Bacaan dan Peraturan dan Peraturan Perundang- 5 Dokumen 7.000.000
L Kesehatan
Perundang-undangan Undangan yang Disediakan
XXX1.206.8 Fasilitasi Kunjungan Jumlah l..aporan Fasilitasi Dinas 1 Laporan 15.000.000
Tamu Kunjungan Tamu Kesehatan
Penyelenggaraan Rapat | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dinas
X.XX.1.206.9 Koordinasi dan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kesehatan 125 Laporan 300.000.000
Konsultasi SKPD SKPD
Dukungan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Dukungan
Sistem Pemerintahan Pelaksanaan Sistem Dinas
XXX.1.206.11 Berbasis Elektronik Pemerintahan Berbasis Kesehatan 10 Dokumen 30.000.000
pada SKPD Elektronik pada SKPD
Pel;fﬁ?; aDl;feri?ng Persentase Pengadaan Barang Dinas
s . o
XXX.1.207 Penunjang Urusan Milik Daerah Penunjang Kesehatan 100 % 820.000.000 0 0 0
. Urusan Perangkat Daerah
Pemerintah Daerah
Pengadaan Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan Dinas .
XXX.1207.1 Perorangan Dinas atau Perorangan Dinas atau Kesehatan 1 Unit 650.000.000 0 0 0
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Rencana Tahun 2024
Urusan / Blda_ng / . A Catatan
No. Program / Kegiatan Indikator Kinerja . . e L .
Pemerintahan Daerah Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Sumber Dana)(Rp.) Penting
Lokasi APED
Volume Satuan DAU DAK PROV APBN
Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Jabatan yang
Jabatan Disediakan
Pengadaan Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Dinas
X.XX.1.207.2 Dinas Operasional atau Operasional 'atau. Lapangan yang Kesehatan 2 Unit 65.000.000 0 0 0
Lapangan Disediakan
Jumlah Paket Mebel yang Dinas
X XX1207.5 Pengadaan Mebel Disediakan Kesehatan 120 Paket 105.000.000 0 0 0
Penyediaan Jasa Persentase Tersedianya Jasa Dinas
X.XX.1.208 Penunjang Urusan Penunjang Urusan % 0 0 0
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah Kesehatan 100 472.275.000
Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Dinas
X.XX.1.208.2 Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber Daya Air dan Kesehatan 12 Laporan 414.275.000 0 0 0
Daya Air dan Listrik Listrik yang Disediakan U
Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Dinas
X.XX.1.208.4 Pelayanan Umum Pelayanan Umum Kantor yang 12 Laporan 58.000.000
o Kesehatan
Kantor Disediakan
Pemeliharaan Barang Persentase Pemeliharaan
Milik Daerah Barang Milik Daerah Dinas o
XXX.1.209 Penunjang Urusan Penunjang Urusan Kesehatan 95 % 3.355.000.000 0 0 0
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa
Pemehl.)araan, Biaya Jumlah Kendaraan Perorangan
Pemeliharaan, dan Dinas atau Kendaraan Dinas Dinas
XXX.1.209.1 Pajak Kend.araan Jabatan yang Dipelihara dan Kesehatan 7 Unit 125.000.000 0 0 0
Perorangan Dinas atau dibavarkan Paiaknva
Kendaraan Dinas Y Jaxny
Jabatan
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya .
. . Jumlah Kendaraan Dinas
Pemeliharaan, Pajak Operasional atau Lapangan yan Dinas
XXX.1.209.2 dan Perizinan bera | apangan yang 25 Unit 205.000.000
. Dipelihara dan dibayarkan Pajak | Kesehatan
Kendaraan Dinas -
. dan Perizinannya
Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan . .
XXX.1.209.6 Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan dan Mesin Dinas 15 Unit 25.000.000
Lainnya Lainnya yang Dipelihara Kesehatan
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Rencana Tahun 2024
Urusan / Blda_ng / . A Catatan
No. Program / Kegiatan Indikator Kinerja . . e L .
Pemerintahan Daerah Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Sumber Dana)(Rp.) Penting
Lokasi APED
Volume Satuan DAU DAK PROV APBN
Pemeliharaan/Rehabili Jumlah Gedung Kantor dan Dinas
X.XX.1.209.9 tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Kesehatan 1 Unit 3.000.000.000
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
Peningkatan Dinas o
XXX.1.210 Pelayanan BLUD Cakupan Pelayanan BLUD Kesehatan 92 % 47.100.000.000 0 0 0
Jumlah Dokumen Monitoring,
Pelayanan dan Evaluasi dan Pengendalian Dinas
XXX.1.210.1 Pe“““”gféghya“”’ Kualitas Pelayanan Publik dan | Kesehatan 1 Unit 47.1000.000.000 0 0 0
Tata Laksana
X.XX.1.213 Penataan Organisasi Cakupan Penataan Organisasi Dinas % 0 0 0
AL g P g Kesehatan 100 285.500.000
Monitoring, Evaluasi
dan Pengendalian Jumlah BLUD yang Menyediakan Dinas
X.XX.1.213.4 Kuallt;ils Pelayanan Pel.ayanan dan Kesehatan 2 Dokumen 160.000.000 0 0 0
Publik dan Tata Penunjang Pelayanan
Laksana
Jumlah Dokumen
M;;ritszlnngé fg;ljl;?fl Jumlah Dokumen Koordinasi dan Dinas
X.XX.1.213.5 reng Penyusunan Laporan Kinerja 2 Dokumen 125.500.000
Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah Kesehatan
Publik dan Tata
Laksana
PROGRAM
PEMEE&‘LIZNI,X;AYA INDEKS KEPUASAN Dinas
1.2.2 MASYARAKAT TERHADAP - - - - 0 0 DINKES
PERORANGAN DAN PELAYANAN KESEHATAN Kesehatan
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
CAPAIAN INDIKATOR Dinas o
NASIONAL MUTU Kesehatan 65 % 87.326.859.936
PUSKESMAS TERAKREDITASI Dinas
0,
MINIMAL MADYA Kesehatan 81 % 800.000.000
CAPAIAN INDIKATOR Dinas o
NASIONAL MUTU Kesehatan 65 % 87.326.859.936
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Urusan / Bidang /

Rencana Tahun 2024

No. Program / Kegiatan Indikator Kinerja . . e L Catat.an
Pemerintahan Daerah Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Sumber Dana)(Rp.) Penting
Lokasi APED
Volume Satuan DAU DAK PROV APBN
Penyediaan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan - -
Persentase Fasilitas Pelayanan Dinas o
1.2.2201 ;23;25;:%‘;3;? Kesehatan yang tersedia Kesehatan 65 % 27.834.750.000 0 0 0
Kabupaten/Kota
Pembangunan Rumah Jumlah Rumah Sakit Baru yang
. Memenuhi Rasio .
1.22.201.1 Sakit beserta Sarana Tempat Tidur Terhadap Dinas Unit 0 0 0 0
dan Prasarana . Kesehatan -
Pendukungnya Jumlah Penduduk Minimal
1:1000
Pembaneunan Jumlah  Pusat Kesehatan Dinas
1.2.2.201.2 Puskesgmas Masyarakat Kesehatan 0 Unit 0 0 0 0
(Puskesmas) yang Dibangun
Pembangunan Fasilitas Jumlah Fasilitas = Kesehatan Dinas
1.2.2.201.3 5 _ Lainnya yang Unit 0 0 0
Kesehatan Lainnya - Kesehatan 2 400.000.000
Dibangun
Pembangunan Rumah Jumlah Rumah Dinas Tenaga Dinas
1.2.2.201.4 Dinas Tenaga Kesehatan yang Unit 0 0 0 0
. Kesehatan 2
Kesehatan Dibangun
Jumlah Puskesmas yang
Pengembangan Ditingkatkan Sarana, Dinas .
1.2.2201.6 Puskesmas Prasarana, Alat Kesehatan dan Kesehatan 11 Unit 2.000.000.000 500.000.000 0 0
SDM agar Sesuai Standar
Pengembangan Jumlah Fasilitas Kesehatan
s Lainnya yang Ditingkatkan Dinas .
1.2.22017 Famhtf:illl(ﬁs:hatan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan | Kesehatan 3 Unit 750.000.000 0 0 0
Y dan SDM agar Sesuai Standar
Jumlah Sarana, Prasarana dan
Rehabilitasi dan Alat Kesehatan yang Telah Dinas
1.2.2.201.8 Pemeliharaan Rumah Dilakukan Program Rehabilitasi 1 Unit 900.000.000 100.000.000 0 0
. . Kesehatan
Sakit dan Pemeliharaan Oleh Rumah
Sakit
e Jumlah Sarana, Prasarana dan
1.2.2.201.9 Rﬁ:ﬂﬁfﬁaﬁlﬂ? Alat Kesehatan yang Telah Dinas Unit 110.000.000 0 0
e Puskesmas Dilakukan Rehabilitasi dan Kesehatan 5 1.000.000.000 e
u Pemeliharaan Oleh Puskesmas
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Rencana Tahun 2024
Urusan / Blda_ng / . A Catatan
No. Program / Kegiatan Indikator Kinerja . . e L .
Pemerintahan Daerah Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Sumber Dana)(Rp.) Penting
Lokasi APED
Volume Satuan DAU DAK PROV APBN
Jumlah Sarana, Prasarana dan
Rehabilitasi dan Alat Kesehatan yang Telah Dinas
1.2.2.201.10 Pemeliharaan Ea51lltas Dllaquan Rehablllta51. c.lan Kesehatan 45 Unit 2.074.750.000 0 0 0
Kesehatan Lainnya Pemeliharaan oleh Fasilitas
Kesehatan Lainnya
Rehabilitasi dan Jumlah Sarana dan Prasarana
Pemeliharaan Rumah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Dinas .
12220111 Dinas Tenaga yang Telah Dilakukan Rehabilitasi | Kesehatan 2 Unit 200.000.000 100.000.000 0 0
Kesehatan dan Pemeliharaan
Pengadaan Sarana Jumlah Sarana di Fasilitas Dinas
1.2.2.201.12 Fasilitas Pelayanan Pelayanar} Ke§ehatan Kesehatan 154 Unit 4.600.000.000 4.900.000.000 0 0
Kesehatan yang Disediakan
Per;iandgzﬁcl;giii?na Jumlah Prasarana Fasilitas Dinas
1.2.2.201.13 Fasilitas Pelayanan Pelayanar'l Ke§ehatan Kesehatan 45 Unit 1.900.000.000 1.100.000.000 0 0
yang Disediakan
Kesehatan
Pengadaan Alat Jumlah Alat Kesehatan/Alat
Kesehatan/Alat . : s .
12.2.201.14 Penuniane Medik Penunjang Medik Fasilitas Dinas Unit 0 0
LB nunjang Pelayanan Kesehatan yang Kesehatan 788 1.500.000.000 3.500.000.000
Fasilitas Pelayanan L
Disediakan
Kesehatan
Jumlah Penyediaan dan
Pemeliharaan Alat Uji dan
Pengadaan dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Dinas
1.2.2.201.15 Pemeliharaan Alat . - Unit 0 0 0 0
Kalibrasi Fasilitas Kesehatan Kesehatan
Regional/Regional Maintainance
Center
Pengadaan Obat, Jumlah Obat dan Vaksin yang Dinas
1.2.2.201.16 Vaksin Disediakan Kesehatan 80 Paket 1.153.250.000 46.750.000 0 0
Pengadaan Bahan Jumlah Bahan Habis Pakai yang Dinas
1.2.2201.17 Habis Pakai Disediakan Kesehatan 40 Paket 350.000.000 50.000.000 0 0
Pemeliharaan Rutin
dan Berkala Alat Jumlah Alat Kesehatan/Alat
Kesehatan/Alat Penunjang Medik Dinas
1.2.2:201.20 Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Kesehatan 50 Paket 109.000.000 191.000.000 0 0
Fasilitas Pelayanan yang Terpelihara Sesuai Standar
Kesehatan
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No. Program / Kegiatan Indikator Kinerja . . e L .
Pemerintahan Daerah Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Sumber Dana)(Rp.) Penting
Lokasi APED
Volume Satuan DAU DAK PROV APBN
Distribusi Alat
Kesehatan, Obat, Jumlah Distribusi Alat Kesehatan,
Vaksin, Bahan Medis Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis
Habis Pakai (BMHP), Pakai (BMHP), Makanan dan Dinas .
1.2.2201.21 Makanan dan Minuman | Minuman yang Didistribusikan ke | Kesehatan 280 Kali 250.000.000 50.000.000 0 0
ke Puskesmas serta Puskesmas serta Fasilitas
Fasilitas Kesehatan Kesehatan Lainnya
Lainnya
Pengelolaan Pelayanan ]ur.nlah. Kel}larga yang Sudah
Kesehatan Dasar Dikunjungi dan Diintervensi Dinas
1.2.2.201.39 Melalui Pendekatan Masalah Kesehatannya oleh Kesehatan - - 0 0 0 0
Keluarga Tenaga
Kesehatan Puskesmas
Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk
UKM dan UKP . Dinas
1.2.2.202 Rujukan Tingkat Penurunan Stunting Kesehatan - - 0 0 0 0
Daerah
Kabupaten/Kota
Terpenuhinya Standar Dinas
Pelayanan (SPM) Bidang 100 % 58.667.109.936 0 0 0
Kesehatan
Kesehatan
Jumlah Ibu Hamil yang .
Pengelolaan Pelayanan Dinas
1222021 Kesehatan Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan |  7.421 Orang 250.000.000 2.587.500.000 0 0
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Ibu Bersalin yang .
Pengelolaan Pelayanan Dinas
1222022 Kesehatan Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan |  7.165 Orang 50.000.000 2.650.000.000 0 0
Kesehatan Sesuai Standar
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Bayi Baru Lahir yang Dinas
1.2.2.202.3 Kesehatan Bayl Baru Mendapatkan Pe.layanan Kesehatan 7149 Orang 70.000.000 188.625.000 0 0
Lahir Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Balita yang Mendapatkan .
Pengelolaan Pelayanan . Dinas
1222024 Kesehatan Balita Pelay a“anslfzzz};tan Sesual Kesehatan | 26.439 Orang 170.000.000 1.324.998.000 0 0
Jumlah Anak Usia Pendidikan
Pengelolaan Pelayanan Dasar yang Mendapatkan Dinas
12.2.2025 Kesehatén pada Usia Pelayanan Kesehatan Sesuai Kesehatan 12.341 Orang 60.000.000 801.750.000 0 0
Pendidikan Dasar Standar
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Lokasi APED
Volume Satuan DAU DAK PROV APBN
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penduduk Usia Produktif Dinas
1.2.2.202.6 Kesehatan pa(.ia Usia yang MendapatkanIPelayanan Kesehatan 221.734 Orang 50.000.000 393.375.000 0 0
Produktif Kesehatan Sesuai Standar
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penduduk Usia Lanjut Dinas
1.2.2.202.7 Kesehatan pada Usia yang MendapatkanIPelayanan Kesehatan 30.452 Orang 53.000.000 604.500.000 0 0
Lanjut Kesehatan Sesuai Standar
Pengelolaan Pelayanan | Jumlah Penderita Hipertensi yang Dinas
1.2.2.202.8 Kesehatan Penderita Mendapatkan Pelayanan Orang 30.000.000 0 0 0
. . . Kesehatan 66.846
Hipertensi Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Penderita Diabetes
Pengelolaan Pelayanan Melitus van Dinas
1.2.2.202.9 Kesehatan Penderita us yang Orang 25.000.000 0 0 0
. - Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 2.896
Diabetes Melitus .
Kesehatan Sesuai Standar
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang yang
Mendapatkan Pelayanan .
1.2.2.202.10 Kesehatan Orang Kesehatan Orang dengan Dinas Oran 25.000.000 0 0
e dengan Gangguan Jiwa . gdengan Kesehatan 526 & T 384.000.000
Gangguan Jiwa Berat Sesuai
Berat
Standar
pengelolaan Pelayanan | e b L e | pinas
1.2220211 Kesehatan Orang . Mendapatkan Pelayanan Sesuai Kesehatan 3.123 Orang 15.500.000 390.750.000 0 0
Terduga Tuberkulosis
Standar
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang Terduga
Kesehatan Orang Menderita HIV yang Dinas
1.2.2202.12 dengan Risiko Mendapatkan Pelayanan Sesuai Kesehatan 9.828 Orang 210.500.000 192.750.000 0 0
Terinfeksi HIV Standar
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil
Kesehatan bagi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Penduduk Terdampak bagi Penduduk Terdampak Krisis Dinas
1.2.220214 Krisis Kesehatan Akibat Kesehatan Akibat Bencana Kesehatan 4 Dokumen 30.000.000 49.725.000 0 0
Bencana dan/atau dan/atau Berpotensi Bencana
Berpotensi Bencana Sesuai Standar
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Dinas
1.2.0.202.15 Kesehatan Gizi Pengelolaap . Pelayanan Kesehatan 12 Dokumen 500.000.000 2.115.125.000 0 0
Masyarakat Kesehatan Gizi Masyarakat
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. . - Catatan
No. Program / Kegiatan Indikator Kinerja . L o Pentin
Pemerintahan Daerah Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Sumber Dana)(Rp.) g
Lokasi APED
Volume Satuan DAU DAK PROV APBN
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Dinas
1.2.2.202.16 Kesehatan Kerja dan Pengelolaar.l Pelayanan Kesehatan 3 Dokumen 50.000.000 619.000.000 0 0
Olahraga Kesehatan Kerja dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Dinas
1.2.2.202.17 Kesehatan Lingkungan Pengelolaan'Pelayanan Kesehatan Kesehatan 5 Dokumen 175.000.000 778.084.936 0 0
Lingkungan
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Dinas
1.2.2.202.18 Promosi Kesehatan Pengelolagn Pelayanan Kesehatan 4 Dokumen 320.000.000 845.000.000 0 0
Promosi Kesehatan
Pengelolaan Pelg}{anan Jumlah Dokumen Hasil
Kesehatan Tradisional, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dinas
1.2.2.202.19 Akupuntur, Asuhan £€0 Y Dokumen 27.000.000 0 0 0
P Tradisional, Akupuntur, Asuhan Kesehatan 1
Mandiri, dan . L. .
L. . Mandiri dan Tradisional Lainnya
Tradisional Lainnya
Pengelolaan Surveilans Jumlah Dokumen Hasil Dinas
1.2.2.202.20 Kesehatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan 4 Dokumen 37.000.000 421.000.000 0 0
Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penyalahguna NAPZA Dinas
1.2.2.202.22 Kesehatan Jiwa dan yang Mendapatkan Pelayanan 10 Orang 100.000.000 190.796.250 0 0
Kesehatan
Napza Kesehatan
Pengelolaan Upaya Jumlah Dokumen Hasil Dinas
1.2.2.202.23 5 pay Pengelolaan Pelayanan Dokumen 50.000.000 0 0 0
Kesehatan Khusus Kesehatan 2
Kesehatan Khusus
Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Dinas
1.2.2.202.25 Penyakit Menular dan Pelayanan Kesehatan Penyakit Dokumen 300.000.000 0 0
Tidak Menular Menular dan Tidak Menular Kesehatan 12 2.029.000.000
Pengelolaan Jaminan Jumlah Dokumen Hasil Dinas
1.2.2202.26 Kesehatan Masyarakat Pengelolaan Jaminan Kesehatan 10 Dokumen 25.750.000.000 0 0 0
Kesehatan Masyarakat
Pengambilan dan Jumlah Spesimen Penyakit
Pengiriman Spesimen Potensial Kejadian Luar Biasa Dinas
1.2.2.202.28 Penyakit Potensial KLB (KLB) ke Laboratorium 1 Paket 20.000.000 41.775.000 0 0
. . . Kesehatan
ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang
Rujukan/Nasional Didistribusikan
Penyelenggaraan Jumlah Dokumen Hasil Dinas
1.2.2202.29 Kabupaten/Kota Sehat Penyelenggaraan Kesehatan 1 Dokumen 250.000.000 0 0 0
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No. Program / Kegiatan Indikator Kinerja . L o Pentin
Pemerintahan Daerah Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Sumber Dana)(Rp.) g
Lokasi APED
Volume Satuan DAU DAK PROV APBN
Jumlah Fasilitas Pelayanan
Penyediaan Keseha.tan (Fasyan.kes) yang
Telemedicine di Melayani Konsultasi Jarak Jauh Dinas
1.2.2.202.30 - antar Fasyankes Melalui Unit 0 0 0
Fasilitas Pelayanan . Kesehatan 2 300.000.000
Kesehatan Pelayanan Telemedicine untuk
Mendapatkan Akses Pelayanan
Kesehatan yang Berkualitas
Operasional Pelayanan Jumlah Dokumen Operasional Dinas
1.2.2.202.32 Rumah Sakit Pelayanan Rumah Sakit Kesehatan 2 Dokumen 900.000.000 100.000.000 0 0
Operasional Pelayanan Jumlah Dokumen Operasional Dinas
1.2.2.202.33 Puskesmas Pelayanan Puskesmas Kesehatan 27 Dokumen 3.190.100.000 5.291.805.750 0 0
Operasional Pelayanan | Jumlah Dokumen Operasional Dinas
1.2.2.202.34 Fasﬂltas. Kesehatan 3 Pelayanan . Kesehatan 1 Dokumen 200.000.000 200.000.000 0 0
Lainnya Fasilitas Kesehatan Lainnya
Investigasi Awal
Kejadian Tidak Jumlah Laporan Hasil Investigasi
Diharapkan (Kejadian Awal Kejadian Tidak Diharapkan Dinas
1.2.2:202.36 Ikutan Pasca Imunisasi (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi | Kesehatan 12 Dokumen 280.000.000 1.091.250.000 0 0
dan Pemberian Obat dan Pemberian Obat Massal)
Massal)
Penyediaan dan Jumlah Public Safety Center (PSC
Pengelolaan Sistem 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Dinas
1.2.2.202.38 Penanganan Gawat Terintegrasi D.engan Rumabh Sakit Kesehatan 1 Unit 120.000.000 400.000.000 0 0
Darurat Terpadu Dalam Satu Sistem Penanganan
(SPGDT) Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
Pengelolaan Pelayanan ]ur.rlilah. Kel_u nga yang Sudah
Kesehatan Dasar Dikunjungi dan Diintervensi Dinas
1.2.2.202.39 . Masalah Kesehatannya oleh 104.311 Keluarga 80.000.000 120.000.000 0 0
Melalui Pendekatan Kesehatan
Keluarga Tenaga
Kesehatan Puskesmas
pegesa plganan | ., Jehornedengn
1.2.2.202.40 Kesehatan Orang yang patx 1.103 Orang 200.000.000 376.900.000 0 0
. Pelayanan kesehatan sesuai Kesehatan
dengan Tuberculosis standar
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Volume Satuan DAU DAK PROV APBN
Pengelolaan Pelayanan | Jumlah orang yang mendapatkan Dinas
1.2.2.202.42 Kesehatan Malaria pelayanan kesehatan Malaria Kesehatan 39.112 Orang 200.000.000 391.300.000 0 0
P?nyelenggaraal_l Sistem Informasi Kesehatan .
1.2.2.203 Sistem Informasi ang diselenggarakan secara Dinas % 0 0 0
ol Kesehatan secara yang nggara <3 Kesehatan 82 0 170.000.000
. . terintegrasi
Terintegrasi
Jumlah Dokumen Hasil .
Pengelolaan Data dan Dinas
1.2.2203.1 Informasi Kesehatan Pengelolaa.m Data dan Kesehatan 2 Dokumen 115.000.000 0 0 0
Informasi Kesehatan
Pengadaan Jumlah Alat/Perangkat
Alat/Perangkat Sistem Sistem Informasi Kesehatan Dinas .
1.2.22033 Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang | Kesehatan 4 Unit 55.000.000 0 0
dan Jaringan Internet Disediakan
Penerbitan Izin
Rurlr)le;ll;rslal:l‘z ;ill(i‘:;zs ¢ Fasilitas Kesehatan yang Dinas
. . X o
1.02.02.204 Pelayanan Kesehatan diterbitkan sesual Standar Kesehatan 81 % 655.000.000 0
: perizinan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan Tata Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas
Kelola Rumah Sakit dan .
Fasilitas Pelayanan Pelayanan Kesehatan Tingkat Dinas .
1.2.2204.2 Kesehatan Tingkat Daerah KabuPat.en/KOta yang Kesehatan 1 Unit 150.000.000 0
Melakukan Peningkatan Tata
Daerah Kelola Sesuai Standar
Kabupaten/Kota
peniglatan | Jmh e s |
1.2.2.204.3 Pelayanan Fasilitas - g 29 Unit 280.000.000 0 0
Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan
Kesehatan
kesehatan
Penyiapan Perumusan Jumlah Dokumen Hasil
dan Pelaksanaan Penyiapan Perumusan dan Dinas
1.2.22044 Pelayanan Kesehatan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan 1 Dokumen 225.000.000 0 0
Rujukan Kesehatan Rujukan
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Lokasi APED
Volume Satuan DAU DAK PROV APBN
PUSKESMAS TERAKREDITASI Dinas
0,
MINIMAL MADYA Kesehatan 81 % 800.000.000 0 0 0
Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk
UKM dan UKP . Dinas
1.2.2.202 Rujukan Tingkat Penurunan Stunting Kesehatan ) - 0 0 0 0
Daerah
Kabupaten/Kota
Terpenuhinya Standar Dinas
Pelayanan (SPM) Bidang Kesehatan 100 % 800.000.000 0 0 0
Kesehatan
Pelaksanaan Akreditasi . .
s . Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dinas .
1.2.2.202.35 Fasilitas Kesehatan di Terakreditasi di Kabupaten/Kota | Kesehatan 10 Unit 90.000.000 710.000.000 0 0
Kabupaten/Kota
PROGRAM
PENINGKATAN PERSENTASE SUMBER DAYA Dinas
1.2.3 KAPASITAS SUMBER MANUSIA KESEHATAN YANG Kesehatan ) - 0 0 0 0
DAYA MANUSIA KOMPETEN DAN PRODUKTIF
KESEHATAN
RASIO SUMBER DAYA MANUSIA Dinas o
KESEHATAN (SDMK) Kesehatan 30 % 812.500.000 0 0 0
Pemberian Izin Dinas
Praktik Tenaga Jumlah Rekomendasi Surat Izin
12.3.201 Kesehatan di Wilayah | Praktik bagi Tenaga Kesehatan Kesihata 180 Dokumen 27:500.000 0 0 0
Kabupaten/Kota
Pembinaan dan Jumlah Dokumen Hasil
Pengawasan Tenaga .
Kesehatan serta Tindak Pembinaan dan Pengawasan Dinas
1.2.3.201.2 . .. Tenaga Kesehatan serta Tindak 2 Dokumen 27.500.000 0 0 0
Lanjut Perizinan . . . Kesehatan
. Lanjut Perizinan Praktik Tenaga
Praktik Tenaga
Kesehatan
Kesehatan
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Urusan / Blda_ng / . A Catatan
No. Program / Kegiatan Indikator Kinerja . . e L .
Pemerintahan Daerah Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Sumber Dana)(Rp.) Penting
Lokasi APED
Volume Satuan DAU DAK PROV APBN
Perencanaan
Kebutuhan dan
Pgﬁi?’:fgga:n Jumlah Dokumen Rencana Dinas
11.2.3.202 . 4 Kebutuhan Sumber Daya Dokumen 535.000.000 0 0 0
Manusia Kesehatan Manusia Kesehatan Kesehatan 2
untuk UKP dan UKM
di Wilayah
Kabupaten/Kota
Per[:eamvb);;l:r?l;s;%er Jumlah Dokumen Hasil Dinas
1.2.3.202.3 & . Pembinaan dan Pengawasan Dokumen 35.000.000 0 0
Daya Manusia ; Kesehatan 2 500.000.000
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Kesehatan
Pengembangan Mutu
dan Penm.gkatan_ Terlaksananya Pengembangan
Kompetensi Teknis . .
12.3.203 Sumber Daya Mutu dan Peningkatan Dinas 81 % 0 0 0
e . Kompetensi Teknis Sumber Kesehatan 250.000.000
Manusia Kesehatan Daya Manusia Kesehatan
Tingkat Daerah y
Kabupaten/Kota
Pengembangan Mutu
dan Peningkatan Jumlah Sumber Daya Manusia
Kompetensi Teknis Kesehatan Tingkat Daerah Dinas
1.2.3.203.1 Sumber Daya Manusia Kabupaten/Kota yang Orang 0 0 0
Kesehatan Tingkat Ditingkatkan Mutu dan Kesehatan 210 250.000.000
Daerah Kompetensinya
Kabupaten/Kota
PI;(;\(;RMA:;IS i]iiel[:\N FASILITAS KEFARMASIAN Dinas
» 0,
124 KESEHATANDAN | VANGMEMILICLSTANBARDAN | o cehatan 62 % 223.000.000 0 0 0 DINKES
MAKANAN MINUMAN
Pemberian Izin
Apotek, Toko Obat, Fasilitas Kefarmasian (Apotik Dinas
1.2.4.201 Toko Alat Kesehatan & Toko Obat) yang memenuhi Kesehata Sarana 0 0 0
ke dan Optikal, Usaha sta’l’l dagr . 55 51.000.000
Mikro Obat
Tradisional (UMOT)
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No. Program / Kegiatan Indikator Kinerja . . e L .
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Lokasi APED
Volume Satuan DAU DAK PROV APBN
Pengendalian dan
Pengawasan serta Jumlah Dokumen Hasil
Tindak Lanjut Pengendalian dan Pengawasan
Pengawasan Perizinan serta Tindak Lanjut Pengawasan Dinas
1.2.4.201.1 Apotek, Toko Obat, Perizinan Apotek, Toko Obat, Kesehatan - - 0 0 0 0
Toko Alat Kesehatan, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal,
dan Optikal, Usaha Usaha Mikro Obat Tradisional
Mikro Obat Tradisional (UMOT)
(UMOT)
Penyediaan dan Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko
Pengelolaan Data Alat Kesehatan, dan Optikal,
Perizinan dan Tindak Usaha Mikro Obat Tradisional
Lanjut Pengawasan Izin (UMOT) yang Dikendalikan dan Dinas
1.2.4.201.2 Apotek, Toko Obat, Diawasi dalam rangka Penerbitan Kesehatan 62 Sarana 51.000.000 0 0 0
Toko Alat Kesehatan, dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin
dan Optikal, Usaha Apotek, Toko Obat, Toko Alat
Mikro Obat Tradisional Kesehatan, dan Optikal, Usaha
(UMOT) Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Pemberian Sertifikat
Produksi untuk
Sarana Produksi Alat Persentase Sarana Produksi
Kesehatan Kelas 1
tertentu dan Alat Kesehatan, Perbekalan Dinas
1.2.4.202 Kesehatan Rumah Tangga yang - - - 0 0 0
Perbekalan s Kesehatan
mendapatkan Sertifikat
Kesehatan Rumah roduksi
Tangga Kelas 1 P
Tertentu Perusahaan
Rumah Tangga
Pengendalian dan
Pen.gawasan s.erta Jumlah Dokumen Pengendalian
Tindak Lanjut .
i dan Pengawasan serta Tindak
Pengawasan Sertifikat . o
Produksi Alat Lanjut Pengawasan Sertifikat Dinas
1.2.4.202.1 Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 - - 0 0 0 0
Kesehatan Kelas 1 Kesehatan
Tertentu dan PKRT Kelas 1
Tertentu dan PKRT
Tertentu Perusahaan Rumah
Kelas 1 Tertentu Tangea
Perusahaan Rumah 88
Tangga
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Lokasi APED
Volume Satuan DAU DAK PROV APBN
Penerbitan Sertifikat
Produksi Pangan
Industri Rumah
Tangga dan Nomor P-
IRT sebagai Izin
Produksi, untuk SPP IRT yang diterbitkan Dinas
1.2.4.203 Produk Makanan sesuai Ketentuan Kesehatan 35 Sarana 142.000.000 0 0 0
Minuman Tertentu
yang Dapat
Diproduksi oleh
Industri Rumah
Tangga
Pengendalian dan
Pen.gawasan serta Jumlah Dokumen Hasil
Tindak Lanjut .
i Pengendalian dan Pengawasan
Pengawasan Sertifikat . .
. serta Tindak Lanjut Pengawasan
Produksi Pangan o .
) Sertifikat Produksi Pangan
Industri Rumah Tangga Industri Rumah Tangga dan Dinas
1.2.42031 dan Norpor P-IRT . Nomor P-IRT sebagai Izin Kesehatan 35 Dokumen 42.000.000 100.000.000 0 0
sebagai Izin Produksi, .
Produksi, untuk Produk Makanan
untuk Produk Makanan .
. Minuman Tertentu yang Dapat
Minuman Tertentu . . 5
. . Diproduksi oleh Industri Rumah
yang Dapat Diproduksi Tangea
oleh Industri Rumah 58
Tangga
Pemeriksaan dan
Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan Post
Market pada Sarana Produksi dan Pangan Dinas
1.2.4.206 Produksi dan Produk IRT yang memenuhi Syarat Kesehatan 60 Sarana 30.000.000 0 0 0
Makanan Minuman
Industri Rumah
Tangga
Pemeriksaan Post Jumlah Produk dan Sarana
Market pada Produk Produksi Makanan- Minuman
Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar Dinas .
1.2.4.206.1 Industri Rumah Tangga | yang Dilakukan Pemeriksaan Post | Kesehatan 62 Unit 30.000.000 0 0 0
yang Beredar dan Market dalam rangka Tindak
Pengawasan serta Lanjut Pengawasan
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No. Program / Kegiatan Indikator Kinerja . . e L Catat.an
Pemerintahan Daerah Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Sumber Dana)(Rp.) Penting
Lokasi APED
Volume Satuan DAU DAK PROV APBN
Tindak Lanjut
Pengawasan
PROGRAM
PEMBERDAYAAN . Dinas
1.2.5 MASYARAKAT Penurunan Stunting Kesehatan - - 0 0 0 0
BIDANG KESEHATAN
Persentase Pelaksanaan Upaya Dinas
Kesehatan Bersumber daya Kesehatan 67 % 250.000.000 0 0 0
Masyarakat (UKBM)
Advokasi,
Pemberdayaan,
Penilflerll(l;ttgarllalr’léran Persentase pelaksanaan Dinas
1.2.5.201 & peningkatan Promosi Kesehata - 0 0 0 0
serta Masyarakat dan Kesehatan n -
Lintas Sektor Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan Upaya
Promosi Kesehatan, Jumlah Dokumen Promosi Dinas
1.2.5.201.1 Advokasi, Kemitraan Kesehatan, Advokasi, Kemitraan Kesehatan i Dokumen 0 0 0 0
dan Pemberdayaan dan Pemberdayaan Masyarakat
Masyarakat
Pelaksanaan Sehat
dalam rangka Persentase Pelaksanaan Sehat Dinas
1.2.5.202 Promotif Preventif dalam Rangka Promotif Kesehata ) % 100.000.000 0 0 0
Tingkat Daerah Preventif n
Kabupaten/Kota
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Rencana Tahun 2024
Urusan / Blda_ng / . A Catatan
No. Program / Kegiatan Indikator Kinerja . . e L .
Pemerintahan Daerah Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Sumber Dana)(Rp.) Penting
Lokasi APED
Volume Satuan DAU DAK PROV APBN
Jumlah Dokumen Hasil
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Promosi
Promosi Kesehatan dan Kesehatan dan Gerakan Hidup Dinas
12.5.2021 Gerakan Hidup Bersih Bersih dan Sehat Kesehatan i Dokumen 100.000.000 0 0 0
dan Sehat
Pengembangan dan
Pelaksanaan Upaya
Kesehatan Persentase Pelaksanaan Upaya Dinas
1.2.5.203 Bersumber Daya Kesehatan Bersumber daya Kesehata 55 % 150.000.000 0 0 0
Masyarakat (UKBM) Masyarakat (UKBM) n
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan
Supervisi Jumlah Dokumen Hasil
Pengembangan dan Bimbingan Teknis dan Supervisi Dinas
1.2.5.203.1 Pelaksanaan Upaya B b 1 Dokumen 50.000.000 100.000.000 0 0
Upaya Kesehatan Bersumber Kesehatan
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Daya Masyarakat y y
(UKBM)
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BABV

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin Tahun 2024
yang secara umum maupun secara khusus disusun sebagai acuan / pedoman dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan sekaligus ukuran
keberhasilan dalam melaksanakan tugas - tugas dan kegiatan kegiatan serta program
- program pembangunan yang dilakukan dan dilaksanalan oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten Merangin Tahun 2024. Tingkatan keberhasilan dalam pencapaian sasaran
target yang ditetapkan akan menyesuaikan manakala anggaran yang dibutuhkan
mengalami perubahan.

Selanjutnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin
Tahun 2024 ini akan dijadikan sebagai pedoman acuan bagi DinasKesehatan
Kabupaten Merangin dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD serta sebagi acuan
dalam menyusun program/ Kegiatan pembangunan SKPD dalam kerangka
penyusunan RAPBD.

Dari permasalah yang telah dibahas dalam renja ini dihasilkan RTL sebagai
berikut :

Tabel 5.1

Rencana Tindak Lanjut

No. | Sub Kegiatan Penyebab Tidak tercapainya Rencana Tindak Lanjut
1 Pembangunan | Tidak ada rekanan yang memenuhi syarat | Memperbaiki berkas kontrak
Rumah Dinas | pada saat Proses lelang. (tidak ada yang | sesuai dengan standar
Tenaga terkontrak) spesifikasi rumah Dinas Tenaga
Kesehatan Kesehatan agar kontrak dapat
dipahami oleh rekanan
2 Pengembanga | Alokasi dana untuk pengembangan | Merencanakan pengembangan

n Puskesmas

Puskesmas di alihkan ke sub kegiatan yang
sesuai dengan pemetaan berdasarkan
intruksi dari Kemendagri bagian direktorat
Bina Keuangan Daerah perihal Hasil
Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping)
klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur
perencanaan pembangunan dan keuangan
daerah terkait Penggunaan DBH-CHT, DAK

Puskesmas melalui dana yang
bersumber dari DAK
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Fisik, DAK NonFisik untuk Kegiatan
PK2UKM, B2LPS, BOKB dan FPM dan DID,
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
050-3708 Tahun 2020. Intruksi
Kemendagri dan  permendagri ini
mengharuskan Kegiatan sesuai rekening
pada pemetaan

Pengadaan Tidak ada rekanan yang memenuhi syarat | Memperbaiki berkas kontrak
Sarana pada saat Proses lelang (tidak ada yang | sesuai dengan standar
Fasilitas terkontrak) spesifikasi  sarana fasilitas
Pelayanan pelayanan  Kesehatan  agar
Kesehatan kontrak dapat dipahami oleh
rekanan
Pengadaan Tidak ada rekanan yang memenuhi syarat | Memperbaiki berkas kontrak
Prasarana dan | pada saat Proses lelang (tidak ada yang sesuai dengan standar
Pendukung terkontrak) spesifikasi ~ prasarana  dan
Fasilitas pendukung fasilitas pelayanan
Pelayanan Kesehatan agar kontrak dapat
Kesehatan dipahami oleh rekanan
Pengadaan Sebagian Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat |- Melatih SDM agar mampu
Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan merencanakan  pengadaan
Kesehatan/ Kesehatan Tidak Tayang di E-Katalog sesuai dengan E Katalog
Alat (tidak terkontrak) - Merencanakan  Pengadaan
Penunjang alat kesehatan / Alat
Medik Failitas penunjang medik sesuai
Pelayanan spesifikasi yang tayang di E -
Kesehatan Katalog
Pengadaan Sebagian Pengadaan Obat, Vaksin Tidak |- Melatih SDM agar mampu

Obat, Vaksin

Tayang di E-Katalog (tidak terkontrak)

merencanakan  pengadaan
sesuai dengan E- Katalog

- Merencanakan = Pengadaan
Obat, Vaksin penunjang

medik sesuai spesifikasi yang
tayang di E - Katalog

Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Ibu
Hamil

- Tidak semua ibu hamil melakukan
pemeriksaan kehamilan secara teratur
sehingga standar pelayanan ANC yang
harus dilakukan tidah terpenuhi

- Akses layanan kesehatan yang sulit
ditempuh seperti Puskesmas Muara
Madras, Rantau Suli dan Muara Kibul.

- Terbatasnya Sumber Daya Manusia
Kesehatan dan Pemberdayaan Sumber
Daya yang belum merata

1. Memperkuat sistim
pelayanan ANC terpadu di
setiap puskesmas.

2. Meningkatkan promosi
kesehatan.

3. Meningkatkan kerjasama
lintas sektor

4. Melakukan kunjungan rumah
untuk ibu hamil yang belum
mendapatkan pelayanan
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- Belum terpenuhinya sarana dan
prasarana pelayanan pemeriksaan
kehamilan

kesehatan ibu hamil yang
sesuai standar

. Pemenuhan sarana dan

prasarana pelayanan
kesehatan ibu hamil sesuai
standar

8 Pengelolaan - Akses layanan kesehatan yang sulit 1. Kerjasama lintas sektor
Pelayanan ditempuh seperti Puskesmas Muara dalam melaksanakan
Kesehatan Madras, Rantau Suli dan Muara Kibul perbaikan jalan menuju
Bayi Baru - Terbatasnya Sumber Daya Manusia sarana pelayanan kesehatan
Lahir Kesehatan dan Pemberdayaan Sumber (PUPR) melalui pembahasan

Daya yang belum merata di Musrenbang
Belum terpenuhinya sarana dan 2. Pelatihan tenaga kesehatan
prasarana pelayanan pemeriksaan terkait pelayanan kesehatan
kesehatan bayi baru lahir Bayi baru Lahir
3. Pemenuhan sarana dan
prasarana pelayanan
kesehatan bayi baru lahir
sesuai standar

9 Pengelolaan - Akses layanan kesehatan yang sulit 1. Kerjasama lintas  sektor
Pelayanan dijangkau dalam melaksanakan
Kesehatan - Pemanfaatan Posyandu belum optimal perbaikan  jalan menuju
Balita - Masih kurangnya kesadaran Ibu untuk sarana pelayanan kesehatan

membawa anaknya ke Posyandu (PUPR) melalui pembahasan
- Beberapa Posyandu belum memiliki di Musrenbang
Sarana dan Prasarana yang lengkap 2. Meningkatkan peran serta
sesuai standar untuk pengukuran kader dan masyarakat dalam
tumbuh kembang Balita melakukan pelayanan
- Pemberdayaan Masyarakat dan Kader kesehatan balita.
yang belum optimal 3. Melakukan promosi
kesehatan terkait pelayanan
kesehatan balita
4, Menyediakan sarana dan
prasarana sesuai standar
untuk pengukuran tumbuh
kembang balita di Posyandu
5. Mengadakan pelatihan untuk
masyarakat dan kader dalam
meningkatkan pelayanan
kesehatan Balita

10 | Pengelolaan Pada saat pemberian pelayanan kesehatan |- Melakukan kunjungan ulang
Pelayanan siswa tidak hadir dikarenakan sakit atau atau melakukan swiping
Kesehatan izin untuk melakukan pelayanan
Usia kesehatan kembali kepada
Pendidikan siswa yang belum
Dasar mendapatkan pelayanan

kesehatan dasar.
Melakukan edukasi kepada
siswa mengenai manfaat
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pelayanan  kesehatan  di
Sekolah
Meningkatkan kerjasama
lintas sektor untuk
pelayanan UKS
11 | Pengelolaan - BHP Medis yang disediakan tidak sesuai | 1. Meningkatkan promosi
Pelayanan dengan jumlah Usia produktif yang kesehatan tentang penyakit
Kesehatan diberi layanan kesehatan degenerative
Pada Usia - Pemanfaatan posbindu PTM yang belum | 2. Menggalakkan kegiatan
Produktif maksimal posbindu di setiap desa
. Meningkatkan kerjasama
lintas sector
. Menambah  jumlah  BHP
Medis yang diperlukan untuk
memberikan pelayanan
kesehatan pada usia
produktif
12 | Pengelolaan - BHP Medis yang disediakan tidak . Meningkatkan promosi
Pelayanan sesuai dengan jumlah Hipertensi yang kesehatan tentang penyakit
Kesehatan diberi layanan kesehatan Hipertensi
Penderita - Ada beberapa posbindu PTM yang . Menggalakkan kegiatan
Hipertensi belum aktif dalam memberikan posbindu di setiap desa
layanan kesehatan . Meningkatkan kerjasama
lintas sector
. Menambah  jumlah  BHP
Medis yang diperlukan untuk
memberikan pelayanan
kesehatan pada usia
produktif
13 | Pengelolaan Adanya pandemi covid-19 berdampak Pengadaan persediaan
pelayanan terhadap terbatasnya penyediaan obat- Obat-obatan dan  BHP
kesehatan obatan dan BHP kesehatan Kesehatan bagi penduduk
bagi terdampak krisis kesehatan
penduduk akibat bencana dan atau
terdampak berpotensi bencana
krisis
kesehatan
akibat
bencana dan
atau
berpotensi
bencana
14 | Pengelolaan - SDM yang belum terlatih untuk . Melakukan pelatihan bagi
pelayanan pelayanan tradisional SDM kesehatan dan
kesehataan - Pembinaan pelayanan kesehatan masyarakat terkait
tradisional, tradisional yg belum optimal pelayanan kesehatan
akupuntur, - Masih terbatasnya anggaran dalam tradisional
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asuhan, mendukung kegiatan kesehatan 2. Melakukan pembinaan
mandiri, dan tradisional terhadap pelayanan
tradisional kesehatan tradisional yang
lainnya belum optimal

SDM yang . Menambah anggaran untuk
belum terlatih mendukung kegiatan
untuk kesehatan tradisional
pelayanan bersumber dari dana alokasi
tradisional umum

15 | Pengelolaan - Keterbatasan Jumlah SDM Surveilans 1. Mengadakan Pelatihan
surveilans yang terlatih bagi SDM surveilans
kesehatan, - Rendahnya Kepatuhan petugas dalam 2. Melakukan monitoring

menginput dan melaporkan data dan  evaluasi secara

melalui sistem, sehingga pelaporan berkala terhadap

tidak tepat waktu pengelolaan data
surveilans kesehatan

16 | Pengelolaan Tidak ada pemberangkatan Haji pada Melaksanakan  pelayanan
upaya Tahun 2021 dikarenakan pandemi covid- pemeriksaan kesehatan haji
kesehatan 19 mengakibatkan pelayanan pemeriksaan dan pelaksanaan imunisasi
khusus, kesehatan dan imunisasi pada calon untuk calon Jamaah haji

jamaah haji tidak terlaksana sesuai jadwal

17 | Investigasi - Laporan kejadian yg tidak diinginkan . Mengadakan pelatihan bagi
awal kejadian pasca imunisasi dan POPM belum tenaga kesehatan tentang
tidak optimal monitoring dan evaluasi
diharapkan - Monitoring dan evaluasi pasca pasca imunisasi
(kejadian imunisasi belum berjalan dengan baik
ikutan pasca
imunisasi dan
pemberian
obat massal),

18 | Pengadaan Kebijakan dari tim TAPD Kabupaten untuk Mengusulkan kembali
Kendaraan tidak menganggarkan Kendaraan Dinas pengadaan kendaraan
Perorangan melalui dana DAU pada Tahun tersebut Dinas melalui dana DAU
Dinas atau
Kendaraan
Dinas Jabatan

19 | Pengadaan Adanya Peralihan anggaran ke program Mengusulkan kembali
Mebel prioritas pengadaan Mebel dengan

dana bersumber dari DAU

20 | Pendidikan Pada tahun 2021 BPKPSDM tidak Mengusulkan kembali dana
dan Pelatihan | menyelenggarakan kegiatan diklat PIM, untuk mengikuti Diklat PIM
Pegawai sehingga anggaran dikembalikan ke kas
Berdasarkan | Negara
tugas dan
fungsi
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21

Sosialisasi Kegiatan penyusunan Perbub Retribusi | - mengusulkan dana untuk
peraturan tidak  dilaksanakan oleh  pemegang mengikuti pelatihan
perundang- program  (Sub. Bag Hukum dan penyusunan perbub
undangan Kepegawaian) retribusi  bagi  subbag

hukum dan kepegawaian

- Melaksanakan pertemuan
dengan Puskesmas, dan
UPTD terkait perubahan
Retribusi

Keberhasilan pelaksanaan Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten

Merangin Tahun 2023 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh staf

Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin dan Diiringin peran aktif stekholder. Tanpa

kerjasama yang harmonis makan pencapaian tidak akan optimal.

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MERANGIN

drg. H. SONY PROPESMA, M.Ph
NIP. 19711012 200212 1 004
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Lampiran 1

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN

TAHUN ANGGARAN 2024
Usulan Kecamatan yang di Tolak

No Usulan Permasalahan Alamat Status
Kondisi Fisik Puskesmas/Fasilitas desa kunekai Kab
1 | Kesehatan Lainnya dalam kondisi tidak rehab berat gedung poskesdes dan pembangunan pagar ngal, ' . DITOLAK
Merangin, Bangko, Kungkai
layak melaksanakan pelayanan kesehatan
Belum Optimalnya Rehabilitasi, Renovasi | perlunya peningkatan gedung PUSTU desa sungai kapas, Desa Sungai Kapas,
: . . Kecamatan Bangko, Kab.
2 | dan Ubah suai Bangunan Gedung untuk perlu penambahan ruang rawat inap dan penyedian : . DITOLAK
. - Merangin, Bangko, Sungai
Kepentingan Strategis Daerah Dokter. Volume 1 Ls Kapas
. . desa sungai kapas
perlunya pembangunan ruangan rawat inap, sebagai Kkecamatan baneako. Kab
3 | Kurangnya jumlah Puskesmas Rawat Inap | sarana rawat inap bagi masyarakat yang melakukan . £axo, B DITOLAK
. Merangin, Bangko, Sungai
persalinan. Volume. 4 Ruangan.
Kapas
RT. 01 Kelurahan Pasar
Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi | Gedung Posyandu yang sudah Rusak Berat sehingga tidak | Atas Bangko, Kab.
4 . . . : DITOLAK
Fasilitas umum/Sosial layak untuk digunakan Merangin, Bangko, Pasar
Atas
R . . s . . RT 19 RW 05, PEMATANG
5 Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi | dibutuhkan fasilitas berupa meja pelayanan, kursi, tempat KANDIS, Kab. Merangin, DITOLAK

Fasilitas umum/Sosial

tidur pasien untuk posyandu valentin

Bangko, Pematang Kandis
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Kondisi Fisik Puskesmas/Fasilitas

Puskesmas pembantu, Kab.

6 | Kesehatan Lainnya dalam kondisi tidak sempitnya ruang ibu bersalin Merangin, Bangko Barat, DITOLAK
layak melaksanakan pelayanan kesehatan Bedeng Rejo
Perlu Pengadaan alat-alat kesehata, Puskesmas, Pustu
Perlunya Peningkatan Alat Kesehatan/ dan Posyandu karena Alat-alat kesehatan Pustu dan RT 001, RT 003, d.an RT
. . . . . 008, Kab. Merangin,
7 | alat Penunjang Medik Palayanan posyandu belum memadai dan maksimal sehingga DITOLAK
Bangko Barat, Pulau
Kesehatan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang
. Rengas
maksimal
Posyandu RT 002 dan
Pustu RT 009 Desa Biuku
Perlunya Peningkatan Alat Kesehatan/ Alat-alat kesehatan Pustu dan posyandu belum memadai | Tanjung Kecamatan
8 | alat Penunjang Medik Palayanan dan maksimal sehingga masyarakat mendapatkan Bangko Barat Kabupaten DITOLAK
Kesehatan pelayanan kesehatan yang maksimal Merangin, Kab. Merangin,
Bangko Barat, Biuku
Tanjung
Kondisi Fisik Puskesmas/Fasilitas Desa Sungai Putih RT 016,
9 | Kesehatan Lainnya dalam kondisi tidak Belum Meliki Pagar gedung Polindes Kab. Merangin, Bangko DITOLAK
layak melaksanakan pelayanan kesehatan Barat, Sungai Putih
atap gedung Pgskesmas pembantu Desa Nalo Gedang _ Dusun Padang Ujo, Desa
sudah sangat tidak layak, sedangkan Pustu tersebut aktif
Pemenuhan Kebutuhan SDM Kesehatan . . . Nalo Gedang, Kab.
10 . . dalam beberapa kegiatan seperti posyandu, senam lansia, ) DITOLAK
(medis dan paramedis) . . ! Merangin, Nalo Tatan, Nalo
posbindu, ptm setiap bulannya, untuk itu mohon
. . Gedang
direnovasi atapnya
Perlunya Peningkatan Alat Kesehatan/ membutuhkan pengadaan rumah tunggu persalinan Pustu Dusun Padang Ujo,
11 | alat Penunjang Medik Palayanan beserta alat persalinan seperti partus set, lampu sorot, Kab. Merangin, Nalo Tatan, DITOLAK

Kesehatan

oksigen, sucsen, heating set, tempat tidur, alat steril

Nalo Gedang
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Kondisi Fisik Puskesmas/Fasilitas

Belum tersedianya kebutuhan Alat-alat pendukung

RT 007 RW 002 Dusun
Simpang Guguk, Desa

12 | Kesehatan Lainnya dalam kondisi tidak Kkesehatan Rumah Bersalin Guguk, Kab. Merangin, DITOLAK
layak melaksanakan pelayanan kesehatan
Renah Pembarap, Guguk
Desa Muara Bantan, Kab.
13 | Kurangnya jumlah Puskesmas Rawat Inap | Tidak Ada Puskemas Pembantu Di Desa Merangin, Renah DITOLAK
Pembarap, Muara Bantan
Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Belum Tersedianya Dapur PUSKESDES Sehmgga Dusun Baru Desa .
14 - . mengganggu kenyamanan dan ketentraman Bidan Desa Gelanggang, Kab. Merangin, DITOLAK
Fasilitas umum/Sosial , -
Dalam Menjalankan Tugas Sungai Manau, Gelanggang
Perlunya Peningkatan Alat Kesehatan/ Tidak adanya perlengkapan alat bersalin pada PUSTU Desa Tiangko, Kab.
15 | alat Penunjang Medik Palayanan Desa Tiangko sehingga ibu melahirkan harus dibawa Ke Merangin, Sungai Manau, DITOLAK
Kesehatan Puskesmam Kecamatan Tiangko
Kondisi Fisik Puskesmas/Fasilitas desa sungai nilau dusun
16 | Kesehatan Lainnya dalam kondisi tidak rehap berat puskesdes koto jayo, Kab. Merangin, DITOLAK
layak melaksanakan pelayanan kesehatan Sungai Manau, Sungai Nilau
Perlunya Peningkatan Alat Kesehatan/ sungai jering, Kab.
17 | alat Penunjang Medik Palayanan belum adanya Dokter Gigi di Puskesmas Merangin, Pangkalan DITOLAK

Kesehatan

Jambu, Sungai Jering
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Perlunya Peningkatan Alat Kesehatan/

belum ada Ruang bersalin di Polindes, perlu pengadaan

sungai jering, Kab.

18 | alat Penunjang Medik Palayanan . Merangin, Pangkalan DITOLAK
ruang bersalin dengan luas 4 x 6 meter =
Kesehatan Jambu, Sungai Jering
Kondisi Fisik Puskesmas/Fasilitas Pembangunan ruang bersalin sebanyak { 1 unit } karena Dusun bukit di RT 01, Kab.
19 | Kesehatan Lainnya dalam kondisi tidak poskesdes desa bukit perentak belum mempunyai ruang | Merangin, Pangkalan DITOLAK
layak melaksanakan pelayanan kesehatan | untuk bersalin. Jambu, Bukit Perentak
Perlunya Peningkatan Alat Kesehatan/ dusun bukit di RT 01, Kab.
20 | alat Penunjang Medik Palayanan bantuan sapras persalinan sebanyak { 1 paket } Merangin, Pangkalan DITOLAK
Kesehatan Jambu, Bukit Perentak
Peningkatan / perluasan pelayanan Desa Bungo Tanjung, Kab.
21 5 p petaye susahnya jaringan internet Merangin, Pangkalan DITOLAK
kependudukan dan catatan sipil _
Jambu, Bungo Tanjung
Perlunya Peningkatan Alat Kesehatan/ minimnva alat perlenekapan persalinan perlunva Desa Bungo Tanjung, Kab.
22 | alat Penunjang Medik Palayanan Y b gxapah p P y Merangin, Pangkalan DITOLAK
pengadaannalat persalinan 1Ls .
Kesehatan Jambu, Bungo Tanjung
advokasi, pemberdayaan, kemitraan, i .
eningkatan peran serta masyarakat dan susahnya masyarakat untuk rujuk karena jangakau yang | DESA NGAOL ILIR, Kab.
23 Entas sektor dalam menuniane sektor begitu jauh dari puskesmas dan juga ke kabupaten maka | Merangin, Tabir Barat, DITOLAK
Jang denga ini di perlukan AMBULANCE 1 UNIT Ngaol Ilir
kesehatan
advokasi, pemberdayaan, kemitraan, Sl.lhtnya membawa warga yang sakit atgupun da.rurat
eningkatan peran serta masyarakat dan dikarenakan jarak tempuh yang sangat jauh dari desa Desa Muara langeh, Kab.
24 | P kekecamatan maupun ke kabupaten dikarenakan Merangin, Tabir Barat, DITOLAK

lintas sektor dalam menunjang sektor
kesehatan

kendaraan belum ada di posyandu maka diperlukan
adanya pengadaan MOBIL AMBULANCE

Muara Langeh
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Desa Batang Kibul, Kab.

25 | Kesehatan Lainnya dalam kondisi tidak Belum Adanya Gedung POSTU Merangin, Tabir Barat, DITOLAK
layak melaksanakan pelayanan kesehatan Batang Kibul
Kondisi Fisik Puskesmas/Fasilitas Susah nva tempat melahirkan. Perlunva pembaneunan Desa Peradun Temeras,

26 | Kesehatan Lainnya dalam kondisi tidak edun }t,)ersalilsl ) yap g Kab. Merangin, Muara Siau, DITOLAK
layak melaksanakan pelayanan kesehatan & & Peradu Temberas
agz?rl:aliztgﬁm:re;g?g?;ﬁ ::l:rr:li:t’ dan banyaknya masyarakat yang mengeluh tentang desa durian rambun, Kab.

27 Entasg; ektor galam menun'ar? sektor kesehatan, segingga membutuhkan pelatihan dan Merangin, Muara Siau, DITOLAK
Kkesehatan Jang bimbingan dari orang kesehatan Durian Rambun

e . Dusun Koto Tinggi Desa
Kondisi Fisik Puskesmas/Fasilitas . : :

28 | Kesehatan Lainnya dalam kondisi tidak postu desa yang tidak layak digunakan, baik gedung Pulau Tgngah, Kab. DITOLAK

layak melaksanakan pelayanan kesehatan maupun fasilatas kesehatan yang ada,, Merangin, Jangkat, Pulau
Tengah

20 apgth;;i’li EZ‘:“%‘:;?E?;‘; I;iiihatan/ ALAT KESEHATAN YANG MASIH KURANG SEHINGGA RT 11, Kab. Merangin, DITOLAK

Kesehatan] & y DIBUTUHKAN ALAT KESEHATAH DESA SATU PAKET Jangkat, Lubuk Mentilin
RT 07 RW 04 dusun talang
Kondisi Fisik Puskesmas/Fasilitas . - lindung desa

30 | Kesehatan Lainnya dalam kondisi tidak Eggllilllay:el;ﬁia k;;géisfli tr; Zsll:ee:;i}?:t;’rgl ig: jﬁsuﬂ talang muarabelengo, Kab. DITOLAK

layak melaksanakan pelayanan kesehatan & 88 §angs Merangin, Pamenang,
Muara Belengo
Perlunya Peningkatan Alat Kesehatan/ o .
31 | alat Penunjang Medik Palayanan Kurangnya Alat Kesehatan yang tersedia di Poskes Desa keroya, Kab. Merangin, DITOLAK
Kesehatan Keroya Pamenang, Keroya
e . Tidak layaknya gedung yang perlu di renovasi kembali Desa pematang kancil Rt.
Kondisi Fisik P uskesmas/ Fa5111'Fa_s . karna terlalui banyak kerusakan sehingga dapat 07, Kab. Merangin,
32 | Kesehatan Lainnya dalam kondisi tidak DITOLAK

layak melaksanakan pelayanan kesehatan

menghambat pelayanan kesehatan warga masyarakat
dalam berobat.

Pamenang, Pematang
Kancil
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Desa Pauh Menang Rt 01
33 Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi | Perlunya Pembatas atau Pagar PUSTU Desa Pauh Menang | Rw 01 Dusun Panca Bhakti, DITOLAK
Fasilitas umum/Sosial sehingga terjadinya keamanan didalam PUSTU Kab. Merangin, Pamenang,
Pauh Menang
Kondisi Fisik Puskesmas/Fasilitas Kondisi Dapur PUSTU Desa Pauh Menang yang kurang gj\zs?)f?)uu};ieggggaRI;}?alkti
34 | Kesehatan Lainnya dalam kondisi tidak memadai sehingga sangat dibutuhkan perbaikan karna . ’ DITOLAK
. . . Kab. Merangin, Pamenang,
layak melaksanakan pelayanan kesehatan | sudah lamanya bangunan tidak direnovasi
Pauh Menang
35 Penllk.Jangunan, Reha.blhtaSI dan Renovasi rehab puskesdes karena banyak atap yang bocor Desa, Kab. Mel_”angml, DITOLAK
Fasilitas umum/Sosial Pamenang, Rejo Sari
Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi . Desa, Kab. Merangin,
36 Fasilitas umum /Sosial perlunya pembangunan pagar beton dipuskesdes Pamenang, Rejo Sari DITOLAK
Kondisi Fisik Puskesmas/Fasilitas Masih kurangnya sarana dan prasarana alat kesehatan desa pematang kancil rt 07,
37 | Kesehatan Lainnya dalam kondisi tidak karna untuk penunjang medik pelayanan kesehatan, Kab. Merangin, Pamenang, DITOLAK
layak melaksanakan pelayanan kesehatan | pengadaan tabung oksigen pustu 2 unit Pematang Kancil
Kondisi Fisik Puskesmas/Fasilitas DESA TANAH ABANG, Kab.
38 | Kesehatan Lainnya dalam kondisi tidak PAGAR PUSKESMAS PEMBANTU Merangin, Pamenang, DITOLAK
layak melaksanakan pelayanan kesehatan Tanah Abang
Kondisi Fisik Puskesmas/Fasilitas Posyandu kelurahan
39 | Kesehatan Lainnya dalam kondisi tidak 5 paket Alat medis dan mebeuler untuk posyandu pamenang, Kab. Merangin, DITOLAK
layak melaksanakan pelayanan kesehatan Pamenang, Pamenang
Belum optimalnya Pembangunan dan belum tersedianya pagar pustu desa karang anyar dan ini (38563/153;3111(%3“%’43;5: /1?1W
40 | Pengembangan Infrastruktur Kawasan ya pagarp gany ’ ' sin, DITOLAK

Permukiman di Kawasan Strategis Daerah

akan membuat kurangnya keindahan pustu

Pamenang Barat, Karang
Anyar
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Kondisi Fisik Puskesmas/Fasilitas Kesehatan Lainnya
dalam kondisi tidak layak melaksanakan pelayanan

Puskesmas Simpang
Limbur, Kab. Merangin,

41 | Kesehatan Lainnya dalam kondisi tidak kesehatan untuk itu dibutuhkan Musholla sebagai sarana | Pamenang Barat, Simpang DITOLAK
layak melaksanakan pelayanan kesehatan | . . . , >
ibadah pegawai dan pasien sebanyak 1 unit L. Merangin
Kondisi Fisik Puskesmas/Fasilitas Kesehatan Lainnya Puskesmas Simpan
Kondisi Fisik Puskesmas/Fasilitas dalam kondisi tidak layak melaksanakan pelayanan Limbur. Kab Merz)rang in
42 | Kesehatan Lainnya dalam kondisi tidak kesehatan terutama di akses jalan. maka dari itu ’ ’ nein, DITOLAK
: . Pamenang Barat, Simpang
layak melaksanakan pelayanan kesehatan | dibutuhkan Pengaspalan Jalan Ke Puskesmas Simpang .
. . L. Merangin
Limbur sebanjang 100 Meter
Belum lengkapnya alat kesehatan di poskesdes desa
Perlunya Peningkatan Alat Kesehatan/ pulau tujuh menjadi terhambatnya kegiatan Puskesdes Desa pulau tujuh, Kab.
43 | alat Penunjang Medik Palayanan desa pulau tujuh untuk melayani masyarakat maka kami | Merangin, Pamenang Barat, DITOLAK
Kesehatan membutuhkankan peralatan kesehatan dan obat obatan PulauTujuh
sejumlah 1 paket
Kondisi Fisik Puskesmas/Fasilitas Pustu Desa yang peralatannya rusak berat/tidak ada, Desa Lantak Seribu, Kab.
44 | Kesehatan Lainnya dalam kondisi tidak sangat perlu diadakan untuk membantu kesehatan secara | Merangin, Renah DITOLAK
layak melaksanakan pelayanan kesehatan | cepat dan tepat Pamenang, Lantak Seribu
Kondisi Fisik Puskesmas/Fasilitas Zg;rlld;Zii{g?;?ﬁiaeﬁzging;;piﬂgjngemhf?agagigzlua Desa Lantak Seribu, Kab.
45 | Kesehatan Lainnya dalam kondisi tidak Y . yang P 884, Merangin, Renah DITOLAK
layak melaksanakan pelayanan kesehatan dapat bekerja dengan maksimal. serta Gedung Sangat Pamenang, Lantak Seribu
Rusak Berat, Perlu Pembangun Gedung 1 Unit. ’
Perlunya Peningkatan Alat Kesehatan/ sangat perlunya tempat tidur pasien, kursi dan meja, tikar | pkk keluarahan pasar baru,
46 | alat Penunjang Medik Palayanan untuk bayi, alat cek kesehatan dan pengukur tinggi badan | Kab. Merangin, Tabir, DITOLAK
Kesehatan untuk pkk keluarahan pasar baru Ps.Baru Rantau
Perlunya P.e nlngkat'fln Alat Kesehatan/ Minimnya Alat Kesehatan Yang sesuai Standart Pelayanan Desa Ta.n] ung Rejo, Ka}b.
47 | alat Penunjang Medik Palayanan Merangin, Margo Tabir, DITOLAK
Kesehatan untuk Masyarakat . .
Kesehatan Tanjung Rejo
Kondisi Fisik Puskesmas/Fasilitas masih kurangnya fasilitas peralatan bad Partus di Pustu desa sido rukun, Kab.
48 | Kesehatan Lainnya dalam kondisi tidak Puskesmas Pembantu Desa Sido Rukun, maka perlu Merangin, Margo Tabir, DITOLAK

layak melaksanakan pelayanan kesehatan

bantuan 2 unit

Sido Rukun
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Perlunya Peningkatan Alat Kesehatan/

tidak memadai adanya alat kesehatan berupa tabung

desa sido rukun, Kab.

49 | alat Penunjang Medik Palayanan oksigen Merangin, Margo Tabir, DITOLAK

Kesehatan & Sido Rukun
tidak adanya ruang rawat inap bagi pasien dan ibu Pustu desa sido rukun, Kab.
50 | Kurangnya jumlah Puskesmas Rawat Inap \cany 5 p bagl b . Merangin, Margo Tabir, DITOLAK
melahirkan yang butuh perawatan berlanjut .
Sido Rukun

Kondisi Fisik Puskesmas/Fasilitas . L JI. Mentawai, Kab.

51 | Kesehatan Lainnya dalam kondisi tidak dfsirel;lrlir; pirr;gl?:r?‘?un dliz\g—ii';ft;l;:ﬁﬁlk gedung Merangin, Tabir Selatan, DITOLAK
layak melaksanakan pelayanan kesehatan p p & Sungai Sahut
Kondisi Fisik Puskesmas/Fasilitas diverlukan pemasanean pavine blok untuk halaman JI. Mentawai, Kab.

52 | Kesehatan Lainnya dalam kondisi tidak er(Jiun usiesmas ge mbzmtu gesa suneai sahut Merangin, Tabir Selatan, DITOLAK
layak melaksanakan pelayanan kesehatan & &P p & Sungai Sahut
Belum Optimalnya Rehabilitasi, Renovasi erlunva tempat parkir di puskesmas pembantu desa jalan A Manap, Kab.

53 | dan Ubah suai Bangunan Gedung untuk Is)inar z din patp P p Merangin, Tabir Selatan, DITOLAK
Kepentingan Strategis Daerah & & Sinar Gading
Belum optimalnya Pembangunan dan perlunya paving block dihalaman demi menunjang jalan A Manap, Kab.

54 | Pengembangan Infrastruktur Kawasan keamanan dan kenyamanan puskesmas pembantu desa Merangin, Tabir Selatan, DITOLAK
Permukiman di Kawasan Strategis Daerah | sinar gading Sinar Gading
Kondisi Fisik Puskesmas/Fasilitas JI. Yudistira, Kab.

55 | Kesehatan Lainnya dalam kondisi tidak Peningkatan Pustu Menjadi Pustu Plus Merangin, Tabir Selatan, DITOLAK
layak melaksanakan pelayanan kesehatan Bungo Antoi

56 Pemenuhan Kebutuhan SDM Kesehatan dibutuhkan rehabilitasi ODG] jalan rajin, Kab. Merangin, DITOLAK

(medis dan paramedis) RS]

Tabir Selatan, Sinar Gading
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Belum optimalnya Infrastruktur dan

HALAMAN MASIH TANAH, MAKA DARI ITU KAMI MINTA

PUSTU JALAN RAMBA],

57 | sarana yang digunakan untuk _ SEPANJANG 10X10 METER Kab. Merangin, Tabir DITOLAK
penanggulangan bencana/evakuasi Selatan, Mekar Jaya
Kondisi Fisik Puskesmas/Fasilitas LAJQ é\IOR]il\;IEAéa%USUN
58 | Kesehatan Lainnya dalam kondisi tidak PMT BAGI POSYANDU SEJAHTERA ; . DITOLAK
Merangin, Tabir Selatan,
layak melaksanakan pelayanan kesehatan
Mekar Jaya
Perlunya Peningkatan Alat Kesehatan/ Dusun 2 dan 3 Desa Gading
59 | alat Penunjang Medik Palayanan Pengadaan Lemari Arsip Buat Posyandu Volume 2 unit Jaya, Kab. Merangin, Tabir DITOLAK
Kesehatan Selatan, Gading Jaya
Perlunya Peningkatan Alat Kesehatan/ Perlunya APE luar, Meubeler, Alat Kesehatan, buat 2 Dusun 2 dan 3 Desa Gading
60 | alat Penunjang Medik Palayanan POSYANDU untuk 2 posyandu di Dusun 2 dan 3 Desa Jaya, Kab. Merangin, Tabir DITOLAK
Kesehatan Gading jaya sebanyak 2 set Selatan, Gading Jaya
Perlunya Peningkatan Alat Kesehatan/ Kondisi Fisik PUSTU perlu rehap Berat, Penambahan Dusun 3 Desa Gading Jaya,
61 | alat Penunjang Medik Palayanan peralatan POSBINDU karena keadaan sudah kurang layak, | Kab. Merangin, Tabir DITOLAK
Kesehatan 1 Set di Desa Gading Jaya Selatan, Gading Jaya
Perlunya P.e mngkat:.m Alat Kesehatan/ Pembangunan Paping Blok Posyandu, Plafon dan Teras Desa Bulngo Ar}t01, Kab.
62 | alat Penunjang Medik Palayanan . . Merangin, Tabir Selatan, DITOLAK
Posyandu (6 Unit) dan Papin Blok Poskesdes .
Kesehatan Bungo Antoi
Kondisi Fisik Puskesmas/Fasilitas J1. Mentawai, Kab.
63 | Kesehatan Lainnya dalam kondisi tidak Pembangunan Turap Puskesmas Pembantu Merangin, Tabir Selatan, DITOLAK
layak melaksanakan pelayanan kesehatan Sungai Sahut
Kondisi Fisik Puskesmas/Fasilitas Belum adanya pagar keliling sehingga diperlukannya Puskesdes Desa Sungai
64 | Kesehatan Lainnya dalam kondisi tidak pembuatan pagar keliling untuk keamanan dan Bulian, Kab. Merangin, DITOLAK

layak melaksanakan pelayanan kesehatan

kenyamanan dalam melayani masyarakat

Tabir Timur, Sungai Bulian
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Kondisi Fisik Puskesmas/Fasilitas Belum adanya pagar keliling belakang kantor PLKB maka | Kantor PLKB Desa Sungai
65 | Kesehatan Lainnya dalam kondisi tidak diperlukan pembangunan pagar belakang untuk menjaga | Bulian, Kab. Merangin, DITOLAK
layak melaksanakan pelayanan kesehatan | keamanan dan kenyamanan Tabir Timur, Sungai Bulian
Perlunya Peningkatan Alat Kesehatan/ masih kuranenva peralatan medis maka perlunva alat Desa Sri sembilan, Kab.
66 | alat Penunjang Medik Palayanan . snya b ’ p y Merangin, Tabir Timur, Sri DITOLAK
inskubator komplit 2 set .
Kesehatan Sembilan
Perlunya Peningkatan Alat Kesehatan/ Karena serinenva pasien rawat inap maka perlunva Desa Sri Sembilan, Kab.
67 | alat Penunjang Medik Palayanan snyab P p y Merangin, Tabir Timur, Sri DITOLAK
adanya sumur dan MCK untuk polindes dan pustu .
Kesehatan Sembilan
. . . : . Desa Sri Sembilan, Kab.
68 Masih rend_ahr.lya kuantitas dan kualitas agar nyaman pa51en.maka perlunya paping blok untuk Merangin, Tabir Timur, Sri DITOLAK
sarana sanitasi halaman pustu sepajang 150 meter persegi :
Sembilan
Perlunya Peningkatan Alat Kesehatan/ Puskesdes Desa Sungai
69 | alat Penunjang Medik Palayanan Masih kurangnya buku KMS lansia Bulian, Kab. Merangin, DITOLAK
Kesehatan Tabir Timur, Sungai Bulian
Perlunya Peningkatan Alat Kesehatan/ Puskesdes Desa Sungai
70 | alat Penunjang Medik Palayanan Masih kurangnya buku KMS Remaja Bulian, Kab. Merangin, DITOLAK

Kesehatan

Tabir Timur, Sungai Bulian
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Diperlukannya gedung baru puskesmas untuk menunjang

Puskesmas Sungai Bulian,

71 | Kesehatan Lainnya dalam kondisi tidak elavanan kesehatan masavarakat Kab. Merangin, Tabir DITOLAK
layak melaksanakan pelayanan kesehatan pelay y Timur, Sungai Bulian
. . . Desa Sri Sembilan, Kab.
72 Masih ada.nya kualitas rumah yang kurang gntuk memper mudah akses pelayana umum,maka dari Merangin, Tabir Timur, Sri DITOLAK
layak huni itu perlu adanya MCK untuk posyandu .
Sembilan
Perlunya Peningkatan Alat Kesehatan/ Sangat dfkeluhkan oleh Kasder Kesehatan Desglsaat
. . melayani masyarakat karena terbatasnya Fasilitas UMUM ; ,
73 | alat Penunjang Medik Palayanan ) . . RT04, Kab. Merangin Ditolak
Kesehatan di Posyandu Yaitu WC. Maka sangat perlu untuk di bangun
fasilitas WC Posyandu sebanyak1 unit
Belum Optimalnya Rehabilitasi, Renovasi Pembangunan_Gedung/ Ruangan Tamt?ahan Puskemas RT 008 RW 000 Desa
! sebanyak 3 unit Kurangnya ruangan di Puskemas Bangko | Pinang Penawar, Kab.
74 | dan Ubah suai Bangunan Gedung untuk . . . DITERIMA
. . Barat untuk persalinan sehingga perlu pembagunan Merangin, Bangko Barat,
Kepentingan Strategis Daerah
ruangan tambahan Pulau Rengas
Puskesmas Bangko Barat
Perlu Pembangunan Ruangan Rawat Inap karna Jalan Lintas Bangko Kerinci
75 | Kurangnya jumlah Puskesmas Rawat Inap | dipuskemas belum ad gedung atau ruangan rawat inap RT 008 RW 000, Kab. DITERIMA
yang memadai Merangin, Bangko Barat,
Pulau Rengas
Kondisi Fisik
Puskesmas/Fasilitas dusun atas
Kondisi Fisik Puskesmas/Fasilitas ) rt.01, Kab.
. L Kesehatan Lainnya dalam .
76 | Kesehatan Lainnya dalam kondisi tidak rehap pustu e Merangin,
kondisi tidak layak
layak melaksanakan pelayanan kesehatan Nalo Tatan,
melaksanakan pelayanan Danau

kesehatan
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gﬁ?l?;:rgzl/l;asilitas RT 03 Dusun
Kondisi Fisik Puskesmas/Fasilitas Kesehatan Lainnva dalam 1, Kab.
77 | Kesehatan Lainnya dalam kondisi tidak Pagar Belakang Puskesmas Tidak ada, 20 Meter x 2 Meter o y Merangin,
kondisi tidak layak
layak melaksanakan pelayanan kesehatan Nalo Tatan,
melaksanakan pelayanan
Baru Nalo
kesehatan
Kondisi Fisik
Kondisi Fisik Puskesmas/Fasilitas o Puskesmas/F.asﬂltas RT 06, Kab.
. o Kondisi Fisik Puskesmas Pembantu (pustu) Bnyak Yang Kesehatan Lainnya dalam Merangin,
78 | Kesehatan Lainnya dalam kondisi tidak e
Rusak kondisi tidak layak Nalo Tatan,

layak melaksanakan pelayanan kesehatan

melaksanakan pelayanan
kesehatan

Aur Berduri

Kondisi atap puskesmas pembantu (pustu) desa nalo Kondisi Fisik Dusun .
, ; . Padang Ujo,
N . gedang sangat mempehatikan, sementara kegiatan Puskesmas/Fasilitas
Kondisi Fisik Puskesmas/Fasilitas ) . . Desa Nalo
. . bulanan seperti posyandu, posbindu, pelayanan Kesehatan Lainnya dalam
79 | Kesehatan Lainnya dalam kondisi tidak . e 1 e Gedang, Kab.
kehamilan, pelayanan Kesehatan sangat aktif di pustu kondisi tidak layak .
layak melaksanakan pelayanan kesehatan . . . Merangin,
tersebut, oleh karena itu diharapkan atapnya dapat di melaksanakan pelayanan Nalo Tatan
rehab kesehatan ’
Nalo Gedang
Kondisi Fisik Puskesmas/Fasilitas Kesehatan ?‘TnOOZlR‘(/}V 0013 ]]))usun
80 | Lainnya dalam kondisi tidak layak Belum tersedianya kebutuhan sarana air bersih impang Luguk, Uesa DITERIMA
melaksanakan pelayanan kesehatan Guguk, Kab. Merangin,
Renah Pembarap, Guguk
Kondisi Fisik Puskesmas/Fasilitas Kesehatan Dusun Harapan Jaya, Kab.
81 | Lainnya dalam kondisi tidak layak Rehab Gedung PUSTU Desa Air Batu Merangin, Renah DITERIMA
melaksanakan pelayanan kesehatan Pembarap, Air Batu
Kondisi Fisik Puskesmas/Fasilitas Kesehatan Dusun Harapan Jaya Desa
82 | Lainnya dalam kondisi tidak layak Pagar Pustu Desa Air Batu dan peralatan kegiatan Pustu Air Batu, Kab. Merangin, DITERIMA

melaksanakan pelayanan kesehatan

Renah Pembarap, Air Batu
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Kondisi Fisik Puskesmas/Fasilitas Kesehatan

Desa Muara Bantan, Kab.

83 | Lainnya dalam kondisi tidak layak Tidak Mempunyai Gedung Puskesmas Pembantu Merangin, Renah DITERIMA
melaksanakan pelayanan kesehatan Pembarap, Muara Bantan
Kondisi Fisik Puskesmas/Fasilitas Kesehatan | masih terbatasnya prasarana dibidang kesehatan dan gz::gilzszasig?it I;(‘;l?l’
84 | Lainnya dalam kondisi tidak layak terdapat beberapa kerusakan pada bagian bangunan dan Meranginp Re%lah ’ ' DITERIMA
melaksanakan pelayanan kesehatan atap Puskesmas yang bocor 1 Unit. Pembarap, Simpang Parit
Kondisi Fisik Puskesmas/Fasilitas Kesehatan Belum t di p Pusk i Parit gusug.Pasar S(;’ne?(, it'gl’
85 | Lainnya dalam kondisi tidak layak elum tersedianya Pagar Puskesmas Simpang Parit yang esa Simpang Parit, Kab. DITERIMA
menyeluruh 1 Unit. Merangin, Renah
melaksanakan pelayanan kesehatan . .
Pembarap, Simpang Parit
Kondisi Fisik Puskesmas/Fasilitas Kondisi Fisik Puskesmas Pembantu Desa Palipan yang Desa Palipan, Kab.
86 Kesehatan Lainnya dalam kondisi tidak kurang layak membuat pelayanan kesehatan di desa Merangin, Sungai Manau, DITERIMA
layak melaksanakan pelayanan kesehatan | palipan kurang optimal. Palipan
dusun tengah desa sungai
. manau, Kab. Merangin,
87 | Kurangnya jumlah Puskesmas Rawat Inap | gedung ugd dan rehab gedung 6x20m Sungai Manau, Sungai DITERIMA
Manau
R . dusun tengah desa sungai
Kondisi Fisik Puskesmas/Fasilitas . . :
88 | Kesehatan Lainnya dalam kondisi tidak rehab gedung rgwat]alan 11 jendela, 11kusen, 3 lubang manatu, Kab. Meranglp, DITERIMA
kusen, 6daun pintu Sungai Manau, Sungai
layak melaksanakan pelayanan kesehatan
Manau
Kondisi Fisik Puskesmas/Fasilitas jalan menuju puskesmas sudah mulai rusak dan masih sungai jering, Kab.
89 | Kesehatan Lainnya dalam kondisi tidak ada yang tanah sehingga perlu di perbaiki sepanjang 200 | Merangin, Pangkalan DITERIMA

layak melaksanakan pelayanan kesehatan

meter

Jambu, Sungai Jering
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Perlunya Peningkatan Alat Kesehatan/

sungai jering, Kab.

90 | alat Penunjang Medik Palayanan belum ada aula di puskesmas sungai jering Merangin, Pangkalan DITERIMA
Kesehatan Jambu, Sungai Jering
Kondisi Fisik Puskesmas/Fasilitas desa tanjung mudo, Kab.
91 | Kesehatan Lainnya dalam kondisi tidak banyak nya bangunan pustu yang rusak Merangin, Pangkalan DITERIMA
layak melaksanakan pelayanan kesehatan Jambu, Tanjung Mudo
Dosen Pondok Indah, Desa
Kondisi Fisik Puskesmas/Fasilitas Berhubung Puskesmas Desa Muara Kibul sudah memiliki | Muara Kibul, Kecamatan
02 Kesehatan Lainnya dalam kondisi tidak rawat inap dan pelayan 24 Jam, karna itu sangat tabir barat, kabupaten DITERIMA
layak melaksanakan pelayanan kesehatan | membutuhakan pembangunan IGD dan ruangan Lainnya, | Merangin, Provinsi Ja, Kab.
sehingga dapat pelayanan Pasien dengan Baik Merangin, Tabir Barat,
Muara Kibul
Kondisi Fisik Puskesmas/Fasilitas masyarakat yang melaksanakan pelayanan kesehatan Dusun 2, Kab. Merangin,
93 | Kesehatan Lainnya dalam kondisi tidak masih belum maksimal karena bangunan fisik belum Tiang Pumpung, Beringin DITERIMA
layak melaksanakan pelayanan kesehatan | layak. Rehab WC dan Gedung Pustu 1 Paket Sanggul
Kondisi Fisik Puskesmas/Fasilitas Puskesmas Sekancine belum mempunvai ruane aula Desa Sekancing Kec. Tiang
94 | Kesehatan Lainnya dalam kondisi tidak . 5 . punyal & ; Pumpung, Kab. Merangin, DITERIMA
kegiatan pertemuan memakai ruang fasilitas kesehatan . .
layak melaksanakan pelayanan kesehatan Tiang Pumpung, Sekancing
untuk menjaga kebersihan lingkungan puskesmas RT.6 Dusun Kandang Desa
05 Pengembangan Rumah Sakit pembantu dan rumah bersalin desa, sangat dibutuhkan | Lubuk Beringin, Kab. DITERIMA
pagar yang layak sehingga diperlukan pembangunan Merangin, Muara Siau,
pagar beton Lubuk Beringin
Pembangunan, Rehabilitasi dan Kondisi Tanah Pustu Rawan lonesor. perlu di tura Rt 05 Desa Nilo Dingin,
96 | Renovasi Fasilitas umum/Sosial gsor, p P Kab. Merangin, Lembah DITERIMA

Masurai, Nilo Dingin
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Kondisi Fisik Puskesmas/Fasilitas
Kesehatan Lainnya dalam kondisi tidak

Postu Desa yang tidak layak digunakankan, karna

Dusun Koto Tinggi Desa
Pulau Tengah, Kab.

97 h k faili i DITERIMA
layak melaksanakan pelayanan b_angunan vg suda rusa berat dan failitas medis yang Merangin, Jangkat, Pulau
tidak ada atau tdak lingkap
kesehatan Tengah
Kondisi Fisik Puskesmas/Fasilitas Pagar Pustu sudah rusak, ge.dung pasilitas pfalayanan
. L kesehatan perlu di rehab/ ditambah kemudian .
Kesehatan Lainnya dalam kondisi tidak . RT 003, Kab. Merangin,
98 peralatan kesehatan belum lengkap sehingga . DITERIMA
layak melaksanakan pelayanan . Jangkat, Renah Alai
menghambat pelayanan yang prima terhadap
kesehatan
masyarakat yang membutuhkan
peralatan bersalin di poskesdes masih kekurangan
Kondisi Fisik Puskesmas/Fasilitas sehingga dibutuhkan kelengkapan alat bersalin -
Kesehatan Lainnya dalam kondisi tidak ruangan bersalin belum tersedia sehingga dibutuhkan rt Il, Kab. Merangin,
99 . DITERIMA
layak melaksanakan pelayanan penambahan ruangan - pagar poskesdes belum Jangkat, Lubuk Mentilin
kesehatan tersedia sehingga dibutuhkan pagar permanen
poskesdes
. Kurangnya Saluran air/Turap sehingga pengikisan tanah | Desa Pauh Menang Rt 01
K P lih
100 v ibtinrhntd d'an semakin merapat keruangan kesehatan/PUSTU di Desa | Rw 01, Kab. Merangin, DITERIMA
pembangunan saluran drainase
Pauh Menang Pamenang, Pauh Menang
Kondisi Fisik Puskesmas/Fasilitas
D Pauh M Rt 01
Kesehatan Lainnya dalam kondisi tidak sudah lamanya prasarana MCK PUSTU sehingga Kurang bbb .tO
101 . . Rw 01, Kab. Merangin, DITERIMA
layak melaksanakan pelayanan Memadainya sarana MCK di PUSTU Desa Pauh Menang
Pamenang, Pauh Menang
kesehatan
Kondisi Fisik Pusk Fasilit
KzgerzsaltalrflLai:\J:\ Escrlr;?:r/n ?(f)lr:da;zi tidak Bangunan Pustu Desa Sialang, dinding sudah banyak Pustu Desa Sialang Dusun
102 y yang rusak, khususnya WC yang memang harus segera | 1 RT. 03, Kab. Merangin, DITERIMA

layak melaksanakan pelayanan
kesehatan

diperbaiki

Pamenang, Sialang
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Kesehatan Lainnya dalam kondisi tidak

DESA TANAH ABANG, Kab.

103 REHABILITASI PUSKESMAS PEMBANTU Merangin, Pamenang, DITERIMA
layak melaksanakan pelayanan
Tanah Abang
kesehatan
Kondisi Fisik Puskesmas/Fasilitas
. . Puskemas pamenang, Kab.
104 | Kesehatan Lainnya dalam kondisi tidak . .
Pagar beton keliling puskesmas pamenang Merangin, Pamenang, DITERIMA
layak melaksanakan pelayanan
Pamenang
kesehatan
Kondisi Fisik Puskesmas/Fasilitas Kondisi Fisik Puskesmas/Fasilitas Kesehatan Lainnya .
. R o Puskesmas Simpang
Kesehatan Lainnya dalam kondisi tidak dalam kondisi tidak layak melaksanakan pelayanan . .
. Limbur, Kab. Merangin,
105 | layak melaksanakan pelayanan kesehatan maka diperlukan Aula Pertemuan Puskesmas . DITERIMA
. . Pamenang Barat, Simpang
kesehatan Simpang Limbur '
L. Merangin
Kondisi Fisik Puskesmas/Fasilitas
. T ) Puskesmas Pembantu
Kesehatan Lainnya dalam kondisi tidak karena puseksmas pembantu desa bukit bungkul Belum .
106 o Desa Bukit Bungkul, Kab.
layak melaksanakan pelayanan memiliki pagar Volume : 100 m . DITERIMA
kesehat Merangin, Renah
esenhatan Pamenang, Bukit Bungkul
Kondisi Fisik F.’uskesmas/Fa5|I|t§s. . Puskesmas Tambang Emas merupakan Puskesmas Desa Tambang Emas RT
Kesehatan Lainnya dalam kondisi tidak . . . .
107 Rujukan, dengan meningkatnya pasien yang berobat 26, Kab. Merangin,
layak melaksanakan pelayanan . DITERIMA
dibutuhkan bangunan untuk Ruang UGD. Pamenang Selatan,
kesehatan
Tambang Emas
Kondisi Fisik Puskesmas/Fasilitas Kondisi Atap Pusat Kesehatan Rusak parah dan di saat
. L . . L Rt. 03, Dusun lll, Kab.
108 | Kesehatan Lainnya dalam kondisi tidak hujan kondisi seng bocor, dan bangunan dinding sudah . .
) ) ) Merangin, Tabir, Koto DITERIMA
layak melaksanakan pelayanan rapuh sehingga bangunan sudah tidak layak lagi dalam Ravo
kesehatan memberi pelayanan kesehatan untuk masyarakat. ¥
Kondisi Fisik Puskesmas/Fasilitas JIn. Rantau Limau Manis
Kesehatan Lainnya dalam kondisi tidak km. 10 RT. 04 Desa
109 y Butuh Pagar PUSTU Permanen, 1 Paket DITERIMA

layak melaksanakan pelayanan
kesehatan

Tanjung llir, Kab.
Merangin, Tabir, Tanjung
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Kondisi Fisik Puskesmas/Fasilitas
Kesehatan Lainnya dalam kondisi tidak

Musim Hujan tergenag Air dihalaman PUSTU Karena

JIn. Rantau Limau Manis
km. 10 RT 04 Desa

110 rendah, Butuh Pembangunan/Pemasangan Papinblok 1 | Tanjung Ilir, Kab. DITERIMA
layak melaksanakan pelayanan . . .
Paket Merangin, Tabir, Tanjung
kesehatan .
Ilir
Kurangnya jumlah Puskesmas Rawat RT 01, Kab. Merangin,
111 gnyaJ TIDAK ADA GEDUNG RAWAT INAP Tabir llir, Rantau Limau DITERIMA
Inap .
Manis
Pembaneunan. Rehabilitasi dan halaman depan PUSTU membutuhkan pengerasan JI. Poros RT 17 Dusun Batu
112 g e . berupa paving block supaya tidak lembab/becek saat Retno, Kab. Merangin, DITERIMA
Renovasi Fasilitas umum/Sosial . . s
musim hujan Tabir Ilir, Air Batu
K isi Fisik Pusk Fasili
Kce);ffl\zltal:Lai:; ZS(ZIT;?:r/n T(i)lr:;;; tidak kondisi Puskesmas Pembantu sudah Banyak Yang Jalan Lumba-Lumba
113 y Rusak, Maka Sangat Dibutuhkan Rehap Gedung RT.005, Kab. Merangin, DITERIMA
layak melaksanakan pelayanan ) .
Puskesmas Pembantu Dengan Volume 1 Uni Tabir Selatan, Rawa Jaya
kesehatan
Kondisi Fisik Puskesmas/Fasilitas .
Kesehatan Lainnya dalam kondisi tidak Dibutuhkan Pembangunan MCK untuk gedun JI. Mentawai, Kab.
114 y 8 . 8 8 Merangin, Tabir Selatan, DITERIMA
layak melaksanakan pelayanan puskesmas pembantu desa sungai sahut .
Sungai Sahut
kesehatan
Kondisi Fisik Puskesmas/Fasilitas .
Kesehatan Lainnya dalam kondisi tidak diperlukan Rehab bangunan gedung Pustu desa Sungai Jl. Mentawai, Kab.
115 y P g g g g Merangin, Tabir Selatan, DITERIMA

layak melaksanakan pelayanan
kesehatan

Sahut

Sungai Sahut
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Kondisi Fisik Puskesmas/Fasilitas
Kesehatan Lainnya dalam kondisi tidak

Perlunya dibangun Sumur Bor untuk kegiatan di

JI. mentawai, Kab.

116 M in, Tabir Sel DITERIMA
layak melaksanakan pelayanan puskesmas pembantu desa Sungai sahut erar!gln, abir Selatan,
Sungai Sahut
kesehatan
Kondisi Fisik Puskesmas/Fasilitas jalan A Manap, Kab
117 Kesehatan Lainnya dalam kondisi tidak perlun.ya rehat.) berat/sedang puskesmas pembantu Merangin, Tabir Selatan, DITERIMA
layak melaksanakan pelayanan desa sinar gading . .
Sinar Gading
kesehatan
. perlunya pembangunan/penambahan ruang rawat JI. Beliak Mata, Kab.
118 :(nuarangnya Jumlah Puskesmas Rawat inap, dikarenakan kondisi warga mura delang yang Merangin, Tabir Selatan, DITERIMA
P sangat banyak Muara Delang
Kondisi Fisik Puskesmas/Fasilitas Belum adanya pagar keliling puskesmas maka Do
Kesehatan Lainnya dalam kondisi tidak diperlukan pembangunan pagar disekeliling puskesmas Puskesmas Sungai Bulian,
119 y P P gunan pag &p Kab. Merangin, Tabir DITERIMA
layak melaksanakan pelayanan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan serta . .
. Timur, Sungai Bulian
kesehatan menunjang pelayanan kesehatan
ice);fflwzltl;lrilta?rf;kzstgr;?:r/:izlr::la;zi tidak kurang nyamannya pelayanan kesehatan,maka Desa Sri Sembilan, Kab.
120 y gny ya pelay ’ Merangin, Tabir Timur, Sri DITERIMA
layak melaksanakan pelayanan perlunya rehap PUSTU .
Sembilan
kesehatan
Kondisi Fisik Puskesmas/Fasilitas . -
Kesehatan Lainnva dalam kondisi tidak Perlunya pembangunan ruang konseling, ruang Puskesmas Sungai Bulian,
121 y pelayanan dan gudang di puskesmas untuk menunjang | Kab. Merangin, Tabir DITERIMA

layak melaksanakan pelayanan
kesehatan

pelayanan kesehatan

Timur, Sungai Bulian
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